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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan 
awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan 
baik. 

 
1.1 Latar Belakang  

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari 
pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini 
memiliki makna bahwa Pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan 
sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. 
Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
kerangka pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah 
harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan Nasional, 
sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara. 

   Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana 
sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 
260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan 
kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan 
dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Pemerintah daerah harus 
menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan 
dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Subang melaksanakan pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Periode 2018-2023. Berdasarkan hasil pilkada, maka 
ditetapkan pasangan H. Ruhimat dan Agus Masykur Rosyadi sebagai Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Subang Periode 2018-2023.   

Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014,  Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD 
dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah 
kepala daerah terpilih dilantik,  Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari 
visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, 
arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program 
perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka 
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun 
dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi 
serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD 
Kabupaten Subang 2018-2023 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh 
perangkat daerah sesuai kewenangannya. 

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten 
Subang dilakukan dengan program Subang Jawara (Jaya, Istimewa dan 
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Sejahtera). Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses 
atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai 
bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Demikian 
juga diharapkan terjalin sinergi, koordinasi dan sinkronisasi yang intens antara 
Pemerintah Kabupaten Subang dengan pemerintah Povinsi Kabupaten Subang 
dan Pemerintah Pusat.  

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Subang menerapkan 
beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi: 

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka 
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 
Daerah.   

2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan.   

3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan 
misi kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan 
pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.  

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil 
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan 
yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, 
hingga Nasional. 

RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023 memperhatikan 
pemenuhan pendekatan substansi penyusunan dokumen rencana, antara lain: 

1. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan 
pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, 
hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan 
lainnya. 

2. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa 
kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam 
upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.  

3. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan 
dimensi keruangan dalam perencanaan. 

 
Adapun proses penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi 

dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Teknokratik Tahun 2018-2023, sebagai berikut : 
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Gambar 1.1  
Proses Penyusunan, Pelaksanaan Serta Pengendalian dan Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah 

 
Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, maka proses penting dalam penyusunan 

rancangan RPJMD setelah diperoleh rumusan isu-isu strategis yaitu tahap 
merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Hal ini merupakan 
perencanaan strategik yang membutuhkan proses berulang-ulang untuk 
menghasilkan rumusan tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator 
kinerja sebagai tolok ukur. Selanjutnya, tujuan dan sasaran yang telah 
dirumuskan, perlu dilaksanakaan dengan berbagai upaya/cara yang dirumuskan 
dalam strategi dan arah kebijakan. Dengan strategi dan arah kebijakan yang 
dipilih, maka dapat disusun indikasi rencana program prioritas pembangunan 
selama 5 (lima) tahun kedepan.   

Penyusunan RPJMD Kabupaten Subang merupakan rangkaian yang 
berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda 
tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan 
teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu 
input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal 
disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan 
kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Subang serta hasil konsultasi ke 
Gubernur.   

Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar 
bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana 
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra PD 
menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan 
RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.  

Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan 
menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan 
ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda tentang RPJMD. Setelah 
disetujui, maka Raperda tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur. Hasil evaluasi 
Gubernur menjadi dasar penyempurnaan Raperda tentang RPJMD, yang 
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selanjutnya  ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Subang 2018-
2023. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Subang menjadi dokumen yang sangat strategis, antara lain: 

1. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih 
yang telah disampaikan pada saat kampanye  kepada  seluruh 
masyarakat. 

2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Subang 2005-2025 
periode/tahap keempat. 

3. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.  
4. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) Kabupaten Subang.  
5. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan BP4D.  
6. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat 

Daerah selama 5 (lima) tahun.  
7. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan Daerah dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan 
urusan Pemerintahan Daerah yang dimiliki.  

Selanjutnya, RPJMD yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh 
perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah tahun 
2018-2023. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan 
strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah, dalam 
rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah, sekaligus 
sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi 
kewenangan Kabupaten Subang. 

 
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Subang berlandaskan pada beberapa 
dasar hukum, sebagai berikut:  

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten 
Subang (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang 
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);  
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4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5.  

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang 
Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2oo8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara  
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5941);   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);  

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);  

13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
119);  

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 15.  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2009-2029; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 87); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Subang. 

 
1.3 Hubungan Antar Dokumen  

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Subang dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  

Penyusunan RPJMD Kabupaten Subang memperhatikan RPJMD 
Kabupaten Subang dan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017. Memperhatikan RPJMD Kabupaten Subang dan RPJMN 2015-2019 
dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 
arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten 
dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Nasional, arah 
kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan 
kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah. 

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Subang dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD 
dan Renja-PD   

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Subang 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan 
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Daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan 
RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Subang 2018-2023 
berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kabupaten 
Subang 2005-2025.   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
(Renstra PD). Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang 
menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat Daerah untuk 
menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah 
sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Penjabaran rencana tahunan 
perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja  Perangkat Daerah (Renja-PD) 
setiap tahun selama 5 (lima) tahun.   

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima 
tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai 
perencanaan tahunan Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat 
Daerah dalam menyusun Renja-PD. RPJMD melalui RKPD menjadi dasar 
penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun. 

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Subang dengan RTRW Kabupaten Subang. 

Penyusunan RPJMD Kabupaten Subang berpedoman pada Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang 2011-2031, yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 31 Tahun 2014 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031. 
Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, 
sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah 
Daerah Kabupaten Subang dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. 

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Subang dengan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Subang. 

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD yaitu Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang 
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 
KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah 
menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak 
pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, 
mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra-
OPD). 

 
1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Subang 
2018-2023 adalah memberikan rancangan arah pembangunan jangka menengah 
Kabupaten Subang lima tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan 
berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu 
strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan Daerah.  

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan rancangan awal RPJMD 
Kabupaten Subang 2018-2023, yaitu: 
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1. Menelaah kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 
2013-2018.   

2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka 
pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.  

3. Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian 
kinerja pembangunan daerah kabupaten beberapa tahun terakhir.    

4. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan 
mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Subang.  

5. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan 
Kabupaten Subang lima tahun kedepan.  

6. Merumuskan indikasi rencana program prioritas pembangunan daerah 
beserta indikator kinerjanya untuk melaksanakan strategi dan arah 
kebijakan. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Rancangan awal RPJMD Kabupaten Subang disusun dalam 9 (sembilan) 
bab, sebagai berikut:  

Bab I. Pendahuluan  
Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, 

maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan rancangan awal  RPJMD.  

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah 
Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun 

terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan 
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek 
daya saing daerah. Selain itu, bab ini memuat evaluasi hasil RPJPD, RPJMD 
periode lalu yang dilengkapi dengan analisis faktor penghambat dan faktor 
pendukung, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s). 

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah   
Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan Daerah 

beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan 
untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. 

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah  
Bab ini memuat rangkaian proses yang menghasilkan isu-isu strategis 

pembangunan Daerah. Tahapan dimulai dengan perumusan permasalahan 
pembangunan, dilanjutkan dengan menelaah dokumen perencanaan lainnya 
maupun kebijakan/isu di tingkat internasional, nasional, regional maupun di 
internal Kabupaten Subang. Berdasarkan berbagai telaahan tersebut, maka 
dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis bagi pembangunan Kabupaten 
Subang 5 (lima) tahun yang akan datang. 

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
Bab ini memuat rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah 

berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selanjutnya misi dijabarkan ke 
tujuan dan  sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan 
jangka menengah secara teknokratik. 

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah  
Bab ini menyajikan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan 

termasuk intergrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun 
yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang 
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akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang 
telah dipilih. 

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program 
Perangkat Daerah 

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan 
selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Subang, disertai dengan 
pendanaannya yang bersifat indikatif. 

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah  
Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 
yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2023. 

Bab IX Penutup  
Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan 

untuk pelaksanaaan RPJMD secara terpadu dan berkesinambungan. 
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BAB II  
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 
Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-
dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan 
demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.  Bagian 
ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi 
daerah pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan 
tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya 
informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk 
mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Informasi dianggap relevan dan 
penting jika menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan 
mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala 
daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. 

 
2.1 Aspek Geografi dan Demografi  
2.1.1 Aspek Geografi 
2.1.1.1 Luas, letak dan batas wilayah 

Berdasarkan  Peraturan Daerah  Kabupaten Subang Nomor 3 
Tahun 2007, bahwa wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 30 Kecamatan, 
yang dibagi lagi menjadi 245 desa dan 8 kelurahan, dimana  pusat pemerintahan 
berada di Kecamatan Subang. 

Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terbagi menjadi tiga bagian 
wilayah, yakni wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Bagian selatan 
wilayah Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi/pegunungan, bagian 
tengah berupa dataran, sedangkan bagian utara merupakan dataran rendah 
yang mengarah langsung ke Laut Jawa.  

Kabupaten Subang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat dengan 
batas koordinat yaitu antara 31' - 54' Bujur Timur dan 11' -   49' Lintang Selatan. 
Adapun batas- batas wilayah secara geografis adalah sebagai berikut: 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung Barat dan Kab. Bandung. 
 Sebelah Barat  : Kabupaten Purwakarta dan Karawang. 
 Sebelah Utara  : Laut Jawa. 
 Sebelah Timur : Kabupaten Indramayu dan Sumedang. 

Luas  Wilayah  Kabupaten Subang adalah 2.051,76 km2 atau sekitar 6,34 
persen dari luas Propinsi Jawa Barat, sedangkan ketinggian antara 0 – 1500 m 
dpl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Subang 2018-2023 

 

 

Aspek Geografi dan Demografi II-2 

 

 

Gambar 2.1  
PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN SUBANG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : RTRW Kab. Subang, 2011-2031 
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Letak geografis yang berdekatan dengan Ibukota Provinsi dan Ibukota 
Negara serta berada pada lintasan jalur transportasi pantura Jawa Barat 
menjadikan Kabupaten Subang memiliki nilai tambah berupa kemudahan akses 
yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan daerah.  

 
Tabel 2.1  

LUAS WILAYAH DAN KECAMATAN DI KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2016 

NO KECAMATAN LUAS / AREA (KM2) PERSENTASE (%) 

A. WILAYAH SELATAN 

 1. Jalancagak 36,64 1,79 
 2. Ciater 57,23 2,79 
 3. Kasomalang 39,68 1,97 
 4. Cisalak 83,28 4,06 
 5. Tanjungsiang 67,16 3,27 
 6. Sagalaherang 45,22 2,20 
 7. Serangpanjang 54,03 2,63 
    

B. WILAYAH TENGAH 

 1. Cijambe 101,31 4,94 
 2. Subang 44,23 2,16 
 3. Cibogo 61,36 2,99 
 4. Kalijati  97,48 4,75 
 5. Dawuan 88,19 4,30 
 6. Cipendeuy 9421 4,59 
 7. Cikaum 92,8 4,52 
 8. Purwadadi 86,3 4,21 
 9. Pagaden 44,81 2,18 
 10. Pagaden Barat 49,1 2,39 
 11. Binong 47,41 2,31 
 12. Tambakdahan 58,62 2,86 
  

C. WILAYAH UTARA 

 1. Pamanukan 35,38 1,72 
 2. Legonkulon 72,23 3,52 
 3. Pusakanagara 54,71 2,67 
 4. Pusakajaya 60,94 2,97 
 5. Sukasari 64,23 3,13 
 6. Blanakan 97,15 4,73 
 7. Ciasem 110,04 5,36 
 8. Patokbesi 80,62 3,93 
 9. Pabuaran 60,65 2,97 
 10. Cipunagara 100,78 4,91 
 11. Compreng 65,67 3,20 

 JUMLAH 2.051,76 100.00 

    

Sumber/Source: KPP Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, 2016 

 
Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan dari luas wilayah 

menurut kecamatan di Kabupaten Subang Tahun 2016 yang paling tinggi di 
dominasi oleh Kecamatan Ciasem dengan luas 110,04 Km2 (5,36%) dan yang 
paling rendah didominasi oleh Kecamatan Pamanukan dengan luas 35,38 Km2 
(1,72%) dari luas total luas wilayah Kabupaten Subang. 
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2.1.1.2 Topografi 

Berdasarkan tofografinya, wilayah Kabupaten Subang dapat dibagi ke 
dalam 3 zona, yaitu: 

1) Daerah pegunungan (subang bagian selatan)  
Daerah ini memiliki ketinggian antara 500-1500 m dpl dengan luas 

41.035,09 ha atau 20 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. 
Wilayah ini meliputi Kecamatan Jalancagak, Ciater, Kasomalang, Cisalak, 
Sagalaherang, Serangpanjang. dan Tanjungsiang. 

2) Daerah berbukit dan dataran (Subang bagian tengah)  
Daerah dengan ketinggian antara 50 – 500 m dpl dengan luas wilayah 

71.502,16 Ha atau 34,85 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. 
Zona ini meliputi wilayah Kecamatan Cijambe, Subang, Cibogo, Kalijati, Dawuan, 
Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum dan sebagian Pagaden Barat. 

3) Daerah dataran rendah (subang bagian utara)  
Dengan ketinggian antara 0-50 m dpl dengan luas 92.639,7 ha atau 45,15 

persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Subang. Wilayah ini meliputi 
Kecamatan Pabuaran, Pagaden, Binong, Cipunagara, Compreng, Ciasem, 
Pusakanagara, Pusakajaya, Pamanukan, Sukasari, Legonkulon, Blanakan, 
Patokbeusi, Tambakdahan, sebagian Pagaden Barat. 

 
Gambar 2.2  

PETA PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN SUBANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : RTRW Kab. Subang, 2011-2031 
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Dengan kondisi topografi tersebut, maka kawasan permukiman pada 
umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, dan kemungkinan arah 
pengembangan pemukiman ke daerah-daerah yang bertopografi dan berkontur 
datar. Tidak menutup kemungkinan kebutuhan terhadap permukiman semakin 
hari semakin meningkat. Hal ini yang perlu mendapat perhatian khususnya 
bahaya tanah longsor/banjir pada daerah permukiman yang dibangun pada 
daerah dengan topografi dan kontur yang tajam/curam, serta bahaya banjir 
pada daerah hilir atau pantai utara subang. 

 
2.1.1.3 Hidrologi 

Potensi sumber daya air di Kabupaten Subang terdiri dari 3 jenis, yaitu 
:air permukaan, air tanah, dan mata air. Daya dukung Sumberdaya Air suatu 
wilayah merupakan parameter perbandingan antara kebutuhan dan 
ketersediaan air, atau dapat didefinisikan sebagai kemampuan maksimal 
wilayah menyediakan air bagi penduduknya dalam jumlah tertentu beserta 
kegiatannya. Potensi sumberdaya air yang ada di Kabupaten Subang dibagi 
menjadi 2 (dua) bagian yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang 
ada di Kabupaten Subang ini terdiri dari wilayah sungai dan DAS, situ/waduk, 
dan jaringan irigasi. Sedangkan air tanah yang ada berupa mata air dan air 
tanah. 

1) Air permukaan 
Sumber daya air permukaan Kabupaten Subang terdiri dari air sungai, 

saluran Tarum Timur dan air danau/situ. Sampai saat ini air permukaan 
merupakan sumber air utama yang dimanfaatkan oleh penduduk. 

Kabupaten Subang mempunyai 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu; 
DAS Cipunagara, DAS Ciasem, dan DAS Cilamaya yang beranak sungai sebanyak 
158 buah dengan jumlah panjang 874,88 km. Sungai Cilamaya merupakan satu 
sungai di Kabupaten Subang yang daya tampung lingkungannya telah terlampai 
atau beban pencemarannya sudah melewati ambang batas sehingga tidak 
diperkenankan lagi menerima pembuangan limbah cair baru. Hal ini artinya 
pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Cipeundeuy dan Pabuaran 
yang dilalui Sungai Cilamaya, pemanfaatan ruang perlu selektif agar dapat 
dipastikan bahwa sungai atau badan air penerima limbah cair dari industri tidak 
termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya. 

Air sungai yang berfungsi sebanyak 25 buah, dengan Saluran Induk 
Tarum Timur dari bendung Pompa Curug sampai dengan bendung Salam Darma 
sepanjang 67,829 km. Adapun debit rata-rata sebesar 102,02 m3/dt yang terdiri 
dari debit sungai 47,50 m3/dt dan saluran Tarum Timur 54,52 m3/dt. 

2) Air Tanah. 
Potensi Air tanah secara kuantitatif  (debit, liter/detik) untuk seluruh 

Kabupaten Subang belum terinformasikan secara jelas, namun dari segi 
pemanfaatan yang ada saat ini menunjukan sebagian industri mengandalkan 
sumber air tanah sebagai satu-satunya sumber air alternatif, terutama pada 
Kecamatan Pabuaran, Patokbeusi dan Cipendeuy. Akibat berbagai kegiatan 
industri dan perkotaan seperti di Kecamatan Pabuaran, Cipendeuy, Patokbeusi 
dan Ciasem banyak menyedot air tanah telah menyebabkan terjadinya 
penurunan muka air tanah yang mencolok, serta menurunkan indeks 
produktivitas sumur bor, sampai dengan pertengahan tahun 2000 konsumsi air 
tanah di Kabupaten Subang digunakan oleh 126 perusahaan sebanyak 236 
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sumur. Pemanfaatan sumber daya air tanah, diutamakan sebagai komoditas 
sosial, guna memenuhi kebutuhan masyarakat (domestik). 

Sumber air tanah yang ada di Kabupaten Subang adalah mata air dan air 
tanah lainnya yang dimanfaatkan sebagai air baku untuk air minum dengan 
lokasi menyebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Subang 
tepatnya berada pada 13 titik kecamatan yaitu: 

1. Kecamatan Tanjungsiang sebanyak 70 (tujuh puluh) mata air; 
2. Kecamatan Cisalak sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) mata air; 
3. Kecamatan Sagalaherang sebanyak 45 (empat puluh lima) mata air; 
4. Kecamatan Jalancagak sebanyak 36 (tiga puluh enam) mata air; 
5. Kecamatan Purwadadi sebanyak 2 (dua) mata air; 
6. Kecamatan Cikaum sebanyak 4 (empat) mata air; 
7. Kecamatan Kalijati sebanyak 38 (tiga puluh delapan) mata air; 
8. Kecamatan Subang sebanyak 10 (sepuluh) mata air; 
9. Kecamatan Cijambe sebanyak 21 (dua puluh satu) mata air; 
10. Kecamatan Cipeundeuy sebanyak 28 (dua puluh delapan) mata air; 
11. Kecamatan Pabuaran sebanyak 8 (delapan) mata air; 
12. Kecamatan Cipunagara sebanyak 3 (tiga) mata air; dan 
13. Kecamatan Cibogo sebanyak 4 (empat) mata air. 

Sedangkan sumber air tanah lainnya yang ada di Kabupaten Subang 
terdapat di: 

1. Kecamatan Compreng untuk air minum; 
2. Kecamatan Pabuaran untuk industri; 
3. Kecamatan Patokbeusi untuk industri; dan 
4. Kecamatan Cipeundeuy untuk industri. 

3) Mata Air 
Mata air yang telah diketahui banyak terdapat di bagian lereng 

perbukitan vulkanik  terutama antara Jalancagak dan Sagalaherang. Debit mata 
air sangat beragam mulai kurang dari satu hingga lebih dari 50 liter/detik. Mata 
air yang berdebit besar termasuk mata air panas Ciater. Daerah yang lebih tinggi 
disebelah selatannya merupakan daerah resapannya. 

 
2.1.1.4 Klimatologi 

Secara umum wilayah Kabupaten Subang beriklim tropis dengan curah 
hujan rata-rata per tahun 2.352 mm dengan jumlah hari hujan 100 hari. Curah 
hujan di Kabupaten Subang berkisar 1.635 mm pertahun dengan rata-rata hari 
hujan 100 hari. Iklim pesisir Kabupaten Subang dipengaruhi oleh angin muson, 
dengan kecepatan angin rata-rata 3-5 m per detik. 
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Tabel 2.2  
CURAH HUJAN KABUPATEN SUBANG 

Tingkat Curah Hujan Luasan (Ha) 

1000-1500 mm 63304 

1500-2000 mm 29640 

2000-2500 mm 33083 

2500-3000 mm 15301 

3000-3500 mm 24212 

3500-4000 mm 20747 

4000-4500 mm 21701 

4500-5000 mm 9591 

  

Sumber : KLHS Kab.Subang , 2019 

 
Secara umum wilayah Kabupaten Subang beriklim tropis dengan curah 

hujan rata-rata per tahun 2.352 mm dengan jumlah hari hujan 100 hari. Curah 
hujan di Kabupaten Subang berkisar 1.635 mm pertahun dengan rata-rata hari 
hujan 100 hari. Iklim pesisir Kabupaten Subang dipengaruhi oleh angin musim, 
dengan kecepatan angin rata-rata 3 - 5 m per detik. 

 
2.1.1.5 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Kabupaten Subang terbagi menjadi dua kelompok, 
tanah sawah dan tanah kering. Tanah sawah terdiri dari sawah pengairan teknis, 
dan sawah tadah hujan. Sesuai karakteristik daerah dari luas total wilayah 
Kabupaten Subang sebesar 2.051,76 km2, tata guna lahan di Kabupaten Subang 
didominasi oleh tanah pengairan teknis sawah seluas 74.178,97 Ha. berikut 
gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Subang. 

 
Tabel 2.3  

LUAS TANAH (HA) MENURUT PENGGUNAANNYA 
TAHUN 2013 – 2017 

NO PENGGUNAAN L:AHAN Luas Ha 

1. TANAH SAWAH  
 Pengairan Teknis 74.178,97 
 Tadah Hujan 23.244,13 
 Lain-lain - 

2. TANAH KERING  
 Hutan 8.977,5 
 Belukar Semak 10.865,87 
 Kebun/Perkebunan 48.736,65 
 Rumput Tanah Kosong 1.204,89 
 Tanah Berbatu 78,69 
 Tegalan/Ladang 12.929,65 
 Gedung 49,31 
 Pemukiman 16.512,82 
 Air Tawar 1.707,73 
 Empang 4.725,76 
 Rawa 15,16 
 Lain-lain (Militer Bandara dll) 1.128,49 

   

Sumber : RTRW Kab. Subang, 2011-2031 
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2.1.1.6 Potensi pengembangan wilayah 

1) Kawasan Strategis Kabupaten 
Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah 

kabupaten yang penataanruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh 
sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, 
dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat 
indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten dapat dilihat pada tabel 2.5 
berikut : 

 
Tabel 2.4  

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN SUBANG 

 Klasifikasi Kawasan 
Lokasi 

(Ibukota Kecamatan) 

A. Kawasan strategis berdasarkan sudut pandang kepentingan ekonomi meliputi: 

1. KSK minapolitan   Kecamatan Blanakan; 
 Kecamatan Pagaden; 
 Kecamatan Cijambe; 
 Kecamatan Pagaden Barat; 
 Kecamatan Pabuaran; 
 Kecamatan Pamanukan; dan 
 Kecamatan Patokbeusi. 

2. KSK agropolitan ponggang Kecamatan Serangpanjang 

3. KSK kawasan peruntukan industri sekitar koridor jalan tol 

4. KSK pemandian air panas Ciater dan sekitarnya 

5. KSK perkotaan subang dan sekitarnya  Perkotaan Subang; 
 Perkotaan Kalijati; 
 Perkotaan Pagaden; dan 
 Perkotaan Cibogo.   

B. Kawasan strategis berdasarkan sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung 
lingkungan 

1. KSK kawasan hulu dan daerah tangkapan 
sungai Cipunagara 

  

2. KSK kawasan hulu dan daerah tangkapan 
sungai Ciasem 

  

3. KSK Kawasan hulu   

4. KSK Kawasan Tangkapan Sungai 

Cilamaya 
  

Sumber : RTRW Kab. Subang 2011-2031 

 
2) Sistem Perkotaan 

Rencana pengembangan sistem perkotaan dimaksudkan untuk 
menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah 
secara keseluruhan dalam lingkup kabupaten. Secara umum kriteria fungsi 
sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan untuk lingkup wilayah 
Kabupaten Subang, dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut: 
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Tabel 2.5  
KRITERIA FUNGSI SISTEM PERKOTAAN DI WILAYAH  

KABUPATEN SUBANG 

No Fungsi kota Kriteria 

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)  berfungsi atau berpotensi sebagai pusat 
kegiatan industri dan jasa yang melayani 
skala kabupaten/kota atau beberapa 
kecamatan; 

 kawasan perkotaan yang berfungsi atau 
berpotensi sebagai simpul transportasi 
yang melayani skala kabupaten / kota atau 
beberapa kecamatan 

 diusulkan oleh pemerintah kabupaten 
2. Pusat Pelayanan Kawasan 

(PPK) 
 kawasan perkotaan yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala kecamatan atau 
beberapa desa 

 pusat kegiatan yang dipromosikan untuk 
di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL, 
dengan notasi PKLp atau PKL promosi 

 pusat kegiatan yang dapat ditetapkan 
menjadi PKLp hanya pusat pelayanan 
kawasan (PPK) 

   

Sumber : RTRW Kab. Subang 2011-2031 

 
Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan 

serta berdasarkan pertimbangan kriteria di atas tersebut, maka sistem pusat 
kegiatan di Kabupaten Subang dapat dirumuskan seperti pada tabel berikut: 

 
Tabel 2.6  

KRITERIA FUNGSI SISTEM PERKOTAAN DI WILAYAH 
KABUPATEN SUBANG 

No 
Lokasi 

(Ibukota Kecamatan) 
Fungsi yang Dikembangkan 

1. Pamanukan  pusat pengembangan wilayah utara; 
 pusat pemerintahan kecamatan; 
 pusat perdagangan skala kabupaten; 

dan 
 pusat pelayanan masyarakat wilayah 

utara. 
2. Subang  pusat pengembangan utama 

pemerintahan kabupaten; 
 pusat pemerintahan kabupaten; 
 perdagangan jasa skala kabupaten; dan 
 pelayanan masyarakat skala 

kabupaten. 
3. Jalancagak  pusat pengembangan wilayah selatan; 

 pusat pemerintahan kecamatan;  
 pusat perdagangan, pariwisata dan 

perkebunan; dan  
 pusat pelayanan masyarakat skala 

wilayah selatan. 
 Ciasem  sebagai pusat pertumbuhan utama 

wilayah; 
 pusat pemerintahan kecamatan; dan 
 pusat kegiatan perdaganan jasa, pusat 
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No 
Lokasi 

(Ibukota Kecamatan) 
Fungsi yang Dikembangkan 

permukiman skala wilayah dan lintas 
wilayah. 

 Pagaden  pusat pertumbuhan utama wilayah; 
dan 

 pusat kegiatan perdaganan jasa, pusat 
permukiman skala wilayah dan lintas 
wilayah. 

 Kalijati  pusat pertumbuhan utama wilayah; 
dan 

 pusat kegiatan perdaganan jasa, pusat 
permukiman skala wilayah dan lintas 
wilayah. 

 Ciater  pusat pertumbuhan utama wilayah; 
 pusat pemerintahan kecamatan;  
 pusat kegiatan perdagangan 

pariwisata, dan perkebunan 
 pusat permukiman skala wilayah dan 

lintas wilayah. 
 Pusakanagara (patimban)  pusat pertumbuhan utama wilayah; 

 pusat pemerintahan skala kecamatan;  
 pusat kegiatan pelabuhan utama; 
 pusat kegiatan pergudangan skala 

regional (utama); 
 pusat pelayanan skala regional; dan 
 pusat permukiman skala wilayah dan 

lintas wilayah. 
 Pabuaran  

Blanakan 
Cibogo 

 

 sebagai pusat pemerintahan 
kecamatan;  

 perdagangan; dan 
 pendidikan dan kesehatan skala 

kecamatan 

   

Sumber : RTRW Kab. Subang 2011-2031 

 
3) Pola Ruang Wilayah Kabupaten 

Rencana pola ruang wilayah kabupaten pada dasarnya merupakan 
rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi 
rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang 
untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten dapat dilihat 
sebagai berikut: 

i. Kawasan Lindung 
Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan 
sumber daya buatan.  

 
Tabel 2.7  

KAWASAN LINDUNG DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG 

No Klasifikasi Kawasan Lokasi 

1. Kawasan Hutan Lindung  Kecamatan Sagalaherang,  
 Kecamatan Serangpanjang, 

Kecamatan Cisalak,  
 Kecamatan Tanjungsiang,  
 Kecamatan Ciater.  
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No Klasifikasi Kawasan Lokasi 

 Kecamatan Kalijati,  
 Kecamatan Legonkulon,  
 Kecamatan Pusakanagara,  
 Kecamatan Blanakan,  
 Kecamatan Sukasari,  
 Kecamatan Cijambe,  
 Kecamatan Kasomalang, dan 
 Kecamatan Cibogo. 

 
2. Kawasan rawan bencana alam  Kecamatan Pamanukan  

 Kecamatan Legonkulon  
 Kecamatan Pusakanagara  
 Kecamatan Blanakan  
 Kecamatan Patokbeusi  
 Kecamatan Ciasem  
 Kecamatan Sukasari  

3. Kawasan lindung lainnya Seluruh kecamatan di Kabupaten 
Subang 

   

Sumber : RTRW Kab. Subang 2011-2031 

 
ii. Kawasan Budidaya 

Sementara kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan 
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

 
Tabel 2.8  

KAWASAN BUDIDAYA DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG 

Klasifikasi Kawasan Perincian Kawasan Lokasi 

kawasan peruntukan hutan 
produksi 

 Hutan Produksi Terbatas 
(HPT) 

 Kecamatan Sagaleherang, 
 Kecamatan Serangpanjang, 
 Kecamatan Jalancagak, 
 Kecamatan Ciater, 
 Kecamatan Cisalak, 
 Kecamatan Kasomalang, 
 Kecamatan Tanjungsiang, 
 Kecamatan Cijambe, 
 Kecamatan Subang, 
 Kecamatan Kalijati, 
 Kecamatan Dawuan, dan 
 Kecamatan Cipeundeuy. 

  Hutan Produksi Tetap (HP  Kecamatan Ciater, 
 Kecamatan Cisalak, 
 Kecamatan Tanjungsiang, 
 Kecamatan Subang, 
 Kecamatan Cibogo, 
 Kecamatan Jalancagak, 
 Kecamatan Kalijati, 
 Kecamatan Dawuan, 
 Kecamatan Cipeundeuy, 

dan  
 Kecamatan Sagalaherang.  

  Hutan produksi yang dapat 
dikonversi (HPK) 

- 
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Klasifikasi Kawasan Perincian Kawasan Lokasi 

 
 
 
 
 

kawasan hutan rakyat - - 

kawasan peruntukan 
pertanian 

 Kawasan pertanian lahan 
basah,  
 

Tersebar di seluruh 
kecamatan 

  Kawasan pertanian lahan 
kering, 
 

Tersebar di seluruh 
kecamatan 

  Kawasan  hortikultura, 
 

Tersebar di seluruh 
kecamatan 

  Kawasan perkebunan, 
 

Tersebar di seluruh 
kecamatan 

  Kawasan peternakan 
 

Tersebar di seluruh 
kecamatan 

kawasan peruntukan 
perikanan 

 Kawasan perikanan 
tangkap,  

 Kecamatan Blanakan, 
 Kecamatan Sukasari, 
 Kecamatan Legonkulon 
 Kecamatan Pusakanagara 
 Kecamatan Sagalaherang, 
 Kecamatan Jalancagak, 
 Kecamatan Cibogo, 
 Kecamatan Subang, 
 Kecamatan Kalijati, 
 Kecamatan Pagaden, 
 Kecamatan Purwadadi, 
 Kecamatan Binong, 
 Kecamatan Cipunagara, 
 Kecamatan Cisalak, 
 Kecamatan Compreng, 
 Kecamatan Cikaum, 
 Kecamatan Cipeundeuy, 
 Kecamatan Tanjungsiang, 
 Kecamatan Pabuaran. 

  Kawasan budi daya 
perikanan,  

Tersebar di seluruh 
kecamatan 

  Kawasan pengolahan ikan;  Kecamatan Blanakan, 
 Kecamatan Legonkulon, 
 Kecamatan Pusakanagara, 
 Kecamatan Sagalaherang, 
 Kecamatan Pamanukan, 
 Kecamatan Sukasari, 
 Kecamatan Pagaden, 
 Kecamatan Binong, 
 Kecamatan Tambakdahan, 
 Kecamatan Compreng, 
 Kecamatan Tanjungsiang, 
 Kecamatan Cisalak, 
 Kecamatan 

Serangpanjang, 
 Kecamatan Jalancagak, 
 Kecamatan Patokbeusi, 

dan  
 Kecamatan Subang.  
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Klasifikasi Kawasan Perincian Kawasan Lokasi 

kawasan peruntukan 
industri 

 industri besar  

 
 
 
 

 industri menengah  

  industri kecil dan mikro  

kawasan peruntukan 
pariwisata 
 

 pariwisata budaya,   Ruatan bumi berada di 
Kecamatan Subang, 
Dawuan, Kalijati, Cijambe, 
Jalancagak, Sagalaherang, 
Kasomalang, Cisalak dan 
Tanjung Siang; 

 Mapag Dewi Sri berada di 
Kecamatan Jalancagak, 
Pagaden Barat, Compreng, 
Cipunagara dan Pagaden; 

 Nadran berada di 
Kecamatan Blanakan dan 
Legonkulon; 

 Museum berada di 
Kecamatan Kalijati dan 
Kecamatan Subang; 

 Desa Wisata berada di 
Kecamatan Tanjungsiang, 
Kecamatan Ciater, 
Kecamatan Kasomalang, 
Kecamatan Cijambe, dan 
Kecamatan Jalancagak. 

  pariwisata alam, dan    Zona Wisata Selatan 
Kecamatan Serangpanjang, 
Kecamatan Ciater, 
Kecamatan Kasomalang, 
Kecamatan Cisalak, 
Kecamatan Tanjungsiang, 
Kecamatan Jalancagak; dan 
Kecamatan Cijambe. 

 Zona Wisata Tengah 
Kecamatan Subang, 
Kecamatan Dawuan, 
Kecamatan Kalijati, 
Kecamatan Purwadadi dan 
Kecamatan Pagaden. 

 Zona Wisata Utara 
Kecamatan Pusakanagara, 
Kecamatan Legonkulon, 
Kecamatan Sukasari, 
Kecamatan Blanakan, 
Kecamatan Ciasem.    

-  
  pariwisata buatan; Tersebar di seluruh 

kecamatan 

kawasan peruntukan 
permukiman 

 permukiman perkotaan   Kawasan Perkotaan 
Subang,  

 Kawasan Perkotaan 
Pamanukan,  

 Kawasan Perkotaan 
Jalancagak,  
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Klasifikasi Kawasan Perincian Kawasan Lokasi 

 Kawasan Perkotaan 
Ciasem,  

 kawasan Perkotaan 
Pusakanagara,  

 Kawasan Perkotaan 
Kalijati,  

 Kawasan Perkotaan 
Pagaden,  

 Kawasan Perkotaan Ciater 
 

 permukiman perdesaan Tersebar di seluruh 
kecamatan 

   

Sumber : RTRW Kab. Subang 2011-2031 
 
2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana 

Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di 
Kabupaten Subang adalah kawasan rawan banjir, kawasan banjir rob, dan 
kawasan rawan abrasi seperti uraian berikut: 

1) Kawasan rawan banjir 

 Di Kabupaten Subang terdapat pada kawasan-kawasan yang 
bercirikan: daerah berlereng landai, pertemuan dua sungai besar, 
banyak terdapat meander sungai, adanya perubahan kelerengan 
yang tiba-tiba, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan 
berhutan gundul. 

 Banjir di Kabupaten Subang sebagian besar disebabkan oleh curah 
hujan tinggi yang mengaliri sungai-sungai yang ada di Kabupaten 
Subang serta letak kawasan tertentu pada posisi cekungan.  

 Kawasan rawan banjir di Kabupaten Subang diperkirakan seluas 
kurang lebih 1.035 ha. 

2) Kawasan rawan banjir rob 
Kawasan rawan banjir rob yang ada di Kabupaten Subang berada pada 

daerah bagian utara tepatnya di Kecamatan Legonkulon. 

3) Kawasan rawan abrasi 
Untuk kawasan abrasi pantai yang berada di Kabupaten Subang, terdapat 

pada sebagian daerah pesisir pantai utara yaitu di Kecamatan Legonkulon dan 
Kecamatan Pusakanagara. 

 
2.1.2 Aspek Demografi 

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah 
penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk 
serta ketenagakerjaan.  

 
2.1.2.1 Jumlah penduduk 

Jumlah Penduduk Kabupaten Subang terus mengalami peningkatan. 
Penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2017 ini berjumlah  1.562.509 orang, 
dengan rincian 789.211 laki-laki dan 773.298 perempuan dengan pertumbuhan 
penduduk sebesar 1.07 persen,  sedangkan Laju Pertumbuhan Penduduk antar 
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Sensus (SP2000-SP2010) rata rata pertahun sebesar 0,97 persen. Dengan luas 
Kabupaten Subang sebesar 2.051,76 km2, maka tingkat kepadatan penduduk 
Kabupaten Subang pada tahun 2017 mencapai 764 jiwa/km2, seperti tabel 
berikut : 

 
Tabel 2.9  

Jumlah Penduduk Kabupaten Subang 
Tahun 2000, 2010, 2017 

Komponen SP2000 SP2010 2017 

Penduduk 1.329.838 1.465.157 1.562.609 
LPP 1.01 0.97 1.07 

Kepadatan 648 714 764 

    

Sumber :  BPS, Sensus Penduduk (SP) dan Survei BPS, 2017 

 
Pertumbuhan penduduk selalu dipengaruhi oleh faktor tingkat 

kelahiran/kematian dan migrasi (perpindahan penduduk antar kabupaten). 
Untuk menghindari permasalahan yang kompleks akibat tingginya kepadatan 
penduduk maka pengendalian penduduk melalui berbagai cara yang tepat 
tentunya harus dilakukan.  

 
2.1.2.2 Struktur Penduduk 

Komposisi penduduk adalah dimana suatu negara yang mempunyai 
wilayah yang luas dan memiliki banyak penduduk didalam satu negara, dari 
jumlah banyaknya penduduk tersebut akan dikelompokan berdasarkan kriteria 
tertentu. 

Biasanya dalam pengelompokan itu kriteria yang diambil kebanyakan 
adalah umur, jenis kelamin, mata pencaharian, dan tempat tinggal.  
 

Tabel 2.10  
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR LIMA TAHUNAN  

DAN JENIS KELAMIN, 2017 

Golongan 
Umur    

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

0 – 4 62,822 59,674 122,496 
5 – 9 63,949 59,674 124,204 

10 – 14 65,009 61,298 126,307 
15 – 19 63,244 58,035 121,279 
20 – 24 54,001 53,078 107,079 
25 – 29 57,276 55,606 112,882 
30 – 34 54,369 53,350 107,719 
35 – 39 59,619 60,898 120,517 
40 – 44 61,171 60,737 121,908 
45 – 49 57,333 57,292 114,625 
50 – 54 52,748 51,776 104,524 
55 – 59 44,386 42,102 86,488 
60 – 64 35,621 33,870 69,491 
65 – 69 24,739 24,499 49,238 
70 – 74 16,225 18,543 34,768 

75 +    16,699 22,285 38,984 

Jumlah 789,211 773,298 1,562,509 

    

Sumber : BPS Subang, 2017 
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Sedangkan dilihat dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut :  
 

Gambar 2.3  
Persentase Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017 

 
Sumber : BPS Subang, 2017 
 

Dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki lebih besar 
dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan sehingga dapat 
mempengaruhi status ekonomi.  

Penduduk dengan status ekonomi lebih rendah dan status ekonomi tinggi 
memiliki komposisi umur yang berbeda seperti tabel berikut.  

 
Tabel 2.11  

PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KARAKTERISTIK DAN KELOMPOK UMUR 
TAHUN 2017 

Karakteristik 
Kelompok Umur 

Jumlah 
0-14 15-64 15-64 

Kuintil 
Pengeluaran 

    

Kuintil 1 30.11 59.67 10.22 100.00 
Kuintil 2 28.44 64.09 7.47 100.00 
Kuintil 3 21.29 70.60 8.12 100.00 
Kuintil 4 22.67 70.49 6.83 100.00 
Kuintil 5 17.40 76.33 6.28 100.00 
Kabupaten 
Subang 

23.99 68.22 7.79 100.00 

     

Sumber : BPS Subang, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki-Laki, 789,211, 
51% 

Perempuan, 
773,298, 49% 

Laki-Laki Perempuan
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Sedangkan dilihat dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut : 
 

Gambar 2.4  
Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Kelompok Umur 

Tahun 2017 

 
Sumber : BPS Subang, 2017 

 
2.1.2.3 Sebaran Penduduk 

Kabupaten Subang dengan luas wilayah 2.051,76 km2 didiami penduduk 
sebanyak 1.562.509 jiwa, terdiri dari 789.211 jiwa laki-laki dan 773.298 jiwa 
perempuan, penduduk ini tersebar di 30 Kecamatan yaitu Kecamatan 
Jalancagak, Ciater, Sagalaherang, Serangpanjang, Kasomalang, Cisalak, 
Tanjungsiang, Cijambe, Subang, Cibogo, Dawuan, Pagaden, Pagaden Barat, 
Cikaum, Kalijati, Cipeundey, Binong, Purwadadi, Tambakdahan, Cipunagara, 
Pabuaran, Compreng, Pusakajaya, Patokbeusi, Pusakanagara, Ciasem, 
Pamanukan, Sukasari, Legonkulon dan Blanakan. 

Penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Subang yaitu 131.066 Jiwa 
(7,85%), sedangkan Kecamatan lain memiliki jumlah penduduk terkecil 22.038 
Jiwa (1,32%). 

 
2.1.2.4 Ketenagakerjaan 

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan 
lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung 
menurun. Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah 
dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan 
berlangsungnya proses demografi. 

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi berdampak terhadap masalah 
ketenagakerjaan. Berdasarkan data Sakernas tahun 2015, jumlah penduduk usia 
kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Subang mencapai 1.115.664 orang. 

 
 
 
 

Umur (0-14), 23.99, 
24% 

Umur (15-64), 
68.22, 68% 

Umur (15-64), 7.79, 
8% 

Umur (0-14) Umur (15-64) Umur (15-64)
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Tabel 2.12  
PENDUDUK  BERUMUR  15  TAHUN  KEATAS  MENURUT  JENIS KEGIATAN 

UTAMA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016 
 

NO JENIS KEGIATAN UTAMA 
Tahun 

2013 2014 2015  

I Angkatan Kerja 695.383 729.932 703.798  
 1. Bekerja 643.773 680.739 633.116  
 2. Pengganguran 51.610 49.193 39.037  

II 
BUKAN ANGKATAN KERJA  
(SEKOLAH, MENGURUS RUMAH TANGGA, 
DAN LAINNYA) 

403.925 408.603 452.866  

JUMLAH / TOTAL 1.099.308 1.138.535 1.156.664  

TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA              
( TPAK )  

92,58 93,26 89.96  

TINGKAT PENGANGGURAN  7,42 6,74 10,04  

     

Sumber : Subang Dalam Angka, 2017 

 
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama 3 (tiga) tahun terakhir 

menunjukan tren fluktuasi. TPAK pada tahun 2013 sebesar 92,58 persen dan 
pada tahun 2014 sebesar 93,26 persen, namun pada tahun 2015 TPAK di 
Kabupaten Subang mengalami penurunan, yaitu menjadi 89,96 persen. 

 
Tabel 2.13  

PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KEATAS YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA 
DAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 

Lapangan Usaha Laki – Laki Perempuan Jumlah 

Pertanian 158 221 53 751 257 982 

Industri 56 668 46 363 113 911
 

Jasa – Jasa 217 399 100 714 308 846
 

JUMLAH/TOTAL  432 288 200 828 633 116 

    

Sumber : Subang Dalam Angka, 2017 
 

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Subang cukup beragam, 
terbanyak adalah sebagai petani yaitu sebesar 257.982 jiwa (40,74 persen) dan 
buruh industri 113.911 jiwa (17,99 persen). Sedangkan sisanya mata 
pencaharian sektor jasa yaitu sebanyak  308.846 jiwa (48,75 persen).  

 
2.2 Aspek Kesejahteraan 

2.2.1 Fokus Pemerataan Ekonomi 

Aspek Kesejahteraan fokus pada bidang peningkatan pemenuhan 
kebutuhan masyarakat yang akan memberikan gambaran terkait kondisi 
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Subang. Beberapa 
indikator yang dipergunakan untuk merepresentasikan fokus ini adalah :  

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang 
2.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto yang meliputi Laju inflasi; 
2.2.1.3 Laju Inflasi 
2.2.1.4 Indeks Gini/pemerataan pendapatan. 

Tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat dan hal ini 
tercermin dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan 
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pembangunan daerah, baik propinsi maupun kota/kabupaten. Salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi 
daerah, peningkatan kualitas pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah 
serta menjaga stabilitas daerah. Pemerintah Kabupaten Subang berkomitmen 
untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang dengan 
menyelaraskan sektor-sektor ekonomi strategis sehingga tercipta stabilitas 
ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan SDM yang potensial 
dan produktif. Keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dilihat dengan meningkatnya angka IPM, rendahnya penggangguran 
dan turunnya indeks kemiskinan masyarakat, melalui program dan kegiatan.    
 
2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang 

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Subang menunjukkan pergerakan 
yang meningkat selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, tetapi turun 
drastis dari tahun 2011 ke tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh menurunnya 
kinerja dari sektor pertambangan yang ada di Kabupaten Subang. Gambar 2.4 
menunjukkan pergerakan LPE dan LPE Non Migas Kabupaten Subang dari tahun 
2011 sampai dengan tahun 2016. Pada LPE Non Migas terlihat tidak terjadi 
penurunan LPE pada tahun 2012, bahkan yang terjadi adalah kenaikan LPE dari 
tahun 2011 sebesar 5,3% menjadi 6% pada tahun 2012. 

Perekonomian yang berkelanjutan tentunya lebih baik mulai melepaskan 
diri dari ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. 
Perekonomian yang mengandalkan potensi sumber daya alam pada suatu saat 
akan turun, karena aspek cadangan yang sudah habis atau bahkan sudah tidak 
menjadi populer sebagai sumber input suatu proses produksi. 

 
Gambar 2.5  

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE) KABUPATEN SUBANG (%) 

 
Sumber : BPS Kabupaten Subang, 2017 

 
2.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Pendapatan perkapita merefleksikan PDRB per kapita. Angka PDRB per 
kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk 
pertengahan tahun. 
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Tabel 2.14  

PDRB PER KAPITA KABUPATEN SUBANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU 
TAHUN 2014 – 2016 (RUPIAH) 

Tahun 
PDRB dengan 

Migas 
PDRB Tanpa 

Migas 

2014 17.721.939 15.351.013 

2015* 19.160.591 16.988.503 

2016** 20.367.100 18.180.365 

   
Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2018 

 
Berdasarkan  tabel di atas dapat kita lihat bahwa secara umum PDRB 

perkapita yang diterima penduduk Kabupaten Subang baik PDRB perkapita 
dengan migas maupun tanpa migas mengalami peningkatan sehingga 
menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduknya mengalami peningkatan. 
Pada tahun 2016 PDRB per kapita dengan migas sebesar Rp. 20.367.100 nilai ini 
memiliki asumsi bahwa setiap penduduk di Kabupaten Subang memiliki 
pendapatan per tahun rata-rata sekitar 20 jutaan.   

 

1) Kategori Ekonomi Yang Dominan 
Peranan/kontribusi kategori ekonomi yang dominan di suatu wilayah  

menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi penggerak perekonomian di 
wilayah itu. Kategori A (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) masih menjadi 
kategori yang paling dominan. Melekatnya Subang sebagai salah satu lumbung 
padinya Jawa Barat dan sebagai daerah penghasil buah-buahan seperti nanas 
dan rambutan menjadikan gambaran bahwa  kategori pertanian masih menjadi 
andalan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Subang. Kategori 
dominan yang kedua dalam perekonomian Kabupaten Subang adalah kategori G 
(Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Sedangkan 
Kategori C (Industri Pengolahan) menjadi kontributor ketiga dalam struktur 
perekonomian di Kabupaten Subang. Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) 
merupakan penyumbang terbesar keempat dalam perekonomian di Kabupaten 
Subang.  

 

2) Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 
Salah satu pendukung utama perekonomian Kabupaten Subang adalah 

sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian ditandai dengan sumbangannya 
yang cukup besar terhadap PDRB. 

 
 

Tabel 2.15  
KONTRIBUSI KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN TERHADAP 

PDRB KABUPATEN SUBANG (PERSEN), 2014 – 2016 

Lapangan Usaha Tahun 

2014 2015* 2016** 

A 
Pertanian, Kehutanan, 
dan Perikanan 

27,44 27,89 28,02 

     

Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2018 
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Tabel di atas memperlihatkan bahwa kontribusi Kategori Pertanian, 
Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 
2016 sebesar 28,02 persen.  Peranan kategori ini mengalami peningkatan bila 
dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 27,89 persen. Peningkatan ini 
disebabkan kenaikan jumlah produksi pertanian dan ditingkatkannya kembali 
berbagai program dan kegiatan peningkatan hasil pertanian di wilayah 
Kabupaten Subang oleh pemerintah setempat sehingga dapat lebih 
meningkatkan hasil di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 

 
3) Kategori Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

Tahun 2016, secara riil Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor mempunyai  kontribusi sebesar 15,04 persen dalam 
pembentukan PDRB Kabupaten Subang. Kontribusi kategori ini mengalami 
sedikit pergeseran dari tahun 2015 yang memiliki kontribusi sebesar 15,21 
persen. 

 
Tabel 2.16  

KONTRIBUSI KATEGORI PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN TERHADAP PDRB 
KABUPATEN SUBANG (PERSEN), 2014 – 2016 

Lapangan Usaha Tahun 

2014 2015* 2016** 

G 
Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

15,13 15,21 15,04 

    

Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2018 

 
4) Kategori Industri Pengolahan. 

Selain kategori pertanian, kategori perdagangan, dan kategori 
pertambangan, perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Subang juga 
tidak terlepas dari kontribusi kategori industri pengolahan. Kategori ini 
merupakan kontributor ketiga yang dominan terhadap perkembangan 
perekonomian Kabupaten Subang. Pada Tahun 2016, Kategori Industri 
Pengolahan mempunyai  kontribusi sebesar 12,22 persen dalam pembentukan 
PDRB Kabupaten Subang. Kontribusi kategori ini mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya yang memiliki kontribusi sebesar 12,13 persen di tahun 
2015. 

 
Tabel 2.17  

KONTRIBUSI KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB KABUPATEN 
SUBANG (PERSEN), 2014 – 2016 

Lapangan Usaha Tahun 

 2014 2015* 2016** 

G Industri Pengolahan 11,92 12,13 12,22 

    

Sumber: BPS Kabupaten Subang, 2018 

   
2.2.1.3 Indeks Gini. 

Indeks Gini atau koefisien gini merupakan salah satu ukuran umum 
untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata 
pendapatan dan kekayaan di distribusikan di antara populasi. Indeks gini 
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memiliki kisaran 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat 
merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang 
sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu 
orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa–apa. Indeks 
gini Kabupaten Subang dalam rentang waktu 2014 sampai dengan 2016 masuk 
dalam kriteria ketimpangan sedang karena berada di atas 0.3. Nilai ini masih 
berada di bawah indeks Gini Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya dapat di 
lihat di tabel berikut: 

 
Tabel 2.18  

INDEKS GINI KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2014-2016 

Tahun Indeks Gini  
Kabupaten Subang 

Indek Gini  
Jawa Barat 

2014 0.31 0.412 
2015 0.33 0.446 
2016 0.35 0.412 

   
Sumber : BPS Kabupaten Subang,  2017 

 
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 

Fokus kesejahteraan sosial digambarkan melalui Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan 
Gender (IDG), Kemiskinan, dan Ketenagakerjaan. 

 
2.2.2.1 Indek Pembangunan Manusia (IPM) 

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Subang selalu 
meningkat. Pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Subang 
mencapai 67,39.  Adapun perkembangan angka IPM Kabupaten Subang Tahun 
2014-2017 adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 2.19  

PERKEMBANGAN ANGKA IPM KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2014-2017 

No Indikator 
Komponen IPM 

2014 2015 2016* 2017** 

1 Angka Harapan Hidup 71.22 71.52 71.61 71.70 
2 Harapan Lama Sekolah 11.44 11.46 11.66 11.68 
3 Rata-Rata Lama Sekolah 6.44 6.45 6.58 6.59 
4 Pengeluaran Perkapita  9.287 9.831 10.012 10.196 
5 Indeks Pembangunan Manusia 65.79 66.52 67.14 67.39 

      
*) Angka hasil penghitungan BPS Pusat  
**) Angka regional 2017 (masih sementara) 
Sumber BPS Kabupaten Subang 2017 

 
1) Dimensi Kesehatan 

Tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat 
melalui Angka Harapan Hidup (AHH). AHH yang didefinisikan sebagai rata-rata 
perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, di 
Kabupaten Subang mencapai 71,70 tahun, lebih panjang dari pada harapan 
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hidup penduduk daerah sekitar. Meskipun dengan pergerakan lambat AHH di 
Kabupaten Subang selalu meningkat sejak tahun 2014 dan diprediksi akan 
memiliki tren pertumbuhan positif di tahun 2017. 
 

Gambar 2.6  
ANGKA HARAPAN HIDUP TAHUN 2014 S/D 2017 

KABUPATEN SUBANG 

 
*) Angka hasil penghitungan BPS Pusat  
**) Angka regional 2017 (masih sementara) 
Sumber BPS Kabupaten Subang 2017 

 
2) Dimensi Pendidikan 

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah kualitas 
pembangunan pada sektor pendidikan dapat terlihat dari indeks pendidikan 
yang merupakan komposit dari Indeks Harapan Lama Sekolah (Expected Years of 
Schooling/EYS). Sampai dengan tahun 2017 indeks pendidikan di Kabupaten 
Subang mencapai 6.59.  

Di sisi lain angka rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/MYS) di 
Kabupaten Subang masih perlu mendapat perhatian lebih. Walaupun Kabupaten 
Subang memiliki RRLS yang lebih tinggi dibandingkan daerah sekitar, namun 
angka ini masih tergolong cukup rendah. Pada tahun 2014 rata-rata lama 
sekolah penduduk Kabupaten Subang usia 25 tahun ke atas berada pada angka 
6.59. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten 
Subang hanya memiliki pendidikan formal tertinggi pada level 1 sekolah 
menengah atas. 

 
Tabel 2.20  

ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH TAHUN 2014 S/D 2017 
KABUPATEN SUBANG 

No Indikator Kinerja 
Capaian Capaian ` Tahun 2017 Target 

2015 2016 Target Capaian 2018 

1. Harapan Lama 
Sekolah  (HLS) / 
AMH 

11,44 11,46 12,00 11,68 13,00 

2. Rata-Rata Lama 
Sekolah (RLS) 

6,46 7,21 7,93 6,59 8,10 

       

Sumber : Disdikbud Kab. Subang 2018 
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3) Dimensi Standar Hidup layak 
Disamping peningkatan bidang pendidikan, dilihat dalam pendapatan 

per-tahun harus juga diperhatian kemampuan daya beli masyarakat, adapun 
trend Pengeluaran Perkapita tahun 2014-2017 dalam dilihat dalam gambar 
berikut:  

 
Gambar 2.7  

PENGELUARAN PERKAPITA PER TAHUN (RP.000) 

 
*) Angka hasil penghitungan BPS Pusat  
**) Angka regional 2017 (masih sementara) 
Sumber BPS Kabupaten Subang 2017 

 
Standar hidup layak pada komponen IPM diprediksi berdasarkan nilai 

pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Standar 
Hidup Layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh 
penduduk sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi berikut 
pemerataannya. Pada tabel terlihat, tahun 2017 indikator ini mencapai               
Rp. 10.196/kapita/tahun tumbuh 1,83 persen dari tahun 2016. Sejak tahun 
2014 pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Subang mampu 
berkembang 9,78 persen. Indeks pengeluaran penduduk Kabupaten Subang 
tumbuh dari 9287 di tahun 2014 mencapai 10196 pada tahun 2017. 
 
2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Subang menunjukkan 
peningkatan dalam 4 tahun terakhir seiring dengan kenaikan IPG dan mendekati 
angka 100. Hal ini berarti bahwa jarak angka IPG semakin kecil ke nilai 100 yaitu 
kesetaraan pembangunan antara laki laki dan perempuan sudah tercipta 
meskipun terus harus diupayakan untuk mendekati kesempurnaan. Untuk lebih 
jelasnya dapat di lihat pada table berikut ini. 
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Tabel 2.21  
IPM DAN IPG KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015-2018 

Tahun 
Indek Pembangunan 

Manusia (IPM) 

Indeks 
Pembangunan 
Gender (IPG) 

2015 66.52 87,08 

2016 67.14 89,68 

2017 67.39 90,20 

2018 - 90,68 

   

Sumber: DP2KBP3A Kab. Subang 2018 

 
2.2.2.3 Indek Pemberdayaan Gender (IDG) 

IDG menunjukkan apakah perempuan dapat berperan aktif dalam 
kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi IDG mencakup peran aktif perempuan 
dalam berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta 
penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian pembangunan gender (IPG) 
memiliki hubungan positif dengan capaian pemberdayaan gender (IDG). 
Meningkatnya pembangunan gender di suatu wilayah harus diiringi dengan 
meningkatnya pemberdayaan gendernya, yang artinya IPG suatu wilayah tinggi 
maka nilai IDG nya juga seharusnya tinggi. 

 
Tabel 2.22  

IDG DAN IPG KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015-2018 

Tahun 
Indeks Pemberdayaan 

Gender (IDG)) 
Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) 

2015 60,05 87,08 
2016 62,56 89,68 
2017 63,23 90,20 
2018 63,35 90,68 

   

Sumber: DP2KBP3A Kab. Subang 2018 

 
Pada tahun 2014 IDG Kabupaten Subang sebesar 60,05 dengan tren 

positip sehingga pada tahun 2017 mampu mencapai 63,35. Hal ini menunjukkan 
semakin baiknya peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan 
ekonomi. Angka tersebut lebih tinggi dari angka IDG rata-rata provinsi Jawa 
Tengah, yang berada pada angka 74,46 atau menempati posisi nomor 4 se-
Indonesia. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, IDG 
Kabupaten Subang berada di peringkat ke-3 di bawah Kabupaten Temanggung 
yang mampu mencapai IDG sebesar 81,65 (peringkat ke-6 se-Indonesia) dan 
Kota Salatiga (80,36). 

 
2.2.2.4 Penduduk Miskin 

Secara Umum jumlah penduduk miskin terus menurun selama lima 
tahun terakhir, kecuali pada tahun 2015 yang meningkat sebanyak 0,54 persen. 
Pada tahun tersebut terjadi kekeringan yang sangat panjang sehingga banyak 
petani yang gagal panen. Penduduk Kabupaten Subang yang lapangan 
pekerjaannya masih didominasi pertanian turut terimbas oleh hal tersebut, 
terutama para buruh tani tanaman padi. Pada tahun 2016, jumlah penduduk 
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miskin kembali mengalami penurunan sebanyak 16,80 ribu jiwa menjadi 170,37 
ribu jiwa atau menurun sebesar menjadi 11,05 persen. 

 
Tabel 2.23  

PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN 2014-2018 

Indikator 
Tahun 

2014 2015 2016 

Jumlah Penduduk Miskin (%)  11,73 12,27 11,05 

    

Sumber : BPS Kabupaten Subang, 2017 

 
Walaupun jumlah penduduk miskin menurun, namun jumlah penduduk 

miskin Kabupaten Subang pada tahun 2016 (11,05 %) masih cukup tinggi dan 
masih lebih tinggi dari rata-rata jumlah penduduk miskin di Jawa Barat yang 
hanya mencapai 8,71 persen. Dibutuhkan program-program pengentasan 
kemiskinan yang tepat sasaran untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. 

 
2.2.2.5 Ketenagakerjaan 

Secara umum kondisi ketenagakerjaan dalam tiga tahun terakhir 
menunjukkan trend Fluktuatif. Hal ini terlihat dari tingkat penggguran terbuka 
yang cenderung mengalami peningkatan maupun penurunan dalam kurun 
waktu Tahun 2014 –2017.  

 
Tabel 2.24  

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2014-2018 

Angkatan Kerja 
Tahun 

2014 2015 2017 

Bekerja 680.739 633.116 724.308 
Penggangguran 49.193 70.682 69.358 

 7,23% 11,16% 9,58% 

Sumber: Disnakertran Kab. Subang 2017 

 
2.3 Aspek Pelayanan Umum  

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-
indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu 
bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib 
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan dan 
penunjang urusan pemerintahan. 

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
terdiri dari : 1) pendidikan, 2) kesehatan, 3) pekerjaan umum dan penataan 
ruang, 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5) ketentraman, 
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, 6) sosial. Sedangkan Urusan 
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri dari, 
1) tenaga kerja; 2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3) pangan; 
4) lingkungan hidup; 5) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 6) 
pemberdayaan masyarakat dan desa; 7) pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 8) perhubungan; 9) komunikasi dan informatika; 10) koperasi, usaha 
kecil, dan menengah; 11) penanaman modal; 12) kepemudaan dan olah raga dan 
13) kebudayaan. Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari : 1) kelautan dan 
perikanan; 2) pariwisata; 3) pertanian dan 4) perternakan 5) perdagangan dan 



Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Subang 2018-2023 

 

 

Aspek Geografi dan Demografi II-27 

 

 

6) perindustrian; dan penunjang urusan pemerintahan terdiri dari :1) 
perencanaan; 2) keuangan dan 3) kepegawaian. 

Gambaran masing-masing penjelasan urusan pelayanan wajib tersebut 
adalah sebagai berikut: 

 
2.3.1 Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar 

1) Pendidikan 

i. Angka Partisipasi Kasar 
Di Kabupaten Subang seperti yang terlihat dari tabel dibawah ini, capaian 

persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah terhadap penduduk yang 
usia sekolah pada jenjang PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs di tahun 2017 
sebagaimana tabel berikut :  

 
Tabel 2.25  

APK KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2014 

Capaian 
2015 

Capaian 
2016 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1. PAUD  58,11 52,8 46,77 57,76  

2. SD/MI/Paket A  107,7 104,67 105,18 109,66  

3. SMP/MTS/Paket 
B 

 111,47 107,08 105,01 123,47  

        

Sumber : Disdikbud Kab. Subang 2018 

 
ii. Angka Partisipasi Murni 

Dari target tahun 2018, 99,96 persen anak usia sekolah SD/MI  yaitu 7 – 
12 tahun  dan 99,70 persen anak usia sekolah SMP/MTs yaitu 13  – 16 tahun  
yang bersekolah tepat waktu, sedangkan pada tahun 2017 sesuai dengan usia SD 
mencapai sebesar 95,00 persen dan bersekolah tepat waktu dengan usia 
SMP/MTs hanya sebesar 81,82 persen, hal ini disebabkan salah satunya adanya 
perkiraan siswa diluar kelompok usia standar tingkat pendidikan tertentu tidak 
dihitung ke dalam APM. 

 
Tabel 2.26  

APM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2014 

Capaian 
2015 

Capaian 
2016 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1. SD/MI/Paket A  58,11 52,8 95,00 99,96  

2. SMP/MI/Paket 
B 

 107,7 104,67 81,82 99,70  

        

Sumber : Disdikbud Kab. Subang 2018 

 
iii. Harapan Lama Sekolah (HLS) 

HLS di Kabupaten Subang pada tahun 2017 adalah 11,68. Artinya bahwa 
lamanya sekolah yang dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun keatas adalah 
selama 11,68 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan 
SLTA. Di harapkan pada tahun 2018 HLS di kabupaten subang meningkat 
menjadi 13 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan 
D1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini. 
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Tabel 2.27  
HLS KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2014 

Capaian 
2015 

Capaian 
2016 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1. Harapan Lama 
Sekolah  (HLS) / 
AMH 

 11,44 11,46 11,68 13,00  

        

Sumber : Disdikbud Kab. Subang 2018 

 
iv. Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) Kabupaten Subang 

Di Kabupaten Subang, rata-rata lama sekolah dari capaian tahun 2017 
sebesar 6,59 atau baru mencapai 81.36 persen dari target tahun 2018, artinya 
penduduk usia sekolah di kabupaten Subang hanya bersekolah selama 6,59 
tahun. Setelah menempuh pendidikan jenjang SD/MI meski melanjutkan sekolah 
ke jenjang SMP/MTs tapi tidak menyelesaikan jenjang pendidikan SMP/MTs 
nya. Hasil analisis dilapangan, banyak orang tua di daerah pedesaan yang 
menginginkan anaknya lebih cepat untuk bekerja daripada bersekolah untuk 
membantu orang tua mencari nafkah, dan  penyebab lain dibeberapa daerah 
terpencil jarak antara SD/MI dan SMP/MTs sangat jauh untuk ditempuh, 
sehingga menyulitkan anak-anak untuk bersekolah. 

 
Tabel 2.28  

RRLS KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2014 

Capaian 
2015 

Capaian 
2016 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1. Rata-Rata Lama 
Sekolah (RLS) 

 6,46 7,21 6,59 8,10  

        

Sumber : Disdikbud Kab. Subang 2018 

 
v. Rata-Rata Nilai UN 

Di tahun 2017 Target rata-rata nilai UN SD sebesar 8,59 dan nilai UN 
untuk SMP sebesar 7.30 lebih rendah dari capaian rata-rata UN tahun 2016. Hal 
ini disebabkan karena perencanaan program sekolah belum disusun secara 
menyeluruh antara satu dengan lainnya seperti: peningkatan motivasi belajar 
siswa, keterlibatan masyarakat dalam memberi motivasi kepada anak, 
kemampuan guru dalam penguasaan materi serta peningkatan kualitas 
pelaksanaan  program pembelajaran, didukung sarana prasarana dalam hal ini 
pemenuhan buku ajar dan pengayaan serta dukungan orangtua. Untuk lebih 
jelas rata-rata nialai UN di Kabupaten Subang dapat di lihat di tabel berikut: 
 

Tabel 2.29  
RATA-RATA NILAI UN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2014 

Capaian 
2015 

Capaian 
2016 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1. SD/MI  7,28 8,54 7,05 8,64  

2. SMP/MTS  7,45 7,89 7,30 7,99  

        

Sumber : Disdikbud Kab. Subang 2018 
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vi. Angka Kelulusan 
Target angka kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Subang 

dari jumlah peserta UN lulus 100 persen. Peserta UN tahun 2015, 2016 sampai 
dengan tahun 2017 siswa SD/MI di Kabupaten Subang, dan peserta UN siswa 
SMP/MTs, dinyatakan lulus 100 persen. Mereka berhak untuk mendapatkan 
Surat Tanda Tamat Belajar pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Data angka 
kelulusan SD/MI dan SMP/MTS Kabupaten Subang selengkapnya dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini: 
 

Tabel 2.30  
ANGKA KELULUSAN KABUPATEN SUBANG TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2014 

Capaian 
2015 

Capaian 
2016 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1. SD/MI  100% 100% 100% 100%  

2. SMP/MTS  100% 100% 100% 100%  

        

Sumber : Disdikbud Kab. Subang 2018 

 
vii. Angka Melanjutkan Sekolah 

Angka melanjutkan pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun SD/MI ke 
SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK di Kabupaten Subang pada tahun 2017 
mencapai 99,9 persen dan 86,61 persen. walau belum memenuhi target sebesar 
100 persen.  Anak putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs  sebesar 0,01 persen dan 
anak putus sekolah SMP/MTs ke SMA/SMK sebesar 13,39 persen. dari jumlah 
anak usia sekolah yang putus sekolah akan diserap oleh Paket A dan Paket B dari 
pendidikan non-formal. Untuk lebih jelasnya, angka melanjutkan sekolah di 
Kabupaten Subang bisa dilihat di tabel berikut: 

 
Tabel 2.31  

ANGKA MELANJUTKAN SEKOLAH KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2014 

Capaian 
2015 

Capaian 
2016 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1. SD/MI Ke 
SMP/MTs 

 107,37 100,00 99,90 100,00  

2. SMP/MTs Ke 
SMA/SMK 

 96,72 10,00 86,61 100,00  

        

Sumber : Disdikbud Kab. Subang, 2018 

 
viii. Indikator Pendidikan 

Ketersediaan guru dengan rasio 1 (satu) orang guru untuk 32 (tiga puluh 
dua) peserta didik, atau minimal 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan 
pendidikan formal sekolah dasar, atau minimal 4 (empat) orang guru untuk 
setiap satuan pendidikan formal sekolah dasar di daerah khusus. 1 0rang guru 
untuk setiap mata pelajaran, dan 1 orang guru untuk setiap rumpun pelajaran. 
Untuk lebih jelasnya rasio kebutuhan guru di Kabupaten Subang dapat dilihat 
pada table berikut : 
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Tabel 2.32  
RASIO GURU KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015-2018 

No 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2014 

Capaian 
2015 

Capaian 
2016 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1. 1 Orang guru 
untuk 32 
Peserta didik. 

  99,49% 94,31% 100%  

2. 6 Orang guru 
untuk setiap 
satuan 
pendidikan 

  99,49 94,31% 100%  

 4 Orang guru 
untuk setiap 
satuan 
pendidikan 
(Daerah 
Khusus) 

  99,49% 94,31% 100%  

 1 Orang guru 
untuk setiap 
mata pelajaran 

  100% 100% 100%  

 1 Orang guru 
untuk setiap 
rumpun 
pelajaran 

  100% 100% 100%  

        

Sumber : Disdikbud Kab. Subang, 2017 

 
Terdapat guru SD/MI yang bersertifikat sebanyak 80,42 persen di tahun 

2017, dan guru SMP/MTs 88,63 persen. untuk guru SD/MI telah melebihi dari 
target 2018, atau tahun terakhir RPJMD 2014-2018, namun untuk guru - guru 
SMP/MTs masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Dengan semakin 
banyaknya guru SD/MI dan guru SMP/MTs yang bersertifikat, diharapkan di 
Kabupaten Subang meningkat pula kualitas kompetensi guru yang pada 
akhirnya diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Berikut 
gambaran guru bersertifikat di Kabupaten Subang: 

 
Tabel 2.33  

GURU BERSERTIFIKAT KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015-2018 

No 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2014 

Capaian 
2015 

Capaian 
2016 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1. SD/MI  67,74% 95,38% 80,42% 76,72%  

2. SMP/MTs  67,74% 88,63% 95,20% 100%  

        

Sumber : Disdikbud Kab. Subang, 2017 

 
Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 menuntut 

guru harus memiliki kualifikasi akademik yaitu memiliki ijasah Strata 1 atau 
Diploma IV dan bersertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak 
diundangkan, maka mulai 1 Januari 2016 semua guru harus sudah memiliki 
pendidikan S1 atau Diploma IV dan sudah bersertifikat pendidik. 

Di Kabupaten Subang pada tahun 2017 guru SD/MI yang memiliki ijasah 
strata 1 dan atau Diploma IV sebanyak 92,10 persen serta Guru SMP/MTs 
sebanyak 89,62 persen. 
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Tabel 2.34  
GURU BERKUALIFIKASI D.IV/S1 

No 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2014 

Capaian 
2015 

Capaian 
2016 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1. SD/MI  100 % 95,38% 92,10% 95,58%  

2. SMP/MTs  100 % 88,63% 89,62% 89,88%  

        

Sumber : Disdikbud Kab. Subang, 2018 

 
2) Kesehatan 

Gambaran kondisi pembangunan bidang kesehatan yang dilakukan di 
sektor kesehatan di Kabupaten Subang pada tiga tahun terakhir dilihat dari 
kondisi eksisting sarana pelayanan kesehatan dan capaian kinerja urusan 
kesehatan berdasarkan SPM Kementrian Kesehatan. 

i. Kasus Kematian Ibu dan Bayi 
Berdasarkan sasaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan, capaian 

kinerja pada periode tahun 2017 untuk capaian Angka Kematian Ibu (AKI) 27 
kasus kematian, di harapkan pada tahun 2018 AKI menurun menjadi 24 kasus 
kematian. Sedangkan untuk Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) 
menujukan tren fluktuatif. Pada tahun 2017 AKHB mencapai 126 kasus 
kematian bayi, diharapkan pada tahun tahun 2018 menurun menjadi 120 kasus 
kematian bayi. Persentase balita gizi buruk dalam periode 2015-2017 menurun 
cukup signifikan. Pada tahun 2017 merupakan tahun dimana persentase balita 
gizi terendah dalam periode tahun 2015-2017. Yaitu sebesar 0.19 persen. 
Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 
pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 2.35  

STANDAR PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN SUBANG 2015-2018 

No 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
2014 

Capaian 
2015 

Capaian 
2016 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1. Jumlah 
kematian ibu 

 8 7 27 24 n.a 

2. Jumlah 
kematian bayi 

 114 112 126 120 n.a 

 Prevalensi balita 
gizi buruk 

 0.038 0.036 0.0019 0.032 n.a 

        

Sumber : Dinkes Kab. Subang, 2017 

 
ii. Perlindungan Terhadap Penyakit 

Kondisi derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Subang pada 
dasarnya merupakan cerminan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan 
urusan kesehatan, dalam bentuk pelayanan maupun  penyediaan sarana 
dan  prasarana pendukung. Terkait kinerja, pelayanan yang dilaksanakan 
akan menjadi faktor menentukan tercapai atau tidaknya target kinerja 
indikator kesehatan yang harus dipenuhi berdasarkan SPM yang 
ditetapkan. 
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Tabel 2.36  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SUBANG 2015-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Persentase  
kasus TB yang 
ditemukan dan 
dicatat (CNR : 
Case 
Notification 
Rate) 

 47% 49% 54.03% 53% n.a 

2. Persentase 
kejadian 
penyakit TB 
yang ditangani 
sesuai SOP 

 100% 100% 100% 100% n.a 

 Prevalensi 
penyakit 
HIV/AIDS 

 <1% <1% 0.00003% <1% n.a 

        

Sumber : Dinkes Kab. Subang, 2017 

 
Dari Tabel di atas capaian untuk tahun 2017, cakupan pengobatan semua 

kasus TB sebanyak 2496 kasus dari 4620 kasus perkiraan penderita BTA positif, 
hasil yang dicapai adalah  54,03 persen. Hal ini terjadi karena adanya kerjasama 
yang baik dengan program terkait lainnya serta sudah dilaksanakannya strategis 
nasional, sedangkan untuk Prevalensi Penyakit HIV/AIDS tahun 2017 adalah 
253 orang dibagi jumlah penduduk usia 15-49 tahun  (803.178 orang) kali 100 
persen, didapat capaian 0.0315%. Artinya capaian prevalensi HIV/AIDS sesuai 
dengan yang diharapkan. 

iii. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan 
Indeks kepuasan masyarakat Dinas Kesehatan baru dilakukan survey 

tahun 2017, dari 40 Puskesmas baru 4 Puskesmas yang melaporkan hasil 
surveynya diharapkan pada akhir tahun 2018 data sudah dapat dihitung, dengan 
demikian hasil yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 
IKM Kabupaten Subang selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
 

Tabel 2.37  
PELAYANAN KESEHATAN 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat  
(IKM) Dinas 
Kesehatan 

 - - - 100% n.a 

2. Persentase 
Puskesmas 
dengan 
Akreditasi 
Minimal Madya 

 - - 15.38% 65.0% n.a 

        

Sumber : Dinkes Kab. Subang, 2018 
 

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

i. Infrastruktur kebinamargaan 
Kebijakan peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten diarahkan 

pada upaya mendukung tumbuhnya dan berkembang perekonomian 
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masyarakat  Kabupaten Subang serta menunjang pelayanan lainnya. Dari data di 
bawah ini nampak bahwa kondisi jalan, jembatan dan drainase kabupaten dalam 
kondisi baik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. 

 
Tabel 2.38  

INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2015-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Persentase ruas 
jalan dalam 
kondisi baik 

 44,72% 47,63% 50,77% 65% n.a 

2. Persentase 
jembatan dalam 
kondisi baik 

 17,74% 29,78% 48% 55% n.a 

 Persentase 
drainase sekala 
kota dalam 
kondisi baik 

 - 53,90% 50% 65% n.a 

        

Sumber: PUPR Kab. Subang , 2018 

 
a) Jalan  
Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung 

kecamatan serta desa yang ada di Kabupaten Subang. Jalan ini penting untuk 
meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi 
perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang.  

Panjang jaringan jalan Kabupaten berdasarkan Kepbub Jabar No. 
622/Kep.249-DPUPR/2017 sebesar  1.032,63 Km dengan tingkat kemantapan 
jalan pada jalan kewenangan kabupaten cenderung naik setiap tahun. Pada 
tahun 2017 tingkat kemantapan jalan adalah sebesar 50,77 persen. Diharapkan 
pada akhir tahun 2018 kondisi ruas jalan kabupaten di Kabupaten Subang 
meningkat 14,23 persen, atau menjadi 65 persen total ruas jalan di Kabupaten 
Subang.  

b) Jembatan 
Jembatan dalam kondisi baik tahun 2017 mencapai 48 persen, realisasi 

pada tahun 2017 ini jauh lebih meningkat dibandingkan dengan hasil kinerja 
tahun 2016 yang hanya mencapai 29,78 persen. Mesikipun lebih meningkat di 
bandingkan tahun sebelumnya, Target sasaran pembangunan jembatan dalam 
kondisi baik tahun 2017 mencapai 92,30 persen dari target, atau 48 persen. 
Tidak tercapainya target ini dikarenakan ada pekerjaan yang hasilnya tidak 
maksimal, dan target yang ditetapkan terlalu optimis dibandingkan dengan 
anggaran yang tersedia.  

c) Drainase 
Infrastruktur perkotaan lain yaitu drainase dengan tujuan mengurangi 

adanya genangan air disepanjang jalan maupun permukiman. Adapun panjang 
drainase saluran tembok dan gorong-gorong yang dibangun sepanjang 16.461 
m. Besarnya target berkurangnya jumlah genangan lokal di wilayah 
permukiman pada tahun 2017 mencapai 87,72 persen dari target, atau 50 
persen. Tidak tercapainya target ini dikarenakan target yang ditetapkan terlalu 
optimis dibandingkan dengan anggaran yang tersedia. Untuk meningkatkan 
kualitas layanan jalan maka dilakukan pula pembangunan bangunan pelengkap 
jalan yaitu Turap/Talud/Bronjong. Pada tahun 2017 ini panjang 
turap/talud/bronjong yang dilaksanakan yaitu sepanjang 38.816 meter. 
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ii. Infrastruktur Sumber Daya Air 
Kebijakan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penata Ruang 

Periode tahun 2014 – 2018 dalam infrastruktur sumber daya air, waduk dan 
irigasi yang optimal ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur wilayah yang 
mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan tersebut 
diarahkan untuk mencapai sasaran yaitu meningkatnya infrastruktur sumber 
daya air, waduk dan irigasi yang optimal untuk mendukung upaya pemeliharaan 
hutan konservasi, kawasan lindung, pengendalian daya rusak air dan 
pendayagunaan sumber daya air. 

Berikut gambaran umum capaian kinerja infrastruktur sumber daya air 
dinas pekerjaan umum dan penata ruang dapat dilihat pada table berikut ini. 

 
Tabel 2.39  

INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2015-2017, PREDIKSI 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Persentase 
irigasi dalam 
kondisi baik 

 51,20% 53,90% 57,50% 65% n.a 

2. Persentase 
rumah tangga 
pengguna air 
bersih 

 - 5,4% 6,5% 7,5% n.a 

3. Persentase luas 
wilayah 
perkotaan 
bebas banjir 

 - 70% 65% 85% n.a 

        

Sumber: PUPR Kab. Subang , 2018 

 
a) Irigasi 
Pembangunan sub bidang pengairan pada bidang pekerjaan umum dan 

Penata Ruang diarahkan kepada upaya peningkatan pelayanan akan kebutuhan 
pengairan irigasi untuk kepentingan pertanian. Manajemen sistim jaringan 
irigasi di Kabupaten Subang pada saat ini belum terlaksana secara sistematik, 
diindikasikan oleh sering terjadinya fluktuasi debit air yang terjadi antara 
musim kering (kemarau) dan musim basah (hujan) yang berimplikasi terhadap 
area luasan sawah padi. Di sisi lain jaringan irigasi teknis tidak dapat terairi 
secara terukur dan teratur. Sementara Kabupaten Subang memiliki luasan 
sawah 84.167 Ha yang memerlukan suplai air secara teknis, hal ini memerlukan 
jaringan irigasi yang memadai. 

Demikian pula dengan normalisasi saluran induk Tarum Timur yang dari 
tahun ke tahun telah menampakkan pendangkalan sehingga debit air yang 
ditampungnya untuk mengairi sawah di wilayah Pantura tidak optimal. Selain 
itu normalisasi kali pembuang perlu pula mendapat perhatian utama, yang di 
bagian utara wilayah Kabupaten Subang senantiasa menjadi penyebab 
kekurangan air dan  bencana banjir. 

b) Persentase rumah tangga pengguna air baku. 
Capaian kinerja rumah tangga yang memiliki akses terhadap air baku 

tahun 2017 adalah sebesar 6,5 persen, artinya capaian Capaian kinerja rumah 
tangga yang memiliki akses terhadap air baku di akhir RPJMD tahun 2014-2018 
baru mencapai 20,83 persen 
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c) Persentase Penurunan Kawasan Banjir 
Bencana banjir dapat terjadi di kawasan yang memiliki topografi dan 

bentuk lahan berupa cekungan dengan permeabilitas tanah yang buruk sehingga 
tidak ada alternative bagi resapan maupun limpahan air hujan (menimbulkan 
genangan). 

Untuk menanggulangi banjir yang kerap terjadi pada daerah pesisir, telah 
dilaksanakan program pengendalian banjir yaitu kegiatan 
rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai/kali, kegiatan 
peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali pada 5 muara sungai, 
kegiatan rehabilitasi/normalisasi saluran sungai pada 13 lokasi dan kegiatan 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir pada 4 
kecamatan di daerah kawasan utara Kabupaten Subang. Capaian kinerja tahun 
2017 penurunan kawasan banjir adalah 65 persen, atau sebesar 86,67 persen 
dari target akhir RPJMD. 

 
iii. Infrastruktur Keciptakaryaan 

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (Bina Marga, Sumber 
Daya Air, Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, 
serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti 
prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas 
lingkungan masyarakat. Demikian juga penyediaan permukiman yang layak huni 
serta prasarana pengendalian banjir dan prasarana jalan yang terpelihara baik 
akan meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini mesti diupayakan penanganan 
dampaknya. Sementara itu, terkait dengan fenomena perubahan iklim, 
infrastruktur juga berperan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap 
dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim (climate change) terhadap 
lingkungan seperti banjir, kekeringan, longsor, dan lain-lain. 

 
Tabel 2.40  

INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Persentase 
Ruang Terbuka 
Hijau (RTH) 
Perkotaan 

 - 20% 34,20% 37% n.a 

2. Persentase 
Bangunan 
Dalam Kondisi 
Baik 

  55% 58% 75% n.a 

3. Penduduk Yang 
Terlayani 
Sistem Air 
Limbah Yang 
Memadai 

  87,70% 88,34% 95% n.a 

4. Persentase 
penduduk yang 
memiliki akses 
terhadap air 
minum yang 
aman 

 - 85,62% 87,01% 95% n.a 

        

Sumber: PUPR Kab. Subang , 2018 
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a) Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan 
Pada tahun 2017 dilakukan penataan RTH di 4 lokasi taman kota, selain 

itu dilaksanakan pengembangan kinerja pengelolaan tata kota dan pertamanan 
pada lokasi RTH sampai tahun 2017 luas keseluruhan RTH adalah 70.179 m² 
yaitu Taman dan Pedestrian Kota 6,119 ha, Hutan Kota Ranggawulung 12,970 ha 
dan Ruang Terbuka Hijau lainnya 51,090 ha.  

Capaian persentase ruang terbuka hijau pada tahun 2017 ini adalah 34,20 
persen atau sebesar 92,43 persen dari target akhir RPJMD.  belum tercapainya 
target ini dikarenakan target yang ditetapkan terlalu optimis dibandingkan 
dengan anggaran yang tersedia. di harapkan capaian pada tahun 2018 akan 
terus meningkat  untuk mencapai taget RPJMD 2014-2018. 

b) Persentase Bangunan Dalam Kondisi Baik 
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang masih kekurangan gedung-

gedung pemerintahan yang memadai serta kekurangan sarana dan prasarana, 
oleh karena itu dilaksanakan pembangunan gedung kantor yang respresentatif. 
Capaian kinerja dalam pembangunan gedung sampai dengan tahun 2017 
mencapai 58 persen, dari target akhir RPJMD yang telah di tentukan sebesar 75 
persen sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 
77,33 persen dari target akhir RPJMD. Belum tercapainya target ini dikarenakan 
ada pekerjaan yang hasilnya tidak maksimal.  

c) Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai 
Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pembangunan sarana MCK di 4 

kecamatan dengan lokasi tersebar. Jumlah warga rumah tangga yang terlayani 
sistem air limbah pada tahun 2017 ini, realisasinya mencapai target sesuai yaitu 
sebesar 0,03 persen sehingga kumulatifnya pada tahun 2017 mencapai 88,34 
persen. Pencapaian ini masih di bawah target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 
100%. Dengan demikian masih diperlukan kerja keras untuk memenuhi target 
tersebut. 

d) Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Yang Aman 
Persentase peningkatan pencapaian terpenuhinya kebutuhan air minum 

pada tahun 2017 adalah 6,14 persen, yang berarti telah sesuai dengan target di 
tahun 2017. Berdasarkan sumber air minum yang digunakan, masyarakat 
Kabupaten Subang mayoritas menggunakan air yang bersumber dari sumur 
bor/pompa yaitu mencapai 41,26 persen, rumah tangga yang menggunakan air 
kemasan/ isi ulang mencapai 29,32 persen, air sumur/ mata air terlindung 18,19 
persen, air ledeng 8,51 persen, sumur/mata air tidak terlindung 2,63 persen dan 
sumber air lainnya mencapai 0,09 persen. Untuk cakupan daerah pelayanan 
PDAM di Kabupaten Subang telah mencapai 54,36 persen. 

Jumlah kumulatif warga rumah tangga yang memperoleh air minum 
untuk kebutuhan rumah tangga sampai dengan tahun 2017 adalah 87,01 persen, 
masih di bawah target yang ditetapkan dalam SPM yaitu sebesar 100 persen. 
Dengan demikian masih diperlukan kerja keras untuk memenuhi target 
tersebut. 

 
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Sehubungan dengan dinas perumahan dan kawasan permukiman 
kabupaten subang merupakan OPD baru yang dibentuk sesuai dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Subang No.7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan 
perangkat daerah. Data untuk capaian tahun sebelumnya tidak dapat kami 
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bandingkan. Untuk capaian ketersediaan rumah layak huni untuk tahun 2017 di 
Kabupaten Subang sesuai gambar sebagai berikut : 
 

 
Tabel 2.41  

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
TAHUN 2017, TARGET 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Persentase 
ketersediaan 
rumah layak 
huni 

 -  71,20% 71,88%  

2. Persentase 
rumah layak 
huni yang 
terjangkau 

   43,10% 50,92%  

3. Persentase 
berkurangnya 
luasan 
pemukiman 
kumuh di 
kawasan 
perkotaan 

   55,21% 55,80%  

 Persentase 
lingkungan 
pemukiman 
yang didukung 
Prasarana, 
Sarana dan 
Utilitas Umum 
(PSU) 

 -  55,21% 56,5%  

        

Sumber: DPKP Kab. Subang, 2017 

 
a) Ketersediaan Rumah Layak Huni 

Capaian realisasi indikator persentase ketersediaan rumah layak huni 
sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas perumahan 
dan kawasan permukiman dari target 71,88 persen pada tahun 2018. baru 
terealisasi di tahun 2017 sejumlah 71,20 persen artinya capaian kinerja baru 
mencapai 99,89 persen, dapat dilihat dari jumlah bantuan stimulan perumahan 
swadaya (BSPS) dan Rutilahu yang ditargetkan  5.000 unit rumah layak huni 
sampai dengan tahun 2017 baru dapat terealisasi sejumlah 4.316 unit rumah 
layak huni.  

b) Rumah Layak Huni Yang Terjangkau 
Pada tahun 2017 persentase realisasi rumah layak huni yang terjangkau 

sebesar 43.10 persen dari jumlah rumah yang di bangun oleh developer 189.888 
unit yaitu 81.842 unit dan sudah ditempati masyarakat.  

c) Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan 
Pada tahun 2017 persentase realisasi berkurangnya luasan permukiman 

kumuh di Kabupaten Subang sebesar 2-44 persen dari jumlah luasan 36,9 hektar 
yaitu 0,9 ha, namun hasil evaluasi capaian indikator kinerja untuk target tahun 
2018 baru mencapai 69,88 persen. 

d) Lingkungan Permukiman Yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Umum (PSU) 
Pada tahun 2017 persentase realisasi bertambahnya Lingkungan 

Permukiman Yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 
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sebesar 55.21 persen sehingga capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 telah 
mencapai 100 persen dari target tahun 2017. 

  
5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

i. Sarana dan Prasarana 
a) Sarana 

 Kendaraan Pengendalian Masa (Dalmas) 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang pada saat ini memiliki 

Kendaraan Dalmas sebanyak 1 (satu) unit. Kendaraan Dalmas berupa truk yang 
digunakan untuk mengangkut orang/ anggota polisi pamong praja dalam 
melaksanakan kegiatan pengendalian massa. 

 Alat Pelindung Diri 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang pada saat ini memiliki 

memiliki alat pelindung diri dengan jumlah personil sebanyak 224 dan cluster 
setiap regunya adalah sebanyak 10 orang, maka kebutuhan set alat pelindung 
diri berupa tameng, tongkat dan helm merupakan alat baku Satpol PP. 

b) Prasarana 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang sebagai alat sarana 

pengelolaan kegiatan dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan 
Pemeliharaan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. 

Secara umum dengan peningkatan status kelembagaan Satuan Polisi 
Pamong Praja menjadi eselon IIA, kondisi kantor yang digunakan saat ini belum 
sepenuhnya dapat menampung seluruh personil pegawai yang ada. 

ii. Tingkat Pelanggaran Perda 
Intensitas tingkat pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang terjadi 

diwiliyah Pamanukan, Purwadadi, Subang, Pagaden, Kalijati, Ciasem secara 
umum masih dalam ketagori sedang yaitu yang pada setiap bulannya ,Peraturan 
Daerah (Perda) yang dalam intensitas pelaksanaannya kerap ditemukan 
pelanggaran oleh masyarakat pada daerah Kabupaten Subang minim. 

a) Perda Yang ditegakkan Oleh Satpol PP 
Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang diwilayah 

kerjanya memiliki beberapa aturan yang mengandung sanksi diantaranya dapat 
dilihat pada tabel berikut :  

 
Tabel 2.42  

PERDA YANG DIKAWAL OLEH SATPOL PP 

No. Jenis Perda 
No. 

Perda 
Tahun Jenis Sanksi 

Inisiator 
Perda 

Sanksi 

1. Perda Izin 
Mendirikan 
Bangunan (IMB) 

12 2000 
Pidana Kurungan/ 

Denda 
BPMP 

PPNS-Satpol 
PP 

2. Perda Kawasan 
Lindung 

12 2001 
Pidana Kurungan/ 

Denda 
Hutbun 

Kepolisian 
RI, PPNS 

dan Satpol 
PP 

3. Perda 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 

4 2006 
Pidana Kurungan/ 

Denda 
BLH 

Kepolisian 
RI, PPNS 

dan Satpol 
PP 

4. Perda Retribusi 
Izin 
Pembuangan 
Limbah Cair 

5 2006 
Pidana Kurungan/ 

Denda 
BLH 

PPNS-Satpol 
PP 

5. Perda 7 2006 Pidana Kurungan/ Distamben PPNS-Satpol 
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Pengelolaan 
Pertambangan 

Denda PP 

6. Perda 
Ketertiban, 
Kebersihan dan 
Keindahan (K3) 

13 2006 
Pidana Kurungan/ 

Denda 
DPRD dan Pemda 

Kepolisian 
RI, PPNS 

dan Satpol 
PP 

7. Perda Izin Usaha 
Peternakan 

14 2006 
Pidana Kurungan/ 

Denda 
Dinas Peternakan 

PPNS-Satpol 
PP 

8. Perda Penataan 
Pasar 
Tradisional dan 
Toko Modern 

4 2010 Sanksi Administrasi BPMP 
PPNS-Satpol 

PP 

       

Sumber : Satpol PP Kab. Subang, 2018 

 
Adapun dari beberapa Peraturan Daerah sebagaimana diatas persentase 

penurunan pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Subang dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini : 

 
Tabel 2.43  

PERSENTASE PENURUNAN PELANGGARAN TERHADAP PERDA  
DI KABUPATEN SUBANG 

TAHUN 2015-2017, TARGET 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Persentase 
penurunan 
pelanggaran 
terhadap 
PERDA 

 80% 90% 77,49% 100%  

        

Sumber: SATPOL PP Kab. Subang , 2018 

 
6) Sosial 

Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat pembangunan 
sosial di Kabupaten Subang diarahkan pada dua sasaran yaitu Meningkatnya 
Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatnya Penanggulangan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kondisi terkini pembangunan bidang 
sosial dari tahun 2015-2017 sebagaimana berikut. 

i. Kesejahteraan Masyarakat 
Berdasarkan laporan kegiatan pemutakhiran data penyandang keluarga 

miskin di Kabupaten Subang tahun 2017, jumlah PMKS di Kabupaten Subang ada 
sebanyak 137.193 KK. Sedangkan berdasarkan realisasi kegiatan bidang sosial 
Dinas Sosial dan Kesra Kabupaten Subang, jumlah keluarga miskin yang 
mendapatkan bantuan sosial adalah sebanyak 92.618 kepala keluarga. Dengan 
demikian Persentase Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan dan pelatihan 
dalam satu tahun di Kabupaten Subang yang mendapatkan bantuan sosial 
adalah 67,50 persen. Capaian ini menunjukkan masih ada sebanyak 32,49 
persen keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial.  Tetapi dari 
angka tersebut bisa kita lihat upaya maksimal yang sudah dilaksanakan Dinas 
Sosial dan Kesra sudah menekan laju pertumbuhan tersebut sehingga jumlah 
keluarga miskin tahun 2017 yang diberikan bantuan bertambah dibandingkan 
dengan tahun tahun sebelumnya. 
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Tabel 2.44  
PELAYANAN KEPADA PMKS DI KABUPATEN SUBANG 

TAHUN 2015-2017 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Peningkatan 
peran 
kelembagaan 
dalam 
pembinaan 
kesos 

 20 Panti 1 Panti 100%   

2. Cakapan fakir 
miskin yang 
mendapat 
pemberdayaan 

 60 KK 60 KK 100%   

3. Jumlah tuna 
susila yang 
mendapat 
bimbingan 
social 

 120 Orang 144 Orang 100%   

 Jumlah wanita 
rawan sosial 
ekonomi yang 
mendapatkan 
bingbingan 
social 

 23 Orang 40 Orang 100%   

        

Sumber : Dinsos Kab. Subang, 2018 

 
ii. Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Penanganan PMKS tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana sosial 
seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Dalam kaitan ini panti 
sosial milik pemerintah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang 
bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS melalui peningkatan pelayanan 
kesejahteraan sosial, seperti terlihat pada tabel  berikut ini : 

 
Tabel 2.45  

PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOCIAL 
(PMKS) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Jumlah 
penanganan 
anak terlantar 
melalui 
bimbingan 
sosial 

 31 Orang 55 Orang 100% 100%  

2. Jumlah 
penanganan 
korban 
traficking 
melalui 
bimbingan 
social 
pencegahan 
trafficking 

 150 Orang 250 Orang 100% 100%  

        

Sumber : Dinsos Kab. Subang, 2018 
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2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 

1) Tenaga Kerja 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah struktur minimal pelayanan 
publik yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang kepada 
masyarakat. SPM merupakan tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. SPM 
bidang ketenagakerjaan mencakup lima pelayanan dasar yaitu : i) Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja, ii) Pelayanan Penempatan Kerja, iii) Pelayanan 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan iv) Pelayanan Kepesertaan 
Jamsostek. 

i. Tingkat partisipasi angkatan kerja 
Pencapaian pelatihan pelayanan kerja tidak mencapai target yang 

direncanakan. Hal ini disebabkan karena jumlah pendaftar/peminat baik 
pelatihan berbasis kompetensi maupun masyarakat cukup banyak, sementara 
anggaran hanya cukup untuk melatih sebanyak 220 orang untuk  pelatihan 
berbasis kompetensi dan sebanyak 270 orang untuk berbasis masyarakat. 
Sementara  untuk pelatihan berbasis kewirausahaan tidak dianggarkan karena 
adanya perubahan IKU di tahun 2017 sehingga tidak ada nilai capaian, untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 2.46  

PELAYANAN PELATIHAN KERJA 
TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Persentase 
tenaga kerja 
yang mendapat 
pelatihan 
berbasis 
kompetensi 

 56% 40% - -  

2. Persentase 
tenaga kerja 
yang mendapat 
pelatihan 
kewirausahaan 

 40% - - -  

3. Persentase 
tenaga kerja 
yang dilatih 
yang terserap 

 - - 67% 35%  

        

Sumber: Disnakertran Kab. Subang, 2018 

  
ii. Pelayanan Penempatan Kerja 

Pada kurun waktu tiga tahun terakhir persentase pencari kerja yang 
ditempatkan menujukan tren fluktuasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut 
ini. 
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Tabel 2.47  
PELAYANAN PENEMPATAN KERJA 

TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Persentase 
pencari kerja 
yang terdaftar 
yang 
ditempatkan 

 94,33% 63,39% 73,72% 70%  

        

Sumber: Disnakertran Kab. Subang, 2018 

 
iii. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Subang bisa dikatakan cukup 
kondusif, dimana jumlah sengketa antara pengusaha dengan pekerja yang ada 
dapat diselesaikan melalui perjanjian bersama, disinilah peran mediator sangat 
diperlukan. Jumlah kasus yang terselesaikan melalui perjanjian bersama (PB) 
yang difasilitasi oleh mediator dari Tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 2.48  

PELAYANAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  
TAHUN 2015-2017, PREDIKSI 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Persentase 
Kasus yang 
diselesaikan 
dengan 
Perjanjian 
Bersama (PB) 

 92% 67,35%  -  

2. Persentase 
penurunan 
sengketa 
pengusaha-
pekerja 

 - - 12,24% -  

3. Persentase 
sengketa 
pengusaha-
pekerja yang 
diselesaikan 

 - - 100%   

        

Sumber: Disnakertran Kab. Subang, 2018 

 
iv. Pelayanan Kepersertaan Jamsostek Ketenagakerjaan 

Pelayanan pelatihan kerja telah mencapai target bahkan melebihi target. 
Hal ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan 
kegiatan dalam mendukung pencapaian target tersebut dimana ada perubahan 
program kesehatan dari Jamsostek menjadi BPJS ketenagakerjaan. Dapat 
dikatakan bahwa secara keseluruhan sasaran pelayanan pelatihan kerja sangat 
berhasil diwujudkan. 

Capaian indikator dari tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini : 
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Tabel 2.49  
PELAYANAN JAMSOSTEK 

TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Besaran 
pekerja/buruh 
yang 
menjadi peserta 
program 
Jamsostek Aktif 

 65,75% 71,88%  -  

2. Persentase tenaga 
kerja yang 
menjadi peserta 
BPJS 

 - - 53,64% -  

        

Sumber: Disnakertran Kab. Subang, 2018 

 
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Sebagai wujud implementasi dari berbagai kebijakan yang 
memungkinkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Subang, nampak pada 
tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebagaimana tabel 
berikut : 

 
 

Tabel 2.50  
TINGKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN SUBANG 

TAHUN 2015-2017  

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Pekerja 
perempuan di 
lembaga 
pemerintah 

 6,74% 10,04% 8,74% -  

2. Jumlah pekerja 
perempuan 

 59,099% 60,487% 61,483 -  

        

Sumber : DP2KBP3A, 2018 

 
Sejak tahun 2015-2017, terjadi fluktuasi tingkat partisipasi ini. Hal ini 

lebih disebabkan karena adanya mutasi dan pensiun yang eksis pada tahun 
tahun dimaksud. Pada tahun 2015 angka partisipasi perempuan di lembaga 
pemerintah mencapai 6,74 persen. kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 
10,04 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 8,74 persen. 
Upaya affirmative action atas partisipasi perempuan harus terus dioptimalkan. 
Sedangkan jumlah pekerja perempuan pada tahun 2017 di Kabupaten Subang 
sebanyak 61,48 persen atau baru mencapai 87,58 persen dari yang diharapkan 
di tahun 2018. 

i) Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan 
anak. 
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi isu besar di 

Indonesia beberapa tahun terakhir karena meningkatnya tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan anak.  Hal ini kemudian menjadi salah satu aspek 
pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 
(RPJM Nasional) Tahun 2015-2020.  Sejalan dengan hal tersebut pemerintah 
Kabupaten Subang terus upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan 
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pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan capaian sebagai 
berikut :  
 

Tabel 2.51  
PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN KEKERASAN  

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 
TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1. Persentase 
penyelesaian 
pengaduan 
kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak 

 92% 85,71% 95% 70% n.a 

        

Sumber : DP2KBP3A, 2018 

 
Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan 

anak pada tahun 2017 sudah cukup baik yaitu 95 persen dari target kinerja 50 
persen, di harapkan di tahun-tahun berikutnya penyelesaian pengaduan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terus meningkat.  

ii) Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Namun demikian jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

mengalami peningkatan yaitu 84 kasus pada tahun 2016 menjadi 100 kasus 
pada tahun 2017, sedangkan kasus yang ditangani pada tahun 2017 sebanyak 95 
kasus.  

Perkembangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 
dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 2.8  

KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 

 
Sumber : DP2KBP3A, 2018 
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3) Pangan 
Ketahanan pangan merupakan tersedianya pangan dalam jumlah yang 

cukup, mutu yang layak, harga terjangkau, aman dikonsumsi dan halal, berbasis 
pada pemanfaatan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah maka ketahanan 
pangan dipandang menjadi suatu sistem yang merupakan rangkaian dari tiga 
komponen utama, yaitu: ketersediaan dan stabilitas pangan (food availability 
dan stability), kemudahan memperoleh pangan (food accessibility), dan 
pemanfaatan pangan. SPM bidang ketahanan pangan mencakup tiga pelayanan 
dasar yaitu : a) Ketersediaan pangan, b) Distribusi dan akses pangan dan c) 
Penganekaragaman dan keamanan pangan. 

i. Ketersediaan Pangan 
Ketersediaan pangan artinya pangan tersedia dalam jumlah yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga baik jumlah, mutu, dan 
keamanan. Ketersediaan pangan mencakup kualitas dan kuantitas bahan pangan 
untuk memenuhi standart energi bagi individu agar mampu menjalankan 
aktivitas sehari-hari. Adapun rincian pencapaian tingkat ketersediaan pangan 
dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
 

Tabel 2.52  
KETERSEDIAAN PANGAN KABUPATEN SUBANG  

TAHUN 2015-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 
1. Tingkat 

ketersediaan 
energi 

 
102,7 

 

158,5 

 

141,5 

 
128,5 n.a 

2. Tingkat 
ketersediaan 
protein 

 116,3 70,8 191,9 166,3  

3. Presentase 
penanganan 
daerah rawan 
pangan 

 8 desa 10 desa 17 desa 14 desa  

        

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Subang , 2018 

 
Capaian realisasi indikator kinerja tingkat ketersediaan energi di tahun 

2017 menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 158,5, sedangkan 
realisasi indikator tingkat ketersediaan protein selama tiga tahun terakhir 
menunjukkan tren fluktuasi yang signifikan.  

Untuk capaian realisasi indikator penanganan daerah rawan pangan 
Tahun 2017 tercapai lebih dari 100 persen, upaya untuk mencapai target 
tersebut dilaksanakan gerakan pangan lokal, Intervensi PDRP (bantuan 
sembako) yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kerawanan pangan di desa 
rawan pangan, pemberian bantuan sembako ini berdasarkan FSVA atau Peta 
Kerawanan Pangan. 

ii. Distribusi dan Akses Pangan 
Untuk mencapai target stabilitas harga/komoditas Pemerintah 

Kabupaten Subang melaksanakan kegiatan pemantauan distribusi dan pasokan 
harga pangan yang bertujuan untuk memantau pergerakan harga Kepokmas 
(Kebutuhan Pokok Masyarakat) seperti beras, minyak goreng, bawang merah, 
cabe rawit, daging, gula, terigu, telur dan kacang kedele. Sedangkan untuk 
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menstabilkan harga gabah/beras dilaksanakan kegiatan penguatan dan 
pengembangan lembaga akses pangan masyarakat yang di dalamnya ada 
pengelolaan distribusi dan akses pangan melalui Toko Tani Indonesia (TTI) 
Kabupaten Subang.   

Berdasarkan data dari bagian evaluasi dan pelaporan dapat disajikan 
informasi capaian persentase indikator kinerja dari sasaran strategis 
“Meningkatnya Distribusi dan Akses Pangan”, sebagai berikut  

 
Tabel 2.53  

DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN 
TAHUN 2015-2017, PREDIKSI 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 
1. Penguatan 

cadangan pangan 
 400 400 1500 166,3  

        

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Subang , 2018 

 
iii. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 

Sementara, capaian keseimbangan gizi dan keanekaragaman pangan yang 
dikonsumsi oleh penduduk (skor PPH) Kabupaten Subang untuk hidup sehat, 
aktif dan produktif pada tahun 2017 adalah sebesar 88,2 persen (meningkat 
sebesar 13,3 persen dari skor PPH tahun 2015). Meskipun demikian, konsumsi 
pangan penduduk Kabupaten Subang masih belum ideal, karena masih berada 
dibawah 100%. Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pengetahuan 
masyarakat mengenai konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan 
aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup. Berikut ini capaian PPH 
Kabupaten Subang tahun 2015 hingga 2017, yaitu : 

 
Tabel 2.54  

PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN  
 TAHUN 2014-2018  

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 
1. Skor Pola Pangan 

Harapan 
 74,9 82,7 88,2  n.a 

        

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Subang, 2018 

 
4) Lingkungan Hidup 

i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan syarat mutlak 

yang harus masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD), kemudian syarat minimal KLHS itu harus ada daya dukung dan 
daya tampung lingkungan hidup. 

Upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kabupaten Subang 
dengan pemulihan kualitas lingkungan terus dilakukan tidak saja oleh 
pemerintah namun dilakukan pula oleh semua elemen masyarakat. Kerusakan 
lingkungan hidup yang terjadi saat ini mengakibatkan kerugian bagi 
perikehidupan masyarakat, tidak hanya dari sisi ekonomi namun juga hingga 
merenggut jiwa manusia. oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup pada 
tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur sederhana yang disebut dengan 
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Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau yang biasa disebut dengan IKLH. Berikut 
gambaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang. 

 
Tabel 2.55  

INDEK KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 
TAHUN 2015-2017, TARGET 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 
1. Indeks 

Kualitas 
Lingkungan 
Hidup 

 - 51,965 56,274 
57,000 

 
n.a 

        

Sumber: DLH Kab. Subang , 2018 

 
ii. Penanganan Sampah Perkotaan 

Perkembangan Kabupaten Subang tidak terlepas dari 
pertambahan  penduduk  yang  disertai  dengan  tingginya  arus  urbanisasi    kep
erkotaan, menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola 
setiap hari. Hal tersebut bertambah sulit karena keterbatasan lahan untuk 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pengangkutan sampah ke TPA juga 
terkendala karena jumlah kendaraan yang kurang mencukupi dan kondisi 
peralayan yang telah tua. Masalah lainya adalah pengelolaan TPA yang tidak 
sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan. Jumlah sampah yang 
ditangani 3 tahun mulai tahun 2015 hingga 2017 nampak sebagaimana tabel 
berikut : 

 
Tabel 2.56  

JUMLAH VOLUME SAMPAH DI KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2015-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 
1. Jumlah 

sampah yang 
ditangani 

 

91.78 % 90.50 % 91.50 % 

93% n.a 

        

Sumber: DLH Kab. Subang , 2018 

 
Jumlah persentase pengurangan sampah diperkotaan pada capaian tahun 

2017 sebesar 91,50 persen, Target di tahun 2018 akhir RPJMD 2014-2018 
adalah sebesar 93 persen, artinya jumlah sampah yang ditangani sampai dengan 
tahun 2017 sebesar 98.39 persen. faktor penghambat yang menyebabkan belum 
tercapainya target kinerja OPD karena:  

a) Salah satu hal yang mungkin menjadi penyebab adalah belum adanya 
TPS 3R di Kota Subang. 

b) Belum Optimalnya Bank Sampah yang berada di Kota Subang. 
c) Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum 

maksimal. 
 

5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi 3 proses, yaitu: pendaftaran 

penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan. 
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Pendaftaran penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan surat keterangan kependudukan. Pencatatan sipil dengan 
produk akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, akte pengangkatan anak 
dan akte pengakuan/pengesahan anak. Pengelolaan informasi kependudukan 
dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.  

Penggunaan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) 
sebagai pengganti SIMDUK (Sistem Informasi Kependudukan) diharapkan 
mampu menjamin kualitas keamanan dalam penerbitan dokumen 
kependudukan.  

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tahun 2017 data 
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:  
 

Tabel 2.57  
REALISASI PENCETAKAN PELAYANAN  

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2018 

Tahun KTP KK Akta Lahir Akta Mati 
Akta 

Kawin 
Akta Cerai 

2018 n.a n.a n.a  n.a  n.a  n.a  

2017 74.134 69.119 72.715 4.499 59 - 

2016 92.174 56.116 47.630 - - - 

2015 60.267 48.328 19.528 167 57 - 

       

Sumber : Disdukcapil Kab. Subang 

 
Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil di kabupaten subang terus menunjukan tren positif. Terkait 
kepemilikan KTP terlihat bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 
telah mencapai target, meskipun kemudian menurun pada tahun yang lalu 
karena penerapan KTP-e yang proses penerbitannya harus menunggu bahan 
dari pusat hingga sekarang. 

 
6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

i) Persentase Penetapan RPJMDes 
Pentingnya RPJMDes patutnya dapat dipahami oleh seluruh perangkat 

desa, oleh sebab itu pemerintah juga menetapkan tata cara penyusunan melalui 
Permendagri. Penetapan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa yang didalamnya menjelaskan bagaimana tata cara 
penyusunan RPJMDes dan Pengembangan RPJMDes yang diharapkan perangkat 
desa dapat memahami fungsi dan tujuan RPJMDes. 

RPJMDes disusun untuk menjadi kerangka berpikir sistematis tentang 
permasalahan yang dihadapi warga desa, tentang potensi sumberdaya desa, 
serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk memenuhi cita-cita 
bersama yaitu peningkatan kesejahteraan dan sekaligus membangun tata 
pemerintah desa yang demokratis, adil, dan terbuka (transparan), informasi 
capaian Persentase Penetapan RPJMDes indikator kinerja dari sasaran strategis 
sebagai berikut : 
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Tabel 2.58  
Persentase penetapan RPJMDes di Kabupaten Subang 

Tahun 2014-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 
1. Persentase 

penetapan 
RPJMDes 

   75% 

 
90% 

 
n.a 

        

Sumber : Dispemdes Kab. Subang, 2018 

 
Jumlah Desa yang menetapkan RPJMDes yang dilaksanakan di 

Desa/Kelurahan 2017 sebesar 75% dari jumlah Desa yang ada di Kabupaten 
Subang sebanyak 245 Desa/Kelurahan. 

 
ii) pengembangan Ekonomi Pedesaan 

BUMDES merupakan pengembangan ekonomi yg dibentuk pemerintah 
desa yg dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Dalam 
mengelola segala potensi ekonomi, kelembagaan, SDA, serta SDM dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES salah satu dari 4 
(empat)  program Kementerian Desa PDTT. Secara substansi UU No.6 tahun 
2014 tentang desa. Ini mendorong desa sebagai subyek pembangunan. Untuk itu 
pemerintah mendorong setiap desa untuk mendirikan BUMDES. Karena 
BUMDES di nyakini akan membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial di 
masa sekarang dan yang akan datang. 

 
Tabel 2.59  

KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT 
TAHUN 2015-2017  

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 
1. Persentase 

Pemberdayaan 
BUMDes 

   75% 
 

85% 
 

n.a 

        

Sumber : Dispemdes Kab. Subang, 2018 

 
Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, adalah persentase 

pengembangan lembaga ekonomi pedesaan yang ditangani tahun 2017 dari 
target 75 persen, realisasi 75 persen sehingga capaian kinerjanya 100 persen. 
Atau realisasi kinerja baru mencapai 85 pesen untuk mencapai target kinerja di 
tahun 2018. 
 
7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

i) Prevalensi peserta KB Aktif 
Prevalensi peserta KB aktif diperoleh dari jumlah peserta KB aktif dibagi 

jumlah pasangan usia subur. Statistik selama 5 tahun mulai tahun 2015 hingga 
2017 nampak sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 2.60  
PREVALENSI PESERTA KB AKTIF KABUPATEN SUBANG 

TAHUN 2015- 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 
1. Jumlah 

peserta KB  
Aktif 

   281.781 
355.586 

 
n.a 

        

Sumber : DP2KBP3A Kab. Subang 2018 

 
Prevalensi peserta KB aktif sebagai perbandingan jumlah peserta 

program KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur. Indikator ini 
menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para pasangan usia 
subur (PUS).  

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan optimalisasi kampanye 
secara aktif dengan menyasar pada PUS yang belum mengikuti program KB 
secara aktif. Keberadaan KB akan semakin sentral untuk mengupayakan naiknya 
angka prevalensi peserta KB aktif dalam rangka pengendalian penduduk. 

ii) Rasio pertugas lapangan/penyuluh KB (PLKB) di Desa/Kelurahan 
Angka ini diperoleh dari jumlah desa/kelurahan dibagi dengan jumlah 

PLKB/PKB. Gambaran indikator ini mulai tahun 2015-2017 nampak 
sebagaimana tabel berikut : 

 
Tabel 2.61  

RASIO PENYLUH KB (PLKB)KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2015- 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 
1. Jumlah 

Desa/Kelurahan 
 253 253 253 253 n.a 

2. Jumlah petugas 
penyuluh KB 

 53 53 52 52  

        

Sumber : DP2KBP3A Kab. Subang 2018 

 
Sejak tahun 2015 tidak ada perubahan dalam hal jumlah desa dan 

kelurahan maupun jumlah penyuluh KB di Kabupaten Subang. Rasio petugas 
Lapangan KB adalah empat desa satu orang petugas lapangan KB, dimana ada 
penurunan jumlah petugas penyuluhan KB disebabkan pensiun. 

 
8) Perhubungan 

Secara umum evaluasi kinerja pelayanan pada urusan perhubungan pada 
tahun 2015-2017 adalah sebagai bertikut : 

i) Jumlah Trayek Angkuatan Umum 
Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus 

dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Realisasi indikator 
rasio ijin trayek sampai tahun 2017 sudah memenuhi target yaitu 61 Trayek dari 
target pada tahun terakhir RPJMD 2014-2018.     



Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Subang 2018-2023 

 

 

Aspek Geografi dan Demografi II-51 

 

 

ii) Jumlah angkutan Umum Layak Jalan 
Realisasi prosentase angkutan umum yang diuji, perolehan tahun 2017 

melebihi target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya penambahan pada 
jumlah kendaraan yang diuji pada tahun 2017, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
dalam tabel dibawah ini: 

 
Tabel 2.62  

PELAYANAAN TRANSPORTASI KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2014 – 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 
1. Persentasi 

angkutan 
umum layak 
jalan 

- - - 88% 75% n.a 

        

Sumber :Dinhub Kab. Subang, 2018 

 
Berdasarkan grafik diatas faktor penyebab dari penurunan capaian  

kendaraan yang diuji dibandingkan dengan tahun lalu adalah : 

a. Kurangnya sarana pengujian yang mampu mengatasi penurunan 
kendaraan yang diuji. 

b. Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik angkutan wajib uji untuk 
melakukan pengujian dikarenakan beberapa hal diantaranya : jarak 
yang jauh ke tempat pengujian (Dinas Perhubungan Kabupaten 
Subang). 

c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pemilik kendaraan wajib uji  
terkait pentingnya pengujian kendaraan. 

iii) Sarana dan Prasarana Lalu Lintas 
Hasil evaluasi capaian indikator kinerja sasaran terhadap pemasangan 

rambu-rambu lalu lintas berdasarkan dari perhitungan jumlah titik yang 
dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan jumlah 
titik terpasang di lapangan. Tipe penghitungan untuk indikator ini bersifat non 
kumulatif, artinya hanya dihitung per satu tahun anggaran, tidak dikumulatifkan 
berdasarkan satu periode RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 
grafik dibawah ini  

 
Gambar 2.9  

Grafik Prosentase Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2017 

 
Sumber : LKIP Dinhub Kab. Subang 2018 

100% 100% 100% 100% 100% 

capaian kinerja thn 2016target thn 2017realisasi thn 2017capaian kinerja thn 2017target thn 2018
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Adapun untuk melihat hasil yang lebih kongkrit, berikut tabel jumlah 
Marka,  Traffic Cone, Water Barrier, Pagar Pengaman Jalan (Guadriil) dan 
beberapa jenis rambu lalu lintas dari tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 
2017 : 

 
Tabel 2.63  

JUMLAH SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 Marka (m1) 1.502 5.884 5.884 5.884   

2 Guadriil (m1) 20 93 92 92   

3 
Traffic Cone 
(buah) 

0 100 0 0   

4 
Water Barrier 
(buah) 

20 96 0 0   

5 RPPJ (buah) 0 0 16 14   

6 
Papan Nama 
Jalan (buah) 

0 0 218 0   

7 Rambu-rambu 87 6 226 0   

        

Sumber : LKIP Dinhub Kab. Subang 2018 
 

iv) Penerangan Jalan Umum. 
Di Tahun 2017 untuk capaian indikator kinerja terhadap penerangan 

jalan umum mencapaian hasil 156,43 persen (dari target 140 titik tercapai 219 
titik). Data tersebut diperoleh dari realisasi jumlah titik yang dipasang sesuai 
dengan jumlah yang ditargetkan. Diantaranya PJU konvensional jumlah 101 titik, 
PJU solar cell 73 titik, lampu jalan trotoar 42 titik dan lampu sorot 3 titik, jumlah 
219 titik. Untuk indikator kinerja penerangan jalan umum tidak ada pembanding 
dengan tahun sebelumnya dikarenakan kegiatan ini adalah kegiatan baru di 
tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

 
 

Tabel 2.64  
PELAYANAAN TRANSPORTASI KABUPATEN SUBANG 

TAHUN 2014 – 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 
1. Jumlah 

peningkatan titik 
penerangan jalan 
umum 

- - - 
219 
titik 

150 
Titik 

n.a 

        

Sumber :Dinhub Kab. Subang, 2018 

 
9) Komunikasi dan Informasi 
i) Informasi dan Komunikasi Publik. 

Informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat 
menurut UU KIP, yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang 
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan 
publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara 
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai 
dengan undang undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. 
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Kinerja pelayanan sub urusan informasi dan komunikasi publik 
sebagaimana tabel berikut. 

 
Tabel 2.65  

INDIKATOR KINERJA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 

Jumlah 
jaringan 
komunikasi 
operator 
dengan 
kondisi baik 

8 8     

2 

Jumlah sarana 
penyedia 
informasi 
melalui media 
informasi 

13 13     

3 

Jumlah 
kelompok 
informasi 
masyarakat 
(KIM) 

14 17     

4 

Rasio 
wartel/warnet 
terhadap 
penduduk 

0.069% 0.059%     

5 

Tersedianya / 
jumlah hot pot 
pada ruang 
terbuka public 
kota subang 

4 5     

        

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Subang 2018 

 
ii) Aplikasi Informatika 

    Ada lima (lima) indikator kinerja yang menggambarkan kinerja sub 
informatika pada urusan komunikasi dan informasi sebagaimana tabel berikut : 

 
Tabel 2.66  

INDIKATOR KINERJA INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
KABUPATEN SUBANGTAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 
Penerapan e-
procurement 
(LPSE) 

90% 100%     

2 

Jumlah OPD 
yang 
menggunakan  
sistem 
informasi   

46 Buah 46 Buah     

3 
Jumlah OPD 
yang memiliki 
Website 

46 Buah 46 Buah     
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No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

4 
WAN (Wide 
Area Network) 
setiap OPD 

0.069% 0.059%     

        

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Subang, 2018 
 
10) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dewasa ini menjadi primadona 
dalam pertumbuhan ekonomi karena fleksibilitasnya dan karena kekuatannya 
yang telah teruji kontribusinya yang sangat signifikan terhadap pembangunan 
ekonomi daerah pun diakui. Bagi Kabupaten Subang UMKM sangat mendukung 
pembentukan PDRB melalui upaya penambahan nilai (value added) pada setiap 
produknya. Perannya  tak hanya sebatas itu, Koperasi dan UMKM terbukti 
mampu menyerap banyak tenaga kerja yang berujung pula pada peningkatan 
pendapatan masyarakat.   

i) Persentase peningkatan Sisa Hasil Usaha. 
Pada tahun 2017 capaian kinerja sisa hasil usaha pada 626 koperasi 

sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun besaran SHU yang 
menjadi capaian pada tahun 2016 sebesar Rp. 11.977.673.941, sementara 
capaian kinerjanya mencapai Rp. 12.338.793.164.  

 
Tabel 2.67  

PRESENTASE PENINGKATAN HASIL USAHA 
TAHUN 2014 – 2018 (000) 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 
Persentase 
Peningkatan 
Hasil Usaha  

 11,614,529 11,977,673 12,338,793 12,750,355  

        

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Subang , 2018 

 
Berikut ini diuraikan secara kompleks arti dari sisa hasil usaha dalam 

koperasi atau yang lebih dikenal dengan (SHU) koperasi. SHU Koperasi adalah 
sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue) 
atau biasa dilambangkan (TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) 
dengan lambang (TC) dalam satu tahun waktu. 

ii) Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Subang 
Melaksanakan RPJMD 2014 – 2018 Kabupaten Subang, telah banyak 

upaya dilakukan dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM di 
Kabupaten Subang dengan trend positip perkembangan sebagaimana tabel 
berikut: 
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Tabel 2.68  
PERSENTASE KOPERASI AKTIF DI KABUPATEN SUBANG  

TAHUN 2014– 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 
Jumlah 
Koperasi aktif 

 592 616 626 638  

2 
Jumlah 
Koperasi tidak 
aktif (unit) 

 429 429 429 417  

3 
Jumlah 
koperasi 

 1021 1045 1055 1055  

        

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Subang, 2018 

 
Kondisi koperasi di Kabupaten Subang sempat memprihatinkan. 

Jumlahnya sempat menurun dan kembali ke jumlah semula di tahun 2017. Meski 
demikian, trend persentase koperasi aktif semakin meningkat dari tahun ke 
tahun. Hal ini menunjukkan upaya keras untuk mendorong terbentuknya 
koperasi dan membantu koperasi agar menjadi kuat baik dari segi kelembagaan, 
jenis usaha, maupun pengelolaan keuangan. 

 
11) Penanaman Modal 

1) Jumlah nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Subang 
Yang dimaksud jumlah nilai investasi PMDN/PMA dihitung berdasarkan 

atas persetujuan dan besaran investasi yang direalisasikan di daerah. Jumlah 
persetujuan investasi dihitung dengan menjumlahkan nilai proyek investasi 
PMDN berskala nasional dan nilai proyek investasi PMA berskala nasional yang 
telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  

Sedangkan jumlah investasi riil adalah banyaknya investasi PMDN 
berskala nasional dan banyaknya investasi PMA berskala nasional yang telah 
terealisasi pada suatu periode tahun tertentu. Pada tahun 2017 nilai investasi 
yang bersumber dari Penanaman Modal di Kabupaten Subang dari tahun 2015 
sampai dengan 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut : 
 

Tabel 2.69  
JUMLAH NILAI INVESTASI PMDN DAN PMA  

TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 
Nilai Investasi 
PMDN  

 
788 
M 

66,682 
M 

1.655,13 M 2.030,3 M  

2 
Nilai Investasi 
PMA 

 685 M 841,13 M 5.908 M 845,1 M  

        

pennanaman Modal Daerah (BP2TSP) Kab Subang 2017 
 
Jumlah nilai investasi baik PMDN maupun PMA belum bisa dibandingkan 

perkembangannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan 
pendataan pada tahun 2015-2016 didasarkan pada minat untuk berinvestasi, 
dan belum ditindaklanjuti pada investasi riil.  
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12) Kepemudaan dan Olahraga 
i) Prosentase atlet olahraga yang berprestasi 

Capaian indikator sasaran atlet yang berprestasi, menunjukkan hasil 
peningkatan yang signifikan yaitu  400 persen di tahun 2017 hal ini berarti 
bahwa capaian atlet yang berprestasi melebihi target yang ditetapkan. Ini 
merupakan pencapaian tertinggi selama masa periode 2014-2017. Pencapaian 
ini bisa diraih melalui pembinaan atlet pelajar SD-SMA melalui seleksi pada 
ajang kejuaraan di tingkat Kabupaten dan Pengiriman ke berbagai ajang 
Kompetisi Tingkat Provinsi dan Nasional.  

Berikut ini dapat dilihat perbandingan perolehan prestasi atlet yang 
berprestasi dilihat dari jumlah cabang olahraga di Kabupaten Subang Tahun 
2017 dan tahun sebelumnya pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.70  

CABANG ATLIT BERPRESTASI KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 

Prosentase 
atlet olahraga 
yang 
berprestasi 

 100% 85.71% 400% 95%  

        

Sumber : Disparpora Kab. Subang, 2017 

 
ii) Prosentase pemuda yang berprestasi 

Untuk jumlah pemuda yang berprestasi di Kabupaten Subang pada  tahun 
2017 mengalami penurunan yang signifikan. Namun hal tersebut dikarenakan 
perubahan kriteria indikator pemuda yang berprestasi. Indikator pemuda 
berprestasi untuk tahun 2016 dan sebelumnya, dilihat dari pemuda yang terpilih 
menjadi pemuda pelopor ke Tingkat Kabupaten. Pada saat penetapan IKU 
Perubahan Tahun 2017, Kriteria Pemuda Berprestasi ada perubahan, dilihat dari 
peran serta pemuda tersebut dalam Pembangunan di wilayahnya, dimana 
pemuda harus ikut berperan serta dalam pembangunan melalui karya nyata 
mulai dari lingkungan sekitarnya.    

Berikut ini dapat dilihat Persentase pemuda yang berprestasi dilihat dari 
jumlah cabang olahraga di Kabupaten Subang Tahun 2017 dan Tahun 
sebelumnya pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.71  

JUMLAH PEMUDA YANG BERPRESTASI KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2014- 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 
Jumlah 
pemuda yang 
berprestasi 

 26 orang 26 orang 2 orang   

        

Sumber : Disparpora Kab. Subang, 2017 
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13) Kebudayaan 
Kebudayaan adalah upaya manusia meningkatkan harkat dan jati diri di 

dalam kehidupan melalui perwujudan cipta, karsa dan karyanya. Tercermin 
melalui arsitektur, busana, boga, bahasa, adat istiadat, seni dan sebagainya jika 
ditilik dari sejarah dan cerita rakyat yang bekembang di masyarakat.  
 

Tabel 2.72  
AKTIFITAS SENI DAN BUDAYA 

No Indikator Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 
Penyelenggaraan 
festival seni dan 
budaya 

  7 Kali 3 Kali   

        

Sumber : LKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2017  

 
Pada tahun 2017 menyelenggarakan festival kesenian sebanyak 3 kali. 

Namun demikian upaya yang dilakukan hanya sebatas pengiriman kelompok 
seni pada 3 festival di luar wilayah Kabupaten Subang. Hal ini dikarenakan pada 
tahun 2017 terjadi perubahan SOTK dimana urusan kebudayaan beralih dari 
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

 
2.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 

1) Kelautan dan Perikanan 
i) Jumlah produksi ikan budi daya 

Perkembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Subang 
dikelompokkan menjadi dua kategori usaha, yaitu budidaya ikan hias dan 
budidaya ikan konsumsi. 

Pengembangan budidaya ikan hias diprioritaskan untuk jenis ikan hias 
mas koki. Di samping itu dikembangkan juga jenis ikan hias lainnya. Sedangkan 
budidaya ikan konsumsi didominasi oleh ikan mas, nila, lele, bawal dan patin. 

Produksi ikan budidaya konsumsi pada tahun 2017 mencapai 51.740,3 
Ton atau naik sebesar 182 persen dari pada tahun sebelumnya yang hanya 
mencapai 23.428,3 Ton. 

Perbenihan Ikan 
Nilai produksi benih tahun ini 2017 sebesar Rp. 43.648.460.000,- atau 

mengalami kenaikan sebesar 11,64% dari tahun sebelumnya yang hanya 
mencapai Rp. 49.399.334.000,-. 

ii) Konsumsi Ikan Per Kapita. 
Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi masyarakat 

Kabupaten Subang terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan 
kg/kap/tahun. Dalam melakukan analisis angka konsumsi ikan selalu 
disandingkan dengan data penyediaan ikan konsumsi pada periode waktu 
tertentu. Secara ideal, penyediaan konsumsi ikan harus selalu lebih besar 
dibandingkan dengan capaian angka konsumsi ikan dengan selisih yang tidak 
terlalu lebar serta mempunyai trend yang selalu naik dari tahun ke tahun. 

Capaian angka konsumsi ikan pada tahun 2017 adalah sebesar 37,63 
kg/kap/th. Meningkat 18,78 Persen dari tahun sebelumnya sebesar 34,31 
kg/Kap/th. 
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2) Pariwisata 
Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang mempunyai daya 

ungkit tinggi menggerakkan sektor sektor lainnya. Dalam Pengembangan 
pariwisata mendasarkan pada keunikan, kekhasan, serta daya tarik wisata alam 
dan budaya.  

i) Jumlah kunjungan wisatawan 
Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kinerja dan 

berkembangnya sektor pariwisata daerah adalah jumlah kunjungan wisata. 
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung di 
Kabupaten Subang dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan. 
Kunjungan wisatawan digambarkan pada tabel berikut : 

 
Tabel 2.73  

JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2014-2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 
Jumlah 
kunjungan 
wisatawan 

 
3.971.239 

Orang 
4.672.046 

Orang 
.165.089 

Orang 
5.200.000 

Orang 
 

        

Sumber : Disparpora Kab. Subang, 2018 

 
Dari tabel diatas, jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2017 berjumlah 

5.165.089 orang artinya kunjungan wisatawan meningkat 10,55 persen dari 
tahun sebelumnya yang berjumlah 4.672.046 orang. Di tahun 2018 Pemerintah 
Kabupaten Subang mentargetkan jumlah kunjungan wisatawan kembali 
meningkat menjadi 5.681.598 orang, atau 10 persen dari tahun 2017. 

ii) Nilai PDRB sektor pariwisata. 
Sektor Pariwisata pada dasarnya merupakan kegiatan yang berhubungan 

dengan obyek wisata dan kegiatan pendukung pariwisata. Pembangunan obyek 
wisata ataupun kawasan wisata, memiliki efek berganda karena dapat 
mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, seperti jasa 
perhotelan, jasa hiburan, rekreasi, agen perjalanan dan sebagainya, sehingga 
pariwisata telah menjadi industri yang penting dalam perekonomian daerah. 

Pada tahun 2017 konstribusi pariwisata terhadap PDRB Kabupaten 
Subang sebesar Rp 1.057.494,5 atau 3.35 persen dari total PDRB Rp 
31.487.537,5.  
 
3) Pertanian 

Pembangunan pertanian di Kabupaten Subang merupakan upaya dalam 
menunjang dan tumpuan pembangunan bidang ekonomi dan merupakan salah 
satu tumpuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini 
disebabkan karena sektor pertanian memiliki peran/andil dalam penyediaan 
bahan pangan pokok, kesempatan kerja, sumber pendapatan serta memberikan 
sumbangan yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
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Tabel 2.74  
INDIKATOR KINERJA DINAS PERTANIAN 

TAHUN 2014- 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 
Jumlah 
produksi 
Padi 

 

1.156.231,05 
Ton 

1.273.133,31 
Ton 

1.323.110,55 
Ton 

1.257.160,Ton 

 

2 Produktivitas 
Padi (ku/ha) 

 70,26 70,77 67,15 71,60  

3 Jumlah 
produksi 
Palawija 

 13,950,16 15.652,17 16.901,50 19.865,00  

4 Jumlah 
produksi 
Hortikutura 

 245.727,91 370.127,19 284.926,24 389.035,31  

5 Jumlah 
produksi 
Perkebunan 

 245.727,91 370.127,19 284.926,24 389.035,31  

        

Sumber: Dinas Pertanian Kab Subang 2018 

 
i) Nilai PDRB sektor pertanian. 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Sektor Pertanian  merupakan 
kontributor terbesar dalam perekonomian daerah dari tahun 2014-2016 
berkisar 27,44 persen - 28,02 persen. Hal ini tentu saja menjadi potensi yang 
menggembirakan, namun bila dibandingkan dengan faktor input dalam hal ini 
tenaga kerja ada hal yang harus menjadi perhatian serius karena ada ketidak 
seimbangan antara jumlah tenaga kerja tahun 2014-2016 yang berkisar  38-46 
persen yang  memiliki luas kepemilikan lahan hanya sekitar 0,3 ha dengan hasil 
PDRB pertanian. Atau dengan kata lain bahwa sektor ini walaupun menjadi 
penyumbang terbesar dalam perekonomian Kabupaten Subang tetapi 
sesungguhnya tidak produktif.  

ii) Jumlah produksi padi 
Dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2014-2018 target yang 

ditentukan untuk indikator produksi padi pada tahun 2017 sebesar 1.220.544 
ton dan realisasi tahun 2017 sebesar 1.323.110,55 ton atau 8,40 persen 
dibandingkan dengan target RPJMD. Hanya saja  pada tahun 2017 terjadi 
serangan hama WBC (Wereng Batang Coklat) yang cukup luas pada pertanaman 
padi sawah wilayah Subang Tengah, meliputi Kecamatan Subang, Cipunagara, 
Binong, Compreng, Cikaum, Pagaden, Pagaden Barat, Purwadadi dan Pabuaran.  
Virus WBC telah menyebabkan  tanaman padi menjadi kerdil hampa dan kerdil 
rumput. Kondisi ini menyebabkan produktivitas padi tahun 2017 mengalami 
penurunan dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 70,77 ku/ha menjadi 67,15 
ku/ha. Kondisi ini berdampak pada tidak tercapainya target produktivitas padi 
yang telah ditetapkan yaitu 71,5 ku/ha.  

iii. Produksi Palawija 
Produksi tanaman palawija dari 5 jenis komoditi yakni jagung, ubi kayu, 

ubi jalar kacang tanah, dan kacang kedelai selama 3 tahun dari tahun ke tahun 
menunjukkan trend peningkatan. Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa 
produksi palawija secara umum mengalami peningkatan sebesar 7,94% 
dibandingkan tahun sebelumnya (2016). Hanya saja beberapa komoditi palawija 
seperti jagung, kacang tanah dan kacang hijau mengalami penurunan produksi. 
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iv. Produksi Hortikutura 
Produksi hortikultura meliputi komoditi sayuran dan buah-buahan. 

Adapun komoditi sayuran secara umum mengalami kenaikan produksi dari 
370.127,19 ton pada tahun 2016 menjadi 284.926,24 ton pada 2017. Hanya saja 
ada satu komoditi sayuran yang masih mengalami penurunan produksi dan 
belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu jamur. Hal ini disebabkan 
antara lain: 

a) Masih rendahnya wawasan dan keterampilan petani jamur. 
b) Keterbatasan media tanam berupa jerami padi yang semakin sulit 

diperoleh. 
c) Kesulitan dalam mendapatkan bibit bermutu.  
d) Umur kubung jamur yang sudah terlalu tua  
  

4) Perternakan 
i. Produksi Hasil ternak 

Potensi peternakan yang dianggap unggulan adalah ternak sapi potong  
dan unggas, hal ini berkaitan dengan  ketersediaan rerumputan di setiap 
kecamatan  sepanjang tahun, sedangkan  untuk ternak unggas khususnya ayam 
ras pedaging mengalami kenaikan secara signifikan. Budidaya ternak menjadi 
pilihan alternatif usaha masyarakat Kabupaten Subang disamping usaha tani 
lainnya disebabkan karena hal-hal sebagai berikut : 

 Tidak memerlukan lahan khusus (non land base agricultural) sehingga 
dapat berkembang bersama dengan usaha tani secara luas. 

 Sifat produk yang likuid (dapat dijual sewaktu-waktu). 
 Potensi pasar masih terbuka bagi produk-produk hasil ternak 

khususnya kota-kota besar seperti Jabodetabek dan Bandung. 
 Tingkat perputaran modal yang relatif cepat (khususnya untuk 

penggemukan sapi potong dan ayam ras pedaging). 
 Semakin berkembangnya sarana dan prasarana penunjang 

peternakan seperti Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, 
Poskeswan/Puskeswan, Pos Inseminasi Buatan dan lain-lain. 

 Kemitraan usaha ternak dengan Pola PIR berkembang secara luas. 

Secara umum perkembangan produksi hasil ternak di Kabupaten Subang 
selama 3 tahun terakhir, untuk produksi daging menunjukkan rata-rata 
pertumbuhan yang positif sebesar 4,54 persen, untuk produksi telur 
menunjukkan rata-rata pertumbuhan 3.29 persen dan untuk produksi susu 
menunjukkan pertumbuhan negatif di tahun 2016 sebesar -1,70 persen namun 
di tahun 2017 kembali meningkat sebesar 13,57 persen. Untuk lebih jelas 
perkembangan produksi hasil ternak dapat dilihat pada tabel berikut. 
 

Tabel 2.75  
PRODUKSI HASIL TERNAK DI KABUPATEN SUBANG 

TAHUN 2014- 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 Daging  42.409.721 43.267.465 46.279.644 49.469.258  

2 Telur  4.789.416 4.922.954 5.107.799 4.959.894  

3 Susu  2.197.363 2.542.256 2.504.802 2.593.355  

        

Sumber: Dinas Perternakan Kab Subang 2018 
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Dibutuhkan dukungan program yang maksimal untuk pengembangan 
bidang peternakan di Kabupaten Subang mengingat secara komparatif daya 
dukung wilayah dan pakan yang tersedia relatif sangat baik. 

iv. Penurunan Penyakit Hewan Menular 
Keberhasilan usaha peternakan, baik penghasil bibit (breeding) maupun 

penggemukan (fattening), sangat tergantung dari kesehatan ternak. Sehingga 
penanganan, pengendalian dan pencegahan penyakit harus menjadi prioritas 
utama. Kesehatan hewan merupakan faktor utama dalam usaha peternakan sapi 
potong, baik dalam skala kecil maupun skala besar seperti tabel berikut  

 
Tabel 2.76  

PERSENTASE PENURUNAN PENYAKIT HEWAN MENULAR 
TAHUN 2014- 2018 

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 2017 

2018 
Target Capaian 

1 Anthrax  
“0” 

Kasus 
“0” 

Kasus 
“0” Kasus 0” Kasus  

2 Rabies  “0” Kasus “0” Kasus “0” Kasus 0” Kasus  

3 Brucellosis  “0” Kasus 3 Kasus “0” Kasus 0” Kasus  

4 Flu 
Burung/AI 

 12 Kasus 27 Kasus 4 Kasus/0.13% 0” Kasus  

        

Sumber: Dinas Perternakan Kab Subang 2018 

 
5) Perdagangan 

Sektor ini berperan dalam mendorong peningkatan pendapatan 
masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, 
selain juga mampu menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam 
mengendalikan inflasi.   

Ilustrasi sektor perdagangan di Kabupaten Subang akan digambarkan 
melalui sarana perdagangan yang ada, jumlah pedagang, dan nilai ekspor 
sebagaimana tabel berikut : 

 
Tabel 2.77  

SARANA PERDAGANGAN KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2014-2018  

No 
Indikator 

Kinerja 
Capaian 

2014 
Capaian 

2015 
Capaian 

2016 
Capaian 

2017 
2018 

Target Capaian 

1 
Pasar 
Tradisional 

 
15 Pasar 
Pemda 

15 Pasar 
Pemda 

15 Pasar 
Pemda 

 
 

2 Pasar Lokal  15 Pasar Desa 15 Pasar Desa 
15 Pasar 

Desa 

  

3 
Pasar 
Regional 

 - - - 
  

4 

Pasar 
Swalayan/ 
Supermarket/ 
Toserba 

 
197 Toko 
Moderen 

220 Toko 
Moderen 

244 Toko 
Moderen 

  

5 Hipermarket       

 
Pertokoan/ 
warung/ kios 

 5.863 6.002 6.002 
  

        

Sumber : Perindagsar Kab Subang, 2018  
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i) Nilai PDRB sektor perdagangan 
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang 

perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari 
berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan 
barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) 
maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. 
Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.   

   
Tabel 2.78  

KONTRIBUSI KATEGORI PERDAGANGAN 
BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR 

TERHADAP PDRB KABUPATEN SUBANG (PERSEN), 2014 – 2018 

No 
Lapangan 

Usaha 
Capaian 

2014 
Capaian 
2015* 

Capaian 
2016** 

Capaian 2017 
2018 

Target Capaian 

1 

Perdagangan 
Besar dan 
Eceran; 
Reparasi Mobil 
dan Sepeda 
Motor 

15,13 15,21 15,04    

        

Sumber buku  Indikator Makro Kabupaten Subang 2017 
*Angka sementara  
** Angka sangat sementara 

 
ii) Nilai PDRB sektor jasa 

Sektor jasa-jasa dikelompokan ke dalam dua sub sektor yaitu sub sektor 
jasa pemerintahan umum dan jasa swasta. 

 Jasa Pemerintahan Umum Sub sektor ini mencakup kegiatan jasa yang 
dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan 
masyarakat umum seperti jasa pemerintahan umum, pertahanan dan 
keamanan, dan sebagainya. 

 Jasa Swasta Sub sektor ini meliputi kegiatan jasa yang dilaksanakan 
oleh pihak swasta misalnya jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa 
hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga. 

 
Tabel 2.79  

NILAI PDRB SEKTOR JASA MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN), 
TAHUN 2014 – 2016 

No 
Lapangan 

Usaha 
Capaian 

2014 
Capaian 
2015* 

Capaian 
2016** 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

K 
Jasa Keuangan 
dan Asuransi 

4,12 4,22 4,45  
 

 

M,N Jasa Perusahaan 0,04 0,04 0,04    

P Jasa Pendidikan 3,03 3,20 3,32    

Q 
Jasa Kesehatan 
dan Kegiatan 
Sosial 

0,64 0,70 0,74  
  

R,S,T,U, Jasa lainnya 2,03 2,06 2,16    

K 
Jasa Keuangan 
dan Asuransi 

4,12 4,22 4,45  
  

        

Sumber buku  Indikator Makro Kabupaten Subang 2017 
*Angka sementara  
** Angka sangat sementara 
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6) Perindustrian 
i) Industri Kecil Menengah. 

Sektor industri sangat berperan dalam pembangunan ekonomi daerah.  
Sebagai kota wisata dan industri maka dalam pembangunan ekonomi Kabupaten 
Subang pun sangat bergantung pada sektor yang satu ini.  Kemampuan sektor 
industri dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan nilai tambah (value 
added) pada setiap komoditi menjadikannya salah satu penentu pertumbuhan 
ekonomi.   

 
Tabel 2.80  

PERKEMBANGAN JUMLAH INDUSTRI KECIL DI  
KABUPATEN SUBANG (2014-2018) 

No Tahun Jumlah Perusahaan Kecil Jumlah Tenaga Kerja 

1 2014 1,761 7,321 
2 2015 1,395 7,336 
3 2016 1,381 6,466 
4 2017 1,359 6,460 
5 2018 12,423 33,942 

    

Sumber: Perindagsar Kab Subang, 2018 

 
2) PDRB Industri 

PDRB memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan 
bahwa pertumbuhan ekonominya juga tinggi, untuk itu pemerintah khususnya 
Kabupaten Subang diharapkan dapat terus menerus meningkatkan PDRB-nya 
khususnya sektor industri yang memiliki prospek potensial untuk 
dikembangkan.  

Salah satu menyumbang dalam PDRB adalah sektor industri, sebesar 
12.13 persen. Sektor industri merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga 
kerja laju pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Subang menunjukkan tren 
yang makin meningkat. 

 
2.4.3 Urusan Pemerintahan 

2.4.3.1 Pemerintahan Umum 
1. Pengawasan. 

Dalam upaya menuju terciptanya good government, maka penting adanya 
efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga pemerintahan.  Untuk itu diperlukan 
partisipasi dari seluruh anggota masyarakat khususnya lembaga pengawas guna 
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah.   

Untuk mencapai hal tersebut maka dilakukan pelaksanaan program SPIP.  
PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: "Proses yang integral pada 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan," berikut gambaran tingkat muturitas Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Subang. 
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Tabel 2.81  
TINGKAT MUTURITAS 

TAHUN 2015-2018 

No 
Lapangan 

Usaha 
Capaian 

2014 
Capaian 
2015* 

Capaian 
2016** 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1 

Tingkat 
Maturitas 
SPIP 

 Level 1 Level 1 Level 1   

        

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Subang , 2018 
 

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 
pengawas diterapkan dalam kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP : 

 
Tabel 2.82  

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN PENGAWASAN INTERNAL 
TAHUN 2015-2017, PREDIKSI 2018 

No 
Lapangan 

Usaha 
Capaian 

2014 
Capaian 
2015* 

Capaian 
2016** 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1 

Persentase 
rekomendasi 
hasil 
pemeriksaan 
pengawasan 
internal (APIP) 
yang 
ditindaklanjuti 

 50 % 83 % 115 % 60 %  

        

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Subang , 2018 

 
ii) Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban 

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kerukunan di Kabupaten 
Subang telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat 
Kabupaten Subang Periode 2013-2018 yang berdasarkan pada Peraturan Bupati 
Subang Nomor 13 Tahun 2013. Dan untuk merealisasikan capaian indikator 
kinerja meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat adalah dengan 
diadakannya Kegiatan Peningkatan Stabilitas Nasional di Daerah (KOMINDA) 
dan Kegiatan Peningkatan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di 
Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang sinergis Komunitas 
Intelejen Daerah (KOMINDA) dalam mengantisipasi dan menangani gangguan 
keamanan, dan terciptanya stabilitas keamanan yang lebih kondusif. 

Berikut gambaran Persentase Penurunan Konflik Horizontzal di 
Kabupaten Subang. 

 
Tabel 2.83  

PERSENTASE PENURUNAN KONFLIK HORIZONTZAL 
TAHUN 2015-2018 

No 
Lapangan 

Usaha 
Capaian 

2014 
Capaian 
2015* 

Capaian 
2016** 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1 

Persentase 
Penurunan 
Konflik 
Horizontzal 

 100% 100% 100% 100%  

        

Sumber: Kesbangpol Kab. Subang , 2018 
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2.4.3.2 Perencanaan 

Nilai Evaluasi AKIP 
Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, Kementerian PAN dan 

Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) melakukan penilaian terhadap aspek-
aspek sebagai berikut. 

a. Aspek perencanaan (bobot 35%), komponen-kompenen yang dievaluasi 
antara lain: (1) perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) 
penetapan kinerja; dan keterpaduan serta keselarasan diantara sub 
komponen tersebut. 

b. Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), komponen-komponen yang 
dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator 
kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran 
kinerja. 

c. Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan 
pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi 
kinerja guna perbaikan kinerja. 

d. Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah 
pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi. 

e. Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), dalam hal mana MENPAN & RB 
melakukan penilaian atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang 
dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, 
ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan 
dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan 
(RPJMD, RENSTRA, RENJA). 
 

Tabel 2.84  
NILAI EVALUASI AKIP 

TAHUN 2015- 2018 

No 
Lapangan 

Usaha 
Capaian 

2014 
Capaian 
2015* 

Capaian 
2016** 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1 
Nilai evaluasi 
AKIP 

 CC CC B BB  

        

Sumber: BP4D Kab. Subang , 2018 

 
2.4.3.3 Keuangan 

Fungsi penunjang terkait keuangan akan mempunyai kewenangan antara 
lain: mengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, pengelolaan keuangan 
daerah, dan aset daerah. 

Pendapatan Daerah Kab. Subang Tahun 2017 semula ditargetkan sebesar 
Rp. 2.942.855.107.514,- sedangkan realisasi pendapatan sebesar    Rp. 
2.863.787.687.380,-  

1) Opini BPK atas Hasil Pemeriksaan Keuangan 
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan 

pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan 
yang disajikan dalam laporan keuangan. Keberhasilan pengelolaan keuangan 
daerah sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur pemerintahan yang cerdas, 
lugas dan terpercaya ditandai dengan pencapaian opini BPK atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang. Pada tahun 2016 opini BPK tersebut 
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mengalami perkembangan positif menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP). 
Sementara pada tahun 2015, predikat yang diraih masih disclaimer. 

 
Tabel 2.85  

OPINI BPK ATAS HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN 

No 
Lapangan 

Usaha 
Capaian 

2014 
Capaian 
2015* 

Capaian 
2016** 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1 

Opini BPK 
atas Hasil 
Pemeriksaan 
Keuangan 

 
Wajar 

Dengan 
Pengecualian 

Wajar 
Dengan 

Pengecualian 
   

        

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Subang 
 

2) Persentase Peningkatan PAD dalam lima tahun ke depan. 
Berbagai arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang 

dilaksanakan selama ini secara umum telah mencapai sasaran yang diinginkan, 
namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai permasalahan, 
antara lain : 

a Dalam kaitannya dengan pemungutan PBB, Wajib Pajak yang ketetapan 
pajaknya besar masih kurang sadar dalam pembayaran, sehingga terjadi 
penunggakan. Kemudian sampai saat ini masih terjadi adanya 
permasalahan yang bersifat administratif antara lain kepemilikan ganda, 
salah nama, salah luas, nama tidak dikenal, tidak ada obyeknya dan lain-
lain. 

b Terjadinya prediksi perhitungan awal, kebangkrutan pengusaha, dan 
masih adanya wajib pajak yang kurang sadar dalam kewajibannya. 

c Setiap tahun selalu terdapat perubahan data objek dan subjek pajak 
daerah dan terdapat objek dan subjek pajak daerah baru yang perlu 
didata dan didaftarkan. 

d Masih kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi 
berkaitan dengan penerimaan perimbangan maupun bagi hasil dari 
Pemerintah yang lebih tinggi, sehingga sulit dalam merencanakan 
pendapatan. 
 

Tabel 2.86  
PERSENTASE PENINGKATAN TARGET PAD  
TAHUN 2015-2027 KABUPATEN SUBANG 

No Lapangan Usaha 
Capaian 

2014 
Capaian 
2015* 

Capaian 
2016** 

Capaian 
2017 

2018 
Target Capaian 

1 
Pendapatan Asli 
Daerah 

 36,23% 15,94% 18,45% 13,88% 4.26% 

        

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kab Subang 2018 

 
2.4 Aspek Daya Saing Daerah 

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan 
otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu 
daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan 
pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah 
dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek 
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daya saing daerah terdiri dari sumber daya manusia, kemampuan ekonomi 
daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, dan iklim berinvestasi. 

 
2.4.1 Sumberdaya Manusia (SDM) 

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka 
pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). 
Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk 
mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga 
kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya 
semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah 
maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu 
daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah 
menyelesaikan S1, S2 dan S3. 

 
Tabel 2.87  

PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS DI DAERAH PERKOTAAN 
& PEDESAAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN IJAZAH/STTB TERTINGGI YANG 

DIMILIKI, 2017 

 Ijazah Tertinggi yang dimiliki Laki-laki Perempuan 
Laki-laki + 
Perempuan                        

 
1. Tidak Mempunyai Ijazah         12.85           13.94           13.38   
2. SD/MI         34.88           38.94           36.85   
3. SMP/MTs         22.71           26.07           24.34   
4. SMA/MA         18.89           13.23           16.14   
5. SMK/MAK           6.30             2.15             4.29   
6. Akademi/Diploma I/II/III           0.74             0.98             0.85   
7. Diploma IV/S1/S2/S3           3.62             4.70             4.14   

 

Jumlah 100,00  100,00  100,00  

Sumber : BPS Kab. Subang,  2017 

 
2.4.2 Kemampuan Ekonomi Daerah 

2.4.2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 
2.4.2.2 Nilai Tukar Petani 

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang 
diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang 
dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat 
kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap 
barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan 
dalam proses produksi pertanian. Adapun makna besaran nilai tukar petani 
yakni : 

 NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik 
lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik 
lebih besar dari pengeluarannya. 

 NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan 
harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga 
barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
  

 NTP< 100, berarti petani mengalami  defisit. Kenaikan harga 
produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga
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 barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari 
pengeluarannya.  
 

2.4.3 Infrastruktur 

2.4.3.1 Infrastruktur Jalan 
Wilayah Kabupaten Subang dilalui oleh jalur regional (Jalan Negara) 

pantai Utara dengan panjang 45.33 Km, yang merupakan jalur transportasi darat 
terpenting di Pulau Jawa. Kondisi demikian tentunya akan memberikan 
keuntungan tersendiri bagi wilayah Kabupaten Subang dari segi tingkat 
aksesibilitas lokasi. Berdasarkan statistik jalan yang ada di Kabupaten Subang, 
terdiri dari jalan negara, propinsi, kabupaten, dan desa. Sedangkan berdasarkan 
fungsinya terdiri dari: jalan arteri, kolektor, dan lokal. Dilihat dari kondisi/tipe 
jalannya, di Kabupaten Subang terdiri dari jalan aspal, kerikil, batu dan tanah. 

 
Tabel 2.88  

JALAN NEGARA DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG 
JENIS JALAN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Baik 
Sedang 
Rusak 
Rusak Berat 
 

388.39 
389.50 
276.61 

- 

410.16 
378.80 
265.54 

- 

410.16 
378.80 
265.54 

- 

471.59 
394.19 
188.73 

- 

502.31 
401.93 
150.26 

- 

535.34 
408.95 
110.21 

- 

Jumlah/Total 1 054.50 1 054.50 1 054.50 1 054.50 1 054.50 1.054.50 

Sumber : PUPR Kab. Subang,  2017 

 
2.4.3.2 Air Bersih 

Sistem pengadaan air bersih di Kabupaten Subang terdiri atas dua jenis 
yakni sistem perpipaan (PDAM) dan sistem non perpipaan (swadaya 
masyarakat). Kondisi eksisting menunjukkan bahwa pelayanan sistem 
perpipaan belum mampu melayani kebutuhan penduduk Kabupaten Subang, 
seperti antara lain di Kecamatan Cipeundeuy. Oleh karena itu, diperlukan 
peningkatan pelayanan sistem perpipaan selain itu perlu peningkatan 
penyediaan air bersih, pompa, sumur gali, dan mata air untuk daerah-daerah 
yang belum terlayani oleh PDAM. 

2.4.3.3 Air Limbah 
Kondisi tanah di Kabupaten Subang umumnya memiliki kadar asam yang 

cukup tinggi, sehingga air limbah yang dihasilkan cubluk dapat mencemari 
tanah. Salah satu penanganannya adalah dengan mengalirkan limbah tersebut ke 
tempat pembuangan air dan diolah di IPLT (Instalasi Pengolah Limbah Tinja) 
agar tidak mencemari tanah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dalam 
pengelolaan air limbah  tersebut berupa penyediaan IPLT di Kabupaten Subang. 

2.4.3.4 Persampahan 
Pengelolaan persampahan di Kabupaten Subang, menurut data lima 

tahun sebelumnya, baru mencapai lima wilayah yakni Kota Pamanukan, Kalijati, 
Purwadadi, dan Ciasem. Selain masih terbatas dalam wilayah pelayanan, 
kemampuan pengelolaan terbatas pula karena keseluruhan sampah di kelima 
wilayah tersebut yang mampu diolah baru 34%. Terlihat bahwa tingkat 
pelayanan persampahan di Kabupaten Subang masih kurang. Untuk itu perlu 
ditingkatkan baik persentase pelayanan persampahan maupun luas daerah 
pelayanannya.  
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Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu TPA Cimanggu 
(Kecamatan Cijambe) yang merupakan TPSA resmi milik Pemda dan TPSA 
Penembong Parung. 

2.4.3.5 Drainase 
Kondisi topografi Kabupaten Subang yang relatif datar (bagian utara) 

disamping memberikan kemudahan dalam melakukan pembuangan tetapi 
menimbulkan permasalahan dalam mengalirkan air buangan. Kondisi ini 
mengakibatkan timbulnya genangan pada musim hujan di beberapa lokasi, 
seperti Kecamatan Pagaden, Cipunagara, Blanakan, Pamanukan, Pusakanagara, 
Patokbeusi, Purwadadi, dan Kalijati.  Terjadinya genangan tersebut selain 
dipengaruhi oleh faktor alam juga dipengaruhi keterbatasan dukungan jaringan 
drainase dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan 
(persampahan). Upaya untuk mengantisipasi genangan/limpahan air tersebut 
dapat dilakukan dengan memanfaatkan waduk yang ada sebagai penampung 
kelebihan air. 

2.4.3.6 Irigasi 
Seperti telah diuraikan, wilayah pengairan di Kabupaten Subang terbagi 

menjadi 1 seksi pengairan utama dan 4 seksi pengairan pendukung, yaitu Seksi 
Induk Tarum Timur, Seksi Pengairan Jatisari, Seksi Pengairan Binong, Seksi 
Pengairan Subang, dan Seksi Pengairan Patrol. Selain membagi menjadi empat 
seksi pengairan, guna mengatasi kekeringan pada lahan pertanian terutama 
pada musim kemarau, telah ditetapkan rencana dan kebijaksanaan dari POJ 
(Perum Otorita Jatiluhur) untuk membangun waduk di sebelah selatan jaringan 
utama Tarum Timur.  

Rencana pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Subang belum 
semuanya terlaksana hal ini terlihat dari masih banyaknya lahan pertanian yang 
mengalami kekeringan pada musim kemarau terutama di Kecamatan 
Cipeundeuy, Pabuaran dan sebagian daerah subang bagian barat. 

 
2.4.4 Iklim Investasi 

2.4.4.1 Sektor Agribisnis 
Berdasarkan hasil identifikasi dan kajian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa pengembangan sektor agribisnis di Kabupaten Subang diprioritaskan 
kepada sektor pangan dan hortikultura. Kemudian diikuti oleh prioritas 
pengembangan selanjutnya yaitu Perikanan dan Kelautan, Peternakan 
Perkebunan dan Kehutanan. 

Sedangkan usaha strategis pengembangan usaha sektor agribisnis 
menurut zona agro-ekologinya dibagi menjadi tiga zonase yang meliputi : 

a. Kawasan Utara 
Sebagai kawasan yang sangat potensial sebagai zona pengembangan 

kawasan sistem agribisnis berbasis produksi kelautan ( Fisheries and marine-
base agribusiness system). 

b. Kawasan Tengah 
Kawasan tengah atau sering dikategorikan pula sebagai kawasan 

penyokong (upland) merupakan kawasan yang sangat potensial sebagai zona 
pengembangan kawasan sistem agribisnis berbasis tanaman pangan dan usaha 
petenakan. 
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c. Kawasan Selatan 
Merupakan kawasan pegunungan yang memiliki ketinggian relatif tinggi 

dengan iklim yang sejuk. Kawasan ini sangat potensial sebagai zona 
pengembangan kawasan sistem sayur – sayuran. 

2.4.4.2 Sektor Agroindustri 
Pengembangan sektor agroindustri pada prinsipnya merupakan 

pengembangan sektor industri yang berbasis atau menyokong terhadap 
kegiatan usaha – usaha sektor agribisnis. Arah kebijakan pengembangan sektor 
ini diarahkan kepada penciptaan kegiatan industri – industri baru, peningkatan 
kapasitas produksi, penciptaan inovasi produksi pertanian maupun 
pemeliharaan alat – alat produksi pertanian itu sendiri (system maintenance). 

2.4.4.3 Sektor Agrowisata 
Pengembangan sektor agrowisata, peranannya didalam pengembangan 

usaha strategis adalah mengembangkan berbagai usaha kepariwisataan yang 
menyokong terhadap pengembangan usaha agrowisata pada umumnya. Satu hal 
yang diharapkan dari pengembangan sektor ini adalah memicu terciptanya 
kegiatan – kegiatan usaha baru lainnya (trickle down effect). 

2.4.4.4 Peluang dan Prospek Investasi Unggulan 
Aspek Prasarana dan Lingkungan Hidup 
Satu hal yang tidak mungkin diabaikan kaitannya dengan upaya 

pengembangan sektor usaha apapun adalah kemampuan daya dukung 
infrastruktur atau prasarana dasar pembangunan, atau sering pula disebut 
sebagai Social Overhead Capital (SOC). Secara umum komponen – komponen 
daya dukung tersebut, paling tidak meliputi keberadaan fasilitas atau daya 
dukung berupa pembangunan : 

 
1) Pembangunan Pelabuhan Patimban-Subang. 

 
Gambar 2.10  

Peta Pelabuhan Patimban Subang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pembangunan ini diarahkan menjadi port dan eco friendly, yaitu 
pemanfaatan teknologi otomatis terhadap sistem penanganan barang dan 
pemanfaatan energi yang ramah terhadap lingkungan, sehingga akan menjadi 
pelabuhan yang bersih, ramah lingkungan dan hemat energi. 

Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan 
Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Ada 4 (empat) perizinan 
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yang menyangkut pembangunan pelabuhan patimban yaitu: izin penetapan 
lokasi, izin lingkungan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), guna mendorong pembangunan Pelabuhan Patimban, 
Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 
2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban, di Kabupaten Subang, Provinsi 
Jawa Barat, Sebagai Proyek Strategis Nasional. Peraturan Presiden tersebut telah 
ditandatangani oleh Presiden pada 25 Mei 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, 
dimana Pelabuhan Patimban ditetapkan sebagai salah satunya.  

Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban sebagai proyek strategis nasional 
itu, menurut Peraturan Presiden ini, meliputi kegiatan perencanaan, 
pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan, pembinaan teknis dan 
pembinaan manajemen pengoperasian pelabuhan serta pembinaan untuk 
menjamin keselamatan pelayaran dan lingkungan. 

Sebagai proyek strategis nasional, Kementerian Perhubungan dapat 
bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan Perpres ini juga menegaskan, 
pembiayaan penyelenggaraan Pelabuhan Patimban dapat bersumber dari:  

a Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah; 
b Pinjaman dan/atau hibah luar negeri; 
c Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau,  
d Sumber lainnya yang sah. 

Pelabuhan ini dibangun bertahap, selain mencakup terminal kendaraan, 
pada tahap pertama mencakup terminal peti kemas dengan kapasitas 800 ribu 
TEUs. Proyek Pelabuhan Patimban dibiayai oleh pinjaman dari Jepang sebesar 
118,9 miliar yen atau setara Rp 14,2 triliun. Pengucuran pinjaman 
ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres konstruksi, pengaruh dari 
pembangunan pelabuhan ini akan dikembangkan sebuah kota pelabuhan yang 
disebut Kota Patimban Subang. 
 

2) Pembangunan Bendungan Sadawarna. 
 

Gambar 2.11  
Peta Bendungan Sadawarna 
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Pembangunan bendungan ini terletak di Desa Sadawarna, Kecamatan 
Cibogo, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Bendungan Sadawarna ini 
berada di tiga daerah yang berbeda yakni di Kabupaten Indramayu, Subang, 
dan Sumedang, rincianya di Kabupaten Indramayu berada di Desa Bantarwaru 
16,14 hektare. Lalu di Kabupaten Subang di Desa Sadawarna 266,93 hektare, 
serta di Desa Cibalandong Jaya 293,6 hektare. Sementara di Kabupaten 
Sumedang berada di Desa Tanjung 292,78 hektare, Desa Surya Medal 182,76 
hektare, dan Desa Surian 31,79 hektare. 

Bendungan Sadawarna itu diproyeksikan untuk memasok ari baku di 
tiga daerah tersebut. “Ini untuk kebutuhan air baku Subang 3 meter kubik per 
detik, Sumedang 0,1 meter kubik per detik, dan Indramahyu 2 meter kubik per 
detik. Jadi total ketiganya itu 5,1 meter kubik per detik. Kapasitas waduk 5,4 
meter kubik per detik, Bendungan Sadawarna ini masuk dalam salah satu 
daftar proyek bendungan yang ada dalam Proyek Strategis Nasional, 
diharapkan dapat mengairi lahan seluas 6000 Ha, mengurangi debit banjir 
sebesar 316 M³/detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 0,50 M³/detik. 

Pembangunan Waduk Sadawarna dinilai akan menuntaskan masalah 
banjir yang kerap menimpa kawasan Pamanukan dan Indramayu pada musim 
hujan, selain itu, waduk ini akan menyuplai pasokan air bersih dan irigasi untuk 
masyarakat dan sawah di Kabupaten Subang, Indramayu, serta Sumedang, 
dimana selama ini, sejumlah sawah di tiga kabupaten tersebut masih merupakan 
sawah tadah hujan atau hanya tergantung pada curah hujan sehingga rentan 
kekeringan pada musim kemarau. 

Rencananya Waduk Sadawarna ini akan membendung aliran Sungai 
Pusakanagara. Ke depan, selain untuk pemenuhan air baku untuk masyarakat 
dan mengairi kawasan pertanian di utara bendungan ini sekaligus juga akan 
dikembangkan untuk kawasan wisata. 
  

3) Desa Cerdas (SMART VILLAGE). 
Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan 

hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, 
tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas 
nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian 
pembangunan nasional, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 
masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas penduduk miskin 
di Indonesia mendiami kawasan perdesaan. Rendahnya kesejahteraan 
masyarakat di kawasan perdesaan disebabkan antara lain oleh penyebaran 
sumber daya ekonomi yang tidak merata antara desa dan kota. 

Desa-desa di Indonesia memiliki ciri khas unik tersendiri serta 
permasalahan yang berbeda. Persoalan ekonomi masih menjadi kendala bagi 
tercapainya Desa Cerdas (Smart Village), namun secara kelembagaan, reformasi 
perdesaan masih mengalami kendala di kelompok lembaga tani seperti Koperasi 
Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Untuk mengatasi permasalahan ini, pembangunan desa harus dilakukan 
dengan cerdas (smart), yaitu agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih 
cepat dibandingkan pertumbuhan masalah itu sendiri. Solusi cerdas yang 
dimaksud adalah dengan menerapkan desa cerdas (smart village), yaitu sebuah 
ekosistem yang memungkinkan pemerintah, industri, akademisi maupun elemen 
masyarakat terlibat untuk menjadikan desa menjadi lebih baik.  
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Dalam konsep desa cerdas, potensi menjadi lebih baik diukur dengan 
melihat kinerja pengelolaan sumber daya sehingga menjadi lebih efisien, 
berkelanjutan dan melibatkan beragam elemen masyarakat. Konsep Desa Cerdas 
(Smart Village) dibutuhkan agar desa-desa tersebut mampu mengetahui 
permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi 
permasalahan tersebut (understanding), dan dapat mengatur (controlling) 
berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien 
dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya. 

Gagasan mengenai desa cerdas muncul akibat dari pergeseran pandangan 
desa lama menuju desa baru. Desa lama melihat desa sebagai kampung halaman, 
wilayah administrasi dan organisasi pemerintahan paling kecil serta sederhana.  

Sementara itu pandangan baru mengenai desa melihat bahwa desa 
laksana negara kecil yang mempunyai wilayah, kekuasaan, pemerintahan, 
institusi lokal, penduduk, rakyat, tanah, dan sumberdaya ekonomi. Berdasarkan 
pandangan baru mengenai desa, maka desa berkewajiban memberikan dan 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa sesuai Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Desa, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan umum sesuai 
dengan kewenangan desa. Adapun SPM yang harus dimiliki desa antara lain: 
penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan (IT System), penyediaan data 
& informasi kependudukan dan pertanahan, pemberian surat keterangan, 
penyederhanaan pelayanan dan pengaduan masyarakat. SPM yang sudah 
diterapkan suatu desa selanjutnya dapat membawa desa menuju konsep desa 
cerdas/smart village. 

Desa cerdas dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 
informasi secara cepat dan tepat. Smart village fokus pada pengintegrasian IT 
(Internet of Things), teknologi informasi, digitalisasi yang berkontribusi 
terhadap perkembangan masyarakat yang modern dan berkelanjutan. Selain itu, 
penerapan konsep desa cerdas juga diharapkan mampu menarik warga, 
pengusaha, dan pekerja, serta menyediakan ruang yang lebih aman dengan 
layanan yang lebih baik dan lingkungan inovatif yang mendorong solusi kreatif, 
sehingga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketidaksetaraan dibidang 
ekonomi. 

Adapun tujuan dari diberlakukannya smart village adalah peningkatan 
kualitas hidup dan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang, 
meliputi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Terdapat enam indikator keberhasilan 
penerapan Desa Cerdas / smart village sebagai berikut:  

a. Smart people, yaitu masyarakat pintar terkait kreativitas dan modal 
sosial;  

b. Smart economy, yaitu ekonomi pintar berupa inovasi dan persaingan;  
c. Smart environment, yaitu lingkungan pintar meliputi keberlanjutan dan 

sumber daya;  
d. Smart governance, yaitu pemerintahan yang cerdas sebagai agen 

pengubah, pemberdaya, dan partisipan;  
e. Smart life, yaitu cerdas hidup berupa kualitas hidup dan kebudayaan; 

dan  
f. Smart mobility, yaitu mobilitas pintar dalam hal transportasi dan 

infrastruktur. 
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4) Program Inovasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat ( PIPA EMAS ) 
Program inovasi yang ada di masyarakat telah banyak dikembangkan 

dalam rangka untuk meningkatkan peran serta dan keikutsertaan dalam 
pembangunan khususnya sektor ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Subang 
telah dikembangkan suatu program pengembangan ekonomi yang disebut 
Program Inovasi Peningkatan Ekonomi Masyarakat ( PIPA EMAS ). Program ini 
diluncurkan untuk mengetahui potensi wilayah berdasarkan komoditas produk 
baik dari segi teknis, potensi sumber daya, investasi dan pengelolaan finansial 
yang nantinya akan memuat keunggulan komperatif untuk wilayah lain. 
Terdapat 7 (tujuh) bentuk layanan peningkatan ekonomi masyarakat yang 
diberikan, yaitu :  

1. Memberikan konsultasi manajemen usaha; 
2. Menyediakan informasi manajemen, produksi, teknologi, pemasaran dan 

permodalan; 
3. Advokasi atau pendampingan; 
4. Menyelenggarakan pelatihan gratis terutama untuk wirausaha baru 

mulai dari manajemen, produksi, sampai strategi market; 
5. Mediasi dan fasilitator akses pembiayaan;  
6. Fasilitator akses pemasaran produk; 
7. Penyediaan fasilitas layanan digital market, dan; 
8. Sarana konsultasi dan komunikasi perizinan serta kelayakan usaha. 

Sasaran program ini diseluruh wilayah Kabupaten Subang yang 
difokuskan pada 6 wilayah yaitu kecamatan jalancagak, subang, kalijati, 
patokbeusi, binong dan pamanukan. Pembinaan kewirausahaan ini dilakukan 
kepada para pengusaha subang baik dari segi perencanaan sampai dengan 
pemasaran produk agar dapat bersaing dalam pemasaran, sekaligus untuk 
meningkatkan ekonomi masyarakat subang berbentuk “layanan konsultasi dan 
bimbingan usaha kewirausahaan subang secara on line”. 

Pemanfaatan layanan konsultasi Usaha Kecil Menengah (UKM) secara on 
line melalui aplikasi tersebut, pelaku usaha dapat melakukan konsultasi on line 
dan mencari informasi pasar melalui smartphone.  Layanan ini menyediakan 
database program pengembangan UKM.  Dengan demikian diharapkan pelaku 
usaha dapat mengembangkan usahanya baik dari sisi promosi maupun akses 
modal usaha. 

 
5) Infrastuktur Jalan 

Kondisi dan keberadaan jalan sangat menentukan bagi kemudahan 
mobilitas, akselerasi dan aksesibilitas pemanfaatan sistem transfortasi didalam 
berbagai kegiatan usaha. Perlu diinformasikan bahwa keberadaan kondisi jalan 
di Kabupaten Subang pada umumnya dapat dikatakan cukup memadai, baik 
ditinjau dari kapasitas dan kelas jalannya maupun sistem jaringannya. Dimana 
menurut kelasnya terdiri dari jalan Negara yang menghubungkan sistem 
transportasi kota – kota besar dan antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di pulau 
Jawa, Jalan Propinsi sebagai interkoneksitas antar Pusat Kegiatan Wilayah 
(PKW) di Jawa Barat, dan Jalan Kabupaten sebagai penghubung antar kota kecil 
di Kabupaten Subang. 

6) Listrik 
Fasilitas daya dukung suplai energi kelistrikan untuk konsumsi skala 

lokal saat ini masih dianggap memadai. Adapun direncanakannya beberapa 
pembangunan instalasi pembangkit listrik seperti geothermal di Kawasan 
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Tangkuban Perahu, hal tersebut prosfektif sebagai pemanfaatan usaha yang 
layak jual untuk di kelola pihak swasta. 

7) Air Bersih 
Didukung oleh tipologi dan tofografi alam yang ada, dimana 

terbentangnya pegunungan dan kawasan hutan disebelah selatan serta adanya 
lintasan DAS Ciasem, Cilamaya dan Citarum yang membelah wilayah Kabupaten 
Subang. Dengan demikian selain hal ini dapat mendukung upaya langsung 
ataupun tidak langsung terhadap pengembangan kegiatan usaha disektor 
agrowisata, potensi ini dimanfaatkan bagi pengembangan usaha pengemasan air 
bersih seperti yang dilakukan Aqua Golden Missisipi di daerah Cisalak 
Kecamatan Cisalak. 

8) Lembaga Keuangan dan Perbankan 
Perbankan merupakan salah satu komponen infrastruktur yang memiliki 

peran sangat strategis didalam mendukung setiap pengembangan  kegiatan dan 
usaha perekonomian di daerah. Beberapa Bank yang tercatat seperti  Bank 
Rakyat Indonesia, Bang Nasional Indonesia 46, Bank Central Asia, Bank Mandiri, 
Bank Danamon, Bank HS, Bank Pemerintah Daerah Jawa Barat, Bank perkreditan 
Rakyat Daerah, beserta lembaga keuangan mikro lainnya yang berfungsi sebagai 
stock and flow cash keuangan di Kabupaten Subang. 

9) Telekomunikasi 
Menurut perkembangan catatan data yang diperoleh dari BPS, bahwa 

perkembangan usaha dibidang ini secara signifikan relatif meningkat dari 
beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi sebagian kemungkinan pengaruh trend 
perkembangan kapasitas daya dukung dan peluang usaha dibidang yang sama 
baik secara Nasional maupun Internasional. 

10) Smart City 
Smart city  merupakan wilayah kota/kecamatan yang telah 

mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-
hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan 
publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Integrasi teknologi 
dalam tata kelola kota dimungkinkan berkat keberadaan internet of things, yaitu 
jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data 
ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal. 

Sebuah kota bisa disebut sebagai kota pintar atau smart city jika 
sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level 
tertentu dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Integrasi 
teknologi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, membagikan 
informasi kepada publik, hingga memperbaiki serta mempermudah pelayanan 
kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warga. 

Dalam mewujudkan konsep smart city dibutuhkan perangkat lainnya 
yang merupakan perangkat sangatlah vital yaitu IoT. Perangkat internet of things 
(IoT) mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan 
dengan campur tangan manusia yang minimal, sehingga mampu melakukan 
beragam fungsi secara otomatis. 
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Untuk operasional perangkat IoT hanya memerlukan tiga elemen utama, 
yakni: 

1. Perangkat fisik, 
2. Jaringan internet, dan 
3. Aplikasi. 

Jika tiga elemen ini sudah terpenuhi, maka sejumlah perangkat bisa 
dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna. Implementasi IoT dalam 
mewujudkan smart city bisa beraneka ragam, dibatasi tidak hanya oleh imajinasi 
dan kemampuan dari para pengembangnya.  

Contoh penerapan IoT yang lazim ditemui dalam konsep smart city akhir-
akhir yaitu : 

 Smart lighting. Tak hanya bisa diterapkan pada lampu penerangan jalan, 
namun juga untuk lampu lalu lintas. “Dengan smart lighting, bisa dipantau 
mana lampu yang sedang rusak atau tidak. Bisa juga dimatikan atau 
dinyalakan dari jarak jauh,” 

 Smart parking. Solusi ini bisa digunakan warga untuk mempermudah 
mencari tempat parkir. Pengguna bisa memesan lebih dulu tempat parkir 
sebelum tiba di lokasi. Di Indonesia, ada beberapa startup yang menyediakan 
solusi seperti ini seperti Smark Parking dan Parkiran. 

 Waste management. Volume sampah di suatu tempat penampungan bisa 
dipantau dari jarak jauh. Petugas kebersihan tak perlu mendatangi satu per 
satu tempat sampah untuk memeriksanya. 

 Connected manhole. Solusi ini berguna untuk memantau temperatur 
gorong-gorong yang berada di bawah tanah. Karena gorong-gorong tersebut 
tak hanya berfungsi sebagai saluran air, namun juga untuk menyimpan kabel 
hingga tempat jalur pipa gas. 

 Smart electricity. Penyedia layanan listrik bisa mengetahui langsung data 
pemakaian listrik pengguna tanpa harus mengirim petugas untuk memeriksa 
di tempat. 

 
Meski ada banyak pihak yang berusaha mewujudkan smart city, bukan 

berarti tak ada tantangan untuk mewujudkan konsep tersebut. Salah satu 
tantangan tersebut adalah harga perangkat yang tinggi dan terbilang sulit 
diperoleh. 
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Subang harus berusaha untuk memiliki 
infrastruktur yang memadai untuk menunjang pemanfaatan IoT. pemerintah 
Kabupaten Subang perlu menyediakan infrastruktur teknologi informasi sebagai 
langkah awal mewujudkan smart city. Setelah infrastruktur memadai, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang bisa membuat semacam data 
center atau command center. Tantangan lain yang harus dihadapi pemerintah 
Kabupaten Subang adalah mempersiapkan masyarakat untuk menerima 
perubahan ke arah digitalisasi. 

 

2.4.4.5 Prospek Investasi unggulan Industri 
 

1) Air Minum 
Kapasitas terpasang saat ini sebesar 165 liter/det dan yang produksi 

sebesar 145 liter/detik dengan tingkat kebocoran sebesar 33 %. Sumber air 
yang digunakan adalah air permukaan dan sumur dalam. Cakupan pelayanan 
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yang ada mencapai 7 % terhadap penduduk administratif dan 30 % terhadap 
daerah pelayanan dengan jumlah sambungan 16.278 unit. 

2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 

 Investasi 
 Pembangunan unit PLTMH dimana daya terbangkit dapat 

terjual untuk didistribusikan oleh jaringan transmisi PLN 
eksisting disekitar lokasi. 

 Pembangunan unit PLTMH sekaligus membuat jaringan 
layanan ditribusi langsung terhadap konsumen disekitar 
lokasi. 
 

3) Industri Skala Kecil 
Perkembangan industri kerajinan tangan di Kabupaten Subang sudah 

banyak dikenal secara luas. Produk kerajinan tangan tersebut tidak hanya 
dipasarkan di daerah Kabupaten Subang sendiri, akan tetapi sudah sampai ke 
mancanegara. Untuk pengembangan produk ini, pemerintah Kabupaten Subang 
memberikan perhatian yang cukup serius. 

Seperti buah nanas dan lidah mertua mempunyai banyak keunggulan, 
antara lain ramah lingkungan, kuat dan tahan lama dengan bahan baku lokal 
yang murah. Industri skala kecil lain yaitu produksi kain, makanan olahan 
tradisional khas subang dengan bahan baku nanas (contohnya dodol nanas) dan 
boneka kayu. 

4) Industri skala besar dan menengah 
Dengan perkembangan pembangunan yang semakin cerah mendorong 

terciptanya pertumbuhan industri yang semakin maju, demikian halnya di 
Kabupaten Subang, gairah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi ditunjang 
dengan kondisi perekonomian nasional yang semakin baik dan stabilitas 
keamanan yang kondusif serta hukum perundang-undangan yang berkualitas, 
maka diharapkan investasi usaha baik domestik maupun mancanegara akan 
semakin banyak. Sektor Pertambangan dan Energi. 

Kabupaten Subang selain memiliki potensi sumber daya alam yang dapat 
di perbaharui (renewable), juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang tak 
dapat di perbaharui (irenewable). Sebagian besar jenis usaha pertambangan 
adalah memanfaatkan sebagian besar sumberdaya alam yang bersifat tidak 
dapat diperbaharui (ireneweable sources). Wilayah atau zonase yang dijadikan 
potensi eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dan energi meliputi wilayah 
potensi sumber daya air bawah tanah dan air permukaan, wilayah potensi 
sumber daya bahan galian industri, serta wilayah potensi pertambangan. 

5) Sumber daya minyak dan gas bumi. 
Dari sekian jenis sumber daya alam yang merupakan bahan  tambang, 

bahan galian c adalah merupakan jenis usaha pengembangan sektor 
pertambangan yang potensial dan sangat melimpah. Bahan ini sangat vital 
peranannya di dalam menunjang berbagai kegiatan pembangunan fisik. Adapun 
jenis bahan galian tersebut adalah diantaranya batuan endesit, pasir, trass, tanah 
merah, pozolan dan lain-lain, potensi sumberdaya minyak dan gas di Kabupaten 
Subang memiliki cadangan yang cukup besar.  

6) Potensi Infrastruktur. 
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Potensi infrastruktur jalan tol lintas subang : cikampek-cirebon. Jalur 
kereta api yang melintas subang dari arah kereta api Jakarta menuju Cirebon, 
jalur double track sehingga memungkinkan lalu lintas kereta api di subang 
semakin dinamis. Untuk transportasi udara subang memiliki bandar udara 
Suryadarma di Kalijati, saat masih ini dipergunakan untuk keperluan militer dan 
bersifat khusus.  

Selain hal tersebut diatas subang juga memiliki infrastruktur lainya 
seperti akan dibangunnya pelabuhan internasional Patimban, sistem jaringan 
pengairan, sistem jaringan telekomunikasi, listrik, air minum, gas serta 
perbankan dan keuangan. 
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BAB III 
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

 
Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap 
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap 
perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut: 

 
3.1 Kinerja Keuangan Tahun 2014-2018 

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan akan terlaksana secara optimal 
apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan 
pendanaan/sumber-sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu 
peraturan perundang-undangan.   

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk 
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan daerah dalam 
mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa 
pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, maka analisis 
pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan 
daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah 
guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah.  

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Subang Tahun 2014-2018 
digambarkan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai 
berikut:   

 
3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak 
pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. 
Sumber penerimaan Kabupaten Subang berasal dari Pendapatan Daerah dan 
Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi: 

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain 
Pendapatan Asli Daerah yang Sah;   

b) Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana 
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta   

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak 
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan 
Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Lainnya. Sedangkan  penerimaan  pembiayaan  lainnya 
bersumber  dari  Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Pencairan 
Dana Cadangan dan Penerimaan Dana Bergulir. 

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Subang dan rata-
rata pertumbuhannya selama kurun waktu Tahun 2014-2018 secara rinci dapat 
dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1  
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014-2018 
Kode 
Rek 

Uraian 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

4 
PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 

2.155.275.176.680 2.506.017.309.381 2.554.637.366.935 2.942.855.935 n.a 

4.1 
PENDAPATAN 
ASLI DAERAH 

206.423.025.875 281.201.689.940 326.015.455.956 386.163.689.021 n.a 

4.1.1 
Hasil Pajak Daerah 
1) 

71.559.358.796 94.817.575.000 116.936.650.000 164..138.000.000  

4.1.2 
Hasil Restribusi 
Daerah 1) 

18.252.631.000 20.008.610.800 20.924.452.800 20.275.072.300 n.a 

4.1.3 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 

12.398.291.079 13.182.004.146 15.126.327.417 17.166.616.721 n.a 

4.1.4 
Lain-Lain 
Pendapatan asli 
Daerah yang Sah 

104.212.745.000 153.193.500.146 173.028.025.739 17.166.616.721 n.a 

       

4.2 
DANA 
PERIMBANGAN 

1.394.094.353.247 1.487.028.036.282 1.816.435.432.768 1.956.622.047.019 n.a 

4.2.1 
Dana Bagi Hasil 
Pajak&Bagi Hasil 
Bukan Pajak 

179.605.230.247 198.506.661.282 183.276.993.000 231.556.606.019 n.a 

4.2.2 
Dana Alokasi 
Umum 

1.139.779.043.000 1.173.194.335.000 1.187.418.445.508 1.282.683.362.000 n.a 

4.2.3 
Dana Alokasi 
Khusus 

74.710..080.000 115.327.040.000 445.739.994.260 442.387.079.0 n.a 

       

4.3 

LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG 
SAH 

554.739.797.558 737.787.583.153 412.186.478.211 600.068.371.474 n.a 

4.3.1 Pendapatan Hibah 4.129.712.500 6.202.855.122 8.098.018.073 4.543.000.000 n.a 

4.3.2 

Dana Bagi hasil 
Pajak dari 
Provinsi dan 
Pemerintah 
Daerah lainya 

237.180.519.058 313.380.290.031 240.172.057.138 223.013.603.474 n.a 

4.3.3 
Dana Penyesuaian 
dan Otonomi 
Khusus 

313.429.566.000 418.204.438.000 163.916.403.000 372.512.768.000 n.a 

       

4.9 
JUMLAH 
PENDAPATAN 

2.155.257.176.680 2.506.017.309.381 2.554.637.366.935 2.942.855.107 n.a 

       

 
BELANJA 
DAERAH 

     

5.1 
BELANJA 
OPRASIONAL 

1.783.664.677.042 1.923.655.797.532 1.883.455.540.906 2.150.322.471.273 n.a 

5.1.1 Belanja Pegawai 
1.245.591.699.612,

11 
1.381.719.100.935 

1.411.168.957.427,
82 

2.442.849020.910 n.a 

5.1.2 Belanja Barang 347.719.735.329,82 480.693.367.597 429.512.994.479 628.220.455.363 n.a 

5.1.3 Belanja Bunga - - - - n.a 

5.1.4 Belanja Subsidi - - - - n.a 

5.1.5 Belanja Hibah 97.042.382.500 51.029.829.000 42.138.589.000 76.080.495.000 n.a 

5.1.6 
Belanja Bantuan 
Sosial 

15.326.500.000 10.213.500.000 635.000.000 3.172.500.000 n.a 

5.1.7 
Belanja bantuan 
Keuangan 

77.985.539.600 - - -  

       

5.2 BELANJA MODAL 518.825.719.624 593.256.431.481 
570.666.896.124.1

8 
544.580.822.072 n.a 

5.2.1 Belanja Tanah 6.771.406.380. 11.155.211.600 70.825.000 824.017.000 n.a 

5.2.2 
Belanja Peralatan 
dan Mesin 

125.402.164.604 115.114.713.628 91.323.333.222 139.528.975.915 n.a 

5.2.3 
Belanja Gedung 
dan Bangunan 

106.701.250.840 166.903.828.421 106.356.364.502 138.097.157.579 n.a 

5.2.4 
Belanja Jalan, 
Irigasi dan 
Jaringan 

268.997.011.300 298.945.368.188 371.028.043.399,20 261.227.039.578 n.a 

5.2.5 
Belanja Aset Tetap 
Lainya 

10.803.886.500 1.137.309.644 1.888.330.000 4.885.632.000 n.a 

5.2.6 
Belanja Aset 
Lainya 

77.985.359.600 - - - n.a 

       

5.3 
BELANJA TIDAK 
TERDUGA 

6.638.598.000 3.663.227.659 5.272.786.325 6.000.000.000 n.a 

5.3.1 
Belanja Tidak 
Terduga 

6.638.598.000 3.663.227.659 5.272.786.325 6.000.000.000 n.a 

 
JUMLAH 
BELANJA 

2.309.128.994.666 2.520.575.456.672 2.459.395.223.356 2.700.903.293.345 n.a 

 TRANSPER - 189.081.547.687 370.749.581.500 455.194.825.364 n.a 
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Kode 
Rek 

Uraian 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

Transper Bagi 
Hasil ke 
Kab./Kota/Desa*
*) 

- 189.081.547.687 370.749.581.500 455.194.825.364 n.a 

 Bagi Hasil Pajak - - 10.000.000.000 10.405.900.000 n.a 

 
Bagi Hasil 
Retribusi 

- - - 2.009.920.300 n.a 

 
Bagi hasil 
Pendapatan 
Lainya 

- 189.081.547.687 360.749.581.500 442.779.005.064 n.a 

 
SURPLIS/(DEFISI
T) 

-153.871.817.986 -203.639.694.987 -275.507.437.921 -455.194.825.364 n.a 

       

6 
PEMBIAYAAN 
DAERAH 

     

6.1 
PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 
DAERAH 

162.371.817.986 215.869.694.978 301.951.911.754 228.133.011.195 n.a 

6.1.1 

Sisa Lebih 
Perhitungan 
Anggaran Daerah 
Tahun 
Sebelumnya 

162.371.817.986 215.689.694.978 301.951.911.754 228.133.011.195 n.a 

       

6.2 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 
DAERAH 

8.500.000.000 12.230.000.000 20.302.820.933 14.890.000.000 n.a 

6.2.1 

Penyertaan Modal 
(Investasi) 
Pemerintah 
Daerah 

8.500.000.000 12.230.000.000 20.302.820.933 14.890.000.000 n.a 

6.2.2 
Pembayaran 
Pokok Hutang 

- - 6.141.625.900  n.a 

6.2.3 
PEMBIAYAAN 
NETTO 

153.871.817.986 203.639.694.978 275.507.437.921 213.243.011.195 n.a 

       

6.3 

SISA LEBIH 
PEMBIAYAAN 
ANGGARAN 
TAHUN 
BERKENAAN 
(SILPA) 

0.00 0.00 0.00 0.00  

       

Sumber : BPKD, 2018 

 
Capaian kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan, namun kontribusi terbesar masih didominasi oleh Dana 
Perimbangan, terutama dari Dana Alokasi Umum.   

Berdasarkan data realisasi, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014-2018 sebesar 23,5 %. Pada periode yang 
sama rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 32,0 %. Pajak Daerah 
menjadi terbesar kedua setelah Lain-lain PAD yang Sah dalam menyumbangkan 
kontribusinya terhadap PAD, namun peranannya menjadi yang paling besar, 
karena pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebagian besar adalah pendapatan 
BLUD yang penggunaannya adalah Operasional BLUD itu sendiri.   

Di sisi lain rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2014-2018  
sebesar 12,1%, dengan rata-rata pertumbuhan terbesar pada Dana Alokasi 
Umum yang mencapai 4,05%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami 
peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,5%. 

Kondisi pencapaian tersebut karena didukung dengan arah kebijakan 
pendapatan daerah, yaitu : 

1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) baik pajak, restribusi dan lain-lain pendapatan daerah 
yang sah, tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui 
berbagai langkah sebagai berikut : 
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a) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, restribusi dan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah, tanpa memberatkan dunia usaha dan 
masyarakat melalui berbagai langkah; 

b) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk 
meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar 
pajak dan restribusi daerah; 

c) Meningkatkan pemahaman pentingnya pajak untuk pembangunan 
daerah; 

d) Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan menggali 
sumber pajak baru serta penagihan tunggakan dengan cara persuasif 
yang ditindaklanjuti dengan penagihan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

e) Meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset yang dimiliki oleh 
Pemerintah Kabupaten Subang sehingga dapat meningkatkan 
restribusi sewa dari aset tersebut. 

2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari sumber dana perimbangan, 
melalui : 
a) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam 

pendataan kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan 
pembagian dana perimbangan; 

b) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan.  

3) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah, serta 
menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli 
daerah yang baru dan yang sah, melalui : 

a) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan 
seluruh OPD dalam pengelolaan berbagai aset daerah; 

b) Mengembangkan ekstensifikasi PAD dengan meminimalisir resiko 
munculnya ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian daerah. 

Secara rinci gambaran persentase realisasi pendapatan daerah terhadap 
target dalam APBD Kabupaten Subang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada 
Tabel 3.2 dan Gambar 3.2. 

Rata - rata Pertumbuhan dari Tahun 2014 ke Tahun 2018 sebesar 
11,57%. 

 
Tabel 3.2  

PRESENTASE REALISASI PENDAPATAN DAERAH  
TERHADAP TARGET DALAM PAD 

KABUPATEN SUBANG 2018 

Tahun Anggaran 
Pendapatan Daerah 

% 
Target (Rp) Realisasi (Rp) 

2014 2.155.257.176.680 2.231.098.381.864 103.5 
2015 2.506.017.309.381 2.401.803.549.942 95.8 
2016 2.554.637.366.935 2.571.077.097.133 100.6 
2017 2.942.855.107.514 2.863.787.687.380. 97.3 
2018 n.a n.a  

 
Sumber : BPKD Kabupaten Subang, 2018 
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Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat dari 
proporsi terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD Kabupaten Subang 
terhadap total pendapatan daerah mulai dari Tahun 2014 – 2018 masih relatif 
rendah, namun tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu 
mencapai 97,3 %, dengan sumber terbesar berasal dari Lain-lain PAD yang Sah 
kemudian disusul dari pajak daerah. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat 
masih yang terbesar kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan sisanya 
berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi masing-masing sumber 
pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Subang dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

 
Tabel 3.3  

PROPORSI SUMBER PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN SUBANG 2014-2018 

Kode 
Rek 

Uraian 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

4 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

2.155.257.176.68
0 

2.506.017.309.38
1 

2.554.637.366.93
5 

2.942.855.107.51
4 

n.a 

4.1 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

206.423.025.875 281.201.689.946 326.015.455.956 368.163.689.021 n.a 

4.1.1 
Hasil Pajak Daerah 
1) 

71.559.358.796 94.817.575.000 116.936.650.000 164.138.000.000 n.a 

4.1.2 
Hasil Restribusi 
Daerah 1) 

18.252.631.000 20.008.610.800 20.924.452.800 20.275.072.300 n.a 

4.1.3 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 

12.398.291.079 13.182.004.146 15.126.327.417 17.166..616.721 n.a 

4.1.4 
Lain-Lain 
Pendapatan asli 
Daerah yang Sah 

104.212.745.000 153.193.500.000 173.028.025.739 184.584.000.000 n.a 

       

4.2 
DANA 
PERIMBANGAN 

1.394.094.353.24
7 

1.487.028.036.28
2 

1.816.435.432.76
8 

1.956.622.047.01
9 

n.a 

4.2.1 
Dana Bagi Hasil 
Pajak&Bagi Hasil 
Bukan Pajak 

179.605.230.247 198.506.661.282 183.276.993.000 231.556.606.019 n.a 

4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.139.779.043.000 1.173.194.335.000 1.187.418.445.508 1.282.683.362.000 n.a 

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 74.710.080.000 115.327.040.000 445.739.994.260 442.382.079.000 n.a 

       

4.3 
LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

554.739.797.558 737.787.583.153 412.186.478.211 600.069.371.474 n.a 

4.1.3 Pendapatan Hibah 4.129.712.500 6.202.855.122 8.098.018.073 4.543.000.000 n.a 

4.1.2 

Dana Bagi hasil 
Pajak dari Provinsi 
dan Pemerintah 
Daerah lainya 

237.180.519.058 313.380.290.031 240.172.057.138 223.013.603.474 n.a 

4.1.3 Dana Penyesuaian 
dan Otonomi Khusus 

313.429.566.000 418.204.438.000 163.916.403.000 372.512.768.000 n.a 

       

4.9 JUMLAH 
PENDAPATAN 

2.155.257.176.680 2.506.017.309.381 2.554.637.366.935 2.942.855.107.514 n.a 

       

Sumber : BPKD Kabupaten Subang, 2018 

 
3.1.1.2 Belanja Daerah 

Belanja daerah digunakan untuk mewujudkan rencana program dan 
kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan pendekatan anggaran berbasis 
kinerja secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.  

Adapun kebijakan Belanja Daerah Tahun 2014 – 2018 sebagaimana 
tercantum dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai 
berikut:    

1) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak 
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang 
terdiri dari jenis belanja: 
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a) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta 
tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.   

b) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman 
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan 
Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah,  
khusunya  pengalokasian anggaran dalam APBD, 

c) Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga 
tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga 
jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat 
seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok 
masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah 
daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga 
pemberian subsidi dapat tepat sasaran. 

d) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan 
pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan 
TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan 
instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan 
PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, 
perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang 
dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara 
selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta 
kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu 
penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah 
lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum 
kepada masyarakat. 

e) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan 
kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial 
diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan 
secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. 

f) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil 
yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota 
atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau 
pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah 
lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang 
dimiliki. 

g) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan 
keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah 
kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan 
yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan 
kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan 
yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk 
membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang 
dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah 
daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. 
Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah ke 
pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan 
atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa.  

h) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan 
mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan 
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perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, 
diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak 
biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum 
tertampung dalam bentuk program/kegiatan. 

2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari 
jenis belanja: 

a) Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah 
khusus pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan 
pemerintahan daerah. 

b) Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/ 
pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari dua belas 
bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 
kegiatan pemerintahan daerah. 

c) Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap 
berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan 
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. 

Perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Subang 
selama Tahun 2014 – 2018 dan persebaran proporsinya dapat dilihat dalam 
Tabel 3.4. 

 
Tabel 3.4  

RINGKASAN ANGGARAN BELANJA 
2014-2018 

Kode 
Rek 

Uraian 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

 
BELANJA 
DAERAH 

     

5.1 
BELANJA 
OPRASIONAL 

1.783.664.677.042 1.923.655.797.532 1.883.455.540.906 2.150.322.471.273 n.a 

5.1.1 
Belanja 
Pegawai 

1.245.591.699.612,1
1 

1.381.719.100.935 
1.411.168.957.427,8

2 
2.442.849020.910 n.a 

5.1.2 
Belanja 
Barang 

347.719.735.329,82 480.693.367.597 429.512.994.479 628.220.455.363 n.a 

5.1.3 Belanja Bunga - - - - n.a 

5.1.4 
Belanja 
Subsidi 

- - - - n.a 

5.1.5 Belanja Hibah 97.042.382.500 51.029.829.000 42.138.589.000 76.080.495.000 n.a 

5.1.6 
Belanja 
Bantuan Sosial 

15.326.500.000 10.213.500.000 635.000.000 3.172.500.000 n.a 

5.1.7 
Belanja 
bantuan 
Keuangan 

77.985.539.600 - - - n.a 

       

5.2 
BELANJA 
MODAL 

518.825.719.624 593.256.431.481 
570.666.896.124.1

8 
544.580.822.072 n.a 

5.2.1 Belanja Tanah 6.771.406.380. 11.155.211.600 70.825.000 824.017.000 n.a 

5.2.2 
Belanja 
Peralatan dan 
Mesin 

125.402.164.604 115.114.713.628 91.323.333.222 139.528.975.915 n.a 

5.2.3 
Belanja 
Gedung dan 
Bangunan 

106.701.250.840 166.903.828.421 106.356.364.502 138.097.157.579  

5.2.4 
Belanja Jalan, 
Irigasi dan 
Jaringan 

268.997.011.300 298.945.368.188 371.028.043.399,20 261.227.039.578  

5.2.5 
Belanja Aset 
Tetap Lainya 

10.803.886.500 1.137.309.644 1.888.330.000 4.885.632.000  

5.2.6 
Belanja Aset 
Lainya 

150.000.000 - - -  

5.3 
BELANJA 
TIDAK 
TERDUGA 

6.638.598.000 3.663.227.659 5.272.786.325 6.000.000.000  

5.3.1 
Belanja Tidak 
Terduga 

6.638.598.000 3.663.227.659 5.272.786.325 6.000.000.000  

 
JUMLAH 
BELANJA 

2.309.128.994.666 2.520.575.456.672 2.459.395.223.356 2.700.903.293.345  

Sumber : BPKD Kabupaten Subang, 2018. 
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Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa proporsi Belanja Modal 
dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 hanya sebesar 1.98 % dibandingkan 
dengan Belanja Operasional dimana salah satu komponennya adalah Belanja 
Pegawai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebesar 6,64 %, disini 
dapat dilihat bahwa belanja yang dilakukan kurang idial, dimana seharusnya 
belanja modal harus lebih besar dari belanja operasional yang nantinya akan 
menjadi asset pemerintah daerah.   

Peningkatan Belanja Operasional berasal dari peningkatan Belanja 
Pegawai dan Belanja Hibah. Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah 
pusat agar daerah bisa mengalokasikan belanja modal yang lebih besar sehingga 
mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah. 

 
3.1.2 Neraca Daerah 

Analisis   Neraca   Daerah   bertujuan   untuk   mengetahui   kemampuan 
keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan 
solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana 
pembangunan daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca 
tersebut dikeluarkan.  

Kinerja Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Subang selama kurun 
waktu Tahun 2014 – 2018 yang telah diaudit dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

 
Tabel 3.5  

NEARACA KABUPATEN SUBANG 
2014-2018 

Kode 
Rek 

Uraian 
Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 ASET 4.542.104.616.491 5.223.368.926.861 5.738.957.464.733 5.649.273.637.463 n.a 

 ASET LANCAR 377.769.509.555 555.690.107.882 473.494.898.475 356.558.267.102 n..a 

 Kas  223.847.451.135 324.138.004.175 223.289.612.321 126.930.540.068 n.a 

 Piutang 144.494.119.434 200.713.493.149 232.288.070.679 200.743.346.835 n.a 

 Persediaan 9.427.938.985 12.838.610.558 17.917.215.476 28.893.380.182  

 
INVESTASI 
JANGKA PANJANG 

103.938.758.198 123.724.164.243 151.862.337.428 184.138.784.087 n.a 

 
Investasi Non 
Permanen 

822.764.400 1.540.000.000 1.540.000.000 1.540.000.000 n.a 

 Dana Bergulir - - - - n.a 

 
Investasi 
Permanan 

103.115.993.798 122.184.164.243 150.322.337.428 182.598.784.087 n.a 

 
Penyertaan Modal 
pemerintah Daerah 

     

 ASET TETAP 3.976.104.365.087 4.452.128.974.630 4.835.924.588.396 4.674.280.085.301 n.a 

 Tanah 1.452.873.461.879 1.440.453.174.908 1.324.591.823.358 1.148.802.038.158 n.a 

 
Peralatan dan 
Mesin 

457.245.452.918 531.395.685.002 598.605.331.423 585.971.196.831 n.a 

 
Gedung dan 
Bangunan 

991.264.723.669 1.116.857.994.365 1.265.860.277.867 1.292.996.385.368 n.a 

 
Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

990.051.896.894 1.270.431.378.575 1.538.146.351.095 1.620.444.379.298 n.a 

 Aset Tetap lainnya 70.435.206.995 75.067.330.368 94.577.185.865 3.833.965.368 n.a 

 
Kontruksi dalam 
pengerjaan 

14.233.622.732 17.923.411.412 14.143.618.787 22.232.120.260 n.a 

 DANA CADANGAN     n.a 

 Dana Cadangan     n.a 

 ASET LAINYA 84.291.983.651 91.825.680.107 277.675.640.434 434.296.500.972 n.a 

 
Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 

34.495.480.000 34.495.480.000 101.043.573.400 54.666.855.000  

 Aset tak Berwujud 14.881.645.150 23.108.536.150 24.809.399.291 39.311.188.161 n.a 

 Aset Lain-lain 34.914.858.501 34.221.663.957 151.822.667.743 340.318.457.811 n.a 

       

2 KEWAJIBAN 4.338.916.674 5.011.118.788 18.371.089.792 7.567.956.419 n.a 

 
KEWAJIBAN 
JANGKA PENDEK 

4.338.916.674 5.011.118.788 18.371.089.792 7.567.956.419 n.a 

 
Bagian Lancar 
Utang Jangka 
Panjang 

- - - - n.a 

 
Utang Jangka 
Pendek Lainya 

4.338.916.674 5.011.118.788 18.371.089.792 7.567.956.419 n.a 
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Kode 
Rek Uraian 

Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 

       

3 
KEWAJIBAN 
JANGKA PANJANG 

- - - - n.a 

 
Utang Dalam Negri 
Sektor Perbankan 

    n.a 

       

 EKUITAS 4.469.775.145.956 4.618.055.848.771 4.634.567.257.002 4.435.609.557.816 n.a 

 Ekuitas 4.469.775.145.956 4.618.055.848.771 4.634.567.257.002 4.435.609.557.816 n.a 

       

Sumber : BPKD Kabupaten Subang, 2018. 
 

. Dari tabel 3.5. di atas dapat diketahui bahwa aset Pemerintah Kabupaten 
Subang dari kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mengalami 
rata-rata pertumbuhan sebesar 7,77% dengan rincian Aset Lancar mengalami 
rata-rata pertumbuhan sebesar 2,54 % dan aset tetap mengalami rata-rata 
pertumbuhan sebesar 5,75%. Kewajiban mengalami rata-rata pertumbuhan 
sebesar 74,4% yang berarti tiap tahunnya kewajiban atau utang Pemerintah 
Kabupaten Subang mengalami kenaikan sebesar 74,4%, sedangkan untuk 
komponen ekuitas dana mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -0,20%.  

Dari neraca daerah dapat diketahui kemampuan keuangan pemerintah 
daerah melalui rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan 
aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. 

Tabel 3.6. di bawah ini menyajikan analisis rasio keuangan Pemerintah 
Kabupaten Subang selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 

 
Tabel 3.6. 

ANALISIS RASIO KEUANGAN KABUPATEN SUBANG 2014-2017 

No Uraian 
2014 
(%) 

2015 
(%) 

2016 
(%) 

2017 
(%) 

1. Rasio Lancar (current ratio) 87,07 110,89 25,77 47,11 

2. Rasio Quick (quick ratio) 84,89 108,33 24,80 43,30 

3. Rasio total utang terhadap total asset 0,10 0,10 0.32 0.13 

4. Rasio utang terhadap ekuitas 0,10 0.11 0.40 0.17 

      

Sumber : BPKD Kabupaten Subang, 2018 
 

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui 
berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan 
keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat 
diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio 
utang.  

Rasio likuiditas antara lain rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat 
(quick ratio). Rasio lancar (current ratio) adalah rasio yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan 
menggunakan aset lancar yang dimilki. Rasio ini menunjukkan apakah 
pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang 
jatuh tempo. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah 
Kabupaten Subang selama kurun waktu tahun 2014-2018 mempunyai nilai lebih 
dari satu, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Subang dapat memenuhi 
kewajiban yang jatuh tempo.   
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Rasio cepat (quick ratio)  adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan 
aset yang lebih lancar. Dalam rasio ini komponen aset lancar dikurangi oleh 
persediaan, karena meskipun persediaan masuk dalam kategori aset lancar, 
namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah 
daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga untuk mendapatkan rasio 
aset cepat persediaan menjadi komponen pengurang aset lancar. Hasil analisis 
rasio menunjukkan bahwa rasio cepat Pemerintah Kabupaten Subang  selama 
kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018 juga mempunyai nilai lebih dari 
satu, yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Subang dapat memenuhi 
kewajiban yang jatuh tempo. 

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat 
digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi 
seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. 
Tabel 3.7 menunjukkan bahwa rasio utang terhadap total aset dan rasio utang 
terhadap ekuitas sangat rendah atau mempunyai nilai kurang dari satu dari 
tahun 2014 ke 2018, hal ini menunjukan bahwa total kewajiban Pemerintah 
Kabupaten Subang dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal 
Pemerintah Kabupaten Subang. 

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas 
rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio 
likuditas yang digunakan dalam analisis yaitu: 

1. Rasio Lancar 
Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang 
segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, 
Rasio lancar pada Tahun 2017 sebesar 47,11 Hal ini menunjukkan bahwa 
Pemerintah Kabupaten Subang mempunyai kemampuan untuk 
membayar hutang sebesar 47,11 kali lebih. 

2. Rasio Quick 
Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam 
membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 
yang lebih likuid.  Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick pada Tahun 
2017 sebesar 43,30 Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten 
Subang dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik. 

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan 
Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio 
Solvabilitas terdiri atas: 

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset 
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar 
pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya 
diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan 
menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah 
Kabupaten Subang. 
Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2017 sebesar 
0,13 Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.   

2. Rasio Hutang Terhadap Modal   
Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa besar hutang jika 
dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin 
kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari 
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pihak lain. Pada Tahun 2017 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah 
Kabupaten Subang sebesar 0,17. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total 
hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 
Subang, semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang. 
 

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2014-2018 

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin 
pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan 
keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi 
pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan 
dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Keuangan daerah merupakan 
tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah.  

Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan 
daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan 
dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam 
rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis terhadap proporsi penggunaan 
anggaran dan analisis pembiayaan. 

 
3.2.1 Proposi Pengunaan Anggaran 

Analisis  proporsi  realisasi  terhadap  anggaran  Kabupaten Subang 
bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan 
dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang 
digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran 
pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan 
pembangunan daerah. Belanja daerah terdiri dari : 

 
3.2.2 Belanja Langsung : 

Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan 
program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta 
belanja modal. 

 
3.2.3 Belanja Tidak Langsung : 

Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 
pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, hibah, 
bantuan sosial, bagi hasil kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada 
kabupaten/kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga. 

Belanja  Daerah  Kabupaten Subang  selama  Tahun  2016–2017 
cenderung fluktuatif, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.   
Guna mengetahui proporsi penggunaan anggaran belanja daerah, dilakukan 
analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Subang, 
sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.7 dan Tabel 3.8. 
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Tabel 3.7  
REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR 

KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2016-2018 

Uraian 2016 2017 2018 

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.248.301.608.809 1.225.103.588.290 n.a 
- Belanja Gaji dan Tunjangan 878.640.062.777 800.662.131.422 n.a 
- Belanja Tambahan penghasilan 358.725.793.422 410.746.889.493 n.a 
- Belanja Penerimaan Anggota 

dan Pimpinan DPRD serta 
Oprasional KDH/WKDH 

4.567.270.000 5.092.920.000 n.a 

- Belanja Pungutan Pajak 6.368.482.610 8.601.647.375 n.a 
   n.a 

B. BELANJA LANGSUNG 153.534.939.336 297.349.429.338 n.a 
- Belanja Honorarium PNS 22.426.750.950 93.885.732.390 n.a 
- Belanja Beasiswa Pendidikan 

PNS 
38.000.000 492.978.000 n.a 

- Belanja Kursus, Pelatihan, 
Sosialisasi dan Bimbingan 
Teknis 

9.766.426.637 6.442.536.100 n.a 

- Belanja Asuransi kesehatan - - n.a 
- Belanja Makan minum pegawai 18.646.830.605 42.282.687.373 n.a 
- Belanja Pakaian Dinas dan 

Atributnya 
3.551.372.318 4.142.569.400 n.a 

- Belanja Pakaian Khusus dan 
Hari-Hari Tertentu 

2.593.657.200 4.338.373.500 n.a 

- Belanja Pakaian Dinas 34.799.995.860 53.365.958.099 n.a 
- Belanja Modal 61.711.905.766 92.398.594.476 n.a 

   n.a 
TOTAL 1.401.836.548.145 1.522.453.017.628 n.a 

    

Sumber : BPKD Kabupaten Subang, 2018 

 
Dari tabel 3.8 dapat dilihat bahwa kemampuan menyerap anggaran 

belanja daerah khususnya Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur di 
Kabupaten Subang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 cukup tinggi 
sebesar 61,4 %. Namun bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak 
Langsung, realisasi Belanja Langsung mengalami  tingkat realisasi yang lebih 
rendah. Hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain proses pengadaan barang 
dan jasa pemerintah, realisasi kegiatan yang dananya bersumber dari pusat yang 
seringkali terkendala juklak/juknis dan keterlambatan SPJ kegiatan di OPD 
sehingga menghambat penyerapan belanja tahap berikutnya. 

Gambaran pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Subang selama 
dua tahun terakhir yang tersaji dalam tabel 3.8 di bawah ini. 

 
Tabel 3.8  

ANALISA PROPOSI REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR 
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2016-2018 

Uraian 
Total Belanja Untuk 

Pemenuhan 
Kebutuhan Aparatur 

Total Belanja Daerah Persentase 

1. Tahun 2016 1.401.836.548.145 2.262.396.564.685 61.96 
2. Tahun 2017 1.522.353.017.628 2.502.251.316.451 60.84 
3. Tahun 2018 n.a n.a n.a 

    

Sumber : BPKD Kabupaten Subang, 2018 

 
Dari tabel 3.8 dapat dihitung bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi 

belanja pemenuhan kebutuhan aparatur adalah -1,80% yang menunjukkan 
bahwa alokasi belanja pemenuhan aparatur mengalami penurunan rata-rata -1,8 
% setiap tahunnya. Untuk komponen Belanja Tidak Langsung, Belanja Gaji dan 
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Tunjangan menunjukan rata-rata pertumbuhan menurun dan terjadi rata-rata 
sebesar -8,87% sementara Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD 
serta Operasional KDH/WKDH terjadi kenaikan sebesar 11,51%.  

 
3.2.4 Analisis Pembiayaan 

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang 
dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja 
daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari pada belanja daerah, maka 
terjadi defisit yang harus ditutup oleh pembiayaan penerimaan daerah. 
Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah maka akan 
terjadi surplus. 

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran 
dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran 
sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk 
menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka 
penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. 

Dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup 
defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan 
setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih 
perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang secara konsep APBD setiap tahun 
bernilai Rp.0,00 dan SiLPA Riil yang merupakan dampak dari pelaksanaan 
APBD, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11 dan 3.12. 

Surplus atau Defisit adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi 
realisasi belanja daerah. Surplus atau Defisit APBD Pemerintah Kabupaten 
Subang selama kurun waktu tahun 2014-2017 tersaji dalam tabel 3.9 di bawah 
ini. 

 
Tabel 3.9  

ANALISA PROPORSI REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR  
KABUPATEN SUBANG 2014-2018 

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Pendapatan 
Daerah 

2.231.098.381.864 2.401.803.549.942 2.571.076.699.362 2.864.240.633.149 n.a 

2. Belanja Daerah 2.169.101.604.872 2.114.883.423.167 2.262.396.166.914 2.502.251.316.451 n.a 

3. Pembiayaan 
Daerah 

- 188.607.909.999 367.212.195.508 451.811.494.992 n.a 

4. Surplus (Defisit) 61.996.776.992 98.312.216.776 -58.531.911.754 -89.822.178.294 n.a 

      

5. Penerimaan 
Pembiayaan 
Daerah 

162.371.817.986 215.869.694.978 301.951.911.754 228.170.856.182 n.a 

6. Pengeluaran 
Pembiayaan 
Daerah 

8.500.000.000 12.230.000.000 16.991.652.900 11.068.195.000 n.a 

7. Pembiaayan 
Netto 

153.871.817.986. 203.639.694.978 284.960.258.854 217.102.661.182 n.a 

8. Sisa 
Lebih/Kurang 
Pembiayaan 
Tahun 
Berkenaan 

215.868.594.978 301.951.911.754 226.428.595.794 127.280.482.888 n.a 

      

Sumber : BPKD Kabupaten Subang, 2018 
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Dari tabel 3.10 terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2014-2017 terjadi 
kecenderungan peningkatan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada 
setiap tahunnya.  Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain berasal 
dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak 
ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa 
dana lanjutan. 

 
Tabel 3.10  

DEFISIT RILL ANGGARAN KABUPATEN SUBANG 
TAHUN 2014-2018 

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Realisasi 
Pendapatan 
Daerah 

2.231.098.381.864 2.401.803.549.942 2.571.077.097.133 2.864.240.633.149 n.a 

2. Dikurangi 
Realisasi 
Belanja Daerah 

2.169.101.604.872 2.303.491.333.1666 2.629.608.760.193 2.502251.316.451 n.a 

3. Pengeluaran 
Belanja Daerah 

8500.000.000 12.230.000.000 16.991.625.900 11.068.195.000 n.a 

      

DEFISIT RIIL 53.496.776.992 86.062.216.776 -75.523.315.960 350.921.121.698  

      

Sumber : BPKD Kabupaten Subang, 2018 

 
Dari tabel 3.10 di atas dapat dilihat bahwa realisasi APBD Kabupaten 

Subang mengalami surplus pada tahun 2014, 2015 dan 2017. Hal ini 
dikarenakan beberapa hal antara lain penganggaran hibah dan bantuan sosial 
yang terkendala dengan mekanisme status institusi penerima hibah yang harus 
berbadan hukum, juga adanya beberapa kegiatan yang bersumber dana dari 
pusat yang belum direalisasi sementara dananya sudah masuk ke kas daerah 
yang kemudian akan diluncurkan ke tahun berikutnya. 

 
3.3 Kerangka Pendanaan 

3.3.1 Analisa Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas 
Utama. 
Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib 

dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh 
Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, 
belanja jasa kantor, sewa kantor dan belanja sejenisnya. Pengeluaran periodik, 
wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Subang dalam kurun waktu 
5 (tahun) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. 

Pengeluaran pembiayaan daerah dan mengikat dari tahun ke tahun 
meningkat secara signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dari Tahun 2014 - 2016 
sejumlah Rp. 8.500.000.000,- menjadi sejumlah Rp. 16.991.652.900,- pada tahun 
2016 akan menurun pada Tahun 2017 menjadi 11.068.195.000,- dengan 
pengeluaran terbesar pada belanja tidak langsung.  

Belanja Wajib adalah pengeluaran periodik yang wajib dan mengikat 
yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap 
tahun oleh Pemerintah Kabupaten Subang seperti gaji dan tunjangan pegawai 
serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada 
kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. 

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar 
setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan 
pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan 
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kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis 
lainnya. 

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel 
3.5 di atas menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang 
tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan 
kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. 

 
3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2018 – 2023 

Berdasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2014-2018, 
sektor pendapatan sampai dengan tahun 2023 diharapkan dapat meningkat 
lebih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah 
sebagai berikut : 
Intensifikasi PAD melalui: 

1. Optimalisasi sistem pajak online dengan menambahkan peralatan 
berupa tapping box (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir 
penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah. 

2. Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, 
berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. 
Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan 
segera dikeluarkan surat kurang bayar kepada wajib pajak. 

3. Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak 
yang menunggak pembayaran pajaknya. 

4. Optimalisasai SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, 
yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun 
diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitan SDM 
perpajakan. 

5. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat 
dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah. 

6. Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date 
menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah. 

7. Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil lain dan BUMD untuk 
optimalisasi pendapatan daerah. 

8. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka 
optimalisasi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
perdesaan dan perkotaan. 

9. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada 
tunggakan. 
 

Ekstensifikasi melalui : 
1. Perubahan tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah yang sudah 

tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah. 
2. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah 

(perluasan tax bassed) berdasarkan potensi yang sudah dihitung. 
3. Penyesuaian NJOP PBB di kawasan-kawasan tertentu secara 

bertahap. 
4. Penggunaan  peta  zona  nilai  tanah  tahun  terbaru  sebagai  pedoman  

untuk perhitungan nilai pasar dan transaksi jual beli. 

Bahwa proyeksi pendapatan daerah selama lima tahun ke depan (2018 – 
2023) akan mengalami peningkatan PAD rata-rata sebesar 25% per tahun, 
terutama pada pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan melalui upaya 
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intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Selain itu peningkatan PAD 
dilakukan dengan meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang 
dipisahkan melalui peningkatan kinerja BUMD, serta lain-lain PAD sesuai 
dengan standar dan acuan yang ditentukan. 

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2018 – 2023 dipergunakan untuk :   

1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten 
Subang; 

2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai   dengan 
urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan; 

3. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar  pelayanan  
minimal dan operasional; 

4. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi 
masyarakat dalam Musrenbang; 

5. Mengedepankan program-program yang menunjang  pertumbuhan  
ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan 
kemiskinan; 

6. Diarahkan  untuk mendanai  belanja  yang bersifat  wajib  dan 
mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar 
masyarakat; 

7. Mempertahankan alokasi belanja minimal sebesar 20% untuk 
pembiayaan pendidikan, sebesar 10% untuk pembiayaan kesehatan. 

8. Pemenuhan kebutuhan program dan kegiatan terhadap visi, misi dan 
janji politik kepala daerah.  

Kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip 
penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan 
memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan 
situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dan dilakukan secara selektif, 
akuntabel, transparan, dan berkeadilan. 

Kebutuhan belanja langsung daerah tahun 2018-2023 diproyeksikan 
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong 
percepatan pencapaian target pembangunan. Gambaran proyeksi pembiayaan 
daerah Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.11. berikut : 
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Tabel 3.11  
PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019-2023 

Kode 
Rek 

Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

4 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

2.377.393.103.074 2,830,196,618,998  3,053,642,781,750  3,364,534,999,347  3,650,750,067,109  

4.1 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

474.993.227.847 546,242,212,024  655,490,654,429  786,588,785,315  943,906,542,378  

4.1.1 Hasil Pajak Daerah 1) 242.000.000.000 278,300,000,000  333,960,000,000  400,752,000,000  480,902,400,000  

4.1.2 
Hasil Restribusi 
Daerah 1) 

24.447.018.300 28,114,071,045  33,736,885,254  40,484,262,305  48,581,114,766  

4.1.3 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan 

21.360.000.000 24,564,000,000  29,476,800,000  35,372,160,000  42,446,592,000  

4.1.4 
Lain-Lain Pendapatan 
asli Daerah yang Sah 

187.186.209.547 215,264,140,979  258,316,969,175  309,980,363,010  371,976,435,612  

       

4.2 
DANA 
PERIMBANGAN 

1,854,300,893,000 1,903,709,492,700 1,998,894,967,334 2,158,726,196,046 2,266,662,505,847 

4.2.1 
Dana Bagi Hasil 
Pajak&Bagi Hasil 
Bukan Pajak 

155,063,068,000.00  162,816,221,400.00 170,957,032,470.00  239,391,364,440.00   251,360,932,662 

4.2.2 Dana Alokasi Umum  1,282,683,362,000  1,303,511,085,150  1,368,686,639,407  1,437,120,971,377  1,508,977,019,945  
4.2.3 Dana Alokasi Khusus  416,554,463,000 437,382,186,150  459,251,295,457   482,213,860,229  506,324,553,240 

       

4.3 
LAIN-LAIN 
PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

 359,261,422,227.00  380,244,914,274.00  399,257,159,987.00   419,220,017,986.00   440,181,018,884.00  

4.3.1 Hibah 3,000,000,000.00     

 
Bagi Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemda 
Lainnya 

170,111,340,227.00 184,787,328,174.00 194,026,694,582.00 203,728,029,311.00 213,914,430,776.00 

4.3.2 
Dana Penyesuaian dan 
Otomatis Khusus 

186,150,082,000.00 195,457,586,100.00 205,230,465,405.00 215,491,988,675.00 226,266,588,108.00 

       

4.9 
JUMLAH 
PENDAPATAN 

2.377.393.103.074 2,830,196,618,998  3,053,642,781,750  3,364,534,999,347  3,650,750,067,109  

       
 BELANJA DAERAH 2.481.693.103.074     

5.1 
BELANJA TIDAK 
LANGSUNG 

1.662.881.278.279     

5.1.1 Belanja Pegawai 1.149.140.298.017     
5.1.2 Belanja Hibah 47.321.515.632     
5.1.3 Belanja Bantuan Sosial 3.525.000.000     

5.1.4 

Belanja Bagi Hasil 
Kepada 
Propinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah 
Deasa 

14.183.371.130     

5.1.5 

Belanja Bantuan 
Keuangan Kepada 
Propinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah 
Deasa 

445.711.093.500     

5.1.6 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000     
       

       
5.2 BELANJA LANGSUNG 818.811.824.795     
5.2.1 Belanja Pegawai 75.269.599.500     

5.2.2 
Belanja Barang dan 
Jasa 

427.338.752.766     

5.2.3 Belanja Modal 316.203.472.529     

       
 JUMLAH BELANJA 2.481.693.103.047     
 SURPLUS(DEFISIT) (104.300.000.000)     

       

6. 
PEMBIAYAAN 
DAERAH 

104.300.000.000     

6.1 
PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN 
DAERAH 

113.000.000.000     

6.1.1 Sisa Lebih 113.000.000.000     
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Kode 
Rek 

Uraian 
Tahun 

2019 2020 2021 2022 2023 

Perhitungan Anggaran 
Daerah Tahun 
Sebelumnya 

 
JUMLAH 
PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN  

113.000.000.000     

6.2. 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 
DAERAH 

8.700.000.000     

 
Penertaan Modal 
(Investasi) 
Pemerintah Daerah 

8.700.000.000     

 
JUMLAH 
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN 

8.700.000.000     

 PEMBIAYAAN NETO 104.300.000.000     

6.3 

SISA LEBIH 
PEMBIAYAAN 
ANGGARAN TAHUN 
BERKENAAN (SILPA) 

0     

       

Sumber : BPKD Kabupaten Subang, 2018 
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TABEL 3.11. PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019-2023 

       KOD
E 

URAIAN 
TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

4 
PENDAPATAN DAERAH 

 
2,680,874,543,073.
00  

2,774,632,206,974.
00 

 
2,914,207,171,921.
00  

 
3,127,711,256,512.
00  

 
3,287,809,252,351.
00  

              
4.1 

Pendapatan Asli Daerah 
      

388,863,659,021  
      

408,306,841,672  
      

437,521,774,724  
       

459,397,863,459  
      

482,367,756,630  
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah       164,138,000,000        172,344,900,000        180,962,145,000         190,010,252,250        199,510,764,862  
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah         22,781,169,300          23,920,227,765          25,116,239,153           26,372,051,110           27,690,653,665  
4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan 
        17,166,616,721          18,024,947,257          27,725,785,589           29,112,074,868           30,567,678,611  

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah 

      184,777,873,000        194,016,766,650        203,717,604,982         213,903,485,231        224,598,659,492  

              
4.2 

Dana Perimbangan 
 

1,854,300,893,000.
00  

1,903,709,492,700.
00 

 
1,998,894,967,334.

00  

 
2,158,726,196,046.

00  

 
2,266,662,505,847.

00  
4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 

Bukan Pajak 
 155,063,068,000.00  162,816,221,400.00  170,957,032,470.00   239,391,364,440.00   251,360,932,662.00  

4.2.2 
Dana Alokasi Umum 

 
1,282,683,362,000.0

0  

1,303,511,085,150.0
0 

 
1,368,686,639,407.0

0  

 
1,437,120,971,377.0

0  

 
1,508,977,019,945.0

0  
4.2.3 Dana Alokasi Khusus  416,554,463,000.00  437,382,186,150.00  459,251,295,457.00   482,213,860,229.00   506,324,553,240.00  
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4.3 

Lain-lain Pendapatan daerah 
yang Sah 

 
359,261,422,227.0

0  

380,244,914,274.0
0 

 
399,257,159,987.0

0  

 
419,220,017,986.0

0  

 
440,181,018,884.0

0  
4.3.1 Hibah  3,000,000,000.00      

4.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 
Pemda Lainnya 

 170,111,340,227.00  184,787,328,174.00  194,026,694,582.00   203,728,029,311.00   213,914,430,776.00  

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otomatis 
Khusus 

 186,150,082,000.00  195,457,586,100.00  205,230,465,405.00   215,491,988,675.00   226,266,588,108.00  

              

  
Jumlah Pendapatan 

 
2,602,425,974,248.0

0  

2,692,261,248,646.0
0 

 
2,835,673,902,045.0

0  

 
3,037,344,077,491.0

0  

 
3,189,211,281,361.0

0  

  
  
 

          

5 
BELANJA DAERAH 

 
2,720,874,543,073.

00  

2,771,632,206,974.
00 

 
2,911,207,171,921.

00  

 
3,124,711,256,512.

00  

 
3,284,809,252,351.

00  

              

5.1 
Belanja Tidak Langsung 

 
1,650,894,373,279.

00  

1,646,015,974,066.
93 

 
1,673,617,554,432.

05  

 
1,701,909,174,306.

30  

 
1,730,908,084,677.

41  

5.1.1 
Belanja Pegawai 

 
1,347,134,843,517.0

0  

1,374,063,214,604.9
3 

 
1,401,664,794,970.0

5  

 
1,429,956,414,844.3

0  

 
1,458,955,325,215.4

1  

5.1.2 Belanja Bunga      

5.1.3 Belanja Subsidi      

5.1.4 Belanja Hibah  47,476,515,632.00  33,341,515,632.00  33,341,515,632.00   33,341,515,632.00   33,341,515,632.00  
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5.1.5 Belanja Bantuan Sosial  3,525,000,000.00  3,525,000,000.00  3,525,000,000.00   3,525,000,000.00   3,525,000,000.00  

5.1.6 Belanja Bagi Hasil  14,183,371,130.00  19,030,501,830.00  19,030,501,830.00   19,030,501,830.00   19,030,501,830.00  

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan  235,574,643,000.00  213,055,742,000.00  213,055,742,000.00   213,055,742,000.00   213,055,742,000.00  

5.1.8 Belanja tidak terduga  3,000,000,000.00  3,000,000,000.00  3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00  

              

5.2 
Belanja Langsung 

 
1,069,980,169,794.

00  

1,125,616,232,907.
08 

 
1,237,589,617,488.

95  

 
1,422,802,082,205.

70  

 
1,553,901,167,673.

59  

              

  
Jumlah Belanja 

 
2,720,874,543,073.

00  

 
2,771,632,206,974.

00  

 
2,911,207,171,921.

00  

 
3,124,711,256,512.

00  

 
3,284,809,252,351.

00  

         

  
Surplus/(Defisit) 

-
40,000,000,000.00  

 3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00  

              

  Pembiayaan           

  Penerimaan Daerah  43,000,000,000.00   -     -     -     -    

  
Penggunaan Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran (SiLPA) 

 43,000,000,000.00      

  Pencairan Dana Cadangan      

  
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 

     

  
Penerimaan Pinjaman Daerah dan 
Obligasi Daerah 

     

  
Penerimaan Kembali Pemberian 
Pinjaman  
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  Penerimaan Piutang Daerah      

  Jumlah  43,000,000,000.00   -     -     -     -    

  Pengeluaran Daerah  3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00  

  Pembentukan Dana Cadangan      

  
Penyertaan Modal (Investasi) 
Pemerintah Daerah 

 3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00  

  Pembayaran Pokok Utang      

  Pemberian Pinjaman Daerah      

  Deposito      

  Jumlah  3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00   3,000,000,000.00  

         

  Pembiayaan Netto  40,000,000,000.00  -3,000,000,000.00  -3,000,000,000.00  -3,000,000,000.00  -3,000,000,000.00  

         

  Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SILPA) 

 -    -0.00   0.00   0.00   0.00  

 
Sumber : BPKD Kabupaten Subang, 2018 
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BAB IV 
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 

 
Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian 
terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi 
pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus 
dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan 
kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu 
strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. 

 
4.1 Permasalahan Pembangunan 

Permasalahan yang dihadapi setiap kabupaten tidaklah sama, maka 
diperlukan penganalisaan permasalahan sesuai dengan kondisi dan situasi 
masing - masing. Analisis isu-isu strategis Kabupaten Subang untuk perencanaan 
pembangunan jangka menengah daerah kurun waktu 2018-2023 diidentifikasi 
melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan, diikuti 
analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh inventarisasi isu strategis. 
Selanjutnya dilakukan pembobotan melalui konsultasi publik, dihasilkan daftar 
isu strategis. Selanjutnya diuraikan daftar permasalahan urusan pemerintahan 
Kabupaten Subang, lingkungan strategis, dan isu strategis daerah dengan 
penjabarannya. 

Berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Subang 5 (lima) tahun 
terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, maka permasalahan pokok 
pembangunan adalah; (1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dari KKN dan kualitas pelayanan publik pada masyarakat; (2) Belum 
optimalnya pembangunan infrastruktur, penataan ruang, kualitas pemukiman 
dan perumahan serta pemerataan pembangunan pedesaan; (3) Belum 
optimalnya kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia; (4) Lambatnya 
pertumbuhan ekonomi daerah; (5) Belum optimalnya pengelolaan Potensi 
Kebudayaan dan Kepariwisataan (6) Masih rendahnya taraf kesehatan 
masyarakat, dan (7) Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan, 
selanjutnya diuraikan menurut aspek-aspek sebagai berikut: 

 
4.1.1 Aspek Kesejahteraan dan Ekonomi 

Permasalahan pembangunan yang paling nampak di Kabupaten Subang 
adalah terkait dengan kesejahteraan masyarakat baik pada persentase 
penduduk miskin yang belum menurun secara signifikan maupun masih 
rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM Kabupaten Subang hingga 
tahun 2017 masih diurutan ke 18 dari 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. 
Pengiriman tenaga kerja luar negeri masih menempati posisi terbesar ke dua 
setelah Indramayu, lebih dari 80 ribu masyarakatnya masih tercatat sebagai 
pengangguran, dan kesenjangan ekonomi masih tinggi dengan 63.567 keluarga 
pra sejahtera, 298.990 keluarga, sejahtera  satu dan 128.467 keluarga sejahtera 
dua. 
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4.1.2 Aspek Daya Saing 

Kontribusi 3 Sektor/Lapangan Usaha Utama terhadap PDRB 
• Sektor Pertanian masih menjadi sektor yang paling dominan dan masih 

menjadi andalan penggerak perekonomian di Kabupaten Subang 
• Sektor dominan yang kedua dalam perekonomian Kabupaten Subang 

adalah sektor perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor; 
• Sedangkan Sektor dominan ketiga dalam struktur perekonomian 

Kabupaten Subang adalah Sektor Industri Pengolahan. 
 

4.1.3 Aspek Pelayanan Umum 
A. Urusan Wajib Terkait Layanan Dasar 

1. Bidang Pendidikan 
Permasalahan pendidikan di Kabupaten Subang antara lain: (1) 
Menurunnya Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SD/MI/Paket A (2) 
Menurunnya Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP/MI/Paket B; (3) 
Menurunya Rata-Rata Nilai UN di tahun 2017 dan (4) Angka Melanjutkan 
Sekolah pada jenjang SMP/MTs Ke SMA/SMK juga mengalami 
penurunan. Akar permasalahan bidang pendidikan, antara lain: 

a. Masih rendahnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama 
sekolah di Kabupaten Subang. Pengukuran indikator pendidikan 
pada penghitungan IPM metode baru menggunakan dua variabel 
yaitu harapan lama sekolah (sebagai pengganti angka melek huruf 
pada IPM metode lama) dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 
2015 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Subang harapan lama sekolah di Kabupaten Subang adalah 11.51 
dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Subang adalah 6,46. 
Angka tersebut masih rendah dibawah angka harapan lama 
sekolah Provinsi Jawa barat yaitu 12,15 dan rata-rata lama 
sekolah Provinsi Jawa Barat yaitu 7,81; 

b. Belum semua guru berpendidikan S1 dan bersertifikasi pendidik; 
c. Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang 

pendidikan pertama dan yang lebih tinggi bagi anak-anak yang 
berkebutuhan khusus, cacat fisik, cacat mental dan anak-anak 
yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum 
tersedia secara merata sehingga menyebabkan sulitnya 
masyarakat untuk mengakses pelayanan pendidikan yang 
diharapkan; 

d. Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi 
kebutuhan kompetensi peserta didik yang disebabkan 
keterbatasan ketersediaan tenaga pendidik baik dari segi 
kuantitas maupun kualitas, tingkat kesejahteraan pendidik yang 
masih relatif rendah, fasilitas belajar belum tersedia secara 
mencukupi dan biaya operasional pendidikan belum dapat 
disediakan secara memadai. Disamping itu pembangunan 
pendidikan kejuruan juga belum mampu meningkatkan 
kemampuan kewirausahaan lulusannya; 

e. Manajemen pendidikan belum dapat berjalan secara efektif dan 
efisien sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan; 

f. Belum semua sekolah melaksanakan MBS; 
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g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana PAUD (indoor dan 
outdoor di tingkat TK). Belum semua pengawas TK memahami 
tentang ke TK- an; 

h. Belum tercukupinya sarana dan prasarana sekolah pendidkan 
dasar (Perpustakaan, Bengkel Praktek, Laboratorium, dan lainnya) 

i. Belum semua sekolah dilaksanakan akreditasi. Utamanya untuk 
sekolah-sekolah baru. 

j. Belum terpenuhinya jumlah guru sesuai kebutuhan secara 
proposional. 

k. Belum optimalnya BOSDA untuk mencukupi biaya pendidikan 
maupun operasional. 

l. Belum tersedianya kebutuhan pendidikan yang menunjang 
terhadap pembangunan pelabuhan Patimban – Subang dan 
Bendungan Sadawarna. 

2. Bidang Kesehatan 
Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Kabupaten Subang 
meliputi: (1) Indeks Kesehatan belum optimal dan masih perlu 
ditingkatkan, dengan capaian tertinggi sebesar 71.70; (2) Angka 
kematian ibu dan bayi yang terus meningkat tiap tahunnya. Hasil 
identifikasi menunjukkan bahwa akar permasalahan di bidang kesehatan, 
antara lain: 

a. Masih ditemukannya persalinan yang ditolong oleh tenaga non 
medis (dukun) terutama di wilayah perdesaan; 

b. Penggunaan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam obat tradisional 
(jamu), bahan kimia terlarang dalam kosmetika dan bahan 
tambahan pangan terlarang dalam makanan/minuman 
merupakan fenomena yang perlu diwaspadai; 

c. Kualitas lingkungan yang belum mendukung pola hidup bersih 
dan sehat; 

d. Kurang memadainya bangunan Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD), ditunjukkan dengan tingkat hunian yang overload 
mencapai 120% dibandingkan dengan standar tingkat hunian 
ideal yaitu 65-80% dari kapasitas yang tersedia (terutama untuk 
ruang kelas III); 

e. Belum tercukupinya alat kesehatan yang tersedia di hampir semua 
unit di RSUD 

f. Belum optimalnya tenaga paramedis dan tenaga medis spesialistik 
di RSUD; 

g. Kurangnya fasilitas pendukung untuk pengunjung RSUD (fasilitas 
parkir, fasilitas keselamatan pengunjung, keamanan terhadap 
kebakaran); 

h. Kurang nyamannya bangunan RSUD untuk pasien terutama untuk 
Kelas III karena bocor di waktu hujan dan kurang memadainya 
sirkulasi udara dalam ruangan; 

i. Rumitnya prosedur dan lamanya waktu pengadaan Alat kesehatan 
RSUD; 

j. Lamanya tingkat antrian operasi di RSUD; 
k. Lamanya waktu tunggu antrian di poli RSUD (rata-rata waktu 

tunggu pengunjung poli adalah 2 jam sampai terlayani oleh 
dokter); 
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l. Kurangnya sistem rujukan berjenjang dari puskesmas ke RSUD 
sehingga sering mengakibatkan overloadnya pasien RSUD; 

m. Kurang empatinya attitude tenaga paramedis terhadap pasien; 
n. Kurangnya ketrampilan pegawai RSUD dalam menggunakan 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS); dan 
o. Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat dengan sarana dan prasarana yang tersedia dalam 
mengantisipasi pembangunan pelabuhan Patimban – Subang dan 
Bendungan Sadawarna.  

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Permasalahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu: 

a. Tata Ruang 

 Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan bangunan di 
Kabupaten Subang; 

 Belum adanya Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), 
menjadikan penataan ruang tidak dapat memastikan dengan 
tepat tentang pemanfaatan zonasi.; 

 Belum terwujudnya kawasan-kawasan strategis di Kabupaten 
Subang; 

 Penataan kawasan-kawasan perkotaan belum tertata dengan 
baik; 

 Dampak pembangunan Pelabuhan Patimban dan Tol Cipali 
harus diantisipasi dengan penataan ruang yang tepat; 

 Belum optimalnya pembahasan tanah dari pembangunan 
Pelabuhan patimban-Subang dan bendungan Sadawarna; 

 Isu pemekaran wilayah harus diantisipasi dengan baik; 
 Semakin marak dan menjamurnya toko-toko ritail modern 

seperti Alfamart, Indomaret, dan sejenisnya sehingga warung-
warung kecil masyarakat tergerus terutama yang ada di 
daerah; dan 

 Kurangnya pemahaman dari segenap stakeholder dan 
partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengaturan tata 
ruang bagi keseimbangan, keserasian, kenyamanan, dan 
keberlanjutan program pembangunan. 

b. Persentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik mencapai 50,77 
persen di tahun 2017. Untuk mengoptimalkan kenyamanan dan 
kelancaran lalu lintas, maka kondisi jalan masih perlu ditingkatkan 
lagi. Akar masalah dari kondisi jalan yang belum optimal, antara lain: 

 Belum tersedianya data update kondisi jalan dan jembatan; 
 Hingga saat ini, Kabupaten Subang memiliki 252 ruas jalan 

dengan Panjang 1.032,62 km. jalan dalam kondisi baik hanya 
523,95 km atau 50,77 Persen; 

 Jembatan dalam kondisi baik hanya 48 persen; 
 Banyaknya ruas jalan kabupaten yang menghubungkan antar 

kecamatan sebagian besar dalam kondisi rusak; 
 Kualitas pekerjaan kontruksi yang kurang baik; 
 Tingginya frekuensi terjadinya pelanggaran muatan berlebih 

(overload) pada hampir semua ruas jalan kabupaten; 
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 Kondisi struktur tanah yang cenderung labil/gerak 
mempercepat berkurangnya umur pakai jalan; 

 Pertumbuhan kapasitas layanan jalan lebih rendah / tidak 
seimbang dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan 
kebutuhan pengguna jalan; 

 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan 
infrastruktur; 

 Konstruksi beberapa jembatan yang ada kurang 
mengakomodir pertumbuhan pengguna lalu lintas jembatan; 

 Kerusakan lingkungan (banjir/longsor) yang mengakibatkan 
menurunnya umur pakai jembatan. 

c. Drainase 
Besarnya persentase drainase skala kota dalam kondisi baik di 
tahun 2017 mencapai 50 persen dari target 57 persen; 

d. Persentase luas wilayah perkotaan bebas banjir di kabupaten 
Subang mengalami penurunan 5 persen di tahun 2017. Akar 
masalah dari menurunya Persentase luas wilayah perkotaan bebas 
banjir adalah sebagai berikut :  

 Terdapat drainase jalan provinsi di kawasan perkotaan dengan 
kondisi yang kurang optimal dalam mengalirkan air limpasan 
serta kapasitas yang kurang dibandingkan dengan debit air 
limpasan mengakibatkan genangan dan memicu banjir di 
dalam kota  

 Kurang pedulinya masyarakat yang bertempat tinggal di 
sepanjang saluran induk drainase terhadap kebersihan 
saluran. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya 
masyarakat yang membuang sampah pada badan saluran 
sehingga mengakibatkan saluran tersumbat; 

 Terjadi penurunan kemampuan daya tampung waduk, 
bendung maupun embung dibeberapa tempat yang disebabkan 
oleh pengaruh sedimentasi yang berakibat pada pendangkalan. 

e. Capaian kinerja rumah tangga yang memiliki akses terhadap air 
baku tahun 2017 adalah sebesar 6,5 persen, artinya capaian 
kinerja kumulatif rumah tangga yang memiliki akses terhadap air 
baku di akhir RPJMD tahun 2014-2018 baru mencapai 86,67 
persen. akar permasalahan belum optimalnya Capaian kinerja 
rumah tangga yang memiliki akses terhadap air baku adalah 
Terjadi kerusakan lingkungan di kawasan sumber air yang 
mengakibatkan penurunan potensi sumber air baku dalam 
penyediaan air bersih. 

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman  

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan luas 
wilayah Kabupaten Subang yang cukup luas. 

b. Keterbatasan sumber pendanaan sektor perumahan dan 
permukiman menjadi titik krusial untuk mengembangkan 
program/kegiatan yang efektif dan efisien 

c. Harus jelasnya target/sasaran program/kegiatan sehingga tidak 
terjadi salah sasaran. 
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d. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci 
lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 

e. Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya pendukung pe 
nyelenggaraan perumahan dan permukiman. 

f. Penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang 
berkelanjutan, saling mendukung dan terpadu secara sosial, 
ekonomi dan lingkungan baik di perkotaan maupun di perdesaan, 
saling keterkaitan antar kawasan. 

5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat  
Masalah ketentraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh beberapa 
faktor. Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak 
konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban 
masyarakat. 
Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. 
Hal ini disebabkan karena Kabupaten Subang merupakan daerah 
penyangga ibu kota Provinsi. Jumlah penduduk yang cukup besar dan 
heterogen, daerah kunjungan wisata, dan pertumbuhan daerah industri 
serta akan di bangunnya objek vital Nasional. Menimbulkan masalah baru 
seperti banyaknya permasalahan pertanahan. Namun secara keseluruhan 
sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui 
upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. 

6. Hasil identifikasi permasalahan menunjukkan bahwa akar permasalahan 
dari belum optimalnya pelayanan bidang sosial di Kabupaten Subang, 
antara lain: 

a. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Subang; 
b. Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang 

belum tertangani; 
c. Masih adanya gelandangan, pengemis dan WTS; 
d. Belum optimalnya tempat untuk menampung dan memberikan 

rehabilitasi hasil razia; 
e. Masih kurangnya kesadaran dari penyandang masalah 

kesejahteraan tentang permasalahan yang dihadapi sehingga 
sering terjadi penolakan terhadap pelatihan yang diprogramkan 
oleh pemerintah untuk PMKS; 

f. Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam 
menangani masalah kesejahteraan sosial; 

g. Belum adanya sarana barak penampungan hasil razia PMKS 
terutama untuk lansia terlantar dan gelandangan pengemis; dan 

h. Belum optimalnya adanya program jaminan perlindungan sosial. 
 

B. Urusan Wajib Terkait Non Layanan Dasar 

1. Tenaga Kerja  
Permasalahan yang terindentifikasi berkaitan dengan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut : 

a. Masih tingginya angka pengangguran  
Jumlah penganggur terbuka pada tahun 2015 mengalami 
peningkatan menjadi 70.682 jiwa dibandingkan pada tahun 2014 
sebanyak 49.193 jiwa.  Sementara kalau ditinjau dari tingkat 
pendidikan dan jenis kelamin ternyata 68,32 %  merupakan 
penganggur laki-laki dan 32,34 % berpendidikan SD; 
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b. Kualitas dan kompetensi tenaga kerja masih rendah; 
Fakta ini dapat dilihat dari komposisi angkatan kerja di Kabupaten 
Subang menurut tingkat pendidikan. Penduduk dengan tingkat 
pendidikan SD ke bawah masih mendominasi angkatan kerja, 
yaitu sebesar 57,22 %. Di antara angkatan kerja yang bekerja 
dengan tingkat pendidikan SD ke bawah ini juga merupakan 
bagian terbesar (53,07 %).  Sebagian besar angkatan kerja yang 
bekerja pada tahun 2015 masih dalam sektor pertanian, 
kehutanan, perburuan dan perikanan (33,48 %). Secara umum 
dapat dipahami bahwa tenaga kerja yang bekerja di sektor 
informal jumlahnya lebih banyak daripada tenaga kerja yang 
bekerja pada sektor formal (berusaha dibantu buruh tetap/buruh 
dibayar, dan buruh karyawan). 

c. Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga 
kerja; 

d. Masih rendahnya kondusivitas hubungan industrial; 
e. Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja lokal; 
f. Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan kemandirian 

calon transmigran; 

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan 
perempuan dan pelindungan anak, yaitu: 

a. Masih minimnya SDM aparatur yang menangani bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 

b. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak; 

c. Masih banyaknya kasus tindak kekerasan, diskriminasi dan 
eksploitasi terhadap perempuan dan anak; 

d. Belum tersedianya tempat rehabilitasi prilaku menyimpang 
(LGBT); 

e. Masih \kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga 
terhadap perlindungan Perempuan dan Anak; 

f. Belum optimalnya penerapan regulasi yang mendukung 
perlindungan anak (vocal point);  

g. Kurangnya koordinasi organisasi perempuan untuk 
menyukseskan program-program BPP-KB; 

h. Belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dari 
semua sektor; 

i. Masih adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak 
perlu berpendidikan tinggi; 

j. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusatamaan Gender 
(PUG) serta belum maksimalnya kinerja Pokja PUG Kabupaten 
Subang; 

k. Makin lemahnya peran pengasuhan orang tua terhadap moral dan 
pendidikan karakter anak sehingga memungkinkan anak 
terjerumus kedalam seksualitas bebas, narkoba, dan terinfeksi 
HIV; 

l. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan terutama di 
bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik; dan 
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m. Tidak adanya tenaga fungsional di lapangan yang menangani 
Bidang Pemberdayaan Perempuan, sehingga berpengaruh 
terhadap pembinaan lanjut sasaran garapan. 

3. Pangan  
Indentifikasi permaslahan terkait urusan ketahanan pangan di 
Kabupaten Subang adalah sebagai berikut : 

a. Belum optimalnya Pemberdayaan kelembagaan pangan; 
b. Belum optimalnya Pemanfaatan sumber daya pangan lokal; 
c. Belum optimalnya ekstensifikasi dan diversifikasi pangan 

masyarakat; 
d. Belum optimalnya Pengembangan sistem ketahanan pangan yang 

berkelanjutan (yang meliputi aspek input, ketersediaan, distribusi 
dan konsumsi). 

4. Lingkungan Hidup 
Pada urusan lingkungan hidup ditandai oleh beberapa permasalahan, 
yaitu: 

a. Kapasitas SDM yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan 
tugas sesuai dengan beban kerja khususnya di bidang teknis dan 
fungsional lingkungan. 

b. Belum optimalnya pendataan, pengawasan dan pengendalian 
terhadap jenis kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari 
maupun yang wajib AMDAL, UKL/UPL dan SPPL 

c. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terakreditasi untuk 
pemantauan kualitas lingkungan baik yang berkaitan dengan air, 
tanah, maupun udara. 

d. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun 
aparatur terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 
lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya 
penegakan aturan di bidang lingkungan hidup. 

e. Masih minimnya tenaga PPNS dan PPLH di bidang lingkungan 
hidup. 

f. Belum semua lahan di wilayah hutan tertanami pohon dengan 
optimal. 

g. Belum tertanganinya secara tuntas lahan-lahan kritis yang ada 
sehingga rentan erosi, longsor dan banjir. 

h. Menurunnya kualitas lingkungan (udara dan air) akibat aktifitas 
industri, banyaknya kendaraan bermotor serta limbah industri 
dan domestik. 

i. Belum optimalnya tenaga kebersihan dalam melaksanakan tugas. 
j. Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungannya 

yang mengakibatkan lingkungan permukiman yang kumuh dan 
fungsi drainase yang tidak maksimal. 

k. Armada angkutan sampah sudah banyak yang rusak/tua sehingga 
sampah ada yang tidak terangkut. 

l. Tingginya jumlah sampah yang belum dapat ditangani. 
m. Kurangnya peran serta masyarakat untuk mengelola sampah 

lingkungannya sebelum dibuang ke TPS atau TPA. 
n. Jumlah TPS yang masih terbatas dan belum memadai. 
o. Masih minimnya evaluasi terhadap kebijakan terkait dengan 

pengintegrasian aspek lingkungan hidup (kajian lingkungan hidup 
strategis). 
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p. Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai 
energi alternatif. 

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Adapun Permasalahan pada Bidang Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil di Kabupaten Subang, yaitu: 

a Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen 
kependudukan relatif masih kurang; 

b Penyelesaian e-KTP oleh pusat belum terpenuhi 100% 
dikarenakan banyak penduduk ber KTP Subang namun 
berdomisili di daerah lain, lanjut usia, sakit dan pergi keluar 
negeri; 

c Banyaknya masyarakat yang terlambat mencatatkan akta 
kelahiran (melebihi batas waktu 1 tahun setelah kelahiran); 

d Sebagian masyarakat sudah memahami pentingnya dokumen 
kependudukan, namun tidak segera mengurus; 

e Jaringan komunikasi putus atau eror akibat faktor alam (puting 
beliung dan petir); 

f Konsultasi data perpindahan penduduk melalui Kementerian 
Dalam Negeri secara online masih cenderung lambat, sehingga 
pelayanan kurang maksimal; dan 

g Belum maksimalnya pelayanan pembuatan e-KTP karena 
keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. 

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Permasalahan dan Isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dalam 
menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal 
berikut : 

a. Perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 

b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 

c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang 
Pemberdayaan dan Desa. 

d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas 
pokok dan fungsi Dinas. 

e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 

f. Penyampaian telaahan staf seb agai bahan pertimbangan 
pengambilan kebijakan Bupati. 

g. Implementasi Standart Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada 
unit organisasi belum optimal. 

7. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Permasalahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana di Kabupaten Subang, adalah Kurangnya koordinasi organisasi 
perempuan untuk menyukseskan program-program BPP-KB; 

8. Bidang Perhubungan 
Permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan perhubungan yaitu Masih 
rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan tertib lalu lintas; 
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a. Sarana dan prasarana kurang dan atau perlu perbaikan 
(perlengkapan jalan, subterminal, Perlengkapan Pengujian UPT-
PKB dan Gedung Induk Dinas Perhubungan); 

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan 
sarana dan prasarana transportasi air yang sesuai dengan 
kelayakan penyeberangan; 

c. Kurang tertibnya pemungutan parkir kendaraan roda dua dan 
roda empat; 

d. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas 
Perhubungan; 

e. Kemacetan dikawasan perkotaan sebagai dampak dari 
meningkatnya Laju Harian Rata-Rata (LHR) paska beroprasinya 
Tol Cipali; dan 

f. Belum tertanganinya secara maksimal penyediaan jalur 
transportasi baru, termasuk fasilitas perlengkapannya (rambu, 
marka, water barrier, trafic cone, PJU) berikut masalah 
pembebasan lahan, seperti akses transportasi ke pelabuhan serta 
dukungan dana dari pusat untuk penanganan dampak sosial dari 
pembangunan pelabuhan internasional Patimban-Subang (mega 
proyek nasional). 

15. Komunikasi dan Informasi  
Permasalahan utama Bidang Komunikasi dan Informatika untuk urusan 
Aplikasi dan Informatika  adalah: 

16. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 
Beberapa permasalahan yang dihadapi koperasi dan usaha kecil dan 
menengah (KUKM), yaitu: 

a. Belum adanya standar mutu produk IKM/ UKM yang sesuai 
dengan tuntutan zaman dan konsumen;  

b. Kurangnya promosi Produk IKM/UKM. 

17. Penanaman Modal 

Beberapa permasalahan pada bidang penanaman modal yaitu : 
a Rendahnya Tindak Lanjut Investasi; 
b  

18. Kepemudaan dan Olahraga  

a Belum adanya sarana pelatihan kepemudaan di Subang; 
b Belum optimalnya ketelibatan berbagai pihak terutama pihak 

swasta dalam pembinaan olahraga; 
c Olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan system 

pendidikan; 
d Minimnya dana untuk pembinaan olahraga. 

19. Kebudayaan 

a Belum optimalnya pelestarian Nilai Budaya Subang; 
b Belum optimalnya pengelolaan Budaya Sebagai Aset Pariwisata 

Subang; 
c Belum optimalnya pengembangan Ragam Seni Subang. 

20. Bidang Perpustakaan 
Adapun permasalahan perpustakaan yang dihadapi antara lain: 
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a Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana perpustakaan; 
b Masih kurangnya jumlah koleksi bahan pustaka dari segi tema 

atau subyek; 
c Jumlah tenaga profesional dalam pengelolaan koleksi dan 

pelayanan keperpustakaan yang masih terbatas; 
d Sistem pelayanan yang masih konvensional; 
e Masih rendahnya budaya baca masyarakat; 
f Koleksi bahan pustaka yang  masih belum sepenuhnya sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat; 
g Masih banyaknya perpustakaan sekolah/perguruan 

tinggi/perpustakaan desa yang belum menerapkan sistem 
pelayanan yang terstandarisasi; 

h Masih terbatasnya upaya pembinaan kepada perpustakaan 
desa/kelurahan, perpustakaan sekolah dan perpustakaan jenis 
lainnya. 

21. Bidang Kearsipan 
Urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan wajib non pelayanan 
dasar masih dilaksanakan belum optimal dan hanya sebagai penunjang. 
Kondisi ini menimbulkan masalah pokok sebagai berikut: 

a Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan sehingga dalam 
pengelolaan arsip sering menjadi kendala; 

b Masih kurangnya koleksi arsip sejarah/vital yang merupakan 
salah satu sumber informasi penting, dikarenakan untuk 
pengadaan arsip vital memerlukan biaya yang cukup tinggi, 
seperti arsip pada jaman P&T Land, Arsip perjuangan 
kemerdekaan, Arsip sesudah kemerdekaan, Arsip orde lama, Arsip 
Orde Baru; 

c Masih kurangnya partisifasi dari pihak SKPD untuk mengirimkan 
dan menyimpan Arsip Statis-nya kepada Dinas Kearsipan dan 
Perpustakaan; 

d Kurangnya jumlah pegawai yang diperlukan dalam 
melaksanakaan kegiatan; 

e Kurangnya pengkaderan pegawai yang menduduki Jabatan 
Fungsional Arsiparis. 

  
C. Urusan Pilihan 

1. Bidang Kelautan dan Perikanan  
Permasalahan di bidang perikanan dan perikanan dapat dilihat dari 
Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Subang masih di bawah standar 
nasional. Secara umum akar permasalahan di bidang kelautan dan 
perikanan, antara lain: 

a. Sumber Daya Manusia Pembudidaya Ikan masih belum optimal; 
b. Harga pakan masih terlalu tinggi; 
c. Pasar masih tergantung pada tengkulak; dan 
d. Belum tersedianya sarana dan penerapan teknologi perikanan 

tangkap yang belum optimal. 

2. Bidang Pariwisata 
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Subang masih 
kecil yaitu sekitar 3.35 persen persen pada Tahun 2016. Beberapa 
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kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya 
perkembangan pariwisata, yaitu: 

a. Belum optimalnya pengembangan SDM Pariwisata; 
b. Belum optimalnya pengembangan Manajemen Pariwisata dan 

Aset Pariwisata. 

3. Bidang Pertanian 
Permasalahan terkait pertanian di Kabupaten Subang, antara lain: 

a. Pertanian 

 Semakin rendahnya minat masyarakat khususnya generasi 
muda untuk menjadi pelaku pembangunan pertanian yang 
diakibatkan oleh kurang menariknya sektor pertanian jika 
dilihat dari aspek ekonomi dan sosio kultural sehingga sulit 
mencari tenaga kerja saat musim tanam dan panen; 

 Rendahnya efesiensi pembangunan pertanian yang disebabkan 
oleh skala usaha yang relatif kecil karena kepemilikan lahan 
yang rata– rata sempit yakni sebagian besar berada pada 
luasan kurang dari 0.5 hektar.Rendahnya produktivitas 
pertanian yang disebabkan oleh relatif tidak stabilnya 
ketersediaan sarana produksi terutama benih/bibit unggul, 
pupuk dan pestisida; 

 Kesuburan tanah yang semakin berkurang karena kadar 
organik tanah yang rendah; 

 Banyaknya organisme penganggu tumbuhan yang 
mengakibatkan gagal panen; 

 Belum optimalnya kelembagaan petani sebagai wahana 
penguatan kapasitas dan kapabilitas petani; 

 Kurangnya penguasaan petani terhadap ilmu pengetahuan dan 
teknologi pertanian yang modern dan efesiensi yang berakibat 
pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk – 
produk pertanian; 

 Belum optimalnya kinerja penyuluh pertanian yang 
disebabkan oleh degradasi kelembagaan dan stagnasi 
pengembangan kompetensi penyuluh pertanian; 

 Semakin berkurangnya jumlah penyuluh pertanian PNS dari 
tahun ke tahun; 

 Rendahnya akses petani terhadap lembaga keuangan 
perbankan dan non perbankan sehingga production cost yang 
dikeluarkan tidak mampu meningkatkan produktivitas dan 
nilai tambah produk-produk pertanian; 

 Sempitnya aksebilitas petani terhadap produk-produk 
pertanian yang disebabkan oleh kualitas produk yang tidak 
kompetetif dan strategi pemasaran yang tidak efektif dan 
efesien; 

 Kurang maksimalnya upaya-upaya penerapan teknologi pasca 
panen untuk memberikan nilai tambah pada produk pertanian; 

 Rendahnya ketersediaan infrastruktur pertanian (JIDES, JUT, 
balai penyuluhan pertanian) dan menurunnya fungsi 
infrastruktur pertanian yang sudah ada; 

 Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif kearah 
non pertanian; 



Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Subang 2018-2023 

 

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah IV-13 

 

 Lemahnya tingkat permodalan yang dimiliki dalam usaha tani 
serta sistem tata niaga/mata rantai pemasaran yang panjang 
menyebabkan harga di tingkat petani sangat rendah; 

 Pemeliharaan tanaman yang belum dilakukan secara intensif 
yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman lambat dan 
produktifitas rendah; 

 Kondisi permintaan pasar dan beralihnya penggunaan lahan 
untuk komoditas lain, disamping yang berkaitan dengan 
kondisi potensi lahan yakni semakin berkurangnya 
ketersediaan lahan pada setiap tahunnya; 

 Kurangnya koordinasi antar petani dalam mengendalikan 
organisme pengganggu tumbuhan (OPT); dan 

 Anomali iklim yang menyebabkan rendahnya produktivitas 
pertanian dan gagal panen; 

b. Perkebunan 
 Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas SDM petani 

perkebunan dalam mengadopsi teknologi; 
 Belum berkembangnya produksi perkebunan yang 

berorientasi pasar dan peningkatan kemampuan produk yang 
berdata saing pasar; 

 Berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan 
yang disebabkan banyak tenaga kerja beralih ke sektor lain 
diluar perkebunan; 

 Banyaknya lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara 
optimal; 

 Pemasaran hasil produksi perkebunan belum optimal; 
 Belum optimalnya industri pengolahan tebu (pabrik gula) di 

wilayah Subang untuk mendukung pengembangan komoditi 
tebu; dan 

 Masih kurangnya tenaga penyuluh lapangan di bidang 
perkebunan. 

c. Kehutanan 
 Kemampuan rehabilitasi dan konservasi lahan dan air jauh 

dibawah tingkat kerusakannya; dan 
 Rendahnya kesadaran masyarakat sekitar hutan dalam 

menerapkan kaidah konservasi tanah dalam penggunaan 
lahan.  

4. Perternakan 
a Jumlah induk betina sapi, kambing/domba masih kurang; 
b Masih ada induk betina produktif yang dipotong; 
c Pengelolaan ternak oleh masyarakat belum dilaksanakan secara 

efisien; 
d Pasar Hewan dikuasai tengkulak yang pembeliannya tidak 

berdasar timbangan 
e Harga pakan masih terlalu tinggi; 
f Masih terjadi pemotongan hewan di luar rumah potong hewan; 
g Kurangnya sarana Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi 

standar untuk memenuhi kebutuhan daging yang Aman, Sehat, 
Utuh dan Halal; 

h Kurangnya sarana pendukung dalam kegiatan Puskeswan; 
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i Pemanfaatan lahan-lahan kosong/kritis untuk hijauan makanan 
ternak masih kurang; 

j Pencurian ternak; 
k Zona RTRWdalam hal budidaya peternakan; 
l Kurangnya pasar untuk produk peternakan; dan 
m Pengelolaan hasil ternak belum optimal. 

5. Bidang Perdagangan 
Permasalahan perdagangan di Kabupaten Subang, yaitu belum 
optimalnya Penanganan Usaha Non Formal seperti pedagang kaki lima 
dan warung. 

6. Bidang Perindustrian 
Permasalahan bidang perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir 
di Kabupaten Subang, yaitu Perizinan Pendirian Industri / Pengajuan Izin 
Usaha Perdagangan yang banyak menjadi masalah, banyaknya tumpang 
tindih kawasan Industri, banyajnya kasus KKN di wilayah pengajuan Izin 
SIUP , IUI, dll. 

 
D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1. Pengawasan 

a Pengendalian internal pada organisasi pemerintah daerah belum 
optimal; 

b Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) di jajaran OPD Pemerintah 
Kabupaten Subang; 

c Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD; 

d Perlunya peningkatan kedisiplinan dan motivasi aparat perangkat 
pemerintah; 

e Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah belum tertib penuh secara 
administratif pada unit organisasi belum optimal; 

f Pengelola keuangan pada unit organisasi sebagian belum 
memenuhi kompetensi; 

g Implementasi Standart Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada 
unit organisasi belum optimal; 

h Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh 
pimpinan satuan unit kerja belum optimal; 

i Kualitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah masih perlu 
ditingkatkan; 

j Anggaran pembinaan, pengawasan dan koordinasi masih kurang 
maksimal; 

k Beban kerja Inspektorat yang semakin banyak yang belum 
diimbangi dengan jumlah dan kualitas  SDM yang ada; 

l Skill, knowledge dan attitude pemeriksa/APIP masih belum merata 
dan memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan 
berwawasan pembinaan; 

m Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung 
kegiatan pengawasan dan pembinaan seperti tidak ada ruangan 
sidang khusus, kendaraan operasional pengawasan berupa roda 2 
dan roda 4; 
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n Peningkatan kapabilitas dan kualifikasi APIP melalui Diklat, 
Workshop, Bimtek dan kegiatan lain yang diselenggarakan pusat 
(Kemendagri), IRPROV, BPKP dan BPK masih dirasakan kurang. 

2. Perencanaan 

a Belum optimalnya basis data yang terpadu, sehingga data yang 
dihasilkan beragam dan kurang update; 

b Jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas khususnya 
tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikat; 

c Belum seimbangnya kuantitas pegawai dengan beban kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah Kabupaten Subang;  

d Belum optimalnya tindak lanjut pemanfaatan hasil penelitian dan 
hasil telaahan kajian sebagai pengambilan kebijakan proses 
perencanaan berikutnya.  

3. Keuangan 

a Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah; 
b Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber 

penerimaan retribusi; 
c Untuk aspek Dana Perimbangan, penyerahan masih sepenuhnya 

urusan daerah. Untuk BPHTB mulai tahun 2011 dan PBB mulai 
tahun 2014 belum benar-benar dapat dilaksanakan dengan mulus 
tanpa hambatan, koordinasi dan konsolidasi internal masih perlu 
dibenahi dengan baik serta masih diperlukan sosialisasi mengenai 
pelaksanaannya dengan semua stakeholder terkait; 

d Penggunaan anggaran yang kurang efesien; 
e Untuk aspek Pendapatan Asli Daerah, terbatasnya personil 

petugas pemungut, kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya 
pengawasan, kurangnya koordinasi antar OPD penghasil; 

f Untuk manajemen asset : Pendataan / sensus barang milik daerah 
memang telah selesai, namun demikian masih memerlukan 
rekonsiliasi belanja modal dengan pertambahan asset; 

g Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 
memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi 
dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPKD; 

h Untuk aspek pengelolaan kas dan perbendaharaan : manajemen 
waktu pelaksanaan kegiatan / proyek yang belum teragendakan 
oleh OPD secara teratur menyebabkan penumpukan berkas 
pengajuan SP2D yang cukup banyak pada akhir tahun anggaran, 
sehingga memaksa bekerja keras hingga batas akhir tahun 
anggaran pukul 24.00 WIB. 

4. Reformasi Birokrasi dan Hukum 
Secara umum, masalah birokrasi yang teridentifikasi adalah sebagai 
berikut. 

a Mental/Perilaku Aparatur yang perlu diperkuat dan ditingkatkan 
b Pengawasan yang perlu ditingkatkan 
c Akuntabilitas yang perlu ditingkatkan 
d Kelembagaan yang harus diperbaiki 
e Tatalaksana yang harus diperbaiki 
f SDM-ASN yang harus ditingkatkan kualitasnya 
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g Peraturan yang harus ditinjau kembali 
h Pelayanan yang harus ditingkatkan kualitasnya 
i Persiapan Pembangunan zona integritas (WBK/WBM) 
j Penyaluran dana tertuda 
k Program tidak prioritas 
l Korupsi 
m Konflik sosial 
n Force Majeur 
 

Berdasarkan hasil analisisi perumusan masalah pembangunan diatas, 
dapat dipilah antara masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan. 
Perumusan masalah yang dipilah menjadi 3 (tiga) kelompok ini dimaksudkan 
agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai 
dengan akar masalahnya. Adapun pemetaan permasalahan pembangunan Jawa 
Barat disajikan pada tabel dibawah. 
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Tabel 4.1  
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Subang 

POKOK MASALAH MASALAH AKAR MASALAH 

 

1. Belum terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, serta masih kurangnya 
kualitas pelayanan publik pada masyarakat 

1.1 Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. 1.1.1 Lemahnya Mental/Perilaku ASN; 

1.1.2 Belum optimalnya Pengawasan internal  

1.1.3 Akuntabilitas yang perlu ditingkatkan 

1.1.4 Peraturan yang harus ditinjau kembali 

1.1.5 Persiapan Pembangunan zona integritas (WBK/WBM) 

1.2 Birokrasi belum efektif dan efisien. 1.2.1 Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan; 

1.2.2 Kelembagaan pemerintah yang belum baik; 

1.2.3 Penyaluran dana tertuda; 

1.2.4 Pendapatan asli daerah terpaku pada sektor pajak 

1.2.5 In efisiensi penggunaan anggaran 

1.2.6 Lemahnya penegakan Perda 

1.3 Pelayanan publik masih belum mencapai kualitas yang diharapkan. 1.3.1 Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien; 

1.3.2 Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi; 

1.3.3 Belum optimalnya kulitas pelayanan pada masyarakat. 

 

2. Belum optimalnya peningkatan infrastruktur, sarana perhubungan dan 
penataruang serta belum meratanya pembangunan perdesaan. 

2.1 Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan tata ruang di Kabupaten 
Subang 

2.1.1 Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan bangunan di Kabupaten 
Subang; 

2.1.2 Belum adanya Perda Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), menjadikan 
penataan ruang tidak dapat memastikan dengan tepat tentang 
pemanfaatan zonasi; 

2.1.3 Belum terwujudnya kawasan-kawasan strategis di Kabupaten Subang; 

2.1.4 Penataan kawasan-kawasan perkotaan belum tertata dengan baik; 

2.1.5 Dampak pembangunan Pelabuhan Patimban dan Tol Cipali harus 
diantisipasi dengan penataan ruang yang tepat; 

2.1.6 Belum optimalnya pembahasan tanah dari pembangunan Pelabuhan 
patimban-Subang dan bendungan Sadawarna; 

2.1.7 Isu pemekaran wilayah harus diantisipasi dengan baik; 

2.1.8 Semakin marak dan menjamurnya took-toko ritail modern seperti 
Alfamart, Indomaret, dan sejenisnya sehingga warung-warung kecil 
masyarakat tergerus terutama yang ada di daerah; dan 

2.1.9 Kurangnya pemahaman dari segenap stakeholder dan partisipasi 
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POKOK MASALAH MASALAH AKAR MASALAH 

 

masyarakat terhadap pentingnya pengaturan tata ruang bagi 
keseimbangan, keserasian, kenyamanan, dan keberlanjutan program 
pembangunan. 

2.2 Jalan kabupaten dalam kondisi baik hanya 419,47 km dari  total panjang 
jalan 1.032,62 km atau 40,62 persen dan lebih dari 50% jembatan Kabupaten 
dalam kondisi rusak. 

2.2.1 Hingga saat ini, Kabupaten Subang memiliki 252 ruas jalan dengan 
Panjang 1.032,62 km. jalan yang kondisi baik hanya 419,47 km atau 
40,62%, rusak sedang 241,01 km atau 23,34%, rusak ringan 215,52 km 
atau 20,87%, dan rusak berat 156,63 km atau 15,17%; 

2.2.2 Belum ada data jumlah pasti jembatan, namun dari keterangan pihak 
PUPR lebih dari 50% dalam kondisi rusak; 

2.2.3 Banyaknya ruas jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan 
sebagian besar dalam kondisi rusak; 

2.2.4 Tingginya frekuensi terjadinya pelanggaran muatan berlebih (overload) 
pada hamper semua ruas jalan kabupaten antar kecamatan; 

2.2.5 Kondisi struktur tanah yang venderung labil / gerak mempercepat 
berkurangnya umur pakai jalan; 

2.2.6 Pertumbuhan kapasitas layanan jalan lebih rendah / tidak seimbang 
dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan pengguna jalan; 

2.2.7 Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur; 

2.2.8 Konstruksi beberapa jembatan yang ada kurang mengakomodir 
pertumbuhan pengguna lalu lintas jembatan; 

2.2.9 Kerusakan lingkungan (banjir/longsor) yang mengakibatkan 
menurunnya umur pakai jembatan; 

2.2.10 Banyak daerah yang belum tersedia Penerangan Jalan Umum (PJU) 
terutama daerah-daerah penghubung antar kecamatan; 

2.3 Cakupan rumah layak huni di Kabupaten Subang sebesar 99,80 persen di 
tahun 2017, ini berarti masih belum mencapai target 

2.3.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan luas wilayah 
Kabupaten Subang yang cukup luas. 

2.3.2 Keterbatasan sumber pendanaan sektor perumahan dan permukiman 
menjadi titik krusial untuk mengembangkan program/kegiatan yang 
efektif dan efisien 

2.3.3 Harus jelasnya target/sasaran program/kegiatan sehingga tidak terjadi 
salah sasaran. 

2.3.4 Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di 
dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 

2.3.5 Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya pendukung 
penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 

2.3.6 Penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, saling 
mendukung dan terpadu secara sosial, ekonomi dan lingkungan baik di 
perkotaan maupun di perdesaan, saling keterkaitan antar kawasan. 
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2.4 Penurunan potensi sumber air baku dalam penyediaan air bersih 2.4.1 Terjadi kerusakan lingkungan di kawasan sumber air yang 
mengakibatkan penurunan potensi sumber air baku dalam penyediaan air 
bersih; 

2.5 Belum optimalnya tingkat ketersediaan perlengkapan infrastruktur 
perhubungan 

2.6.1 Sarana dan prasarana kurang dan atau perlu perbaikan (perlengkapan 
jalan, subterminal, Perlengkapan Pengujian UPT-PKB dan Gedung Induk 
Dinas Perhubungan); 

2.6.2 Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan sarana dan 
prasarana transportasi air yang sesuai dengan kelayakan penyeberangan; 

2.6.3 Kurang tertibnya pemungutan parkir kendaraan roda dua dan roda 
empat; 

2.6.4 Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan; 

2.6.5 Kemacetan dikawasan perkotaan sebagai dampak dari meningkatnya Laju 
Harian Rata-Rata (LHR) paska beroprasinya Tol Cipali; dan 

2.6.4 Belum tertanganinya secara maksimal penyediaan jalur transportasi baru, 
termasuk fasilitas perlengkapannya (rambu, marka, water barrier, trafic 
cone, PJU) berikut masalah pembebasan lahan, seperti akses transportasi 
ke pelabuhan serta dukungan dana dari pusat untuk penanganan dampak 
sosial dari pembangunan pelabuhan internasional Patimban-Subang 
(mega proyek nasional). 

2.6 Belum  meratanya pembangunan dan pemberdayaan desa.  

 

3. Masih belum otimalnya kualitas sumber daya manusia 3.1 Masih rendahnya derajat pendidikan di Kabupaten Subang Masih rendahnya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten 
Subang. Pengukuran indikator pendidikan pada penghitungan IPM metode baru 
menggunakan dua variabel yaitu harapan lama sekolah (sebagai pengganti angka 
melek huruf pada IPM metode lama) dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2015 
berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang harapan lama 
sekolah di Kabupaten Subang adalah 11.51 dan rata-rata lama sekolah di 
Kabupaten Subang adalah 6,46. Angka tersebut masih rendah dibawah angka 
harapan lama sekolah Provinsi Jawa barat yaitu 12,15 dan rata-rata lama sekolah 
Provinsi Jawa Barat yaitu 7,81; 

 3.2 Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dasar 3.2.1 Belum semua guru berpendidikan S1 dan bersertifikasi pendidik; 

3.2.2 Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan 
pertama dan yang lebih tinggi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, 
cacat fisik, cacat mental dan anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan 
dan bakat istimewa belum tersedia secara merata sehingga menyebabkan 
sulitnya masyarakat untuk mengakses pelayanan pendidikan yang 
diharapkan; 

3.2.3 Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi 
kebutuhan kompetensi peserta didik yang disebabkan keterbatasan 
ketersediaan tenaga pendidik baik dari segi kuantitas maupun kualitas, 
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tingkat kesejahteraan pendidik yang masih relatif rendah, fasilitas belajar 
belum tersedia secara mencukupi dan biaya operasional pendidikan 
belum dapat disediakan secara memadai. Disamping itu pembangunan 
pendidikan kejuruan juga belum mampu meningkatkan kemampuan 
kewirausahaan lulusannya; 

3.2.4 Manajemen pendidikan belum dapat berjalan secara efektif dan efisien 
sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan; 

3.2.5 Belum semua sekolah melaksanakan MBS; 

3.2.6 Masih terbatasnya sarana dan prasarana PAUD (indoor dan outdoor di 
tingkat TK). Belum semua pengawas TK memahami tentang ke TK- an; 

3.2.7 Belum tercukupinya sarana dan prasarana sekolah pendidkan dasar 
(Perpustakaan, Bengkel Praktek, Laboratorium, dan lainnya) 

3.2.8 Belum semua sekolah dilaksanakan akreditasi. Utamanya untuk sekolah-
sekolah baru. 

3.2.9 Belum terpenuhinya jumlah guru sesuai kebutuhan secara proposional. 

3.2.10 Belum optimalnya BOSDA untuk mencukupi biaya pendidikan maupun 
operasional. 

3.2.11 Belum tersedianya kebutuhan pendidikan yang menunjang terhadap 
pembangunan pelabuhan Patimban – Subang dan Bendungan Sadawarna. 

 3.3 Belum optimalnya pembinaan pemuda dan prestasi olahraga 3.3.2 Belum adanya sarana pelatihan kepemudaan di Subang; 

3.3.3 Belum optimalnya ketelibatan berbagai pihak terutama pihak swasta 
dalam pembinaan olahraga; 

3.3.4 Olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan system pendidikan; 

3.3.5 Minimnya dana untuk pembinaan olahraga. 

 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi 3.4.1 Masih tingginya angka pengangguran  

Jumlah penganggur terbuka pada tahun 2015 mengalami peningkatan 
menjadi 70.682 jiwa dibandingkan pada tahun 2014 sebanyak 49.193 
jiwa.  Sementara kalau ditinjau dari tingkat pendidikan dan jenis kelamin 
ternyata 68,32 %  merupakan penganggur laki-laki dan 32,34 % 
berpendidikan SD; 

3.4.2 Kualitas dan kompetensi tenaga kerja masih rendah; 

Fakta ini dapat dilihat dari komposisi angkatan kerja di Kabupaten 
Subang menurut tingkat pendidikan. Penduduk dengan tingkat 
pendidikan SD ke bawah masih mendominasi angkatan kerja, yaitu 
sebesar 57,22 %. Di antara angkatan kerja yang bekerja dengan tingkat 
pendidikan SD ke bawah ini juga merupakan bagian terbesar (53,07 %).  
Sebagian besar angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2015 masih 
dalam sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (33,48 %). 
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Secara umum dapat dipahami bahwa tenaga kerja yang bekerja di sektor 
informal jumlahnya lebih banyak daripada tenaga kerja yang bekerja 
pada sektor formal (berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan 
buruh karyawan). 

3.5.2 Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja; 

3.6.2 Masih rendahnya kondusivitas hubungan industrial; 

3.7.2 Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja lokal; 

3.8.2 Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan kemandirian calon 
transmigran; 

   

4. Pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat mengalami 
pelambatan 

4.1 Masih kurangnya produktivitas pertanian untuk mencapai kedaulatan 
pangan 

Pertanian 

4.1.1 Semakin rendahnya minat masyarakat khususnya generasi muda untuk 
menjadi pelaku pembangunan pertanian yang diakibatkan oleh kurang 
menariknya sektor pertanian jika dilihat dari aspek ekonomi dan sosio 
kultural sehingga sulit mencari tenaga kerja saat musim tanam dan 
panen; 

4.1.2 Rendahnya efesiensi pembangunan pertanian yang disebabkan oleh skala 
usaha yang relatif kecil karena kepemilikan lahan yang rata– rata sempit 
yakni sebagian besar berada pada luasan kurang dari 0.5 
hektar.Rendahnya produktivitas pertanian yang disebabkan oleh relatif 
tidak stabilnya ketersediaan sarana produksi terutama benih/bibit 
unggul, pupuk dan pestisida; 

4.1.3 Kesuburan tanah yang semakin berkurang karena kadar organik tanah 
yang rendah; 

4.1.4 Banyaknya organisme penganggu tumbuhan yang mengakibatkan gagal 
panen; 

4.1.5 Belum optimalnya kelembagaan petani sebagai wahana penguatan 
kapasitas dan kapabilitas petani; 

4.1.6 Kurangnya penguasaan petani terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 
pertanian yang modern dan efesiensi yang berakibat pada rendahnya 
produktivitas dan nilai tambah produk – produk pertanian; 

4.1.7 Belum optimalnya kinerja penyuluh pertanian yang disebabkan oleh 
degradasi kelembagaan dan stagnasi pengembangan kompetensi 
penyuluh pertanian; 

4.1.8 Semakin berkurangnya jumlah penyuluh pertanian PNS dari tahun ke 
tahun; 

4.1.9 Rendahnya akses petani terhadap lembaga keuangan perbankan dan non 
perbankan sehingga production cost yang dikeluarkan tidak mampu 
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk-produk pertanian; 
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4.1.10 Sempitnya aksebilitas petani terhadap produk-produk pertanian yang 
disebabkan oleh kualitas produk yang tidak kompetetif dan strategi 
pemasaran yang tidak efektif dan efesien; 

4.1.11 Kurang maksimalnya upaya-upaya penerapan teknologi pasca panen 
untuk memberikan nilai tambah pada produk pertanian; 

4.1.12 Rendahnya ketersediaan infrastruktur pertanian (JIDES, JUT, balai 
penyuluhan pertanian) dan menurunnya fungsi infrastruktur pertanian 
yang sudah ada; 

4.1.13 Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian produktif kearah non 
pertanian; 

4.1.14 Lemahnya tingkat permodalan yang dimiliki dalam usaha tani serta 
sistem tata niaga/mata rantai pemasaran yang panjang menyebabkan 
harga di tingkat petani sangat rendah; 

4.1.15 Pemeliharaan tanaman yang belum dilakukan secara intensif yang 
mengakibatkan pertumbuhan tanaman lambat dan produktifitas rendah; 

4.1.16 Kondisi permintaan pasar dan beralihnya penggunaan lahan untuk 
komoditas lain, disamping yang berkaitan dengan kondisi potensi lahan 
yakni semakin berkurangnya ketersediaan lahan pada setiap tahunnya; 

4.1.17 Kurangnya koordinasi antar petani dalam mengendalikan organisme 
pengganggu tumbuhan (OPT); dan 

4.1.18 Anomali iklim yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian dan 
gagal panen. 

 

Bidang Pangan 

4.1.19 Belum optimalnya Pemberdayaan kelembagaan pangan; 

4.1.20 Belum optimalnya Pemanfaatan sumber daya pangan lokal; 

4.1.21 Belum optimalnya ekstensifikasi dan diversifikasi pangan masyarakat; 

4.1.22 Belum optimalnya Pengembangan sistem ketahanan pangan yang 
berkelanjutan (yang meliputi aspek input, ketersediaan, distribusi dan 
konsumsi). 

 4.2 Belum optimalnya pengembangan industri, perdagangan serta investasi di 
Kabupaten Subang 

4.1.1 Isu tenaga kerja; 

4.1.2 permasalahan pajak; 

4.1.3 belum optimalnya Penanganan Usaha Non Formal seperti pedagang kaki 
lima dan warung. 

4.1.4 infrastruktur belum memadai; 

4.1.5 Rendahnya Tindak Lanjut Investasi; 

4.1.6 Regulasi di kabupaten subang masih rumit; 
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4.1.7 Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien; 

4.1.8 Perizinan Pendirian Industri / Pengajuan Izin Usaha Perdagangan yang 
banyak menjadi masalah, banyaknya tumpang tindih kawasan Industri, 
banyajnya kasus KKN di wilayah pengajuan Izin SIUP , IUI, dll. 

 4.3 Belum optimalnya  produktivitas  perternakan dan perikanan. Perternakan 

4.3.4 Jumlah induk betina sapi, kambing/domba masih kurang; 

4.3.5 Masih ada induk betina produktif yang dipotong; 

4.3.6 Pengelolaan ternak oleh masyarakat belum dilaksanakan secara efisien; 

4.3.7 Pasar Hewan dikuasai tengkulak yang pembeliannya tidak berdasar 
timbangan 

4.3.8 Harga pakan masih terlalu tinggi; 

4.3.9 Masih terjadi pemotongan hewan di luar rumah potong hewan; 

4.3.10 Kurangnya sarana Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi standar 
untuk memenuhi kebutuhan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal; 

4.3.11 Kurangnya sarana pendukung dalam kegiatan Puskeswan; 

4.3.12 Pemanfaatan lahan-lahan kosong/kritis untuk hijauan makanan ternak 
masih kurang; 

4.3.13 Pencurian ternak; 

4.3.14 Zona RTRWdalam hal budidaya peternakan; 

4.3.15 Kurangnya pasar untuk produk peternakan; dan 

4.3.16 Pengelolaan hasil ternak belum optimal. 

 

Perikanan dan Kelautan 

4.3.17 Sumber Daya Manusia Pembudidaya Ikan masih belum optimal; 

4.3.18 Harga pakan masih terlalu tinggi; 

4.3.19 Pasar masih tergantung pada tengkulak; dan 

4.3.20 Belum tersedianya sarana dan penerapan  teknologi perikanan tangkap 
yang belum optimal. 

 4.4 Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Subang 

4.4.1 Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Subang; 

4.4.2 Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum 
tertangani; 

4.4.3 Masih adanya gelandangan, pengemis dan WTS; 

4.4.4 Belum optimalnya tempat untuk menampung dan memberikan 
rehabilitasi hasil razia; 
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4.4.5 Masih kurangnya kesadaran dari penyandang masalah kesejahteraan 
tentang permasalahan yang dihadapi sehingga sering terjadi penolakan 
terhadap pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk PMKS; 

4.4.6 Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani 
masalah kesejahteraan sosial; 

4.4.7 Belum adanya sarana barak penampungan hasil razia PMKS terutama 
untuk lansia terlantar dan gelandangan pengemis; dan 

4.4.8 Belum optimalnya adanya program jaminan perlindungan sosial. 

 

5. Belum optimalnya penggalian potensi kepariwisataan dan kebudayaan di 
kabupaten subang 

5.1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Subang masih kecil Pariwisata 

5.1.1 Belum optimalnya pengembangan SDM Pariwisata; 

5.1.4 Belum optimalnya pengembangan Manajemen Pariwisata dan Aset 
Pariwisata. 

 5.2 Kurangnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal 5.2.1 Belum optimalnya pelestarian Nilai Budaya Subang; 

5.2.2 Belum optimalnya pengelolaan Budaya Sebagai Aset Pariwisata Subang; 

5.2.3 Belum optimalnya pengembangan Ragam Seni Subang 

   

6. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat, 6.1 Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat 6.1.1 Masih ditemukannya persalinan yang ditolong oleh tenaga non medis 
(dukun) terutama di wilayah perdesaan; 

6.1.2 Penggunaan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam obat tradisional (jamu), 
bahan kimia terlarang dalam kosmetika dan bahan tambahan pangan 
terlarang dalam makanan/minuman merupakan fenomena yang perlu 
diwaspadai; 

6.1.3 Kualitas lingkungan yang belum mendukung pola hidup bersih dan sehat; 

 6.2 Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan 6.2.1 Kurang memadainya bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 
ditunjukkan dengan tingkat hunian yang overload mencapai 120% 
dibandingkan dengan standar tingkat hunian ideal yaitu 65-80% dari 
kapasitas yang tersedia (terutama untuk ruang kelas III); 

6.2.2 Belum tercukupinya alat kesehatan yang tersedia di hampir semua unit di 
RSUD 

6.2.3 Belum optimalnya tenaga paramedis dan tenaga medis spesialistik di 
RSUD; 

6.2.4 Kurangnya fasilitas pendukung untuk pengunjung RSUD (fasilitas parkir, 
fasilitas keselamatan pengunjung, keamanan terhadap kebakaran); 

6.2.5 Kurang nyamannya bangunan RSUD untuk pasien terutama untuk Kelas 
III karena bocor di waktu hujan dan kurang memadainya sirkulasi udara 
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dalam ruangan; 

6.2.6 Rumitnya prosedur dan lamanya waktu pengadaan Alat kesehatan RSUD; 

6.2.7 Lamanya tingkat antrian operasi di RSUD; 

6.2.8 Lamanya waktu tunggu antrian di poli RSUD (rata-rata waktu tunggu 
pengunjung poli adalah 2 jam sampai terlayani oleh dokter); 

6.2.9 Kurangnya sistem rujukan berjenjang dari puskesmas ke RSUD sehingga 
sering mengakibatkan overloadnya pasien RSUD; 

6.2.10 Kurang empatinya attitude tenaga paramedis terhadap pasien; 

6.2.11 Kurangnya ketrampilan pegawai RSUD dalam menggunakan Sistem 
Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS); dan 

6.2.12 Belum terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 
dengan sarana dan prasarana yang tersedia dalam mengantisipasi 
pembangunan pelabuhan Patimban – Subang dan Bendungan Sadawarna. 

   

7. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup 7.1 Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup 7.1.1 Kapasitas SDM yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas 
sesuai dengan beban kerja khususnya di bidang teknis dan fungsional 
lingkungan. 

7.1.2 Belum optimalnya pendataan, pengawasan dan pengendalian terhadap 
jenis kegiatan/usaha yang berpotensi mencemari maupun yang wajib 
AMDAL, UKL/UPL dan SPPL 

7.1.3 Terbatasnya sarana dan prasarana yang terakreditasi untuk pemantauan 
kualitas lingkungan baik yang berkaitan dengan air, tanah, maupun udara. 

7.1.4 Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparatur 
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup 
sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang 
lingkungan hidup. 

7.1.5 Masih minimnya tenaga PPNS dan PPLH di bidang lingkungan hidup. 

7.1.6 Belum semua lahan di wilayah hutan tertanami pohon dengan optimal. 

7.1.7 Belum tertanganinya secara tuntas lahan-lahan kritis yang ada sehingga 
rentan erosi, longsor dan banjir. 

7.1.8 Menurunnya kualitas lingkungan (udara dan air) akibat aktifitas industri, 
banyaknya kendaraan bermotor serta limbah industri dan domestik. 

7.1.9 Belum optimalnya tenaga kebersihan dalam melaksanakan tugas. 

7.1.10 Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungannya yang 
mengakibatkan lingkungan permukiman yang kumuh dan fungsi drainase 
yang tidak maksimal. 

7.1.11 Armada angkutan sampah sudah banyak yang rusak/tua sehingga 
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sampah ada yang tidak terangkut. 

7.1.12 Tingginya jumlah sampah yang belum dapat ditangani. 

7.1.13 Kurangnya peran serta masyarakat untuk mengelola sampah 
lingkungannya sebelum dibuang ke TPS atau TPA. 

7.1.14 Jumlah TPS yang masih terbatas dan belum memadai. 

7.1.15 Masih minimnya evaluasi terhadap kebijakan terkait dengan 
pengintegrasian aspek lingkungan hidup (kajian lingkungan hidup 
strategis). 

7.1.16 Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai energi 
alternatif. 

 7.2 Meningkatnya bencana alam di Kabupaten Subang 7.2.1 Terjadinya penebangan hutan secara liar; 

7.2.2 Kurang pedulinya masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang 
saluran induk drainase terhadap kebersihan saluran. Hal tersebut dapat 
dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah pada 
badan saluran sehingga mengakibatkan saluran tersumbat; 

7.2.3 Terdapat drainase jalan provinsi di kawasan perkotaan, dengan kondisi 
yang kurang optimal dalam mengalirkan air limpasan serta kapasitas 
yang kurang dibandingkan dengan debit air limpasan mengakibatkan 
genangan dan memicu banjir di dalam kota; 

7.2.4 Terjadi penurunan kemampuan daya tampung waduk, bendung maupun 
embung dibeberapa tempat yang disebabkan oleh pengaruh sedimentasi 
yang berakibat pada pendangkalan 

7.2.5 Adanya perubahan sistem drainase pembuangan air; 

7.2.6 Pembangunan yang tidak terkendali, mengakibatkan berkurangnya 
daerah-daerah resapan air. 
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4.2. Isu Strategis 
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 
signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis 
diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu: 

1. Permasalahan pembangunan Kabupaten Subang. 
2. Dinamika internasional, regional nasional dan provinsi yang 

mempengaruhi pembangunan Kabupaten Subang. 
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi 

pembangunan Kabupaten Subang. 
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Kabupaten Subang yang 

antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Subang. 
5. KLHS RPJMD Kabupaten Subang. 

 
4.2.1 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka 
untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya dari 
2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan 
sebelumnya. Konsep Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu 
dengan yang lain, yaitu: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat 
Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) 
dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya 
wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih 
tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta 
pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan 
berkelanjutan. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama 
sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi 
yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; 
dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. 

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan 
beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus 
dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang 
Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang 
Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 
23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program 
Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap 
dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia 
menghadapi AEC h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja 
Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) 
Monitoring Langkah Pemerintah. 

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen 
yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan 
oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut 
dilakukan melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the 
Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on 
ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN 
dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke 
depan. 
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Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena 
merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku 
sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 
10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic 
Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), 
ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture 
Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. 
Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan 
dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang 
tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN 
Global. 

Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia 
dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar 
ataupun sebagai tempat berproduksi. Diharapkan daerahdaerah di Indonesia 
dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi 
konsumen namun menjadi produsen. Sebab disisi lain, Indonesia sangat 
membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha. 

 
4.2.2 Isu Lingkungan Hidup  

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang 
signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Terdapat banyak hal 
yang dapat dibahas terkait lingkungan hidup, namun pada pembahasan ini 
dibatasi pada permasalahan terkait penanganan sampah perkotaan.   

Perkembangan Kabupaten Subang tidak terlepas dari 
pertambahan  penduduk  yang  disertai  dengan  tingginya  arus  urbanisasi    kep
erkotaan, menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola 
setiap hari. Hal tersebut bertambah sulit karena keterbatasan lahan untuk 
Tempat pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pengangkutan sampah ke TPA juga 
terkendala karena jumlah kendaraan yang kurang mencukupi dan kondisi 
peralayan yang telah tua. Masalah lainya adalah pengelolaan TPA yang tidak 
sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan.  

Jumlah persentase pengurangan sampah diperkotaan pada capaian tahun 
2017 sebesar 91,50 persen, Target di tahun 2018 akhir RPJMD 2014-2018 
adalah sebesar 93 persen, artinya jumlah sampah yang ditangani sampai dengan 
tahun 2017 sebesar 98.39 persen. faktor penghambat yang menyebabkan belum 
tercapainya target kinerja OPD karena: 

 Salah satu hal yang mungkin menjadi penyebab adalah belum adanya 
TPS 3R di Kota Subang 

 Belum Optimalnya Bank Sampah yang berada di Kota Subang 
 Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum 

maksimal 
 

4.2.3 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals) 

Agenda pembangunan dunia Millenium Development Goals (MDGs) yang 
tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015 telah digantikan dengan 
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Sustainable Development Goals (SDGs). Program SDGs aktif mulai Tahun 2016 
hingga Tahun 2030. 

Pasca agenda pembangunan 2015, yang dikenal dengan istilah Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) 2016-2030, diharapkan dapat 
menanggulangi berbagai masalah, termasuk menghapuskan kemiskinan dan 
kelaparan, memajukan kesehatan dan pendidikan, membangun kota-kota secara 
berkelanjutan, memerangi perubahan iklim serta melindungi samudera dan 
hutan. 

Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan 
berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan 
diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 
pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 
keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup 
serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu 
menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi 
berikutnya. 

Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus 
diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah 
(provinsi/kabupaten/kota), yaitu: 

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun; 
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang 

baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan 

seluruh penduduk semua usia; 
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta 

meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; 
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang 

berkelanjutan untuk semua; 
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan 

modern untuk semua; 
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, 
serta pekerjaan yang layak untuk semua; 

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri 
inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; 
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan 

berkelanjutan; 
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; 
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan 

dampaknya; 
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya 

kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan 

berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, 
menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta 
menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati; 
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16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk 
pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk 
semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan 
inklusif di semua tingkatan; 

17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global 
untuk pembangunan berkelanjutan. 

 

A. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Subang 
Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan selanjutnya dibagi menjadi 

empat kategori, yaitu indikator TPB yang mencapai target nasional (RPJMN), 
indikator TPB yang belum mencapai target nasional (RPJMN), indikator TPB 
yang belum memiliki data, dan indikator TPB berdasarkan pilar-pilar (Pilar 
Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan 
Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. 

 
B. Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target 

Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target paling banyak 
adalah tujuan 1 yaitu “Tanpa Kesmiskinan”, dengan jumlah 14  indikator  sudah  
dilaksanakan  dan  sudah  mencapi  target,  sedangkan  tujuan  2 (Tanpa 
Kelaparan) dan tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) merupakan 
tujuan dengan jumlah indikator yang sudah  dilaksanakan  dan  sudah  mencapai  
target  nasional  paling  sedikit  yaitu  1 indikator. Secara lebih rinci, indikator 
yang sudah mencapai target nasional tersaji pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2  

TUJUAN DAN TARGET TPB YANG SUDAH MENCAPAI TARGET NASIONAL 

Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

   

1. Mengakhiri Kemiskinan 
dalam Segala Bentuk 
Dimanapu 

1.3. Menerapkan secara 
nasional sistem dan upaya 
perlindungan sosial yang 
tepat bagi semua, termasuk 
kelompok yang paling miskin, 
dan pada tahun 2030 
mencapai cakupan substansial 
bagi kelompok miskin dan 
rentan. 

1.3.1.(d) Jumlah: 1 indikator 

 1.4. Pada tahun 2030, 
menjamin bahwa semua 
lakilaki dan perempuan, 
khususnya masyarakat miskin 
dan rentan, memiliki hak yang 
sama terhadap sumber daya 
ekonomi, serta akses 
terhadap pelayanan dasar, 
kepemilikan dan kontrol atas 
tanah dan bentuk kepemilikan 
lain, warisan, sumber daya 
alam, teknologi baru, dan jasa 
keuangan yang tepat, 
termasuk keuangan mikro. 

1.4.1.(a),1.4.1.(b),1.4.1.(c), 
1.4.1.(d),1.4.1.(e), 1.4.1.(g), 
1.4.1.(h), 1.4.1.(k) Jumlah: 6 
indikator 

 1.5. Pada tahun 2030, 1.5.1.(a), 1.5.1.(b), 1.5.1.(c), 
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Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

membangun ketahanan 
masyarakat miskin dan 
mereka yang berada dalam 
kondisi rentan, dan 
mengurangi kerentanan 
mereka terhadap kejadian 
ekstrim terkait iklim dan 
guncangan ekonomi, sosial, 
lingkungan, dan bencana. 

1.5.1.(d), 1.5.1.(e) Jumlah: 5 
indikator 

2. Menghilangkan Kelaparan, 
Mencapai Ketahanan 
Pangan dan Gizi yang Baik, 
serta Meningkatkan 
Pertanian Berkelanjutan 

2.1. Pada tahun 2030, 
menghilangkan kelaparan dan 
menjamin akses bagi semua 
orang, khususnya orang 
miskin dan mereka yang 
berada dalam kondisi rentan, 
termasuk bayi, terhadap 
makanan yang aman, bergizi, 
dan cukup sepanjang tahun. 

2.1.1.(a), 

Jumlah: 1 indikator 

 2.2. Pada tahun 2030, 
menghilangkan segala bentuk 
kekurangan gizi, termasuk 
pada tahun 2025 mencapai 
target yang disepakati secara 
internasional untuk anak 
pendek dan kurus di bawah 
usia 5 tahun, dan memenuhi 
kebutuhan gizi remaja 
perempuan, ibu hamil dan 
menyusui, serta manula. 

2.2.1.(a), 

Jumlah: 1 indikator 

3. Menjamin Kehidupan yang 
Sehat dan Meningkatkan 
Kesejahteraan Seluruh 
Penduduk Semua Usia 

3.1. Pada tahun 2030, 
mengurangi rasio angka 
kematian ibu hingga kurang 
dari 70 per 100.000 kelahiran 
hidup. 

3.1.1* 

Jumlah: 1 indikator 

 3.2. Pada tahun 2030, 
mengakhiri kematian bayi 
baru lahir dan balita yang 
dapat dicegah, dengan seluruh 
negara berusaha menurunkan 
Angka Kematian Neonatal 
setidaknya hingga 12 per 
1000 KH (Kelahiran Hidup) 
dan Angka Kematian Balita 25 
per 1000. 

3.2.2.(a), 3.2.2.(b) 

 Jumlah: 2 indikator 

 3.3. Pada tahun 2030, 
mengakhiri epidemi AIDS, 
tuberkulosis, malaria, dan 
penyakit tropis yang 
terabaikan, dan memerangi 
hepatitis, penyakit bersumber 
air, serta penyakit menular 
lainnya. 

3.3.1.(a), 3.3.5.(a) Jumlah: 2 
indikator 

 3.4. Pada tahun 2030, 
mengurangi hingga sepertiga 
angka kematian dini akibat 
penyakit tidak menular, 
melalui pencegahan dan 

3.4.2.(a)  

Jumlah: 1 indikato 
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Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

pengobatan, serta 
meningkatkan kesehatan 
mental dan kesejahteraan. 

 3.5. Memperkuat pencegahan 
dan pengobatan 
penyalahgunaan zat, 
termasuk penyalahgunaan 
narkotika dan penggunaan 
alkohol yang membahayakan. 

3.5.1.(e) Jumlah: 1 indikator 

 3.7. Pada tahun 2030, 
menjamin akses universal 
terhadap layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi, 
termasuk keluarga berencana, 
informasi dan pendidikan, 
dan integrasi kesehatan 
reproduksi ke dalam strategi 
dan program nasional. 

3.7.1*, 3.7.1.(a) Jumlah: 2 
indikator 

5. Mencapai Kesetaraan 
Gender dan 
Memberdayakan Kaum 
Perempuan 

5.2. Menghapuskan segala 
bentuk kekerasan terhadap 
kaum perempuan di ruang 
publik dan pribadi, termasuk 
perdagangan orang dan 
eksploitasi seksual, serta 
berbagai jenis eksploitasi 
lainnya. 

5.2.2.(a) 

Jumlah: 1 indikator 

 5.5. Menjamin partisipasi 
penuh dan efektif, dan 
kesempatan yang sama bagi 
perempuan untuk memimpin 
di semua tingkat pengambilan 
keputusan dalam kehidupan 
politik, ekonomi, dan 
masyarakat. 

5.5.1*  

Jumlah: 1 indikator 

6. Menjamin Ketersediaan 
serta Pengelolaan Air 
Bersih dan Sanitasi yang 
Berkelanjutan 

6.1. Pada tahun 2030, 
mencapai akses universal dan 
merata terhadap air minum 
yang aman dan terjangkau 
bagi semua 

6.1.1.(c) Jumlah: 1 indikator 

 6.2. Pada tahun 2030, 
mencapai akses terhadap 
sanitasi dan kebersihan yang 
memadai dan merata bagi 
semua, dan menghentikan 
praktik buang air besar di 
tempat terbuka, memberikan 
perhatian khusus pada 
kebutuhan kaum perempuan, 
serta kelompok masyarakat 
rentan. 

6.2.1.(a), 6.2.1.(c)  

Jumlah: 2 indikator 

8. Meningkatkan 
Pertumbuhan Ekonomi 
yang Inklusif dan 
Berkelanjutan, Kesempatan 
Kerja yang Produktif dan 
Menyeluruh, serta 

8.1 Mempertahankan 
pertumbuhan ekonomi per 
kapita sesuai dengan kondisi 
nasional dan, khususnya, 
setidaknya 7 persen 
pertumbuhan produk 

8.1.1.(a)  

Jumlah: 1 indikator 
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Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

Pekerjaan yang Layak untuk 
Semua 

domestik bruto per tahun di 
negara kurang berkembang. 

 8.2. Mencapai tingkat 
produktivitas ekonomi yang 
lebih tinggi, melalui 
diversifikasi, peningkatan dan 
inovasi teknologi, termasuk 
melalui fokus pada sektor 
yang memberi nilai tambah 
tinggi dan padat karya. 

8.2.1*  

Jumlah: 1 indikator 

 8.3. Menggalakkan kebijakan 
pembangunan yang 
mendukung kegiatan 
produktif, penciptaan 
lapangan kerja layak, 
kewirausahaan, kreativitas 
dan inovasi, dan mendorong 
formalisasi dan pertumbuhan 
usaha mikro, kecil, dan 
menengah, termasuk melalui 
akses terhadap jasa keuangan 

8.3.1.(a), 8.3.1.(c) 

 Jumlah: 2 indikato 

 8.9. Pada tahun 2030, 
menyusun dan melaksanakan 
kebijakan untuk 
mempromosikan pariwisata 
berkelanjutan yang 
menciptakan lapangan kerja 
dan mempromosikan budaya 
dan produk lokal. 

8.9.1*  

Jumlah: 1 indikator 

 8.10. Memperkuat kapasitas 
lembaga keuangan domestik 
untuk mendorong dan 
memperluas akses terhadap 
perbankan, asuransi dan jasa 
keuangan bagi semua 

8.10.1.(a)  

Jumlah: 1 indikator 

9. Membangun Infrastruktur 
yang Tangguh, 
Meningkatkan Industri 
Inklusif dan Berkelanjutan, 
serta Mendorong Inovasi 

9.1. Mengembangkan 
infrastruktur yang 
berkualitas, andal, 
berkelanjutan dan tangguh, 
termasuk infrastruktur 
regional dan lintas batas, 
untuk mendukung 
pembangunan ekonomi dan 
kesejahteraan manusia, 
dengan fokus pada akses yang 
terjangkau dan merata bagi 
semua. 

9.1.1.(b), 9.1.1.(c), 9.1.2.(c) 
Jumlah: 3 indikator 

10. Mengurangi Kesenjangan 
Intra- dan Antarnegara 

10.1. Pada tahun 2030, secara 
progresif mencapai dan 
mempertahankan 
pertumbuhan pendapatan 
penduduk yang berada di 
bawah 40% dari populasi 
pada tingkat yang lebih tinggi 
dari rata-rata nasional 

10.1.1.(a), 10.1.1.(b), 
10.1.1.(c), 10.1.1.(d) Jumlah: 4 
indikator 

11. Menjadikan Kota dan 11.1. Pada tahun 2030, 11.1.1.(a)  
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Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

Permukiman Inklusif, 
Aman, Tangguh dan 
Berkelanjutan 

menjamin akses bagi semua 
terhadap perumahan yang 
layak, aman, terjangkau, dan 
pelayanan dasar, serta menata 
kawasan kumuh 

Jumlah: 1 indikato 

 11.6. Pada tahun 2030, 
mengurangi dampak 
lingkungan perkotaan per 
kapita yang merugikan, 
termasuk dengan memberi 
perhatian khusus pada 
kualitas udara, termasuk 
penanganan sampah kota. 

11.6.1.(a), 11.6.1.(b) Jumlah: 2 
indikator 

15. Melindungi, Merestorasi 
dan Meningkatkan 
Pemanfaatan 
Berkelanjutan Ekosistem 
Daratan, Mengelola Hutan 
secara Lestari, 
Menghentikan 
Penggurunan, Memulihkan 
Degradasi Lahan, serta 
Menghentikan Kehilangan 
Keanekaragaman Hayati 

15.1. Pada tahun 2020, 
menjamin pelestarian, 
restorasi dan pemanfaatan 
berkelanjutan dari ekosistem 
daratan dan perairan darat 
serta jasa lingkungannya, 
khususnya ekosistem hutan, 
lahan basah, pegunungan dan 
lahan kering, sejalan dengan 
kewajiban berdasarkan 
perjanjian internasional. 

15.1.1.(a) 

Jumlah: 1 indikator 

 15.3. Pada tahun 2020, 
menghentikan penggurunan, 
memulihkan lahan dan tanah 
kritis, termasuk lahan yang 
terkena penggurunan, 
kekeringan dan banjir, dan 
berusaha mencapai dunia 
yang bebas dari lahan 
terdegradasi. 

15.3.1.(a) Jumlah: 1 indikator 

16. Menguatkan Masyarakat 
yang Inklusif dan Damai 
untuk Pembangunan 
Berkelanjutan, 
Menyediaan Akses 
Keadilan untuk Semua, dan 
Membangun Kelembagaan 
yang Efektif, Akuntabel, 
dan Inklusif di Semua 
Tingkatan 

16.1. Secara signifikan 
mengurangi segala bentuk 
kekerasan dan terkait angka 
kematian dimanapun. 

16.1.4* Jumlah: 1 indikator 

 16.2. Menghentikan perlakuan 
kejam, eksploitasi, 
perdagangan, dan segala 
bentuk kekerasan dan 
penyiksaan terhadap anak 

16.2.1.(b) Jumlah: 1 indikator 

 16.5. Secara substansial 
mengurangi korupsi dan 
penyuapan dalam segala 
bentuknya. 

16.5.1.(a) Jumlah: 1 indikator 

 16.7. Menjamin pengambilan 
keputusan yang responsif, 
inklusif, partisipatif dan 
representatif di setiap 

16.7.1.(a) Jumlah: 1 indikator 



Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Subang 2018-2023 

 

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah IV-35 

 

Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

tingkatan. 

17. Menguatkan Sarana 
Pelaksanaan dan 
Merevitalisasi Kemitraan 
Global untuk 
Pembangunan 
Berkelanjutan 

17.17. Mendorong dan 
meningkatkan kerjasama 
pemerintah-swasta dan 
masyarakat sipil yang efektif, 
berdasarkan pengalaman dan 
bersumber pada strategi 
kerjasama. 

17.17.1.(a) 

Jumlah: 1 indikator 

   

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Kab. Subang 2019 

 
C. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional 

Indikator TPB yang belum mencapai target nasional paling banyak adalah 
tujuan 3 yaitu “Kehidupan sehat dan sejahtera”, dengan jumlah 5 indikator  yang 
sudah  dilaksanakan  dan  belum  mencapi  target,  sedangkan  tujuan  1 (Tanpa 
Kemiskinan), Tujuan 8 (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan tujuan 
10 (Berkurangnya kesenjangan intra dan antarnegaa) merupakan tujuan dengan 
jumlah indikator yang sudah  dilaksanakan  dan  bwlum  mencapai  target  
nasional  paling  sedikit  yaitu  1 indikator. Secara lebih rinci, indikator yang 
belum mencapai target nasional tersaji pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3  

TUJUAN DAN TARGET TPB YANG BELUM MENCAPAI TARGET NASIONAL 

Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

   

1. Mengakhiri Kemiskinan 
dalam Segala Bentuk 
Dimanapun 

1.2. Pada tahun 2030, 
mengurangi setidaknya 
setengah proporsi laki-laki, 
perempuan dan anak-anak 
dari semua usia, yang hidup 
dalam kemiskinan di semua 
dimensi, sesuai dengan 
definisi nasional. 

1.2.1* Jumlah: 1 indikator 

2. Menghilangkan Kelaparan, 
Mencapai Ketahanan 
Pangan dan Gizi yang Baik, 
serta Meningkatkan 
Pertanian Berkelanjutan 

2.1. Pada tahun 2030, 
menghilangkan kelaparan dan 
menjamin akses bagi semua 
orang, khususnya orang 
miskin dan mereka yang 
berada dalam kondisi rentan, 
termasuk bayi, terhadap 
makanan yang aman, bergizi, 
dan cukup sepanjang tahun. 

2.1.1.(a) Jumlah: 1 indikator 

 2.2. Pada tahun 2030, 
menghilangkan segala bentuk 
kekurangan gizi, termasuk 
pada tahun 2025 mencapai 
target yang disepakati secara 
internasional untuk anak 
pendek dan kurus di bawah 
usia 5 tahun, dan memenuhi 
kebutuhan gizi remaja 

2.2.2*, 2.2.2.(c) Jumlah: 2 
indikator 
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Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

perempuan, ibu hamil dan 
menyusui, serta manula. 

3. Menjamin Kehidupan yang 
Sehat dan Meningkatkan 
Kesejahteraan Seluruh 
Penduduk Semua Usia 

3.1. Pada tahun 2030, 
mengurangi rasio angka 
kematian ibu hingga kurang 
dari 70 per 100.000 kelahiran 
hidup. 

3.1.2*, 3.1.2.(a)   

Jumlah: 2 indikator 

 3.3. Pada tahun 2030, 
mengakhiri epidemi AIDS, 
tuberkulosis, malaria, dan 
penyakit tropis yang 
terabaikan, dan memerangi 
hepatitis, penyakit bersumber 
air, serta penyakit menular 
lainnya. 

3.3.2.(a) Jumlah: 1 indikato 

 3.7. Pada tahun 2030, 
menjamin akses universal 
terhadap layanan kesehatan 
seksual dan reproduksi, 
termasuk keluarga berencana, 
informasi dan pendidikan, 
dan integrasi kesehatan 
reproduksi ke dalam strategi 
dan program nasional. 

3.7.2*, 3.7.2.(a) 

 Jumlah: 2 indikator 

4. Menjamin Kualitas 
Pendidikan yang Inklusif 
dan Merata serta 
Meningkatkan Kesempatan 
Belajar Sepanjang Hayat 
untuk Semua 

4.1. Pada tahun 2030, 
menjamin bahwa semua anak 
perempuan dan laki-laki 
menyelesaikan pendidikan 
dasar dan menengah tanpa 
dipungut biaya, setara, dan 
berkualitas, yang mengarah 
pada capaian pembelajaran 
yang relevan dan efektif 

4.1.1.(b), 4.1.1.(g)   

Jumlah: 2 indikator                                                                   

6. Menjamin Ketersediaan 
serta Pengelolaan Air 
Bersih dan Sanitasi yang 
Berkelanjutan 

6.1. Pada tahun 2030, 
mencapai akses universal dan 
merata terhadap air minum 
yang aman dan terjangkau 
bagi semua. 

6.1.1.(a)  

Jumlah: 1 indikator 

 6.2. Pada tahun 2030, 
mencapai akses terhadap 
sanitasi dan kebersihan yang 
memadai dan merata bagi 
semua, dan menghentikan 
praktik buang air besar di 
tempat terbuka, memberikan 
perhatian khusus pada 
kebutuhan kaum perempuan, 
serta kelompok masyarakat 
rentan. 

6.2.1.(b)  

Jumlah: 1 indikator 

 6.3. Pada tahun 2030, 
meningkatkan kualitas air 
dengan mengurangi polusi, 
menghilangkan pembuangan,  
dan meminimalkan pelepasan 
material dan bahan kimia 
berbahaya, mengurangi 

6.3.2.(b) 

Jumlah: 1 indikator 
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Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

setengah proporsi air limbah 
yang tidak diolah, dan secara 
signifikan meningkatkan daur 
ulang,  serta penggunaan 
kembali barang daur ulang 
yang aman secara global. 

 

 6.5. Pada tahun 2030, 
menerapkan pengelolaan 
sumber daya air terpadu di 
semua tingkatan, termasuk 
melalui kerjasama lintas batas 
yang tepat. 

 

6.5.1.(g)  

Jumlah: 1 indikator 

8. Meningkatkan 
Pertumbuhan Ekonomi 
yang Inklusif dan 
Berkelanjutan, 
Kesempatan Kerja yang 
Produktif dan Menyeluruh, 
serta Pekerjaan yang 
Layak untuk Semua 

8.9. Pada tahun 2030, 
menyusun dan melaksanakan 
kebijakan untuk 
mempromosikan pariwisata 
berkelanjutan yang 
menciptakan lapangan kerja 
dan mempromosikan budaya 
dan produk lokal. 

 

8.9.1.(a)  

Jumlah: 1 indikator 

10. Mengurangi 
Kesenjangan Intra- dan 
Antarnegara 

10.1. Pada tahun 2030, secara 
progresif mencapai dan 
mempertahankan 
pertumbuhan pendapatan 
penduduk yang berada di 
bawah 40% dari populasi 
pada tingkat yang lebih tinggi 
dari rata-rata nasional. 

 

10.1.1.(f) 

Jumlah: 1 indikator 

12. Menjamin Pola Produksi 
dan Konsumsi yang 
Berkelanjutan 

12.4. Pada tahun 2020 
mencapai pengelolaan bahan 
kimia dan semua jenis limbah 
yang ramah lingkungan, di 
sepanjang siklus hidupnya, 
sesuai kerangka kerja 
internasional yang disepakati 
dan secara signifikan 
mengurangi pencemaran 
bahan kimia dan limbah 
tersebut ke udara, air, dan 
tanah untuk meminimalkan 
dampak buruk terhadap 
kesehatan manusia dan 
lingkungan. 

 

12.4.2.(a) 

Jumlah: 1 indikator 

 12.5. Pada tahun 2030, secara 
substansial mengurangi 
produksi limbah melalui 
pencegahan, pengurangan, 
daur ulang, dan penggunaan 
kembali. 

 

12.5.1.(a)  

Jumlah: 1 indikator 
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Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

16. Menguatkan Masyarakat 
yang Inklusif dan Damai 
untuk Pembangunan 
Berkelanjutan, Menyediaan 
Akses Keadilan untuk 
Semua, dan Membangun 
Kelembagaan yang Efektif, 
Akuntabel, dan Inklusif di 
Semua Tingkatan 

16.9. Pada tahun 2030, 
memberikan identitas yang 
syah bagi semua, termasuk 
pencatatan kelahiran 

16.9.1.(a), 16.9.1.(b)  

Jumlah: 2 indikator 

   

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Kab. Subang 2019 

 
D. Indikator TPB yang belum memiliki data 

indikator TPB yang belum memiliki data yang menjadi kewenangan 
Kabupaten Subang hanya 2 indikator yaitu satu indikator di tujuan 2 (Tanpa 
Kelaparan) dan satu indikator di tujuan 6 (Air bersih dan sanitasi layak) Secara 
lebih rinci, indikator yang belum memiliki data tersaji pada Tabel 

 
Tabel 4.4  

INDIKATOR TPB YANG BELUM MEMILIKI DATA 

Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

2. Menghilangkan Kelaparan, 
Mencapai Ketahanan Pangan 
dan Gizi yang Baik, serta 
Meningkatkan Pertanian 
Berkelanjutan 

2.1. Pada tahun 2030, 
menghilangkan kelaparan dan 
menjamin akses bagi semua 
orang, khususnya orang 
miskin dan mereka yang 
berada dalam kondisi rentan, 
termasuk bayi, terhadap 
makanan yang aman, bergizi, 
dan cukup sepanjang tahun. 

2.1.1* Jumlah: 1 indikator 

6. Menjamin Ketersediaan 
serta Pengelolaan Air 
Bersih dan Sanitasi yang 
Berkelanjutan 

6.2. Pada tahun 2030, 
mencapai akses terhadap 
sanitasi dan kebersihan yang 
memadai dan merata bagi 
semua, dan menghentikan 
praktik buang air besar di 
tempat terbuka, memberikan 
perhatian khusus pada 
kebutuhan kaum perempuan, 
serta kelompok masyarakat 
rentan. 

6.2.1.(f) Jumlah: 1 indikator 

   

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Kab. Subang 2019 

 
E.  Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan mencapai target 

Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan mencapai target paling 
banyak adalah tujuan 6 yaitu “Air Bersih dan Sanitasi Layak”, dengan jumlah 3  
indikator  yang belum dilaksanakan  dan mencapai  target,  sedangkan  tujuan  9 
(Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), tujuan 11 (Kota dan pemukiman yang 
berkelanjutan) dan tujuan 12 (Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan) 
merupakan tujuan dengan jumlah indikator yang belum dilaksanakan  dan  
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mencapai  target  nasional  paling  sedikit  yaitu  1 indikator. Secara lebih rinci, 
indikator yang belum dilaksanakan dan mencapai target tersaji pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5  

INDIKATOR TPB YANG BELUM DILAKSANAKAN DAN MENCAPAI TARGET 

Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

1. Mengakhiri Kemiskinan 
dalam Segala Bentuk 
Dimanapun 

1.3. Menerapkan secara 
nasional sistem dan upaya 
perlindungan sosial yang 
tepat bagi semua, termasuk 
kelompok yang paling miskin, 
dan pada tahun 2030 
mencapai cakupan substansial 
bagi kelompok miskin dan 
rentan. 

1.3.1.(b), 1.3.1.(c) Jumlah: 2 
indikator 

6. Menjamin Ketersediaan 
serta Pengelolaan Air 
Bersih dan Sanitasi yang 
Berkelanjutan 

6.1. Pada tahun 2030, 
mencapai akses universal dan 
merata terhadap air minum 
yang aman dan terjangkau 
bagi semua. 

6.1.1.(b)  

Jumlah: 1 indikato 

 6.2. Pada tahun 2030, 
mencapai akses terhadap 
sanitasi dan kebersihan yang 
memadai dan merata bagi 
semua, dan menghentikan 
praktik buang air besar di 
tempat terbuka, memberikan 
perhatian khusus pada 
kebutuhan kaum perempuan, 
serta kelompok masyarakat 
rentan. 

6.2.1.(e)  

Jumlah: 1 indikato 

 6.5. Pada tahun 2030, 
menerapkan pengelolaan 
sumber daya air terpadu di 
semua tingkatan, termasuk 
melalui kerjasama lintas batas 
yang tepat. 

6.5.1.(a)  

Jumlah: 1 indikato 

9. Membangun 
Infrastruktur yang Tangguh, 
Meningkatkan Industri 
Inklusif dan Berkelanjutan, 
serta Mendorong Inovasi 

9.1. Mengembangkan 
infrastruktur yang 
berkualitas, andal, 
berkelanjutan dan tangguh, 
termasuk infrastruktur 
regional dan lintas batas, 
untuk mendukung 
pembangunan ekonomi dan 
kesejahteraan manusia, 
dengan fokus pada akses yang 
terjangkau dan merata bagi 
semua. 

9.1.2.(b) 

Jumlah: 1 indikator 

11. Menjadikan Kota dan 
Permukiman Inklusif, 
Aman, Tangguh dan 
Berkelanjutan 

11.1. Pada tahun 2030, 
menjamin akses bagi semua 
terhadap perumahan yang 
layak, aman, terjangkau, dan 
pelayanan dasar, serta menata 
kawasan kumuh. 

11.1.1.(b) 

 Jumlah: 1 indikator 

12. Menjamin Pola Produksi 12.7. Mempromosikan 12.7.1.(a)  
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Tujuan Target (Isu Strategis) 
Jumlah Indikator Yang 

Sudah Mencapai Target 
Nasional 

dan Konsumsi yang 
Berkelanjutan 

praktek pengadaan publik 
yang berkelanjutan, sesuai 
dengan kebijakan dan 
prioritas nasional 

Jumlah: 1 indikator 

17. Menguatkan Sarana 
Pelaksanaan dan 
Merevitalisasi Kemitraan 
Global untuk Pembangunan 
Berkelanjutan 

17.6. Meningkatkan 
kerjasama Utara-Selatan, 
Selatan-Selatan dan 
kerjasama triangular secara 
regional dan internasional 
terkait dan akses terhadap 
sains, teknologi dan inovasi, 
dan meningkatkan berbagi 
pengetahuan berdasar 
kesepakatan timbal balik, 
termasuk melalui koordinasi 
yang lebih baik antara 
mekanisme yang telah ada, 
khususnya di tingkat 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB), dan melalui 
mekanisme fasilitasi teknologi 
global 

17.6.2.(b) 

Jumlah: 1 indikator 

   

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Kab. Subang 2019 

 
Tabel 4.6  

CAPAIAN INDIKATOR TPB KABUPATEN SUBANG TERHADAP TARGET NASIONAL 

Kategori 
Jumlah 

Indikator 
Persentase 

   

1. Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai 
target nasional 

55 63% 

2. Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai 
target nasional 

21 24% 

3. Indikator yang belum memiliki data 2 2% 

4. Indikator yang belum dilaksanakan dan mencapai target 10 11% 

   

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Kab. Subang 2019 

 
2.2.4 Penelaahan RPJMN Tahun 2015-2019 

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam 
RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan 
untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang 
berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan 
daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya 
dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan 
yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah 
selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang 
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penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan mempertimbangkan masalah pokok 
bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan 
selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:  

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN 
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONGROYONG” 

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi 
Pembangunan yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 
sebagai negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 
berlandaskan negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 
sebagai negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 
sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.   
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Adapun prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang 
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian 
dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda 
prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem 
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan 
terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan 
sektorsektor strategis ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 

Indonesia. 

Selain nawa cita sebagaimana telah disajikan diatas, RPJMN 2015-2019 
juga mengamanatkan antara lain akses air minum 100%, kawasan permukiman 
kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, 
sampah dan drainase lingkungan). Sebagai upaya mempercepat terwujudnya 
visi dan misi pembangunan nasional, maka pemerintah daerah dan 
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kementerian/lembaga diharapkan mensinergikan segala potensi dan 
sumberdaya untuk mendukung target pembangunan tersebut. 

Dalam mewujudkan agenda prioritas nasional (nawa cita), maka perlu 
memperhatikan strategi pembangunan nasional yang antar lain meliputi 3 (tiga) 
dimensi pembangunan. Tiga dimensi pembangunan meliputi: dimensi 
pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi 
pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut menjadi perhatian dalam 
penyusunan RPJMD Kabupaten Subang 2018-2023. 

Dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional antara lain 
dapat ditunjukkan dari capaian pembangunan daerah. Berdasarkan Buku III 
RPJMN 2015-2019 yang memuat agenda pembangunan wilayah, Kabupaten 
Subang ditargetkan dengan 5 (lima) indikator sasasaran. Adapun target ketiga 
sasaran dimaksud dan realisasi pencapaiannya disajikan di tabel berikut ini.  

 
Tabel 4.7  

KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH NASIONAL DI 
KABUPATEN SUBANG 

KEGIATAN STRATEGIS INFRASTRUKTUR JANGKA 
MENENGAH NASIONALS/D 

 

A. JALAN 

1. Pembangunan Jalan Akses Subang ke Tol Cikampek 
Palimanan 

B. PERHUBUNGAN LAUT 

1. Pembangunan Pelabuan Patimban 

C. SUMBER DAYA AIR 

1. Pembangunan Waduk Sadawarna bandung 

2. Pembangunan DI Sadawarna Subang, Indramayu 

3. Sodetan Sungai Cilamatan, Ds. Wansari Kec Cipunagara 

 

Sumber : Buku III RPJMN 2015-2019 

 
 

4.2.5 Penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023  

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 
merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta 
menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. 
Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi 
pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan 
pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 
difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka 
menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: 

 
“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin  dengan Inovasi dan 

Kolaborasi” 
 

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka 
ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018-2023, yaitu: 



Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Subang 2018-2023 

 

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah IV-43 

 

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa 
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan 

Produktif 
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis 

Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan 
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat 

yang Sejahtera Dan Adi 
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan 

Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi 
dan Kabupaten/Kota. 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki 
nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. 
Dengan demikian, prioritas pembangunan tahunan selama periode 
pembangunan jangka menengah Jawa Barat, meliputi: 

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia lahir 
dan batin.  

2. Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan 
penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.  

3. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi. 
4. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan public, Peningkatan 

kinerja Perangkat Daerah dan penegakan hukum. 

permasalahan Jawa Barat yang paling besar adalah ketimpangan dalam 
semua dimensi di Jawa Barat. Maka perencanaan pembangunan untuk lima 
tahun kedepan harus menyelesaikan ketimpangan dari segi layanan dan 
peradaban bagi Jawa Barat, khususnya di Jabar Selatan yang menjadi wilayah 
tertinggal. 

Selama 5 tahun kedepan ketimpangan wilayah akan diselesaikan 
Pemprov Jabar melalui akses. Pembangunan Bandara Sukabumi, Bandara 
Nusawiru yang akan dioptimalkan, reaktivasi kereta api dan pembangunan 
infrastruktur lainnya. 

Kabupaten Subang termasuk kedalam Wilayah Pengembangan (WP) 
Purwasuka, yaitu Kabupeten Subang sebagai simpul pendukung pengembangan 
PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, pertanian lahan basah berkelanjutan, 
industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan 
cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah, bisnis kelautan 
dan pertambangan mineral non-logam. 

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Subang di tahun 2017 lebih 
rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Laju pertumbuhan 
ekonomi di kabupaten dan Jawa Barat dari tahun 2014-2017 dapat dilihat di 
tabel berikut ini.  

 
Tabel 4.8  

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Subang dan Jawa Barat  
Tahun 2012-2017 (persen) 

N
o 

Daeah 2014 2015 2016* 2017** 

1 Provinsi Jawa Barat 5,09 5,05 5,66 5,29 

2 Kabupaten Subang 5,02 5,29 5,40 5,10 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 
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Nilai IPM Provinsi Jawa Barat periode 2012 sampai dengan 2016 selalu 
meningkat, namun berada pada posisi di bawah IPM Nasional. Pada tahun 2012 
IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 67,32 sementara IPM nasional mencapai 67,70. 
Angka IPM Provinsi Jawa Barat maupun nasional terus meningkat dari tahun ke 
tahun, masing-masing mencapai 70,69 dan 70,81 pada tahun 2017. 

 
Tabel 4.9  

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN SUBANG DAN  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012-2017 

N
o 

Daeah 2014 2015 2016* 2017** 

1 Kabupaten Subang 65,8 66,52 67,14 67,73 

2 Provinsi Jawa Barat 68,80 69,50 70,05 70,69 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 
Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara 

 
Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 

sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. 
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat cenderung 
mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017, TPT terendah mencapai 8,22 persen. 
TPT tertinggi tahun 2013 yang mencapai 9,22 persen. Dibandingkan dengan TPT 
nasional, maka TPT Jawa Barat berada pada posisi lebih tinggi.  Pada saat TPT 
nasional di tahun 2017 sebesar 5,50 persen, TPT Jawa Barat sebesar 8,22 
persen. 

 
Tabel 4.10  

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN SUBANG DAN  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012-2017 

N
o 

Daeah 2014 2015 2016* 2017** 

1 Provinsi Jawa Barat 8,45 8,72 8,89 8,22* 

2 Kabupaten Subang 6,74 10,04 n/a 70,69 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 
Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara 

 
4.2.6 Penelaahan RPJPD Kabupaten Subang 2005-2025 

Penelaahan RPJPD merupakan langkah utama dalam perumusan RPJMD 
mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 
(lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. RPJPD Kabupaten Subang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang 
Tahun 2005-2025. 

Isu strategis dalam dua puluh tahun (2005-2025) di Kabupaten Subang, 
yaitu: 

1. …. 
2. …. 
3. Dst.. 

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan 
dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal 
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dasar yang dimiliki, maka Visi pembangunan Kabupaten Subang Tahun 2005 - 
2025 adalah: 

 
“Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, 

Pariwisata, Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Religius serta 
Berbudaya melalui Pembangunan berbasis Gotong Royong Pada Tahun 

2025” 
 

keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 20 
tahun ke depan dengan penjelasan Visi sebagai berikut : 

1. Berwawasan Lingkungan : Pembangunan tersebut haruslah 
memperhatikan daya dukung lingkungan mengingat SDA sifatnya 
terbatas, sehingga rasionalisasi pemanfaatan SDA akan menjamin 
kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan 

3. Religius : Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Subang 
harus dilandasi dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan 
beragama yang beriman dan bertaqwa.  

4. Berbudaya : Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu 
meningkatkan kualitas masyarakat yang berbudaya sebagai prasyarat 
keberhasilan pembangunan yakni masyarakat yang berpendidikan, 
sehat, sejahtera, demokratis, dan menjunjung supremasi hukum. 

5. Gotong Royong : Sebagaimana paradigma baru pembangunan bahwa 
penyelenggaraan pembangunan daerah harus melibatkan semua 
komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat dan swasta) baik 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.  
Keterlibatan tersebut dilakukan untuk menggalang kebersamaan 
memecahkan berbagai permasalahan demi terwujudnya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Konsep Pembangunan yang dilaksanakan 
harus menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang memperhatikan nilai-
nilai sosial dan budaya, sehingga pihak pemerintah mampu 
mendorong dan meningkatkan kemampuan kreativitas serta prakarsa 
masyarakat dan dunia usaha dalam seluruh proses pembangunan. 
Oleh karena itu budaya gotong royong yang telah mengakar di 
masyarakat Subang akan senantiasa dikembangkan dalam upaya 
memecahkan permasalahan tersebut demi kemajuan dan 
kesejahteraan masyarakat Subang. 

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat 
tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang 
Kabupaten Subang tahun 2005-2025 sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Beriman 
dan Bertaqwa; adalah  upaya untuk mewujudkan masyarakat Subang 
yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berpendidikan, 
berbudaya, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing 

2. Mewujudkan Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata, 
Industri yang Berdaya Saing untuk Meningkatkan Perekonomian 
Daerah; adalah  upaya untuk mewujudkan Subang sebagai daerah 
agribinis, pariwisata dan industri yang berdaya saing dengan 
didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja 
yang berkualitas dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim 
investasi yang kondusif. Upaya tersebut selanjutnya diarahkan dalam 
rangka meningkatkan perekonomian yang tangguh untuk 
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kesejahteraan masyarakat Subang, menurunkan pengangguran dan 
mengentaskan kemiskinan. 

3. Mewujudkan Prasarana Wilayah yang Berkualitas; adalah  upaya 
untuk meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas dalam 
rangka  mendukung iklim investasi yang kondusif, menunjang 
perwujudan Subang sebagai daerah agribisnis, pariwisata dan 
industri, penanganan bencana alam serta pelayanan lainnya. 

4. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari; adalah  
upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya 
dukung lingkungan serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang 
serasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. 

5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik; adalah  
membangun kepemerintahan yang responsif, akuntabel, profesional, 
demokratis, kemitraan yang serasi, penciptaan stabilitas politik, 
konsisten dalam penegakan hukum, tidak melakukan KKN dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 
Subang Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan pembangunan dari RPJPD 
periode/tahap keempat (2018-2023). Pada tahap RPJMD ke-4 ini, 
pembangunan pendidikan di Kabupaten Subang diarahkan untuk mencapai 
Wajib Belajar 12 tahun atau setingkat SMA yakni mencapai 12,97 tahun  dan 
AMH diharapkan mencapai 97.8 persen. Selain itu, upaya  yang diharapkan 
dicapai di tahun 2025 Subang adalah mempertahankan kondisi bangunan 
SD/MI,   SMP dan SMA, serta penambahan sekolah setingkat SLTA/SMK masing-
masing 1 unit di 4 kecamatan. Pada periode ini diharakan kualitas pendidik di 
tingkat SD, SMP dan SMA sudah lebih baik sertfikasi kelayakan mengajar dan 
Kualifikasi Guru S1 di tingkat SD mencapai 100 persen, tingkat SLTP mencapai 
100 % dan SLTA mencapai 100 persen. Pendidikan formal ditandai dengan 
meningkatnya cakupan anak usia dini yang terserap di lembaga-lembaga PAUD 
menjadi 45 persen dan kecamatan bebas huruf menjadi 20 kecamatan. 

Selain keinginan tersebut diatas, lulusan sekolah diharapkan memiliki 
akhlak dan  kemampuan akademis yang baik, penguasaan bahasa asing serta 
untuk lulusan sekolah menengah terutama sekolah kejuruan diharapkan 
memiliki jiwa wirausaha yang mandiri. 

Pembangunan Bidang Kesehatan dilihat dari indikator Angka Harapan 
Hidup (AHH) yang pada tahun 2025  diharapkan mencapai  80 tahun.  Faktor – 
faktor tersebut secara  umum dijelaskan kedalam Indikator Makro dan Mikro 
capaian kinerja Kesehatan, diantaranya Angka Kematian Bayi di Kabupaten 
Subang pada tahun 2025 menurun menjadi 26/1000 KH. Dan pada periode ini 
status gizi buruk dan kurang menjadi 2 persen. 

Lingkungan hidup sehat merupakan salah satu faktor yang sangat 
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.  Pencapaian lingkungan sehat 
tersebut selain berupa fasilitasi fisik  dimana jamban keluarga tahun 2025 
sebesar 90 persen cakupan penggunaan air bersih mencapai 90 persen dan 
SPAL mencapai 80 persen.  Dari keberhasilan tersebut yang paling penting 
adalah upaya merubah perilaku hidup bersih dan sehat melalui pola 
pemberdayaan dan peran aktiv masyarakat, sehingga terwujudnya kemandirian 
masyarakat dalam bidang kesehatan, dimana diharapkan keluarga yang telah 
melakukan PHBS sekitar 90 persen.  
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Dari aspek ketersediaan sarana prasarana, Pemeirntah Kabupaten Subag 
telah mencukupi pemenuhan obat dan vaksin, dan dari sarana prasarana fisik 
puskesmas baik tahun 2025 diharapkan mencapai 97.5 persen, puskesmas 
pembantu kondisi baik mencapai 85 persen, polindes kondisi baik mencapai 75 
persen, dengan standar pelayanan puskemas diharapkan menjadi 70 persen, 
sedangkan untuk posyandu masih dilakukan melalui pemberian bantuan 
stimulan. 

Pembangunan ketenagakerjaan, pada periode ini masih sama dengan 
periode belumnya dilakukan melalui terobosan yang diharpkan mampu 
mengurangi permasalahan pengangguran melalui: live skill di semua SMK, 
peningkatan keterampilan kerja untuk menyiapkan jiwa wirausaha, 
transformasi tenaga kerja yang menguntungkan sebagaimana strategi 
agribinisnis serta penyiapan tenaga kerja bila ada investor. Diharapkan dengan 
strategi tersebut tingkat pengangguran di tahun 2025 menjadi 4 persen dengan 
TPAK sebesar 65 persen. 

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Subang diarahkan dalam 
mengatur komposisi penduduk, sehingga pada masa yang akan datang tidak 
terjadi ledakan usia produkif sementara kesempatan kerja masih rendah.  Untuk 
itu pada tahun 2025 LPP diharapkan mencapai angka 0,94 persen. 

Pembangunan ekonomi pada RPJMD ke 4 ini memilki tujuan yang sama 
dengan periode sebelumnya yakni : 

1. Menurunkan angka kemiskinan yang pada tahun 2025 menjadi 15 % 
2. Menurunkan tingkat pengangguran yang pada tahun 2025 menjadi 4 

% 
3. Meningkatnya PDRB (ADHK) yang pada tahun 2025 menjadi Rp. 13,2 

Trilliun 
4. Meningkatnya LPE yang pada tahun 2025 menjadi 6,28 %  
5. Meningkatnya PDRB perkapita (ADHB) yang pada tahun 2025 

menjadi Rp. 17,9 Juta 
6. Meningkatnya daya beli masyarat yang pada tahun 2025 menjadi Rp. 

703 ribu 

Para periode ini Pengembangan agribisnis diarahkan pada Pemantapan 
Agribisnis yang ditandai meluasnya jaringan bisnis.  Yang dilakukan melalui : 

1. Meningkatkan jumlah produk yang secara kualitas dan 
kesinambungan hasil sangat baik 

2. Pemantapan peluang pasar ke luar daerah 
3. Meluasnya sentra-sentra poduksi yang memenuhi standar pasar di 

luar darah  
4. Pada tahap ini pengusaha sudah mampu secara mandiri melakukan 

jaringan bisnis secara luas. 

Pengembangan Industri Fokus pengembangan industri pada tahap in 
diarahka pada peningkatan daya saing industri yang berorientasi pasar nasional 
bahkan ekspor serta mampu menciptakan kesempatan kerja dalam jumlah 
besar. Dan untuk tahun 2025 diharapkan nilai ekspor berkembang menjadi Rp. 
91 Milyar, nilai produksi IKM dan Rumah tangga menjadi 250 Milyar dan nilai 
produksi Industri Besar sebesar  Rp. 1,13 Trilliun. 

Pengembangan Pariwisata pada periode ini diarahkan dalam rangka 
peningkatan keunggulan pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang 
unik, tradisoinal dan mencerminkan jati diri kabupaten Subang yang berakar 
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pada alam, seni dan budaya. Serta melalui peningkatan kinerja objek dan daya 
tarik wisata yang berdaya saing dan memanfaatkan sumber daya secara 
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga di tahun 2025 Jumlah 
Wisnu menjadi 7,3 Juta dan Wisman menjadi 83 ribuan. 

Infrastruktur wilayah Dan pada RPJMD ke-4 ini pembangunan 
infrastruktur diarahkan selain penunjang perekoomian dan pelayanan tetapi 
juga diharapkan akan mendukung core busines lainnya dalam hal ini industri 
dan pariwisata.  Untuk itu sasarannya adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Kondisi Baik dan Sedang pada Ruas Jalan Kabupaten 
menjadi 80 persen; 

2. Meningkatnya Kondisi Jembatan pada Ruas Jalan Kabupaten; 
3. Meningkatnya Kondisi Jalan menuju obyek wisata dan kawasan 

industri; 
4. Meningkatnya Cakupan layanan irigasi dengan kondisi baik menjadi 

87 persen;  
5. Meningkatnya Cakupan jaringan air bersih menjadi 98 persen; 
6. Meningkatnya Kondisi Jalan dan Jembatan Desa;  
7. Meningkatnya cakupan pelayanan PJU; 
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Bangunan Umum dan 

Bangunan Pemerintahan; 
9. Meningkatnya cakupan pelayanan sampah; 
10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Kondisi Drainase; 
11. Meningkatnya kondisi jalan lingkungan; 
12. Semua masyarakat telah menikmati sambungan listrik. 
Upaya meningkatkan daya dukung lingkungan ditandai dengan 

semakin efektif dan efisiennya sistem pengelolaan sumber daya alam dan 
pelestarian fungsi lingkungan. Adapun target indikator lingkungan dan tata 
ruang di Tahun 2025 adalah sebagai berikut : 

1. Luas Lahan kritis menjadi 1500 ha; 
2. Luas  Hutan menjadi 22 persen; 
3. Daerah rawan banjir dengan genangan air mencapai 100 ha; 
4. Luas rawan kekeringan menjadi 100 - an ha; 
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan; 
6. Semakin rendahnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan; 
7. Pemanfaatan ruang sesuai tata ruang mencapai 80 persen. 

Dari aspek tata kelola kepemerintahan, hasil yang diharapkan pada tahap 
ke empat RPJPD ini adalah sebagai berikut :  

1. Partisipasi. Mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dan 
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan 
yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pada tahap ini ditandai 
dengan semakin berkurangnya hak suara yang golput, serta 
semakin optimalnya masyarakat yang berpatisipasi dalam 
pembangunan baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan maupun 
pengawasan sesuai fungsinya; 

2. Penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil bagi semua pihak 
tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan 
nilai yang hidup dalam masyarakat serta tidak melakukan KKN. 
Pada tahap ini ditandai dengan semakin berkurangnya kasus-kasus 
dugaan Korupsi, serta ganguan keamanan dan ketertiban lainya; 
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3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara 
pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi. Pada 
tahap ini ditandai dengan semakin efektifnya berbagai sosialisasi 
yang berkaitan dengan Peraturan-peraturan Daerah serta kebijakan 
strategis lainnya; 

4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pada tahap ini 
ditandai dengan terciptanya keadilan dan kesejahteraan  bagi 
masyarakat;  

5. Daya Tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara 
pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. Pada tahap 
ini ditandai dengan semakin responnya penyelenggara 
pemerintahan terhadap permasalahan masyarakat; 

6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi. misi 
dan strategi yang jelas dengan mengikutsertakan warga dalam 
seluruh proses pembangunan. Pada tahap ini ditandai dengan 
tersedianya dokumen perencanaan daerah dan SKPD yang 
partisipatif; 

7. Akuntabilitas.  Meningkatkan akuntabilitas para pengambil 
keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan 
masyarakat luas. Pada tahap ini ditandai dengan meningkatnya 
kualitas pengambil keputusan secara jelas dan terukur; 

8. Pengawasan. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan 
mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat. Pada tahap ini 
ditandai dengan semakin optimalnya  masyarakat yang 
berpatisipasi dalam pengawasan penyelengaraan pemerintahan dan 
pembangunan sesuai fungsinya serta meningkatnya auditor menjadi 
40 orang; 

9. Efisiensi dan efektif. Menjamin terselenggaranya pelayanan 
kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang 
tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Pada tahap ini 
ditandai dengan semakin efektif dan efisiennya sumber daya yang 
digunakan bagi kepentingan masyarakat;  

10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral 
penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan 
yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. Pada tahap 
ini ditandai dengan semakin meningkatnya profesionalisme dan 
kinerja penyelenggara pemerintahan dalam melayani masyarakat 
yang ditunjang oleh peningkatan sarana penunjang pelayanan 
kepada masyarakat. 

 
4.2.7 Penelaahan RTRW Kabupaten Subang 2011-2031 

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Subang mengacu pada arahan 
kebijakan pembangunan serta permasalahan wilayah yang dihadapi baik dalam 
lingkup eksternal maupun internal.  

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Subang yang hendak 
diwujudkan melalui RTRW Kabupaten Subang ini adalah: “..Mewujudkan 
kabupaten sebagai daerah agribisnis, pariwisata, serta industri pengolahan yang 
berwawasan lingkungan, berkelanjutan, serta mengoptimalkan potensi 
pegunungan, pedataran, dan pesisir…” 
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Berikut ini akan dibahas lebih detail mengenai kebijakan dan strategi 
pemanfaatan ruang yang erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan. 

1. Pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis; 
2. Pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan serta 

pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir; 
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan 

berwawasan lingkungan; 
4. Pemantapan kawasan pertanian beririgasi teknis; 
5. Pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan;  
6. Peningkatan layanan sarana prasarana wilayah ; 
7. Pemantapan fungsi kawasan lindung; 
8. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara; 
9. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumber daya alam. 

Masing-masing kebijakan selanjutnya akan dijabarkan kedalam strategi 
penataan ruang yang merupakan arahan strategis pelaksanaan kebijakan 
sebagaimana dimaksud. 

1. Strategi Pengembangan Sistem Dan Sarana Prasarana Agribisnis 

Strategi Pengembangan sistem dan sarana prasarana agribisnis pada 
intinya diarahkan pada upaya-upaya: 

a. Mengembangkan Kawasan Agropolitan Dan Minapolitan; 
b. Mendorong Investasi Di Bidang Agribisnis; 
c. Mengembangkan Sistem Informasi Pasar Dan Komoditas; 
d. Menetapkan Kesesuaian Dan Produktivitas Lahan Budidaya 

Pertanian; 
e. Mengembangkan Sarana Prasarana Kegiatan Agribisnis. 

2. Strategi Pemantapan Kawasan Peruntukan Pariwisata Pegunungan 
Serta Pengembangan Potensi Pariwisata Wilayah Tengah Dan Pesisir. 
Strategi pemantapan kawasan peruntukan pariwisata pegunungan 
serta pengembangan potensi pariwisata wilayah tengah dan pesisir 
diarahkan pada upaya-upaya : 

a. Meredistribusi Obyek Wisata Kawasan Pegunungan; 
b. Mengembangkan Wisata Berwawasan Lingkungan; 
c. Meningkatkan Promosi Kegiatan Pariwisata Pada Obyek Yang 

Belum Berkembang; 
d. Mengembangkan Prasarana Jalan Penghubung Antara Obyek 

Wisata Dengan Jalan-Jalan Utama; 
e. Mengembangkan Prasarana Dasar Di Seluruh Obyek Wisata; 
f. Meningkatkan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya Yang 

Diintegrasikan Dengan Obyek Wisata Minat Khusus Dan 
Pendidikan; 

g. Memprioritaskan  Pengelolaan Lingkungan Kawasan Wisata. 

3. Strategi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Pengolahan 
Berwawasan Lingkungan. 

Strategi Pengembangan kawasan peruntukan industri 
pengolahan berwawasan lingkungan diarahkan pada upaya-

upaya : 

a. Mengalokasikan Lahan Peruntukan Industri Pada Daerah 
Kurang Produktif Dan Akses Transportasinya Baik ; 
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b. Mendorong Berdirinya Kawasan Industri Dengan 
Mengoptimalkan Zona Industri Yang Telah Ada; 

c. Mendorong Pengembangan Infrastruktur Penunjang Pada 
Kawasan Peruntukan Industri; 

d. Meningkatkan Rth Kawasan Peruntukan Industri; 
e. Mengembangkan Model Taman Industri; 
f. Meningkatkan Kinerja Pemenuhan Baku Mutu Limbah Industri 

Dan Operasional Dokumen Pengelolaan Lingkungan Industri;  
g. Menjalankan Penegakan Hukum Lingkungan; 
h. Meningkatkan Transparansi Dan Efisiensi Pelayanan Perizinan. 

4. Strategi Pelestarian Kawasan Pertanian Beririgasi Teknis 

Strategi pelestarian kawasan pertanian beririgasi teknis diarahkan 
pada upaya-upaya : 

a. Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 
b. Menjaga Serta Meningkatkan Ketersediaan Air Untuk Sistem 

Irigasi; 
c. Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pada Kawasan Pertanian; 
d. Mengarahkan Pembangunan Fisik Konstruksi Bangunan; 
e. Menyiapkan Sdm Pengawas Dalam Mengarahkan Pemanfaatan 

Ruang Pada Kawasan Pertanian Beririgasi Teknis. 

5. Strategi Pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan  
Strategi Pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perkotaan 
diarahkan pada upaya-upaya: 

a. Menetapkan Kawasan Perkotaan Kecamatan Wilayah Tengah 
Kabupaten Sebagai  Pusat Pertumbuhan Permukiman 
Perkotaan; 

b. Menyiapkan Kasiba Dan Lisiba Kawasan Perkotaan Pada 
Kecamatan Wilayah Tengah Kabupaten; 

c. Meningkatkan Prasarana Lingkungan Permukiman Yang Sudah 
Terbangun;  

d. Mendorong Investasi Perdagangan Dan Jasa Di Empat Kawasan 
Perkotaan Wilayah Tengah Kabupaten Sesuai Dengan Fungsi 
Kawasan . 

6. Strategi Peningkatan Layanan Sarana Prasarana Wilayah  
Strategi Peningkatan layanan sarana prasarana wilayah diarahkan 
pada upaya-upaya : 

a. Mengembangkan Keterkaitan Antar Pusat Pelayanan Secara 
Fungsional 

b. Mengembangkan Dan Meningkatkan Fungsi Kota Kecil Dan 
Perdesaan  

c. Mengembangkan Jaringan Prasarana Utama 
d. Memperluas Cakupan Pelayanan Prasarana Lainnya. 

7. Strategi Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung 
Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung diarahkan pada upaya-
upaya :  

a. Mengendalikan Kegiatan Budidaya Di Atas Kawasan Lindung 
Yang Mengganggu Fungsi Lindung; 
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b. Memulihkan Bagian Kawasan Lindung Yang Telah Mengalami 
Kerusakan; 

c. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat; 
d. Menetapkan Deliniasi Daerah Sempadan Sungai Dan Situ. 

8. Strategi Pengoptimalan Potensi Lahan Budidaya Dan Sumberdaya 
Alam. 

Strategi peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan 
negara diarahkan pada upaya-upaya : 

a. Meningkatkan Prasarana Jaringan Transportasi;  
b. Mengembangkan Perekonomian Pada Kawasan Budidaya 

Wilayah Tertinggal; 
c. Meningkatkan Akses Kawasan Budidaya Ke Jaringan Jalan 

Arteri Dan Jalan Kolektor; 
d. Mengembangkan Sarana Dan Jaringan Prasarana Wilayah 

Pendukung; Dan   
e. Meningkatkan Produktivitas Dan Komoditas Unggulan. 

9. Strategi Peningkatan Fungsi Pertahanan dan Keamanan Negara  
Strategi peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara 
diarahkan pada upaya-upaya : 

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan 
keamanan; 

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam 
dan disekitar kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan 
keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; 

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan 
budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis dengan 
fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona 
penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan 
kawasan budidaya terbangun; dan 

d. Menjaga Dan Memelihara Aset-Aset Pertahanan Dan 
Keamanan Negara. 
 

4.2.8 Penelaahan RPJMD Daerah Lain  

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah 
lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah 
dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah Provinsi Jawa Barat yang 
memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan 
pembangunan daerah. 

 
Tabel 4.11  

IDENTIFIKASI RPJMD DAERAH LAIN 

No Daerah Lain 
Periode 
RPJMD 

Kebijakan Terkait Keterangan 

1 Purwakarta 2018-2023 Visi: 
Terwujudnya Masyarakat 
Sumedang yang Sejahtera, 
Agamis, Maju, Profesional, 
dan Kreatif (SIMPATI) 
Pada Tahun 2023” 
Misi 

Rancangan Akhir 
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No Daerah Lain 
Periode 
RPJMD 

Kebijakan Terkait Keterangan 

1. Memenuhi kebutuhan 
dasar secara mudah dan 
terjangkau untuk 
kesejahteraan 
masyarakat. 

2. Menguatkan norma 
agama dalam tatanan 
kehidupan sosial 
masyarakat dan 
pemerintahan. 

3. Mengembangkan wilayah 
ekonomi didukung
 dengan peningkatan 
infrastruktur dan
 daya dukung 
lingkungan serta 
penguatan budaya dan 
kearifan lokal. 

4. Menata birokrasi 
pemerintah yang 
responsif dan 
bertanggung jawab secara 
profesional dalam 
pelayanan masyarakat. 

5. Mengembangkan sarana 
prasarana dan sistem 
perekonomian yang 
mendukung kreativitas
 dan inovasi 
masyarakat Kabupaten
 Sumedang 

Arah Kebijakan 
  

 
2 Indramayu  Visi: 

‘Terwujudnya Masyarakat 
Indramayu Yang Religius, 
Maju, Mandiri, dan Sejahtera 
Serta Terciptanya 
Keunggulan Daerah’ 
Misi 
1. Meningkatkan Kualitas 

Sumber Daya Manusia 
Berbasis Ajaran Agama, 
Ilmu Pengetahuan, 
Teknologi (IPTEK) Dan 
Budaya Lokal; 

2. Meningkatkan 
Kemakmuran Masyarakat 
Melalui Penguatan 
Lembaga Ekonomi 
Kerakyatan Serta 
Keserasian Industri Dan 
Pertanian 

3. Mengembangkan Infra 
Struktur Wilayah Dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Secara Selaras, Lestari 
Dan Optimal 

4. Meningkatkan Peran 
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No Daerah Lain 
Periode 
RPJMD 

Kebijakan Terkait Keterangan 

Masyarakat Dalam 
Mewujudkan Keunggulan 
Daerah Yang Berbasis 
Kearifan Lokal 

5. Mengembangkan 
Reformasi Birokrasi, 
Dengan Mewujudkan 
Pemerintahan Yang 
Bersih, Profesional Dan 
Mengayomi Rakyat 

6. Menguatkan Peran 
Pemerintahan Desa 
Dalam Pemberdayaan 
Masyarakat 

7. Meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah 

Arah Kebijakan 
 

3 Purwakarta  Visi: 
"MEWUJUDKAN 
PURWAKARTA ISTIMEWA” 
Misi : 

1. Meningkatkan 
Kualitas Pendidikan, 
Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial; 

2. Meningkatkan Tata 
Kelola Pemerintahan 
Yang Baik, Bersih 
dan Profesional; 

3. Mewujudkan 
Pembangunan 
Infrastruktur dan 
Pengembangan 
Pariwisata 
Berwawasan 
Lingkungan yang 
Berkelanjutan; 

4. Mewujudkan 
Perekonomian 
Rakyat Berbasis 
Desa;  

Arah Kebijakan 
 

 

     

Sumber; Purwakarta, Indramayu, Kerawang 

 
4.2.9 Penelaahan KLHS RPJMD  

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS adalah rangkaian 
analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa 
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 
Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan 
telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Kabupaten Subang, 
dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan 
rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. 
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A. Analisis Kondisi Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan 

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pilar pembangunan 
sosial memiliki 5 tujuan (Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5) 46 target dan 144 indikator 
yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah. Dari 144 indikator tersebut, yang merupakan kewengangan 
Kabupaten Subang hanya 96 indikator dengan rincian: 24 indikator pada tujuan 
1, 11 indikator pada tujuan 2, 34 indikator pada tujuan 3, 13 indikator pada 
tujuan 4 dan 14 indikator pada tujuan 5. Ketercapaian Kabupaten Subang dalam 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Pembangunan Ekonomi dijelaskan 
dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.12  
KETERCAPAIAN INDIKATOR TPB KABUPATEN SUBANG (2017) PILAR 

PEMBANGUNAN SOSIAL 

No Tujuan 
Indikator 

TPB 

Pencapaian Indikator TPB 

Tercapai 
Tidak 

Trcapai 
Tidak ada 

Data 

Belum 
Dilaksanak

an 

 
Mengakhiri Kemiskinan dalam 
Segala Bentuk Dimanapu 

24 13 1 6 4 

 

Menghilangkan Kelaparan, 
Mencapai Ketahanan Pangan 
dan Gizi yang Baik, serta 
Meningkatkan Pertanian 
Berkelanjutan 

11 2 4 5 0 

 

Menjamin Kehidupan yang 
Sehat dan Meningkatkan 
Kesejahteraan Seluruh 
Penduduk Semua Usia 

34 9 5 16 4 

 

Menjamin Kualitas Pendidikan 
yang Inklusif dan Merata serta 
Meningkatkan Kesempatan 
Belajar Sepanjang Hayat untuk 
Semua 

13 0 6 5 2 

 
Mencapai Kesetaraan Gender 
dan Memberdayakan Kaum 
Perempuan 

14 2 2 7 3 

       

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Subang, 2019 

 
Pilar Pembangunan Ekonomi berdasarkan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan memiliki 5 tujuan (tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17), 54 target dan 135 
indikator yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah. Dari 135 indikator tersebut, yang merupakan 
kewengangan Kabupaten Subang hanya 61 indikator dengan rincian: 2 indikator 
pada tujuan 7, 19 indikator pada tujuan 8, 13 indikator pada tujuan 9, 11 
indikator pada tujuan 10 dan 16 indikator pada tujuan 17. Ketercapaian 
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Kabupaten Subang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar 
Pembangunan Ekonomi dijelaskan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4.13  
KETERCAPAIAN INDIKATOR TPB KABUPATEN SUBANG (2017) PILAR 

PEMBANGUNAN EKONOMI 

No Tujuan 
Indikator 

TPB 

Pencapaian Indikator TPB 

Tercapai 
Tidak 

Trcapai 
Tidak ada 

Data 

Belum 
Dilaksanak

an 

 

Menjamin Akses Energi yang 
Terjangkau, Andal, 
Berkelanjutan dan Modern 
untuk Semua 

2 0 0 0 2 

 

Meningkatkan Pertumbuhan 
Ekonomi yang Inklusif dan 
Berkelanjutan, Kesempatan 
Kerja yang Produktif dan 
Menyeluruh, serta Pekerjaan 
yang Layak untuk Semua 

19 6 0 11 2 

 

Meningkatkan Pertumbuhan 
Ekonomi yang Inklusif dan 
Berkelanjutan, Kesempatan 
Kerja yang Produktif dan 
Menyeluruh, serta Pekerjaan 
yang Layak untuk Semua 

13 3 0 9 1 

 
Mengurangi Kesenjangan 
Intra- dan Antarnegara 

11 4 1 4 2 

 

Menguatkan Sarana 
Pelaksanaan dan 
Merevitalisasi Kemitraan 
Global untuk Pembangunan 
Berkelanjuta 

16 1 11 0 4 

       

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Subang, 2019 
 

Pilar Pembangunan Lingkungan berdasarkan Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan memiliki 6 tujuan (tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15), 54 target dan 
138 indikator yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah. Dari 138 indikator tersebut, yang merupakan 
kewengangan Kabupaten Subang hanya 42 indikator dengan rincian: 18 
indikator pada tujuan 6, 13 indikator pada tujuan 11, 5 indikator pada tujuan 12, 
2 indikator pada tujuan 13 dan 4 indikator pada tujuan 15. Ketercapaian 
Kabupaten Subang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar 
Pembangunan Lingkungan dijelaskan dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.14  
KETERCAPAIAN INDIKATOR TPB KABUPATEN SUBANG (2017) PILAR 

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN 

No Tujuan 
Indikator 

TPB 

Pencapaian Indikator TPB 

Tercapai 
Tidak 

Trcapai 
Tidak ada 

Data 

Belum 
Dilaksanak

an 

 
Menjamin Ketersediaan serta 
Pengelolaan Air Bersih dan 
Sanitasi yang Berkelanjutan 

18 3 2 6 7 

 
Menjadikan Kota dan 
Permukiman Inklusif, Aman, 
Tangguh dan Berkelanjutan 

13 3 0 8 2 

 
Menjamin Pola Produksi dan 
Konsumsi yang Berkelanjutan 

5 0 2 1 2 

 
Mengambil Tindakan Cepat 
untuk Mengatasi Perubahan 
Iklim dan Dampaknya 

2 0 0 1 1 

 

Melindungi, Merestorasi dan 
Meningkatkan Pemanfaatan 
Berkelanjutan Ekosistem 
Daratan, Mengelola Hutan 
secara Lestari, Menghentikan 
Penggurunan, Memulihkan 
Degradasi Lahan, serta 
Menghentikan Kehilangan 
Keanekaragaman Hayati 

4 2 0 1 1 

       

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Subang, 2019 
 

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola berdasarkan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan memiliki 1 tujuan yakni tujuan 6, 12 target dan 52 
indikator yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah. Dari 52 indikator tersebut, yang merupakan 
kewengangan Kabupaten Subang hanya 21 indikator. Ketercapaian Kabupaten 
Subang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Pembangunan Hukum 
dan Tata Kelola dijelaskan dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.15  
KETERCAPAIAN INDIKATOR TPB KABUPATEN SUBANG (2017) PILAR 

PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA 

No Tujuan 
Indikator 

TPB 

Pencapaian Indikator TPB 

Tercapai 
Tidak 

Trcapai 
Tidak ada 

Data 

Belum 
Dilaksanak

an 

 

Menguatkan Masyarakat yang 
Inklusif dan Damai untuk 
Pembangunan Berkelanjutan, 
Menyediaan Akses Keadilan 
untuk Semua, dan Membangun 
Kelembagaan yang Efektif, 
Akuntabel, dan Inklusif di 
Semua Tingkatan 

21 4 2 13 2 

       

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Subang, 2019 
 

B. Perumusan Skenario Dan Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan  

1) Pilar Pembangunan Sosial 
Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan merupakan arahan 

rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Subang. Rekomendasi dan 
pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan 
pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat 
dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi bupati 
terpilih Kabupaten Subang. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian 
ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. 
Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam 
Pilar pembangunan Sosial disajikan pada tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.16  

REKOMENDASI PROGRAM DAN SASARAN PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL 

Tujuan Target 
Rekomendasi 

Program Sasaran 

3. Menjamin Kehidupan 
yang Sehat dan 
Meningkatkan 
Kesejahteraan Seluruh 
Penduduk Semua Usi 

3.7. Pada tahun 2030, 
menjamin akses universal 
terhadap layanan 
kesehatan seksual dan 
reproduksi, termasuk 
keluarga berencana, 
informasi dan pendidikan, 
dan integrasi kesehatan 
reproduksi ke dalam 

1. Program Obat dan 
Perbekalan Kesehatan 

2. Program peningkatan 
keselamatan Ibu 
melahirkan dan anak 

1. Meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat 

2. Meningkatnya 
perlindungan terhadap 
perempuan dan anak 

4. Menjamin Kualitas 
Pendidikan yang Inklusif 
dan Merata serta 
Meningkatkan Kesempatan 
Belajar Sepanjang Hayat 
untuk Semua 

4.1. Pada tahun 2030, 
menjamin bahwa semua 
anak perempuan dan 
lakilaki menyelesaikan 
pendidikan dasar dan 
menengah tanpa dipungut 
biaya, setara, dan 
berkualitas, yang mengarah 
pada capaian pembelajaran 
yang relevan dan efektif. 

1. Program Manajemen 
Pelayanan Pendidika 

2. Program Peningkatan 
Mutu Pelayanan BLUD 

3. Program Pengembangan 
Unggulan Mutu 
Kependidika 

4. Program Peningkatan 
Kualitas dan 
Produktivitas Tenaga 
Kerja 

1. Meningkatnya derajat 
pendidikan 

2. Meningkatnya 
pelayanan pendidikan 
dasar pendidikan 

    

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Subang 2019 
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2) Pilar Pembangunan Ekonomi 
Program program Pilar Pembangunan Ekonomi yang direkomendasikan 

ialah pro gram yang yang dalam targetnya telah terskenariokan untuk 
ditambahkan. Setelah dilakukan identifikasi, maka diketahui beberapa target 
yang perlu ditambahkan dalam bentuk program dengan uraian seperti pada 
tabel di bawah ini: (yg ditambahkan aja) 

 
Tabel 4.17  

REKOMENDASI PROGRAM DAN SASARAN PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI 

Tujuan Target 
Rekomendasi 

Program Sasaran 

Mengurangi Kesenjangan 
Intra- dan Antarnegara 

Pada tahun 2030, secara 
progresif mencapai dan 
mempertahankan 
pertumbuhan pendapatan 
penduduk yang berada di 
bawah 40% dari populasi 
pada tingkat yang lebih 
tinggi dari ratarata 
nasional. 

Program peningkatan 
modal sektor mandiri 
untuk peningkatan 
pendapatan 

Nilai investasi modal 
mandiri 

    

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Subang 2019 

 
3) Pilar Pembangunan Lingkunga 
Rekomendasi dan pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan 

berkelanjutan dikhususkan pada target-target tujuan pembangunan 
berkelanjutan yang hanya termuat dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu 
strategis atau visi misi bupati terpilih Kabupaten Subang. Dengan kata lain 
rekomendasi dan pengintegrasian ini untuk target-target yang termasuk dalam 
skenario “ditambahkan”. Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan 
pembangunan berkelanjutan dalam Pilar pembangunan Lingkungan disajikan 
pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.18  

REKOMENDASI PROGRAM DAN SASARAN PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN 

Tujuan Target 
Rekomendasi 

Program Sasaran 

6. Menjamin Ketersediaan 
serta Pengelolaan Air 
Bersih dan Sanitasi yang 
Berkelanjutan 

6.5. Pada tahun 2030, 
menerapkan pengelolaan 
sumber daya air terpadu di 
semua tingkatan, termasuk 
melalui kerjasama lintas 
batas yang tepat. 

 

 

1. Program pengembangan 
kinerja pengolahan air 
minum dan air limbah 

2. Program pembangunan 
Jaringan Air Bersih/ 
Minum 

3. Program pembangunan 
sarana dan prasarana air 
bersih perdesaan 

 

 

Meningkatnya akses 
masyarakat terhadap air 
bersih 

12. Menjamin Pola 
Produksi dan Konsumsi 
yang Berkelanjutan 

12.4. Pada tahun 2020 
mencapai pengelolaan 
bahan kimia dan semua 
jenis limbah yang ramah 
lingkungan, di sepanjang 
siklus hidupnya, sesuai 
kerangka kerja 
internasional yang 
disepakati dan secara 

1. Program pengembangan 
kinerja pengolahan air 
minum dan air limbah 

2. Program Perlindungan 
dan Konservasi  Sumber 
Daya Alam 

3. Program Pengembangan 
Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

Penanganan Sampah 
Perkotaan. 
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signifikan mengurangi 
pencemaran bahan kimia 
dan limbah tersebut ke 
udara, air, dan tanah untuk 
meminimalkan dampak 
buruk terhadap kesehatan 
manusia dan lingkungan. 

    

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Subang 2019 

 
4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 
Rekomendasi dan penginterasian tujuan pembangunan berkelanjutan 

khususnya Pilar pembangunan hukum dan tata kelola didasarkan pada analisis 
pada Sub bab 5.1.4. Rekomendasi yang dimaksud merupakan arahan 
rekomendasi program dan sasaran yang perlu dimuat dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Subang. Rekomendasi dan 
pengintegrasian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dikhususkan 
pada target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang hanya termuat 
dalam salah satu prioritas unggulan yaitu isu strategis atau visi misi bupati 
terpilih Kabupaten Subang. Dengan kata lain rekomendasi dan pengintegrasian 
ini untuk target-target yang termasuk dalam skenario “ditambahkan”. 
Rekomendasi dan pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam 
Pilar pembangunan hukum dan tata kelola disajikan pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.19  

REKOMENDASI PROGRAM DAN SASARAN PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN 
TATA KELOLA 

Tujuan Target 
Rekomendasi 

Program Sasaran 

16. Menguatkan 
Masyarakat yang Inklusif 
dan Damai untuk 
Pembangunan 
Berkelanjutan, Menyediaan 
Akses Keadilan untuk 
Semua, dan Membangun 
Kelembagaan yang Efektif, 
Akuntabel, dan Inklusif di 
Semua Tingkatan 

16.9. Pada tahun 2030, 
memberikan identitas yang 
sah bagi semua, termasuk 
pencatatan kelahiran 

1. Program Peningkatan  
sarana dan prasarana 
penunjang pelayanan di 
kantor dan di lapangan. 

2. Program pangadaan 
sarana dan prasarana 
maupun untuk 
pelayanan baik tingkat 
Dinas maupun pelayanan 
keliling (tingkat 
kecamatan dan desa). 

Meningkatnya pelayanan 
administrasi masyarakat 

    

Sumber : KLHS RPJMD Kab. Subang 2019 

 
4.2.10 TPerumusan Isu-Isu Strategis Kabupaten Subang Tahun 2018-2023. 

Berdasarkan hasil indentifikasi terhadap isu international, nasional, 
provinsi serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Subang, maka 
ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Subang 
sebagai berikut: 

 
1. Peningkatan kualitas pendidikan. 

Pendidikan merupakan upaya yang strategis dalam pengembangan 
sumberdaya manusia (SDM) sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan 
nasional. Pada dasarnya pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga 
negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan 
minat dan bakat potensi yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status 
ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Kesempatan untuk memperoleh 
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pendidikan yang bermutu akan berimplikasi terhadap lahirnya masyarakat yang 
memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong keberlanjutan pembangunan 
bangsa dan negara kearah kemajuan dan kemakmuran. Pengembangan SDM 
juga tidak akan lepas dari pengembangan spiritualitas warganya. 

Menurunnya Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SD/MI/Paket A, 
Menurunnya Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP/MI/Paket B, 
Menurunya Rata-Rata Nilai UN di tahun 2017 dan Angka Melanjutkan Sekolah 
pada jenjang SMP/MTs Ke SMA/SMK juga mengalami penurunan harus menjadi 
fokus pemerintah daerah dalam pembangunan lima tahun kedepan. 

2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 
Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, 

maupun sosial yang memungkinkan setiap penduduk untuk hidup produktif 
secara sosial dan ekonomis. Dalam kehidupan masyarakat secara perseorangan 
maupun kelompok, kesehatan menjadi salah satu sektor yang sangat penting 
karena dapat mempengaruhi aktivitas keseharian yang mendukung 
terwujudnya kehidupan layak bagi masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat 
kemudian menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas suatu wilayah. 
Derajat kesehatan diukur dalam suatu indikator indeks kesehatan yang terdiri 
atas variabel mortalitas, morbiditas, serta fertiilitas. 

Meningkatnya kasus kematian ibu dan bayi sebagai indikator utama 
indek kesehatan menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dalam 
pembagunan lima tahun kedepan.  

3. Optimalisasi infrastruktur dan pengendalian penataan ruang serta 
pemerataan pembanguna pedesaan. 

Penataan ruang merupakan salah satu akar permasalahan di semua 
aspek. Peraturan mengenai penggunaan lahan, penempatan lokasi industri 
menjadi hal utama yang harus diprioritaskan untuk menjalankan fungsi lainnya. 
Adanya Pelabuhan Patimban di utara menjadikan revisi zonasi RTRW dan RUTR 
menjadi hal yang harus segera dilakukan. 

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi 
barang dana mobilitas penumpang yang berkembang dengan sangat dinamis. 
Disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan 
baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan 
keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung 
tercapainya pembangunan menuju terwujudnya kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat Subang sebagaimana diamanahkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945. Namun dalam kenyataanya kondisi infrastuktur  di 
Kabupaten Subang masih jauh dari yang di harapkan. Kondisi tersebut di 
sebabkan oleh adanya permasalahan yang di tandai persentase ruas jalan 
kabupaten dalam kondisi baik mencapai 50,77 persen di tahun 2017. Lebih dari 
50 persen kondisi jembatan dalam kondisi rusak, belum lengkapnya sarana 
prasarana perhubungan, dan terdapat drainase jalan provinsi di kawasan 
perkotaan dengan kondisi yang kurang optimal dalam mengalirkan air limpasan 
yang mengakibatkan genangan dan memicu banjir di dalam kota. 

Terjadi kerusakan lingkungan di kawasan sumber air, Kurang pedulinya 
masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang saluran induk drainase 
terhadap kebersihan saluran. dan Terjadi penurunan kemampuan daya tampung 
waduk, bendung maupun embung dibeberapa tempat yang disebabkan oleh 
pengaruh sedimentasi yang berakibat pada pendangkalan. Hal tersebut 
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mengakibatkan penurunan potensi sumber air baku dalam penyediaan air 
bersih dan terjadinya banjir di wilayah Kabupaten Subang. 

Bidang perumahan dan kawasan pemukiman juga harus menjadi fokus 
perhatian pemerintah daerah. Hal ini di tandai oleh tidak tercapainya target 
indikator-indikator kinerja bidang perumahan dan pemukiman, hal tersebut 
disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dibandingkan dengan luas 
wilayah Kabupaten Subang yang cukup luas, keterbatasan sumber pendanaan 
sektor perumahan dan permukiman menjadi titik krusial untuk 
mengembangkan program/kegiatan yang efektif dan efisien, serta belum 
optimalnya penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan, 
saling mendukung dan terpadu secara sosial, ekonomi dan lingkungan baik di 
perkotaan maupun di perdesaan, saling keterkaitan antar kawasan. 

4. Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. 
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang mengalami perlambatan hal 

ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; Belum adanya standar mutu 
produk IKM/ UKM yang sesuai dengan tuntutan zaman dan konsumen serta 
Kurangnya promosi Produk IKM/UKM. Selain itu terjadinya penurunan realisasi 
penanaman modal asing yang disebabkan oleh rendahnya tindak lanjut 
investasi. 

Di sektor pertanian semakin rendahnya minat masyarakat khususnya 
generasi muda untuk menjadi pelaku pembangunan pertanian yang diakibatkan 
oleh kurang menariknya sektor pertanian jika dilihat dari aspek ekonomi dan 
sosial kultural sehingga sulit mencari tenaga kerja saat musim tanam dan panen. 
Rendahnya efesiensi pembangunan pertanian, kesuburan tanah yang semakin 
berkurang, sempitnya aksebilitas petani sampai dengan anomali iklim yang 
menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian dan gagal panen menjadi 
fakot-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di kabupaten subang. 

Pada bidang ketahanan pangan masih terdapat beberapa masalah, seperti 
belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan pangan, belum optimalnya 
pemanfaatan sumber daya pangan lokal serta belum optimalnya pengembangan 
sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan (yang meliputi aspek input, 
ketersediaan, distribusi dan konsumsi). 

Sektor perternakan secara umum perkembangan produksi hasil ternak di 
Kabupaten Subang selama 3 tahun terakhir menunjukkan rata-rata 
pertumbuhan yang positif sebesar 4,54 persen untuk produksi daging, produksi 
telur menunjukkan rata-rata pertumbuhan 3.29 persen dan untuk produksi susu 
menunjukkan pertumbuhan negatif di tahun 2016 sebesar -1,70 persen. Meski 
secara umum menunjukan tren positif, tetapi masih di temukan beberapa faktor 
penghambat dalam peningkatan hasil produksi ternak, seperti masih ada induk 
betina produktif yang dipotong, pasar hewan dikuasai tengkulak yang 
pembeliannya tidak berdasar timbangan dan belum optimalnya sarana 
pendukung dalam kegiatan Puskeswan. 

Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang 
ditandai dari tingkat konsumsi ikan Kabupaten Subang masih di bawah standar 
nasional. Secara umum akar permasalahan di bidang kelautan dan perikanan, 
antara lain: Sumber daya manusia pembudidaya ikan masih belum optimal, 
harga pakan masih terlalu tinggi, pasar masih tergantung pada tengkulak serta 
belum tersedianya sarana dan penerapan teknologi perikanan tangkap secara 
optimal. 
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Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yaitu belum 
optimalnya penanganan usaha non formal seperti pedagang kaki lima dan 
warung. 

Pada sektor industri terdapat permasalahan yaitu perizinan pendirian 
Industri / pengajuan izin usaha perdagangan yang banyak menjadi masalah, 
banyaknya tumpang tindih kawasan industri, banyaknya kasus KKN di wilayah 
pengajuan Izin SIUP , IUI, dll. 

5. Optimalisasi penggalian Potensi Kepariwisataan Berbasis Budaya dan 
Kearifan Lokal. 

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata 
sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan 
oleh belum optimalnya pengembangan SDM Pariwisata serta belum optimalnya 
pengembangan manajemen pariwisata dan aset pariwisata. Pada bidang 
kebudayaan terjadi beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunya 
penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Subang, hal tersebut 
disebabkan belum optimalnya pelestarian Nilai Budaya Subang, belum 
optimalnya pengelolaan budaya sebagai Aset Pariwisata Subang, dan belum 
optimalnya pengembangan ragam Seni Subang. 
6. Peningkatan pengelolaan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup. 

Sektor lingkungan adalah salah satu sektor yang harus diperhatikan oleh 
pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahan. Dalam UU No. 32 tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan 
bahwa lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuaan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, 
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari sini dapat disimpulkan 
bahwa dalam konsep lingkungan hidup, interaksi yang terbangun di alam akan 
mempengaruhi satu sama lain, termasuk di dalamnya interaksi manusia dengan 
lingkungan sekitarnya. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan 
menjadi cita-cita yang harus diupayakan oleh pemerintah untuk mencegah 
kerusakan alam dan menjamin kelangsungan hidup masyarakat di daerahnya. 
Upaya-upaya yang dilakukan antara lain mengurangi aktivitas-aktivitas yang 
dapat merusak lingkungan sekitar, memperbaiki kondisi lingkungan yang saat 
ini ada agar menjadi lebih baik, dan mengedukasi masyarakat untuk bahu 
membahu berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. 

7. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pemerintah daerah serta 
pelayanan publik pada masyarakat. 

Dalam menjalankan pemerintahan, dikenal konsep good governance yang 
tertuang dalam UU no. 30 tahun 2014 dengan menerapkan tata kelola 
pemerintahan yang akuntabel. Untuk dapat menerapkan tata kelola 
pemerintahan yang baik, perlu perbaikan mendasar dari berbagai lini mulai dari 
rekrutmen hingga pengawasan. Oleh karena itu, ketika sebuah daerah ingin 
menyelenggarakan pemerintahan dengan tata kelola yang baik, perlu analisis 
menyeluruh di berbagai lini agar perbaikan yang dilakukan dapat optimal. 
Kasus-kasus yang saat ini terjadi di Kabupaten Subang membuat perbaikan tata 
kelola pemerintahan menjadi hal yang sangat penting dan perlu perhatian 
khusus. Selain tindakan penanggulangan seperti monitoring dan pengawasan, 
perlu juga tindakan pencegahan seperti pembentukan karakter dan integritas 
aparatur. Selain kualitas aparatur, perlu juga peninjauan terhadap birokrasi 
yang saat ini berjalan. Melalui peninjauan yang dilakukan, diharapkan dapat 
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dilakukan perbaikan yang nantinya mendukung tata kelola pemerintahan yang 
lebih baik.   
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BAB V 
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

 
Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka menegah untuk 
menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan 
bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap tahun selama 5 
(lima) periode. Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan 
keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta 
target masing-masing. 

 
5.1 VISI  

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Subang 2018-2023 
merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan kabupaten 
Subang yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam masa jabatan 5 
(lima) tahun sesuai misi yang diemban.  

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang periode 2019–
2023 adalah sebagai berikut : 
 

“Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter” 
 
Visi tersebut di atas memiliki makna yang sangat dalam, mendasar serta 

strategis, sebagai landasan bagi seluruh masyarakat dalam melaksanakan 
pembangunan di Kabupaten Subang di satu sisi. Disisi lain merupakan target 
capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan 
diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati selama (lima) tahun kedepan. Dari 
perspektif inilah, visi tersebut memiliki makna yang dalam, yaitu : 
 
Bersih      : Pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme, Profesional dan Proposional dengan 
mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, serta 
pemerintahan dan masyarakat yang religius; 

Maju       :                Masyarakat Subang meningkat dalam segi kualitas hidup, 
menikmati standar hidup layak, melalui pembangunan 
yang adil dan merata; 

Sejahtera             : Masyarakat Subang memiliki rata-rata tingkat pendapatan 
yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup, derajat 
kesehatan yang baik, kehidupan yang aman dan nyaman, 
sehingga dapat hidup yang layak baik secara fisik maupun 
non fisik; 

Berkarakter       :          Masyarakat Subang yang memiliki ciri khas budaya dan 
kearifan lokal dalam setiap sendi kehidupan, ditunjang 
dengan keteguhan iman dan ketaqwaan kepada Allah Swt 

 
5.2 MISI 

5.2.1 Misi Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka 
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 
mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang 
ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan atau 
dilaksanakan. Rumusan misi ini disusun untuk memberikan kerangka bagi 
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tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke 
depan dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. 

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan 
strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, 
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan  daerah.  Misi  
disusun  untuk  memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam 
rangka mencapai perwujudan visi. Untuk mewujudkan Visi diatas, maka 
disusunlah lima misi yang kemudian disebut “Panca Jimat – Akur untuk 
Subang Lebih Makmur” yaitu : 
 

Misi I               : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat; 

Misi 2               :      Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan 
ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan 
pembangunan perdesaan; 

Misi 3               : Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan 
sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing 
serta perluasan lapangan kerja; 

Misi 4               : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui 
pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, 
industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian 
potensi berbasis budaya dan kearifan lokal; 

Misi 5               : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan 
lingkungan hidup. 

 
Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, 

dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat; 

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan 
sebagai berikut : 

1. Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur sebagai dasar 
dalam melakukan lelang jabatan, rotasi, mutasi dan penentuan 
tunjangan kinerja daerah (TKD) yang dilakukan secara transparan; 

2. Melakukan penguatan Tim Pencegah Tindak Pidana Korupsi Daerah 
(TPTKD) yang melibatkan lembaga yudikatif dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama dalam proses pengadaan 
barang dan jasa, mutasi dan rotasi jabatan, serta proses perijinan. 

3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang berbasis elektronik (IT), 
transparan, dan mudah terutama dalam proses perijinan dan 
administrasi kependudukan. 

4. Mewujudkan pembangunan yang terbuka melalui system e-
budgeting, aspiratif, dan akmodatif melalui keterlibatan masyarakat 
dalam proses pembangunan untuk mewujudkan system anggaran 
yang berbasis kebutuhan masyarakat. 

5. Meningkatkan kinerja birokrasi dengan mendorong implementasi 
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) 

6. Menyempurnakan system perencanaan pembangunan terpadu 
melalui e-planning dan e-budgeting guna tercipta pembangunan 
yang partisipatif dan terbuka. 

7. Membuka akses anggaran secara transparan, mulai dari 
perencanaan sampai realisasi melalui system elektronik, agar 
masyarakat bisa ikut serta mengawasi. 
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8. Membuat system pengaduan masyarakat secara terbuka, mudah 
dan langsung terakses kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah. 

9. Mewujudkan birokrasi yang memiliki jiwa dan mentalitas sebagai 
pelayan masyarakat. 

 
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataanruang 

berkarakter kebudayaan lokal, dan pemerataan pembangunan 
perdesaan. 

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan 
sebagai berikut : 

1. Melakukan pembangunan infrastrutur yang berkualitas terutama 
dalam pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan 
infrastruktur pendukung lainya dengan system penganggaran yang 
maksimal; 

2. Membangun infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang 
berkarakter budaya lokal, berwawasan lingkungan, dan 
berkelanjutan; 

3. Memberikan angaran secara khusus untuk pembangunan diwilayah 
ke-RT-an dalam rangka pemerataan pembangunan perdesaan; 

4. Mendorong terciptanya keamanan lingkungan yang kondusif 
dengan meningkatkan peran serta Linmas yang bekerjasama 
dengan pihak kepolisian; 

5. Meningkatkan potensi daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, termasuk peningkatkan kualitas perusahaan daerah yang 
ada dan pembentukan perusahan-perusahan daerah yang baru; 

6. Optimalisasi peran BUMDES dan kelompok usaha yang terintegrasi 
dengan program pemerintah; 

7. Melakukan pelebaran jalan yang sudah melebihi kapasitasnya 
sebagai akibat dari pembangunan jalan Tol Cipali; 

8. Penambahan dan peningkatan marka jalan, PJU dan sarana lainnya 
sebagai akibat dari pembangunan jalan Tol Cipali.   

 
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan 

sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing serta 
perluasan lapangan kerja. 

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan 
sebagai berikut : 

1. Melakukan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia 
usaha dan instansi lain untuk mewujudkan kualitas sumberdaya 
manusia yang handal dan siap pakai; 

2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang 
menerapkan system indikator rata-rata ujian kompetensi guru; 

3. Memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dan pemuda 
berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi 
negri; 

4. Melakukan kerjasama dengan dunia perusahaan dan intansi lainya 
untuk lebih mengutamakan putra-putra daerah; 

5. Menciptakan peluang kerja yang bekerjasama dengan dunia usaha 
dan intansi terkait melalui system rekrutmen yang terintegrasi 
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antara sektor pendidikan, sektor pelatihan ketenagakerjaan, dan 
sektor dunia usaha; 

6. Pengembangan Budaya Berkarakter di sekolah-sekolah. 

Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
pembangunan bidang pertanian ekonomi kerakyatan, industri 
kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian potensi 
berbasis budaya dan kearifan lokal; 

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan 
sebagai berikut : 

1. Membangun lapangan usaha pertanian melalui berbasis 
pengembangan argoindustri; 

2. Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan 
pertanian, sehingga tercipta Subang sebagai lumbung padi nasional; 

3. Pengembangan jaringan usaha, permodalan, produksi dan 
pemasaran bagi koperasi dan UMKN; 

4. Menyelengarakan sentra industri kecil serta mengembangkan usaha 
kecil dan menengah; 

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan 
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; 

6. Membangun perbatasan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan 
konsep budaya dan kearifan lokal; 

7. Mengembangkan Tempat Pelelangan lkan (TPI) dan perluasan 
jaringan pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan; 

8. Meningkatkan dan mengoptimalkan potensi destinasi wisata secara 
berkala; 

9. Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya lokal serta 
penyediaan sarana dan prasarana penunjang, dengan membangun 
Gedung kesenian dan mendirikan Lembaga adat; 

10. Meningkatkan fasilitas untuk menunjang peningkatan standar  mutu 
produk IKM/UKM; 

11. Pembuatan kandang indukan di sentra peternakan dan budaya makan 
ikan di masyarakat. 

 
Misi 5 : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan 

lingkungan hidup. 

Untuk mewujudkan misi tersebut dengan menggunakan arah kebijakan 
sebagai berikut : 

1. Penyediaan anggaran kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dalam 
upaya melaksanakan Undang-Undang kesehatan; 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, 
puskesmas, poned, dan layanan kesehatan pemerintah daerah 
lainnya; 

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat 
perdesaan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan 
masyarakat, dengan membangun RSUD baru diwilayah Pantura; 

4. Penyediaan ambulance gratis untuk warga; 
5. Pembuatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan KSS (Kartu 

Subang Sehat); 
6. Meningkatkan kuwalitas kader-kader dan penyuluh kesehatan dan KB 

ditiap desa secara merata; 
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7. Membentuk kader-kader pencinta dan pemelihara lingkungan tiap 
desa/kelurahan; 

8. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana di tiap kecamatan untuk 
mewujudkan masyarakat sehat, bahagia, cerdas, berakhlak dan 
sejahtera. 
 

5.2.2 Program JAWARA 

Program pembangunan daerah merupakan program strategik dalam 
rangka mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, termasuk untuk 
mengimplementasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Subang Tahun 2018-2023. Program unggulan dimaksud adalah “ 9 Program 
JAWARA ( Jaya, Istimewa dan Sejahtera ) “ yaitu JAWARA NATA (Tata Ruang, 
Perumahan dan  Permukiman, Infrastruktur, serta Perhubungan), JAWARA 
NIAGA (Perindustrian, Perdagangan,  dan KUKM), JAWARA WISATA (Pariwisata 
dan Seni serta Budaya), JAWARA RAGA (Kependudukan, Ketenagakerjaan,  
Sosial dan Kesehatan), JAWARA DAYA (Pendidikan dan Keagamaan), JAWARA 
MIARA (Peternakan dan Perikanan), JAWARA PAKAYA (Pertanian, Perkebunan  
dan Kehutanan), JAWARA RIKSA (Lingkungan Hidup) dan JAWARA NAGARA 
(Reformasi Birokrasi dan Hukum). 

Subang Jawara adalah sebuah gelora semangat untuk menjadikan 
Kabupaten Subang bangkit hingga bisa menjadi daerah termaju di Jawa Barat 
pada tahun 2023. Dikerjakan oleh sumber daya manusia yang memiliki 
semangat dan keyakinan yang tinggi, didukung dengan potensi daerah yang 
dimiliki, ditopang dengan konsep pembangunan yang realistis, merlalui proses 
yang terbuka dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Subang Jawara bukan 
hanya sebuah mimpi, tetapi akan menjadi sebuah realita.  

 
5.2.3 Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati 

Janji kerja merupakan serangkaian kegiatan janji yang disampaikan oleh 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang kepada masyarakat saat kampanye. 
Janji kerja menggambarkan kegiatan konkret yang mudah dimengerti 
masyarakat, bermanfaat dan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat, 
sehingga dalam konteks pengukuran kinerja tidak menggambarkan kinerja 
outcomes. Posisi penjabaran janji kerja dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 
2018-2023 sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah untuk 
menuangkannya ke dalam Rencana Strategsi Perangkat daerah yang mengampu 
janji kerja tersebut. Adapun janji kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Subang Tahun 2018-2023 adalah : 

1. Pengadaan mobil layanan masyarakat desa jenis Multi-Purpuse Vehicl 
(MPV) sebanyak 51 unit @ Rp. `185.000.000,- Rp. 9.361.000.000,-  

2. Hibah RT @ Rp. 10.000.000,- untuk 1.237 RT. Rp. 12.370.000.000,-  
3. Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rp. 400.000.000.000,-  
4. Bantuan Hibah Pondok Pesantren minimal 50 Ponpes. Rp. 

5.000.000.000,-  
5. Bantuan Hibah 336 Masjid Jamie Desa @ Rp. 25.000.000/Masjid Jamie. 

Rp. 8.410.000.000,-  
6. Bantuan Hibah Madrasah Diniyah @ Rp. 25.000.000,- sebanyak 146 MD 

Rp. 3.665.000.000,-  
7. Pemberdayaan ekonomi Pontren @ Rp. 50.000.000/Pontren, sebanyak 

102 Pontren. Rp. 1.022.500.000,-  
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8. Umroh tokoh masyarakat @ Rp. 25.000.000 untuk 25 orang Rp. 
625.000.000,-  

9. Pemberdayaan Pemuda/Karangtaruna RT @ Rp. 1.000.000 X 6.182 RT. 
Rp. 6.182.000.000,-  

10. Rutilahu sebanyak 100 rumah @ Rp. 25.000.000 Rp. 2.500.000.000,-  
11. Hibah usaha kecil @ Rp. 2.000.000 untuk 10.000 usaha kecil. Rp. 

4.000.000,-  
12. Menyempurnakan indikator kinerja sebagai dasar dalam melakukan 

lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan penentuan tunjangan kinerja daerah 
(TKD) yang dilakukan secara transparan;  

13. Membentuk Tim Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Daerah (TPTKD) 
yang bekerjasama dengan lembaga yudikatif terutama Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya melakukan perlawanan 
terhadap tindak pidana korupsi terutama dalam proses pengadaan 
barang dan jasa, mutasi dan rotasi jabatan, serta proses perizinan; 

14. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis elektronik, 
transparan, sederhana, dan mudah terutama dalam proses perizinan dan 
administrasi kependudukan;  

15. Mewujudkan pembangunan yang terbuka melalui sistem e-budgeting, 
aspiratif, dan akomodatif melalui keterlibatan masyarakat dalam proses 
pembangunan untuk mewujudkan sistem angaran yang berbasis 
kebutuhan masyarakat;  

16. Meningkatkan kinerja birokrasi dengan mendorong implementasi 
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).  

17. Menyempurnakan sistem perencanaan pembangunan terpadu melalui e-
musrenbang dan e-budgeting guna tercipta pembangunan yang 
partisipatif dan terbuka;  

18. Membuka akses anggaran secara luas termasuk detil anggaran, mulai dari 
perencanaan sampai realisasi melalui sistem elektronik, agar masyarakat 
bisa ikut serta mengawasi  

19. Membuat sistem pengaduan masyarakat secara terbuka, mudah, dan 
langsung terakses kepada Bupati dan Wakil Bupati;  

20. Mewujudkan birokrasi yang memiliki jiwa dan mentalitas sebagai 
pelayan masyarakat;  

21. Melakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas terutama dalam 
pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan infrastruktur 
pendukung lainnya dengan sistem penganggaran yang maksimal;  

22. Membangun infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berkarakter 
budaya lokal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;  

23. Memberikan anggaran secara khusus untuk pembangunan di wilayah ke-
RT-an dalam rangka pemerataan pembangunan perdesaan;  

24. Mendorong terciptanya keamanan lingkungan dengan meningkatkan 
peran Linmas yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian;  

25. Meningkatkan potensi daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat, termasuk peningkatan kualitas perusahaan daerah yang ada dan 
pembentukan perusahaan-perusahaan daerah baru.  

26. Optimalisasi peran BUMDes dan kelompok usaha yang terintegrasi 
dengan program pemerintah;  

27. Melakukan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha 
dan instansi lain untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang 
handal dan siap pakai; 
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28. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan yang bekerjasama dengan 
lembaga pendidikan dan instansi dengan menerapkan sistem indikator 
rata-rata Uji Kompetensi Guru  

29. Melakukan kerjasama dengan dunia perusahaan dan instansi lain untuk 
lebih mengutamakan putra-putri daerah  

30. Memberikan bantuan pendidikan pada siswa dan pemuda berpreatasi 
untuk melanjutkan pendidikan di pergurun tinggi negeri  

31. Menciptakan peluang kerja baru yang bekerjasama dengan dunia usaha 
dan instansi lainnya melalui sistem rekruitmen yang terintegrasi antara 
sektor pendidikan, sektor pelatihan ketenagakerjaan, dan sektor dunia 
usaha  

32. Pengembangan lapangan usaha pertanian melalui pengembangan 
agroindustri;  

33. Meningkatkan Produksi Pertanian dengan Optimalisasi Lahan Pertanian, 
sehingga tercapai Subang sebagai lumbung padi nasional  

34. Pengembangan jaringan kualitas, permodalan, produksi, dan market bagi 
koperasi dan UMKM;  

35. Menyelenggarakan sentra industri kecil dan mengembangkan usaha kecil 
dan menengah  

36. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan 
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah  

37. Membangun perbatasan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan konsep 
budaya dan kearifan local  

38. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan perluasan jaringan 
pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan  

39. Meningkatkan dan mengoptimalkan potensi destinasi wisata secara 
berkala  

40. Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya lokal termasuk 
penyediaan sarana dan prasarana penunjang, dengan membangun 
gedung kesenian dan mendirikan lembaga adat  

41. Penyediaan anggaran kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dalam 
upaya melaksanakan Undang-undang Kesehatan  

42. Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, 
Puskesmas, Poned, dan layanan kesehatan pemerintah daerah lainnya 

43. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat 
pedesaan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan 
masyarakat, dengan membangun RSUD baru diwilayah Pantura  

44. Penyediaan ambulance gratis bagi warga  
45. Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan KSS (kartu subang sehat)  
46. Meningkatkan kualitas kader-kader dan penyuluh kesehatan dan KB 

ditiap desa secara merata  
47. Membentuk kader-kader pencinta dan pemelihara lingkungan hidup tiap 

desa/kelurahan; 
 

5.2.4 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-
2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Subang Tahun 2005-
2025. 

Pembangunan Kabupaten Subang dalam jangka panjang yang di arahkan 
menjadi Daerah Agribisnis, Pariwisata, Industri yang Berwawasan Lingkungan 
dan Religius serta Berbudaya, dapat terwujud dengan adanya perencanaan yang 
berkesinambungan dengan rencana pembangunan tiap lima tahunnya. 



Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 
Kabupaten Subang 2018-2023 

 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V-8 

 

Penyusunan misi pembangunan lima tahun yang tertuang dalam RPJMD 
Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 harus mampu memjawab atau selaras 
dengan arah dan tujuan pembanguan jangka panjang seperti yang tertuang 
dalam Misi RPJPD 2005-2025. Keterkaitan antara Misi RPJMD Kabupaten 
Subang 2018-2023 yang terdiri dari 5 misi dengan 5 Misi daerah dalam RPJPD 
2005-2025 dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1  
Keselarasan Visi, Misi RPJPD Kab. Subang 2005-2025 dengan Visi, Misi RPJMD 

Kab.Subang 2019-2023 

 
5.2.5 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-

2023 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023.  

Dokumen RPJMD Kabupaten Subang tahun 2018-2023 selain 
menyelarasan dengan dokumen RPJPD Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 
juga harus mendukung perencanaan pembangunan pemerintah provinsi. Arah 

“Terwujudnya Kabupaten Subang 
sebagai Daerah Agribisnis, 
Pariwisata, Industri yang 

Berwawasan Lingkungan dan 
Religius serta Berbudaya melalui 
Pembangunan berbasis Gotong 

Royong Pada Tahun 2025” 

“Kabupaten Subang yang 
Bersih, Maju, Sejahtera 

dan Berkarakter” 

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya 
Manusia yang Berkualitas, Beriman 
dan Bertaqwa 

Misi 1: Mewujudkan pemerintahan 
yang bersih dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, terbuka, serta pelayan 
masyarakat 

Misi 2: Mewujudkan Subang sebagai Daerah 
Agribisnis, Pariwisata, Industri yang 
Berdaya Saing untuk Meningkatkan 

Perekonomian Daerah 

Misi 2: Meningkatkan pembangunan 
infrastruktur, penataanruang berkarakter 

kebudayaan  lokal, dan pemerataan 
pembangunan perdesaan 

Misi 3: Mewujudkan Prasarana 
Wilayah yang Berkualitas 

Misi 3: Meningkatkan kualitas pendidikan 
untuk menciptakan sumberdaya manusia 

yang handal dan berdaya saing serta 
perluasan lapangan kerja 

Misi 4: Mewujudkan Lingkungan 
Hidup yang Asri dan Lestari 

Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui pembangunan bidang pertanian 

ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan 
dan kelautan, serta penggalian potensi berbasis 

budaya dan kearifan lokal 

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola 
Kepemerintahan yang Baik 

Misi 5: Meningkatkan kualitas layanan 
kesehatan masyarakat dan lingkungan 

hidup 

VISI, MISI RPJPD KABUPATEN 

SUBANG 2005-2025 

VISI, MISI RPJMD KABUPATEN 

SUBANG 2018-2023 
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pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 seperti yang 
tertuang dalam visi pemerintah provinsi Jawa Barat yaitu “Terwujudnya Jawa 
Barat Juara Lahir Batin  dengan Inovasi dan Kolaborasi” memiliki korelasi yang 
kuat dengan visi pemerintah Kabupaten Subang tahun 2018-2023 yaitu 
“Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”. Visi tersebut 
merupakan gambaran bahwa upaya membangun Kabupaten Subang yang 
memberikan layanan kepada masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, 
infrastruktur, pembangunan ekonomi, perlindungan masyarakat dan layanan 
sosial masyarakat, yang di upayakan untuk menjadikan masyarakat yang maju, 
sejahtera, dan berkarakter dalam mengisi pembangunan.  

Dalam visi Kabupaten Subang juga menekankan bahwa pembangunan 
yang dilakukan adalah pembangunan berkarakter kebudayaan lokal yang 
menekankan nilai-nilai budaya dan adat lokal yang tumbuh di masyarakat yang 
dilandasi oleh iman dan taqwa. Melalui Visi Kabupaten Subang lima tahun ke 
depan tersebut, makan akan sangat mendukung upaya menciptakan Jawa Barat 
Juara lahir batin.  

Selain adanya dukungan visi Kabupaten Subang dengan pencapaian visi 
Provinsi Jawa Barat, pernyataan misi Kabupaten Subang juga harus mampu 
menjawab pencapaian misi Provinsi Jawa Barat lima tahun kedepan. Berikut 
gambaran keterkaitan antara misi pembangunan Kabupaten Subang dengan misi 
Provinsi Jawa Barat: 
 

 

 

Gambar 5.2  
KESELARASAN VISI, MISI RPJMD KAB. SUBANG 2018-2023 DENGAN VISI, MISI 

RPJMD PROV. JAWA BARAT 2019-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

MISI RPJMD PROPINSI JAWA 

BARAT 2018-2023 

MISI RPJMD KABUPATEN 

SUBANG 2018-2023 

 

Misi 1: Membentuk Manusia Pancasila 
Yang Bertaqwa 

Misi 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih 
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, 

serta pelayan masyarakat 

 

Misi 2: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, 
Berkualitas, Bahagia dan Produktif 

Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan 
Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang 

yang Berkelanjutan 

Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya 
Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan 

Adil 

Misi 2: Meningkatkan pembangunan infrastruktur, 
penataanruang berkarakter kebudayaan  lokal, 

dan pemerataan pembangunan perdesaan 

Misi 3: Meningkatkan kualitas pendidikan untuk 
menciptakan sumberdaya manusia yang handal 

dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja 

Misi 4: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
pembangunan bidang pertanian ekonomi kerakyatan, 

industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta penggalian 
potensi berbasis budaya dan kearifan lokal 

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang 
Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara 

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Misi 5: Meningkatkan kualitas layanan 
kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup 
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6.3 TUJUAN DAN SASARAN. 
Pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Subang 2018-2023 

memerlukan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran diperlukan agar program 
pembangunan Kabupaten Subang 2018-2023 dapat berjalan secara lebih 
spesifik, terukur, terencana, dan terpadu agar mendapatkan pencapaian hasil 
secara efektif dan efisien. Terkait dengan hal ini, tujuan dan sasaran dikaitkan 
dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang 2018-2023 adalah seperti 
terlihat pada Tabel 5.1 berikut ini: 
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Tabel 5.1  
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023 

N
o 

Misi Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran 
Kondisi Awal  

(2018) 

Target Capaian Kondisi Akhir 
(2023) 2019 2020 2021 2022 2023 

            

1 Misi I : Mewujudkan 
pemerintahan yang bersih 
dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme, terbuka, serta 
pelayan masyarakat 

1. Terwujudnya 
pemerintahan yang 
bersih serta 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik pada 
masyarakat 

 A. Indeks Reformasi 
Birokrasi 

 
    

  

1. Meningkatnya 
kapasitas akuntabilitas 
kinerja pemerintahan 
daerah 

1. Nilai Evaluasi AKIP BB                    
(SKOR 70.00) 

BB                    
(SKOR 73.50) 

BB                     
(SKOR 77.50) 

BB                    
(SKOR 80.00) 

A                      
(SKOR 82.50) 

A                      
(SKOR 85.00) 

A                      
(SKOR 85.00) 

2. Nilai EKPPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

3. Tingkat Maturitas SPIP Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 

4. Opini BPK terhadap 
laporan keuangan 

WDP WTP WTP WTP WTP WTP WDP 

5. Meningkatnya 
Pendapatan Asli 
Daerah 

5% 10% 15% 20% 20% 20% 20% 

2. Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik 

6. Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

            

 Misi II : Meningkatkan 
pembangunan 
infrastruktur, penataan 
ruang berkarakter 
kebudayaan lokal dan 
pemerataan pembangunan  
perdesaan 

2. Terwujudnyapertumbu
han dan pemerataan 
pembangunan 
infrastruktur yang 
berkelanjutan, 
berkarakter kebudayaan 
lokal. 

 B. Persentase 
Infrastruktur dalam 
Kondisi Baik 

 
    

  

3. Meningkatnya kualitas 
dan kuantitas 
pemanfaatan tata ruang 
sesuai dengan karakter 
kebudayaan  lokal 

7. Persentase 
pemanfaatan ruang 
sesuai dengan RTRW 
dan RDTR. 

 

    

  

4. Meningkatnya 
infrastruktur jalan dan 
jembatan, yang 
berkualitas, 

 
8. Persentase ruas jalan 

dalam kondisi baik 
 

50.77 58.00 63.00 68.00 73.00 78.00 78.00 
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berkelanjutan,  sesuai 
dengan karakter 
kebudayaan  lokal 

 

 

 

 
9. Persentase jembatan 

dalam kondisi baik 
 

48.00 56.00 61.00 66.00 71.00 76.00 76.00 

   5. Meningkatnya kualitas 
perumahan 

 
10. Cakupan ketersediaan 

rumah layak huni 
 

5.840 Unit 2.000 Unit 2.000 Unit 2.000 Unit 2.000 Unit 2.000 Unit 15.840 Unit 

6. Meningkatnya potensi 
sumber air dalam 
penyediaan air bersih 
dan saluran irigasi 

11. Persentase rumah 
tangga pengguna air 
bersih 

93.54% 95.30% 96.10% 96.90% 97.70% 98.50% 98.50% 

 
12. Persentase irigasi 

dalam kondisi baik 
 

57.50% 67% 72% 77% 82% 87% 87% 

7. Meningkatnya 
pemerataan 
pembangunan dan 
pemberdayaan desa. 

13. Persentase 
pembentukan 
pemberdayaan 
BUMDes per Desa 

30% 50% 60% 70% 80% 90% 90% 

            

3. Misi 3 : Meningkatkan 
kualitas pendidikan untuk 
menciptakan sumberdaya 
manusia yang handal dan 
berdaya saing serta 
perluasan lapangan kerja 

3. Terwujudnya kualitas 
pendidikan untuk 
menciptakan 
sumberdaya manusia 
yang handal, religius 
dan berdaya saing 

 C. Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 

D.  
68,30 68.88 69.47 70.05 70.64 71.23 71.23 

8. Meningkatnya derajat 
pendidikan  

14. Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 68,30 68.88 69.47 70.05 70.64 71.23 71.23 

9. Meningkatnya 
pembinaan pemuda 
dan prestasi olahraga 

15. Prosentase Pemuda 
Yang Berprestasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

10. Menurunya Tingkat 
Pengangguran Terbuka 

16. Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja 
(TPAK) 

77.87% 77.87% 78.68% 79.50% 80.50% 81.65% 81.65% 

17. Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 7.44% 7.44% 7.43% 7.42% 7.40% 7.30% 7.30% 

            

4. Misi 4 : Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat 
Melalui Pembangunan 
Bidang Pertanian, Ekonomi 

4. Terwujudnya 
percepatan 
pertumbuhan ekonomi 
yang maju untuk 

 E. LPE        

11. Meningkatnya 
penanggulangan 
kemiskinan 

18. Jumlah PMKS yang 
tertangani 

1,771 
Orang 

1,771 
Orang 

1,801 
Orang 

1,801 
Orang 

1,801 
Orang 

1,975 
Orang 

1,975 
Orang 
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Kerakyatan, Industri 
Kreatif, Perikanan Dan 
Kelautan, Perdagangan 
Serta Penggalian Potensi 
Kepariwisataan Berbasis 
Budaya Dan Kearifan Lokal. 

peningkatan 
kesejahteraan rakyat. 

12. Optimalisasi 
Pengarusutamaan 
Gender dan 
Perlindungan Anak 

19. Indek Pemberdayaan 
Gender  90,25 90,27 90,29 90,50 90,55 90,55 

13. Terkendalinya 
pertumbuhan 
penduduk serta 
tertatanya administrasi 
kependudukan 

 

20. Laju Pertumbuhan 
Penduduk 0.84 0,82 0.8 0.78 0.76 0.74 0.74 

   

14. Meningkatnya 
produktivitas pertanian 

21. Jumlah produksi padi 1.220.544 
 ton 

1,269,732  
ton 

1.282.429  
ton 

1.295.253  
ton 

1308205  
ton 

1.308.205  
ton 

1.308.205  
ton 

22. Skor Pola Pangan 
Harapan 

90 87 89 91 93 95 95 

15. Meningkatnya Produksi 
Perikan dan 
Perternakan 

23. Jumlah produksi ikan 
budi daya 50227.69 Ton 51483.38 Ton 52770.47 Ton 54089.72 Ton 55441.97 Ton 56828.48 Ton 56828.48 Ton 

24. Jumlah Produksi 
Ternak 

       

16. Meningkatnya iklim 
investasi 

25. Nilai Investasi PMDN 2.188,45M 2,188.45 M 2,516.72 M 2,894.22 M 3,328.36 M 3,827.61 M 3.827,61M 

26. Nilai Investasi PMA 7.473,4 M 7,473.4 M 8,220.74 M 9,042.81 M 9,947.10 M 10,941.80 M 10.941,80M 

5. Terwujudnya 
penggalian Potensi 
Kepariwisataan 
Berbasis Budaya Dan 
Kearifan Lokal; 

17. Terciptanya pariwisata 
sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi 
inklusif 

F. PDRB Sector 
Pariwisata        

27. Jumlah kunjungan 
wisatawan 

5.790.390 
Orang 

5.800.000 
Orang 

5.900.000 
Orang 

6.000.000 
Orang 

6.100.000 
Orang 

6.100.000 
Orang 

6.800.000 
Orang 

18. Meningkatkan 
pengenalan seni dan 
budaya sejak dini 

28. Persentase seni dan 
budaya lokal yang 
dilestarikan 

 
    

  

            

 Misi 5 : Meningkatkan 
kualitas layanan kesehatan 
masyarakat dan 
lingkungan hidup. 

6. Terwujudnya 
peningkatan taraf 
kesehatan masyarakat 

 G. Indek Kesehatan        

20. Meningkanya sarana 
dan prasarana 
kesehatan 

29. CRR (Cost Recovery 
Rate) 71.4 77.9 78 78.1 78.2 78.3 78.3 

7. Meningkatkan 
pengelolaan daya 
dukung dan kualitas 
lingkungan hidup 

 H. Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

 
    

  

21. Meningkatnya 
pengelolaan lingkungan 
hidup yang 
berkelanjutan 

30. Penanganan Sampah 
Perkotaan 

       

31. Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 
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32. Persentase Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 
Perkotaan 

 
    

  

22. Meningkatnya 
ketangguhan terhadap 
bencana 

33. Indeks Resiko Bencana 
(IRB) 
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BAB VI  
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN  

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan 
komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan 
sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan 
Jangka Menengah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan 
melalui 5 (lima) pelaksanaan misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan 
dan sasaran maka di butuhkan strategi, arah kebijakan dan program 
pembangunan yang terukur. 
 

 
6.1 Strategi Pembangunan Daerah 

Rumusan strategi berupa pernyataan-pernyataan yang menjelaskan 
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Penetapan strategi dilakukan untuk 
menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran pembangunan dengan 
batas waktu tertentu dapat dipenuhi. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk 
menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan 
mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran secara 
tepat. 

Untuk menentukan strategi yang tepat, dilakukan  analisis terhadap 
faktor internal dan faktor eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta 
tantangan atau  ancaman yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten subang 
untuk mengambil tindakan dalam rangka menjalankan fungsi untuk 
pembangunan, serta pemberian layanan publik menuju masyarakat  Kabupaten 
Subang yang jaya, istimewa dan sejahtera. Metode yang digunakan sebagai alat 
bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten 
Subang Tahun 2018-2023 yaitu analisis SWOT. 

Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan 
faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai 
tujuan, yaitu dengan mengidentifikasikan kekuatan (strength), kelemahan 
(weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat). Analisis ini 
didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan 
yang akan diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Subang harus 
memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan 
kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara 
kondisi internal dengan kondisi eksternal. 

Untuk menghasilkan perumusan strategi yang selaras dengan pilihan 
program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan, agar secara 
seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif: 

1. Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan 
pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, 
pemangku kepentingan lainnya;   

2. Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan 
proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (internal 
business process);   

3. Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan 
investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) 
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untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang 
baik (good governance) dalam jangka panjang; dan   

4. Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek 
pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (costeffectiveness) 
serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas 
(allocative efficiency). 

Berdasarkan pertimbangan 4 (empat) perspektif layanan pemerintah 
daerah, maka akan di gambarkan analisis SWOT sebagai berikut: 

 
 

 
 

Gambar 6.1  
FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL KABUPATEN 

SUBANG 
 

Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 
dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan 
pembangunan lima tahun kedepan: 

 

 
 
 Adanya komitmen dari Kepala 

daerah untuk mewujudkan 
aparatur yang bersih, 
pembangunan infrasturuktur yang 
merata, peningkatan derajat 
pendidikan, percepatan 
pertumbuhan ekonomi serta 
meningkatkan drajat kesehatan 
dan lingkungan hidup untuk 
kesejahteraan masyarakat;  

 Posisi geografis Jawa Barat 
 Kabupaten Subang sebagai lokasi 

kegiatan strategis nasional; 
 Jumlah SDM ASN dengan tingkat 

pendidikan yang cukup memadai; 
 Potensi pariwisata cukup besar 

dan masih terbuka peluang untuk 
pengembangannya 

 Konsep pembangunan JAWARA. 

 
 
 Birokrasi belum efektif dan efisien. 
 Lemahnya kemampuan keuangan 

daerah; 
 Belum optimalnya pelayanan 

kepada masyarakat; 
 Rendahnya kualitas infrastruktur; 
 Rendahnya kualitas pelayanan 

pendidikan; 
 Belum optimalnya pembinaan 

pemuda dan olahraga; 
 Masih rendahnya peran aktif 
perempuan dalam pembangunan; 

 Tingginya angka pengangguran; 
 Tingginya tingkat kemiskinan; 
 Lambatnya laju pertumbuhan 

ekonomi; 
 Rendahnya kualitas pelayanan 

kesehatan; 
 Belum optimalnya pengelolaan 

lingkungan hidup 
 
 
 Peningkatan konektivitas daerah 

dengan adanya tol Cikampeng-
Palimanan; 

 Adanya proyek nasional, Pelabuan 
Patimban, dan Bendungan 
Sadawarna 

 Potensi kekayaan alam, pariwisata 
dan budaya yang belum di 
manfaatkan secara optimal untuk 
kesejahteraan masyarakat; 

 Perkembangan teknologi dan ilmu 
pengetahunaan yang belum 
termanfaatkan.  

 

 
 

 Degradasi moral; 
 Ancaman radikalisme dan bahaya 

laten;  
 Laju inflasi nasional; 
 Tantangan daya saing Industri 

Kecil dan Menengah; 
 Bonus Demografi (middle income 

trap); 
 Degradasi lingkungan hidup; 
 Terdapat beberapa wilayah 

memiliki tingkat kerentanan 
ancaman bencana alam.  

Strategy Worksheet: SWOT Formulation 

STRENGTHS (+) WEAKNESSES (–) 

OPPORTUNITIES (+) THREATS (–) 

IN
T

E
R

N
A

L
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R

S
 

E
X

T
E

R
A

L
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A

C
T

O
R

S
 



Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 
Kabupaten Subang 2018-2023 

Strategi, arah pembangunan dan program pembangunan daerah VI-3 

 

Gambar 6.2  
STRATEGI BERDASARKAN ANALISIS SWOT 

 
Berdasarkan perhitungan, yang menghasilkan alternatif strategi yang 

mendapat bobot paling tinggi adalah weakness – opportunity (WO) yaitu 
Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat 
diartikan bahwa Kabupaten Subang menghadapi peluang pasar yang sangat 
besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi 
meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang 
lebih baik. Meskipun strategi WO merupakan alternatif strategi terbaik yang 
memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua 
strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu 
dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersamasama 
menemui kendala sumber daya (resources constraints). Adapun pilihan strategi 
dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka 
menengah Kabupaten Subang disajikan pada Tabel 6.1. 

 

 
 
 Peningkatan pengendalian 

pemanfaatan ruang; 
 Peningkatan pengelolaan 

perekonomian daerah;  
 Peningkatan investasi daerah  
 Pengembangan pariwisata dan 

kebudayaan lokal; 
 Pengembangan teknologi dan ilmu 

pengetahuan. 
 

 
 
 Meningkatkan kapasitas 

akuntabilitas kinerja pemerintahan 
daerah; 

 Meningkatkan pendapatan daerah; 
 Meningkatkan kualitas 

infrastruktur; 
 Meningkatkan kualitas pelayanan 

pendidikan dan kesehatan; 
 Perluasan kesempatan kerja dan 

usaha; 
 Meningkatkan penanggulangan 

kemiskinan 
 Percepatan pertumbuhan ekonomi 
 Meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. 
 
 
 Peningkatan daya saing UMKM dan 

koperasi; 
 Optimalisasi dukungan infrastruktur 

dalam pembangunan; 
 Peningkatan pembangunan dan 

pemberdayaan desa; 
 Pengembangan sistem kesiapsiagaan 

dan penanggulangan bencana yang 
responsif. 
   

 

 
 
 Penerapan reformasi birokrasi 

dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 

 Percepatan penanggulangan 
kemiskinan; 

 Peningkatan pengarusutamaan 
gender; 

 Peningkatan pemberdayaan dan 
produktifitas pemuda; 

 Peningkatan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

 
  

 

STRATEGI (SO) STRATEGI (WO) 

STRATEGI (ST) STRATEGI (WT) 
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Tabel 6.1  

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUBANG 2018-2023 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat; 

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih serta 
peningkatan kualitas pelayanan publik pada 
masyarakat 

1.1 Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja 
pemerintahan daerah 

1) Meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja 
pemerintahan daerah 

2) Meningkatkan kinerja penyelengaraan pemerintahan 

3) Meningkatkan sistem pengendalian intern 
pemerintahan 

4) Meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern 
pemerintahan 

a. Melakukan penguatan Tim Pencegah Tindak Pidana 
Korupsi Daerah (TPTKD) yang melibatkan lembaga 
yudikatif dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, 
mutasi dan rotasi jabatan, serta proses perijinan 

b. Mewujudkan pembangunan yang terbuka melalui 
system e-budgeting, aspiratif, dan akomodatif melalui 
keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan 
untuk mewujudkan system anggaran yang berbasis 
kebutuhan masyarakat 

c. Menyempurnakan system perencanaan pembangunan 
terpadu melalui e-planning dan e-budgeting guna 
tercipta pembangunan yang partisipatif dan terbuka 

d. Melibatkan Pejabat (aktif) terkait dalam penyusunan 
program kerja 

e. Pencanangan (Kick Off Meeting) komitmen 
perubahan. 

f. Prioritas Pemberdayaan Inspektorat 

g. Pendampingan oleh KPK, KASN, TP4D, dan Tim 
Pendamping Bupati 

h. Melakukan Benchmarking 

i. Mewujudkan birokrasi yang memiliki jiwa dan 
mentalitas sebagai pelayan masyarakat 

 1.2 Meningkatnya manajemen pemerintahan yang efektif 
dan efisien 

1) Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah  yang efektif dan efisien 

2) Meningkatkan pendapatan asli daerah 

 

a. Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur 
sebagai dasar dalam melakukan lelang jabatan, rotasi, 
mutasi dan penentuan tunjangan kinerja daerah 
(TKD) yang dilakukan secara transparan 

b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; 

c. Membuka akses anggaran secara transparan, mulai 
dari perencanaan sampai realisasi melalui system 
elektronik, agar masyarakat bisa ikut serta 
mengawasi. 

d. Efektivitas dan efisiensi anggaran 

e. Meningkatkan kinerja birokrasi dengan mendorong 
implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 
(UU ASN) 

f. Melibatkan Pakar (Independen) sesuai kebutuhan 
bidang kegiatan 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

g. Menurunkan persentase pelanggaran Perda 

 1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di segala 
bidang pemerintahan. 

a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang berbasis 
elektronik (IT), transparan, dan mudah terutama 
dalam proses perijinan dan administrasi 
kependudukan 

b. Membuat system pengaduan masyarakat secara 
terbuka, mudah dan langsung terakses kepada Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

c. Menata kembali regulasi perijinan 

d. Strategi pengendalian di terapkan dengan 
memberikan kewenangan bagi lembaga pengawas 
(INSPEKTORAT) dalam melaksanakan pengawasan 
pelayanan publik. 

e. Strategi budaya di terapkan dengan menetapkan kode 
etik bagi para pegawai sehingga para pegawai 
memiliki pedoman dalam berpikir dan berprilaku saat 
memberikan pelayanan perijinan 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

    

Misi 2 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal, dan pemerataan pembangunan perdesaan 

2. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan 
pembangunan infrastruktur yang berkelanjuta, 
berkarakter kebudayaan lokal 

3.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan 
tata ruang sesuai dengan karakter kebudayaan  lokal 

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemanfaatan 
tata ruang sesuai dengan karakter kebudayaan  lokal 

a. Pemetaan kawasan-kawasan yang melanggar RUTR 

 3.2 Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan, yang 
berkualitas, berkelanjutan,  sesuai dengan karakter 
kebudayaan  lokal 

1) Peningkatan ruas jalan dalam kondisi baik 

2) Peningkatan ruas jembatan dalam kondisi baik 

a. Melakukan pembangunan infrastruktur yang 
berkualitas terutama dalam pembangunan jalan, 
jembatan, irigasi, drainase, dan infrastruktur 
pendukung lainya dengan system penganggaran yang 
maksimal 

b. Membangun infrastruktur perkotaan dan perdesaan 
yang berkarakter budaya lokal, berwawasan 
lingkungan, dan berkelanjutan. 

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pemeliharaan infrastruktur 

d. Pemetaan kondisi jalan kabupaten dan jembatan 

e. Membuat skala prioritas untuk perbaikan agar sesuai 
dengan budget yang ada. 

f. Melakukan koordinasi dengan pemprov terkait 
beberapa ruas jalan kabupaten agar menjadi jalan 
provinsi untuk membagi beban perawatan. 

g. Melakukan pelebaran jalan yang kapasitasnya sudah 
berlebihan oleh kendaraan yang melewatinya seperti 
jalan Dr. Sutaatmadja setelah adanya Tol Cipali 
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TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

h. Pembuatan jalan lingkar kota dari pintu Cilameri - 
Ahmad Yani 

 3.3 Meningkatnya kualitas perumahan 1) Meningkatkan kualitas perumahan yang layak dan 
terjangkau 

a. Pengadaan perumahan dan pemukiman bagi keluarga 
masyarakat berpenghasilan rendah 

b. Penyediaan perumahan yang serasi dan berkelanjutan 

c. Pengelolaan pembangunan perumahan secara efektif 
dan efisien. 

 3.4 Meningkatnya potensi sumber air dalam penyediaan 
air bersih dan irigasi 

1) Meningkatkan potensi sumber air dalam penyediaan 
air bersih 

2) Peningkatan irigasi dalam kondisi baik 

a. Memperjelas status kewenangan penanganan sumber 
daya air 

b. Penataan sumber baku air dan hutan penyangga 

c. Meningkatkan apresiasi kesadaran masyarakat untuk 
berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan irigasi 

d. Meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan 
dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif. 

e. Meningkatkan sinkronisasi program keirigasian 
antara kelembagaan pengelola irigasi terkait di tingkat 
pusat dan daerah 

f. Meningkatkan pendanaan pengelolaan irigasi secara 
efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. 

 3.5 Meningkatnya perlengkapan infrastruktur 
perhubungan 

1) Meningkatkan perlengkapan infrastruktur 
perhubungan 

2) Peningkatan sarana penerangan jalan 

a. Penambahan marka jalan, PJU, dan lain-lain sarana 
perhubungan akibat pembukaan jalan tol cipali di 
jalan sekunder 

 3.6 Meningkatnya pemerataan pembangunan dan 
pemberdayaan desa. 

1) Mempercepat pembangunan desa di bidang ekonomi 
dan infrastruktur 

a. Memberikan anggaran secara khusus untuk 
pembangunan diwilayah ke-RT-an dalam rangka 
pemerataan pembangunan perdesaan 

b. Mendorong terciptanya keamanan lingkungan yang 
kondusif dengan meningkatkan peran serta Linmas 
yang bekerjasama dengan pihak kepolisian 

c. Meningkatkan potensi daerah untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat, termasuk peningkatkan kualitas 
perusahaan daerah yang ada dan pembentukan 
perusahan-perusahan daerah yang baru 

d. Optimalisasi peran BUMDES dan kelompok usaha 
yang terintegrasi dengan program pemerintah 

Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja 

3. Terwujudnya kualitas pendidikan untuk menciptakan 
sumberdaya manusia yang handal, religius dan 
berdaya saing 

4.1 Meningkatnya derajat pendidikan untuk menghasilkan 
sumberdaya manusia yang religius, handal, dan 
berdaya saing. 

1) Meningkatkan derajat pendidikan yang berkualitas 
untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang 
religius, handal, dan berdaya saing. 

2) Meningkatkan nilai rata rata UN 

a. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan 
kependidikan yang menerapkan system indikator 
rata-rata ujian kompetensi guru 

b. Pengembangan karakter di sekolah-sekolah (SD, dan 
SMP) 

c. Optimalisasi pembiayaan sekolah yang terdiri dari 
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BOS, CSR, Orang tua/Komite sekolah, Unit Produksi 
Sekolah 

d. Pendidikan non-formal berupa pelaksanaan paket A, 
B, dan C serta kursus-kursus 

e. Peningkatan mutu dengan hasil UNBK di atas 7. 

 4.2 Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan 1) Meningkatkan  mutu manajemen pelayanan 
pendidikan 

a. Akselerasi akreditasi bagi semua sekolah 

b. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan 

 4.3 Meningkatnya pembinaan pemuda dan prestasi 
olahraga 

1) Meningkatkan pembinaan pemuda dan olahraga 

 

a. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda 

b. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan 
olah raga 

 4.4 Menurunya tingkat Pengangguran Terbuka 1) Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka a. Melakukan kerjasama dengan dunia perusahaan dan 
instansi lainya untuk lebih mengutamakan putra-
putra daerah 

b. Menciptakan peluang kerja yang bekerjasama dengan 
dunia usaha dan instansi terkait melalui system 
rekrutmen yang terintegrasi antara sektor pendidikan, 
sektor pelatihan ketenagakerjaan, dan sektor dunia 
usaha 

 

Misi 4 :Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan Dan Kelautan, Perdagangan Serta Penggalian Potensi Kepariwisataan Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal; 

4. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang maju serta 
peningkatan kesejahteraan rakyat. 

4.1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta 
tertatanya administrasi kependudukan 

1) Meningkatkan terbentuknya percontohan kampung 
KB 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi 
kependudukan 

a. Meningkatkan pengadminitrasi kependudukan dan 
pengendalian kependudukan 

 4.2 Meningkatnya produktivitas pertanian 1) Meningkatkan produktivitas pertanian a. Membangun lapangan usaha pertanian melalui 
berbasis pengembangan argoindustri 

 4.3 Meningkatnya Omset UMKM 1) Meningkatkan omset UMKM a. Pengembangan jaringan usaha, permodalan, produksi 
dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM 

b. Menyelengarakan sentra industri kecil serta 
mengembangkan usaha kecil dan menengah 

c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil 
dan menengah 

 4.4 Meningkatnya iklim investasi 1) Meningkatkan nilai investasi dalam negri a. Mengembangkan iklim investasi dalam daerah. 

 4.5 Meningkatnya  produktivitas perternakan dan 
perikanan 

1) Jumlah Produksi Ternak 

2) Jumlah produksi ikan budi daya 

 

b. Mengembangkan Tempat Pelelangan lkan (TPI) dan 
perluasan jaringan pemasaran hasil produksi 
perikanan dan kelautan 

 4.6 Meningkatnya penanggulangan kemiskinan 1) Meningkatkan penanggulangan kemiskinan a. Meningkatkan program PMKS 

 4.7 Optimalisasi Pengarusutamaan Gender dan 1) Optimalisasi Pengarusutamaan Gender dan a. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang 
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Perlindungan Anak Perlindungan Anak menangani bidang pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

5. Terwujudnya penggalian Potensi Kepariwisataan 
Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal; 

5.1 Terciptanya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan 
ekonomi inklusif 

1) Menumbuhkan pariwisata sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi inklusif 

a. Meningkatkan dan mengoptimalkan potensi destinasi 
wisata secara berkala 

 5.1 Meningkatkan pengenalan seni dan budaya sejak dini 1) Meningkatkan pengenalan seni dan budaya sejak dini a. Membangun perbatasan Kabupaten, Kecamatan, dan 
Desa dengan konsep budaya dan kearifan lokal 

b. Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya lokal 
serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang, 
dengan membangun Gedung kesenian dan mendirikan 
Lembaga adat 

   

Misi 5 : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. 

6. Terwujudnya peningkatan taraf kesehatan masyarakat 6.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1) Menurunkan jumlah kasus kematian Ibu a. Penyediaan anggaran kesehatan gratis bagi 
masyarakat miskin dalam upaya melaksanakan 
Undang-Undang kesehatan 

  1) Menurunkan Jumlah Kematian Bayi a. Pembuatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan 
KSS (Kartu Subang Sehat) 

  1) Meningkatkan gizi  masyarakat a. Meningkatkan kualitas kader-kader dan penyuluh 
kesehatan dan KB ditiap desa secara merata 

 6.2 Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan 1) Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan a. Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum 
Daerah, puskesmas, poned, dan layanan kesehatan 
pemerintah daerah lainnya 

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan 
kesehatan masyarakat perdesaan melalui 
pembangunan sarana dan prasarana kesehatan 
masyarakat, dengan membangun RSUD baru 
diwilayah Pantura 

c. Penyediaan ambulance gratis untuk warga 

7. Meningkatkan pengelolaan daya dukung dan kualitas 
lingkungan hidup 

7.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan 

1) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang 
berkelanjutan 

 

1) Membentuk kader-kader pencinta dan pemelihara 
lingkungan tiap desa/kelurahan 

 7.2 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana 1) Menurunkan resiko bencana alam a. Meningkatkan mitigasi bencana. 
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6.2 Kebijakan Strategi dan Arah Kebijakan. 

Arah kebijakan perencanaan pembangunan merupakan instrumen 
perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih 
terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan 
jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan 
prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara bertahap. Tahapan dan 
prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu 
strategis yang hendak diselesaikan sesuai visi dan misi kepala daerah dengan 
memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap 
tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke 
periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam 
RPJMD.  

Fokus pembangunan akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam 
menetapkan prioritas pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai 
periode RPJMD. Penerapan tema atau fokus tersebut memberi arah yang jelas bagi 
pemerintah Kabupaten Subang setiap tahun dalam rangka pencapaian target 
pembangunan di RPJMD. Fokus pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten 
Subang mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 disajikan sebagai berikut : 

1) Tema Pembangunan Tahun 2019 :  
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. 

2) Tema Pembangunan Tahun 2020 :  
Pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. 

3) Tema Pembangunan Tahun 2021 :  
Peningkatan daya saing daerah. 

4) Tema Pembangunan Tahun 2022 :  
Peningkatan daya saing daerah menuju kemandirian. 

5) Tema Pembangunan Tahun 2023 :  
Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. 

 
 

 

      

  

      

                  2023  

 

      

                           

 

      

                  2022   
              

 

      

                    
  Pemantapan 

kualitas 
pelayanan 
dasar bagi 
masyarakat. 

                 2021   
              

 
  

                   
  Peningkatan 

daya saing 
daerah 
menuju 
kemandirian. 

 
  

         2020   
              

 
  

 
  

           
  Peningkatan 

daya saing 
daerah. 

 
  

  

 2019   
              

 
  

 
  

        

   
  Pemantapan 

kesejahteraan 
masyarakat 
dan 
pelayanan 
publik. 

 
  

                        
 

  
 

  
                  Peningkatan 

kesejahteraan 
masyarakat 
dan 
pelayanan 
publik 

 
  

                    
 

  
                        

  
                            
                                

                                  
 

Gambar 6.1  
Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan Kabupaten Subang  

Periode Tahun 2018-2023 
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Berdasarakan tema diatas maka arah kebijakan dijabarkan dalam tabel 
waktu sesuai dengan periode RPJMD Kabupaten Subamg Tahun 2019-2023. 
Dengan adanya penentuan horison waktu maka susunan arah kebijakan secara 
logis akan dilaksanakan secara bertahap dimana suatu arah kebijakan dapat 
mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Fokus 
arah kebijakan pada periode RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2019-2023 
adalah sebagai berikut : 
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Gambar 6.2  

Arah Kebijakan Pembangunan 
Kabupaten Subang Tahun 2019-2023 

Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) 
1. Melakukan penguatan Tim Pencegah 

Tindak Pidana Korupsi Daerah yang 
melibatkan lembaga yudikatif dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
terutama dalam proses pengadaan 
barang dan jasa, mutasi dan rotasi 
jabatan, serta proses perijinan 

2. Melakukan pembangunan 
infrastruktur yang berkualitas, 
terutama dalam pembangunan jalan, 
jembatan, irigasi, drainase, dan 
infrastruktur pendukung lainnya 
dengan system penganggaran yang 
maksimal sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

3. Menyediakan anggaran kesehatan 
gratis bagi masyarakat miskin. 

4. Penyediaan    ambulance gratis 
untuk meningkatkan layanan 
kesehatan bagi warga. 

5. Pembuatan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat dengan KSS (Kartu 
Subang Sehat). 

6. Melakukan kerjasama antara 
lembaga pendidikan dengan dunia 
usaha dan instansi lain untuk 
mewujudkan kualitas sumberdaya 
manusia yang handal dan siap pakai 

7. Meningkatkan kualitas tenaga 
pendidik dan kependidikan yang 
menerapkan system indikator rata-
rata ujian kompetensi guru. 

8. Meningkatkan kualitas layanan 
publik yang berbasis elektronik (IT), 

1. Optimalisasi peran BUMDES 

2. Melakukan pembangunan 
infrastruktur yang berkualitas, 
terutama dalam pembangunan 
jalan, jembatan, irigasi, drainase, 
dan infrastruktur pendukung 
lainnya dengan system 
penganggaran yang maksimal 
sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan 
Rumah Sakit Umum Daerah, 
puskesmas, poned, dan layanan 
kesehatan pemerintah daerah 
lainnya. 

4. Pembuatan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat dengan KSS (Kartu 
Subang Sehat). 

5. Membangun lapangan usaha 
pertanian melalui berbasis 
pengembangan argoindustri. 

6. Meningkatkan produksi pertanian 
dengan optimalisasi lahan 
pertanian. 

7. Menetapkan indikator kinerja yang 
jelas dan terukur sebagai dasar 
dalam melakukan lelang jabatan, 
rotasi, mutasi dan penentuan 
tunjangan kinerja daerah (TKD) 
yang dilakukan secara transparan. 

8. Penyediaan    ambulance gratis 
untuk meningkatkan layanan 
kesehatan bagi warga 

1. Melakukan pembangunan 
infrastruktur yang berkualitas, 
terutama dalam pembangunan jalan, 
jembatan, irigasi, drainase, dan 
infrastruktur pendukung lainnya 
dengan system penganggaran yang 
maksimal sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

2. Membuka akses anggaran secara 
transparan, mulai dari perencanaan 
sampai realisasi melalui system 
elektronik, agar masyarakat bisa 
ikut serta mengawasi 

3. Menyempurnakan system 
perencanaan pembangunan terpadu 
melalui e-planning dan e-budgeting 
guna tercipta pembangunan yang 
partisipatif dan terbuka. 

4. Pengembangan jaringan usaha, 
permodalan, produksi dan 
pemasaran bagi koperasi dan 
UMKN. 

5. Menyelengarakan sentra industri 
kecil serta mengembangkan usaha 
kecil dan menengah. 

6. Meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan dan 
pengembangan usaha mikro, kecil 
dan menengah. 

7. Meningkatkan kualitas pelayanan 
Rumah Sakit Umum Daerah, 
puskesmas, poned, dan layanan 
kesehatan pemerintah daerah 

1. Menetapkan indikator kinerja yang 
jelas dan terukur sebagai dasar 
dalam melakukan lelang jabatan, 
rotasi, mutasi dan penentuan 
tunjangan kinerja daerah (TKD) yang 
dilakukan secara transparan. 

2. Melakukan pembangunan 
infrastruktur yang berkualitas, 
terutama dalam pembangunan jalan, 
jembatan, irigasi, drainase, dan 
infrastruktur pendukung lainnya 
dengan system penganggaran yang 
maksimal sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

3. Meningkatkan kinerja birokrasi 
dengan mendorong implementasi 
Undang-Undang Aparatur Sipil 
Negara (ASN). 

4. Membangun infrastruktur 
perkotaan-perdesaan yang 
berkarakter budaya lokal, 
berwawasan lingkungan, dan 
berkelanjutan. 

5. Meningkatkan kualitas pelayanan 
Rumah Sakit Umum Daerah, 
puskesmas, poned, dan layanan 
kesehatan pemerintah daerah 
lainnya. 

6. Mewujudkan birokrasi yang 
memiliki jiwa dan mentalitas sebagai 
pelayan masyarakat. 

7. Optimalisasi peran BUMDES. 

8. Memberikan angaran secara khusus 

1. Memantapkan Optimalisasi peran 
BUMDES 

2. Pemeliharaan infrastruktur yang 
berkualitas, terutama dalam 
pembangunan jalan, jembatan, 
irigasi, drainase, dan infrastruktur 
pendukung lainnya dengan system 
penganggaran yang maksimal 
sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan 
Rumah Sakit Umum Daerah, 
puskesmas, poned, dan layanan 
kesehatan pemerintah daerah 
lainnya. 

4. Pembuatan Jaminan Kesehatan 
Masyarakat dengan KSS (Kartu 
Subang Sehat). 

5. Membangun lapangan usaha 
pertanian melalui berbasis 
pengembangan argoindustri. 

6. Meningkatkan produksi pertanian 
dengan optimalisasi lahan 
pertanian. 

7. Menetapkan indikator kinerja yang 
jelas dan terukur sebagai dasar 
dalam melakukan lelang jabatan, 
rotasi, mutasi dan penentuan 
tunjangan kinerja daerah (TKD) 
yang dilakukan secara transparan. 

8. Meningkatkan kreatifitas pelaku 
seni dan budaya lokal serta 
penyediaan sarana dan prasarana. 
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Tahun-1 (2019) Tahun-2 (2020) Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) 
transparan, dan mudah terutama 
dalam proses perijinan dan 
administrasi kependudukan. 

9. Meningkatkan kualitas pelayanan 
Rumah Sakit Umum Daerah, 
puskesmas, poned, dan layanan 
kesehatan pemerintah daerah 
lainnya. 

10. Memberikan bantuan pendidikan 
kepada siswa dan pemuda 
berprestasi untuk melanjutkan 
Pendidikan. 

11. Membuka akses anggaran secara 
transparan, mulai dari perencanaan 
sampai realisasi melalui system 
elektronik, agar masyarakat bisa ikut 
serta mengawasi. 

12. Membuat system pengaduan 
masyarakat secara terbuka, mudah 
dan langsung terakses kepada 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah. 

13. Mewujudkan birokrasi yang 
memiliki jiwa dan mentalitas sebagai 
pelayan masyarakat 

9. Meningkatkan kreatifitas pelaku 
seni dan budaya lokal serta 
penyediaan sarana dan prasarana. 

10. Menyempurnakan system 
perencanaan pembangunan terpadu 
melalui e-planning dan e-budgeting 
guna tercipta pembangunan yang 
partisipatif dan terbuka. 

11. Meningkatkan potensi daerah untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, termasuk peningkatkan 
kualitas perusahaan daerah yang 
ada dan pembentukan perusahan-
perusahan daerah yang baru 

12. Meningkatkan kinerja birokrasi 
dengan mendorong implementasi 
Undang-Undang Aparatur Sipil 
Negara (ASN). 

13. Mewujudkan birokrasi yang 
memiliki jiwa dan mentalitas 
sebagai pelayan masyarakat 

lainnya. 

8. Optimalisasi peran BUMDES. 

9. Penyediaan    ambulance gratis 
untuk meningkatkan layanan 
kesehatan bagi warga 

10. Meningkatkan potensi daerah untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, termasuk peningkatkan 
kualitas perusahaan daerah yang 
ada dan pembentukan perusahan-
perusahan daerah yang baru. 

11. Membangun perbatasan Kabupaten, 
Kecamatan, dan Desa dengan 
konsep budaya dan kearifan local. 

12. Meningkatkan kinerja birokrasi 
dengan mendorong implementasi 
Undang-Undang Aparatur Sipil 
Negara (ASN) 
 

untuk pembangunan diwilayah ke-
RT-an dalam rangka pemerataan 
pembangunan perdesaan melalui 
dana bantuan keuangan untuk 
pemerintah desa/kel 

9. Mendorong terciptanya keamanan 
lingkungan yang kondusif dengan 
meningkatkan peran serta Linmas 
yang bekerjasama dengan pihak 
kepolisian. 

10. Penyediaan    ambulance gratis 
untuk meningkatkan layanan 
kesehatan bagi warga 

11. Menciptakan peluang kerja yang 
bekerjasama dengan dunia usaha 
dan intansi terkait melalui system 
rekrutmen yang terintegrasi antara 
sektor pendidikan, sektor pelatihan 
ketenagakerjaan, dan sektor dunia 
usaha. 

12. Mengembangkan Tempat Pelelangan 
lkan (TPI) dan perluasan jaringan 
pemasaran hasil produksi perikanan. 

13. Membentuk kader-kader pencinta 
dan pemelihara lingkungan tiap 
desa/kelurahan. 

9. Penyediaan    ambulance gratis 
untuk meningkatkan layanan 
kesehatan bagi warga 

10. Menyempurnakan system 
perencanaan pembangunan terpadu 
melalui e-planning dan e-budgeting 
guna tercipta pembangunan yang 
partisipatif dan terbuka. 

11. Meningkatkan potensi daerah untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat, termasuk peningkatkan 
kualitas perusahaan daerah yang 
ada dan pembentukan perusahan-
perusahan daerah yang baru 

12. Meningkatkan kinerja birokrasi 
dengan mendorong implementasi 
Undang-Undang Aparatur Sipil 
Negara (ASN). 

13. Mewujudkan birokrasi yang 
memiliki jiwa dan mentalitas 
sebagai pelayan masyarakat 
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6.3 Program Pembangunan Daerah 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan 
program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari 
arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaaan. 

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang 
dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah 
kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan 
daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam 
mewujudkan visi dan misi. 

Program pembangunan daerah disajikan selama lima tahun mulai tahu 2019 sampai 
dengan Tahun 2023, yaitu akhir periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Subang 
periode 2018-2023. Penyajian daftar program pembangunan  daerah pada tabel dibawah, 
berdasarkan sasaran, agar dapat terpetakan bahwa setiap sasaran dilaksanakan atau akan 
dicapai dengan program apa saja. 
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Gambar 6.3  
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF 

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023 
 

No 
Misi/Tujuan/Sasaran/ 

Program 
Pembangunan Daerah 

Indikator Kinerja 
(tujuan/impact/autcome) 

Kondisi 
Kinerja 

Awal 
RPJMD 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja Akhirl 

RPJMD 
Perangkat 

Daerah 
penangung 

Jawab 
2019 2020 2021 2022 2023 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 
 Misi I : Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, terbuka, serta pelayan masyarakat 
 Tujuan              

1. Terwujudnya 
pemerintahan yang 
bersih dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme, 
terbuka serta 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik pada 
masyarakat 

             

 Sasaran              
1.1 Meningkatnya kapasitas 

akuntabilitas kinerja 
pemerintahan daerah 

1. Nilai Evaluasi AKIP 
 

BB                       
(SKOR 
70.00) 

BB                        
(SKOR 
73.50) 

 BB                        
(SKOR 
77.50) 

 BB                        
(SKOR 
80.00) 

 A                          
(SKOR 
82.50) 

 A                          
(SKOR 
85.00) 

  

2. Nilai EKPPD 
 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Tinggi 

  

3. Tingkat Maturitas SPIP 
 

Level 3 Level 3  Level 3  Level 3  Level 3  Level 3   

 Program              
1.1.1               
1.1.2               
1.1.3               
1.1.4               

 Sasaran              
1.2 Meningkatnya 

manajemen 
pemerintahan yang 
efektif dan efisien 

4. Opini BPK terhadap 
laporan keuangan 

WDP WTP  WTP  WTP  WTP  WTP   

  5. Meningkatnya 
Pendapatan Asli Daerah 

16,13% 16, % 388,863,659,021  20% 408,000,000  20% 428,400,000,000  20% 449,800,000,000  20% 472,200,000,000  BAPENDA 

 Program              
1.2.1               
1.2.2               
1.2.3               
1.2.4               

 Sasaran              
1.3 Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik 
6. Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 
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No 
Misi/Tujuan/Sasaran/ 

Program 
Pembangunan Daerah 

Indikator Kinerja 
(tujuan/impact/autcome) 

Kondisi 
Kinerja 

Awal 
RPJMD 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja Akhirl 

RPJMD 
Perangkat 

Daerah 
penangung 

Jawab 
2019 2020 2021 2022 2023 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 
 Program              

1.3.1               
1.3.2               
1.3.3               
1.3.4               

               
 Misi II :Meningkatkan pembangunan infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan  perdesaan 
 Tujuan              

2 Mempercepat 
pertumbuhan dan 
pemerataan 
pembangunan 
infrastruktur yang 
berkelanjutan, 
berkarakter 
kebudayaan lokaL 

B. Persentase Infrastruktur 
Dengan Kondisi Baik 

            

 Sasaran              

2.1 Meningkatnya kualitas 
dan kuantitas 
pemanfaatan tata ruang 
sesuai dengan karakter 
kebudayaan  lokal 

7. Persentase pemanfaatan 
ruang sesuai dengan 
RTRW dan RDTR 

            

 Program              
2.1.1               
2.1.2               
2.1.3               
2.1.4               

 Sasaran              
2.2 Meningkatnya 

infrastruktur jalan dan 
jembatan, yang 
berkualitas, 
berkelanjutan,  sesuai 
dengan karakter 
kebudayaan  lokal 

8. Persentase ruas jalan 
dalam kondisi baik 

 

50.77 58.00  63.00  68.00  73.00  78.00  PUPR 

9. Persentase jembatan 
dalam kondisi baik 

48.00 56.00  61.00  66.00  71.00  76.00  PUPR 

 Program              
2.2.1               
2.2.2               
2.2.3               
2.2.4               

 Sasaran              
2.3 Meningkatnya kualitas 

perumahan 
10. Cakupan ketersediaan 

rumah layak huni 
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No 
Misi/Tujuan/Sasaran/ 

Program 
Pembangunan Daerah 

Indikator Kinerja 
(tujuan/impact/autcome) 

Kondisi 
Kinerja 

Awal 
RPJMD 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja Akhirl 

RPJMD 
Perangkat 

Daerah 
penangung 

Jawab 
2019 2020 2021 2022 2023 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 
 Program              

2.3.1 Program Peningkatan 
Kualitas Perumahan 

Cakupan Ketersediaan 
Rumah Layak Huni 

5.840 
Unit 

2.000 
Unit 

 2,500,000,000  2.000 
Unit 

2,500,000,000  2.000 
Unit 

 2,500,000,000  2.000 
Unit 

 2,500,000,000  2.000 
Unit 

 2,500,000,000  DPKP 

2.3.2 Program Kota Tanpa 
Kumuh (KOTAKU) 

Prosentase berkurangnya 
luasan Permukiman Kumuh 
di Kawasan Perkotaan 

83.73% 100%  3,000,000,000  100% 1,000,000,000  100%  1,000,000,000  100%  1,000,000,000  100%  1,000,000,000  DPKP 

2.3.3 Program Peningkatan 
Kualitas Lingkungan 
Permukiman 

Cakupan lingkungan 
permukiman yang 
didukung Prasarana, 
Sarana, dan Utillitas Umum 
(PSU) 

54% 55%  15,000,000,000  56%  15,000,000,000  57%  15,000,000,000  58%  15,000,000,000  59%  15,000,000,000  DPKP 

2.3.4               
               
               
 Sasaran              

2.4 Meningkatnya potensi 
sumber air dalam 
penyediaan air bersih 
dan saluran irigasi 

11. Persentase rumah 
tangga pengguna air 
bersih 

93.54 95.30  96.10  96.90  97.70  98.50  PUPR 

12. Persentase Irigasi 
dalam kondisi baik 

57.50 67.00  72.00  77.00  82.00  87.00  PUPR 

 Program              
2.4.1 Program pendukung 

infrastruktur irigasi 
Persentase ketersediaan air 
irigasi 

            

2.4.2 Program pendukung 
ketersediaan air bersih, 
air minum dan saluran 
limbah 

             

2.4.3               
2.4.4               

 Sasaran              
2.6 Meningkatnya 

pemerataan 
pembangunan dan 
pemberdayaan desa. 

13. Persentase 
pembentukan BUMDes 
per Desa 

30% 50%  60%  70%  80%  90%  DISPEMDES 

 Program              
2.6.1               
2.6.2               
2.6.3               
2.6.4               

               
Misi 3 : Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja 

 Tujuan              

3 Terwujudnya kualitas C. IPM             
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No 
Misi/Tujuan/Sasaran/ 

Program 
Pembangunan Daerah 

Indikator Kinerja 
(tujuan/impact/autcome) 

Kondisi 
Kinerja 

Awal 
RPJMD 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja Akhirl 

RPJMD 
Perangkat 

Daerah 
penangung 

Jawab 
2019 2020 2021 2022 2023 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 
pendidikan untuk 
menciptakan 
sumberdaya manusia 
yang handal, religius 
dan berdaya saing 

 Sasaran              
3.1 Meningkatnya derajat 

pendidikan untuk 
menghasilkan 
sumberdaya manusia 
yang religius, handal, 
dan berdaya saing. 

14.Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 
 

            

 Program              

3.1.1               
3.1.2               
3.1.3               
3.1.4               

 Sasaran              
3.3 Meningkatnya 

pembinaan pemuda dan 
prestasi olahraga 

15. Prosentase Pemuda 
Yang Berprestasi 

            

 Program              

3.3.1               
3.3.2               
3.3.3               
3.3.4               

 Sasaran              
3.4 Menurunnya Tingkat 

Pengangguran Terbuka 
16. Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) 
17. Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

7.44% 7.44%  7.43%  7.42%  7.40%  7.30%   

 Program              

3.4.1               
3.4.2               
3.4.3               
3.4.4               

               

Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Industri Kreatif, Perikanan Dan Kelautan, Perdagangan Serta Penggalian Potensi Kepariwisataan Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal. 

 Tujuan              
4 Percepatan 

pertumbuhan ekonomi 
yang maju serta 

D. PDRB             
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No 
Misi/Tujuan/Sasaran/ 

Program 
Pembangunan Daerah 

Indikator Kinerja 
(tujuan/impact/autcome) 

Kondisi 
Kinerja 

Awal 
RPJMD 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja Akhirl 

RPJMD 
Perangkat 

Daerah 
penangung 

Jawab 
2019 2020 2021 2022 2023 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 
peningkatan 
kesejahteraan rakyat. 

 Sasaran              
4.1 Meningkatnya 

produktivitas pertanian 
18. Jumlah produksi padi 1 .220.544 

ton 
1,269,732  

ton 
 1.282.429 

ton 
 1.295.253  

ton 
 1308205 

ton 
 1.308.205  

ton 
  

19. Skor Pola Pangan 
Harapan 

90 87  89  91  93  95   

 Program              

4.1.1               
4.1.2               
4.1.3               
4.1.4               

 Sasaran              
4.4 Meningkatnya 

penanggulangan 
kemiskinan 

20. Jumlah PMKS ysng 
tertangani 

1,771 
Orang 

1,771 
Orang 

 1,801 
Orang 

 1,801 
Orang 

 1,801 
Orang 

 1,975 
Orang 

 DINSOS 

 Program              

4.4.1               
4.4.2               
4.4.3               
4.4.4               

 Sasaran              
4.5 Optimalisasi 

Pengarusutamaan 
Gender dan 
Perlindungan Anak 

21. Indek Pemberdayaan 
Gender (IPG) 

            

 Program              

4.5.1               
4.5.2               
4.5.3               
4.5.4               

 Tujuan              
5 Belum optimalnya 

penggalian potensi 
kepariwisataan dan 
kebudayaan di 
kabupaten subang 

             

 Sasaran              
5.1 Terciptanya pariwisata 

sebagai sumber 
pertumbuhan ekonomi 
inklusif 

22. Jumlah kunjungan 
wisatawan 
 

5.790.390 
Orang 

5.800.000 
Orang 

 5.900.000 
Orang 

 6.000.000 
Orang 

 6.100.000 
Orang 

 6.100.000 
Orang 

  

23. Meningkatkan 
pengenalan seni dan 
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No 
Misi/Tujuan/Sasaran/ 

Program 
Pembangunan Daerah 

Indikator Kinerja 
(tujuan/impact/autcome) 

Kondisi 
Kinerja 

Awal 
RPJMD 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja Akhirl 

RPJMD 
Perangkat 

Daerah 
penangung 

Jawab 
2019 2020 2021 2022 2023 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 
budaya sejak dini 

 Program              

5.1.1               
5.1.2               
5.1.3               
5.1.4               

               

Misi 5 : Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. 
 

 Tujuan              
6 Terwujudnya 

peningkatan taraf 
kesehatan masyarakat 

Indek Kesehatan 
Masyarakat 

            

 Sasaran              
6.2 Meningkanya sarana 

dan prasarana 
kesehatan 

24. CRR (Cost Recovery 
Rate) 

71.4 77.9  78  78.1  78.2  78.3   

 Program              

6.2.1               
6.2.2               
6.2.3               
6.2.4               

 Tujuan              
7 Meningkatkan 

pengelolaan daya 
dukung dan kualitas 
lingkungan hidup 

Indeks Kualitas Lingkungan 
Hidup (IKLH) 

            

 Sasaran              
7.1 Meningkatnya 

pengelolaan lingkungan 
hidup yang 
berkelanjutan 

25. Penanganan Sampah 
Perkotaan 

26. IKLH 
27. Persentase Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 
Perkotaan 

94.00% 94.00%  95.00%  96.00%  97.00%  98.00%   

 Program              

7.1.1               
7.1.4               
7.1.3               
7.1.4               

 Sasaran              
7.2 Meningkatnya 

ketangguhan terhadap 
28. Jumlah Daerah rawan 

bencana yang sudah  
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No 
Misi/Tujuan/Sasaran/ 

Program 
Pembangunan Daerah 

Indikator Kinerja 
(tujuan/impact/autcome) 

Kondisi 
Kinerja 

Awal 
RPJMD 

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 
Kondisi Kinerja Akhirl 

RPJMD 
Perangkat 

Daerah 
penangung 

Jawab 
2019 2020 2021 2022 2023 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 
bencana terpetakan 

7.2.1               
7.2.2               
7.2.3               
7.2.3               
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BAB VII 
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN 

PROGRAM PERANGKAT DAERAH 
 

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program 
yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif 
target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. 

 

 

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan 
Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah 

yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah 
selama 5 (lima) tahun ke depan. Program-program tersebut merupakan pelaksanaan 
urusan wajib dan urusan pilihan serta urusan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah 
disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang 
kemudian dijabarkan ke dalam  dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.  

Program-program yang mendapatkan alokasi anggaran terbagi menjadi tiga kategori 
berdasarkan tingkat prioritasnya. Pertama adalah dialokasikan untuk belanja wajib dan 
mengikat, kedua program perangkat  daerah yang terkait dengan perwujudan misi dan misi 
serta memenuhi program yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pelayanan minimal 
(SPM) pada urusan wajib Pelayanan dasar serta yang ketiga program–program 
penyelenggaraan urusan lainnya sebagai penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah. 

Program–Program untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi 
penunjang pemerintah daerah sebagaimana pada tabel 7.2 yang terdiri  dari program 
urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disajikan dalam berdasarakan urusan 
dan fungsi penunjang serta program yang bersifat rutin (generik) yang dilaksanakan pada 
setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan kinerja para aparatur dalam proses 
penyelenggaraan pemeritahan Daerah. 

Pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan 
dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah di perhitungkan untuk 
kebutuhannya selama 5 tahun, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja 
Langsung. Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1.  
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Tabel 7.1  

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN SUBANG 

KODE URAIAN 
TAHUN 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

5 BELANJA DAERAH  2,419,349,241,249   2,615,809,798,487   2,834,866,424,309   3,077,630,748,162   3,345,269,526,617  
       

5.1 Belanja Tidak Langsung  1,705,087,602,979   1,734,165,974,067   1,763,971,304,432   1,794,521,768,056   1,825,835,993,271  
5.1.1 Belanja Pegawai  1,433,134,843,517   1,462,213,214,605   1,492,018,544,970   1,522,569,008,594   1,553,883,233,809  
5.1.2 Belanja Bunga      
5.1.3 Belanja Subsidi      
5.1.4 Belanja Hibah  33,341,515,632   33,341,515,632   33,341,515,632   33,341,515,632   33,341,515,632  
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial  3,525,000,000   3,525,000,000   3,525,000,000   3,525,000,000   3,525,000,000  
5.1.6 Belanja Bagi Hasil  19,030,501,830   19,030,501,830   19,030,501,830   19,030,501,830   19,030,501,830  
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan  213,055,742,000   213,055,742,000   213,055,742,000   213,055,742,000   213,055,742,000  
5.1.8 Belanja tidak terduga  3,000,000,000   3,000,000,000   3,000,000,000   3,000,000,000   3,000,000,000  

       
5.2 Belanja Langsung  714,261,638,270   881,643,824,420   1,070,895,119,877   1,283,108,980,106   1,519,433,533,346  

       
 Jumlah Belanja  2,419,349,241,249   2,615,809,798,487   2,834,866,424,309   3,077,630,748,162   3,345,269,526,617  

       

Sumber : BPKD Kabupaten Subang Tahun 2017
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Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

3,762,875,596,713 3,837,368,145,101 4,145,342,009,325 4,338,819,278,549 4,561,562,773,744

I Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 89,094,995,906 90,761,072,329 97,949,349,258 102,415,839,584 107,557,114,731

PENDIDIKAN 89,094,995,906 90,761,072,329 97,949,349,258 102,415,839,584 107,557,114,731

1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,262,759,753 47,127,873,360 50,860,400,931 53,179,635,213 55,849,252,901

1.2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 624,689,000 636,370,684 686,771,242 718,088,011 754,136,029

1 Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD Tenaga Pendidik 

dan 

Kependidikan 

PAUD di 

Kab.Subang (320 

Orang/Peserta)

Tenaga Pendidik 

dan 

Kependidikan 

PAUD di 

Kab.Subang (320 

Orang/Peserta)

171,463,850                      Tenaga Pendidik 

dan 

Kependidikan 

PAUD di 

Kab.Subang (320 

Orang/Peserta)

107,013,250                      Tenaga Pendidik 

dan 

Kependidikan 

PAUD di 

Kab.Subang (320 

Orang/Peserta)

107,013,250                      Tenaga Pendidik 

dan 

Kependidikan 

PAUD di 

Kab.Subang (320 

Orang/Peserta)

107,013,250                      Tenaga Pendidik 

dan 

Kependidikan 

PAUD di 

Kab.Subang (320 

Orang/Peserta)

107,013,250                      

2 Jumlah Lomba Kompetensi dan Kreatifitas PAUD 1 paket kegiatan 1 paket kegiatan 63,250,000                         1 paket kegiatan 72,737,500                         1 paket kegiatan 83,648,125                         1 paket kegiatan 96,195,344                         1 paket kegiatan 110,624,645                      

3 Jumlah Gugus PAUD 30 Gugus PAUD 30 Gugus PAUD 154,065,500                      30 Gugus PAUD 177,175,325                      30 Gugus PAUD 203,751,624                      30 Gugus PAUD 234,314,367                      30 Gugus PAUD 269,461,522                      

4 Jumlah Dokumen Pengembangan Kurikulum PAUD 

(Formal dan Non Formal

60 Dokumen 

KTSP Anak Usia 

Dini

60 Dokumen 

KTSP Anak Usia 

Dini

107,013,250                      60 Dokumen 

KTSP Anak Usia 

Dini

123,065,238                      60 Dokumen 

KTSP Anak Usia 

Dini

141,525,023                      60 Dokumen 

KTSP Anak Usia 

Dini

162,753,777                      60 Dokumen 

KTSP Anak Usia 

Dini

187,166,843                      

5 Pendamping BOP DAK Pendidikan Kabupaten Subang 

PAUD

1065 Lembaga di 

30 Kecamatan

1065 Lembaga di 

30 Kecamatan
10,381,625                         1065 Lembaga di 

30 Kecamatan
11,938,869                         1065 Lembaga di 

30 Kecamatan
13,729,699                         1065 Lembaga di 

30 Kecamatan
15,789,154                         1065 Lembaga di 

30 Kecamatan
18,157,527                         

6 Penguatan BOSDA PAUD 1065 Lembaga di 

30 Kecamatan

1065 Lembaga di 

30 Kecamatan
94,287,350                         1065 Lembaga di 

30 Kecamatan
108,430,453                      1065 Lembaga di 

30 Kecamatan
124,695,020                      1065 Lembaga di 

30 Kecamatan
143,399,273                      1065 Lembaga di 

30 Kecamatan
164,909,164                      

7 BOSDA PAUD 2 TK Negeri di 

Kabupaten 

Subang

2 TK Negeri di 

Kabupaten 

Subang

30,912,000                         2 TK Negeri di 

Kabupaten 

Subang

35,548,800                         2 TK Negeri di 

Kabupaten 

Subang

40,881,120                         2 TK Negeri di 

Kabupaten 

Subang

47,013,288                         2 TK Negeri di 

Kabupaten 

Subang

54,065,281                         

1.3
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 

Tahun
40,670,135,553 41,430,667,088 44,711,975,921 46,750,842,023 49,097,734,293

1 Penambahan ruang kelas Baru SD 3 Sekolah Dasar 

Negeri

3 Sekolah Dasar 

Negeri
688,602,750                      3 Sekolah Dasar 

Negeri
791,893,163                      3 Sekolah Dasar 

Negeri
910,677,137                      3 Sekolah Dasar 

Negeri
1,047,278,707                   3 Sekolah Dasar 

Negeri
1,204,370,514                   

2 Penambahan ruang guru sekolah SD 1 Sekolah Dasar 

(Ruang Guru 

SDN Pawelutan 

Kec. Binong)

3 Sekolah Dasar 

Negeri 
627,448,500                      3 Sekolah Dasar 

Negeri 
721,565,775                      3 Sekolah Dasar 

Negeri 
829,800,641                      3 Sekolah Dasar 

Negeri 
954,270,737                      3 Sekolah Dasar 

Negeri 
1,097,411,348                   

Tabel 7. 2

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN SUBANG 2018-2023

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

3 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SMP 7 Paket di 7 SMP 

Negeri

14 paket Sanitasi 

SMP 
1,000,000,000                   14 paket Sanitasi 

SMP 
1,150,000,000                   14 paket Sanitasi 

SMP 
1,322,500,000                   14 paket Sanitasi 

SMP 
1,520,875,000                   14 paket Sanitasi 

SMP 
1,749,006,250                   

4 Pengadaan meubelair Sekolah SD 10 Sekolah Dasar 

Negeri

10 Sekolah Dasar 

Negeri
229,475,600                      10 Sekolah Dasar 

Negeri
263,896,940                      10 Sekolah Dasar 

Negeri
303,481,481                      10 Sekolah Dasar 

Negeri
349,003,703                      10 Sekolah Dasar 

Negeri
401,354,259                      

5 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD 16 Paket 

Rehabilitasi 

Sedang/Berat 

Ruang Kelas 

Sekolah Dasr 

Negeri 

16 Paket 

Rehabilitasi 

sedang/berat 

ruang kelas 

sekolah SD

3,059,318,550                   16 Paket 

Rehabilitasi 

sedang/berat 

ruang kelas 

sekolah SD

3,518,216,333                   16 Paket 

Rehabilitasi 

sedang/berat 

ruang kelas 

sekolah SD

4,045,948,782                   16 Paket 

Rehabilitasi 

sedang/berat 

ruang kelas 

sekolah SD

4,652,841,100                   16 Paket 

Rehabilitasi 

sedang/berat 

ruang kelas 

sekolah SD

5,350,767,265                   

6 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik SD 200 Guru SD Pelatihan 

kompetensi 

tenaga pendidik 

SD

113,539,500                      Pelatihan 

kompetensi 

tenaga pendidik 

SD

130,570,425                      Pelatihan 

kompetensi 

tenaga pendidik 

SD

150,155,989                      Pelatihan 

kompetensi 

tenaga pendidik 

SD

172,679,387                      Pelatihan 

kompetensi 

tenaga pendidik 

SD

198,581,295                      

7 Penyusunan Kurikulum SD 404 Peserta 

(Kepala Sekolah)

Penyusunan 

Kurikulum SD
225,048,330                      Penyusunan 

Kurikulum SD
258,805,580                      Penyusunan 

Kurikulum SD
297,626,416                      Penyusunan 

Kurikulum SD
342,270,379                      Penyusunan 

Kurikulum SD
393,610,936                      

8 Pembinaan SMP terbuka 11 SMP Terbuka 

(11 Kepala 

Sekolah, 11 Guru 

Bina, 72 Guru 

Pamong SMP 

Terbuka dan 44 

11 SMP Terbuka 

(11 Kepala 

Sekolah, 11 Guru 

Bina, 72 Guru 

Pamong SMP 

Terbuka dan 44 

101,306,950                      11 SMP Terbuka 

(11 Kepala 

Sekolah, 11 Guru 

Bina, 72 Guru 

Pamong SMP 

Terbuka dan 44 

116,502,993                      11 SMP Terbuka 

(11 Kepala 

Sekolah, 11 Guru 

Bina, 72 Guru 

Pamong SMP 

Terbuka dan 44 

133,978,441                      11 SMP Terbuka 

(11 Kepala 

Sekolah, 11 Guru 

Bina, 72 Guru 

Pamong SMP 

Terbuka dan 44 

154,075,208                      11 SMP Terbuka 

(11 Kepala 

Sekolah, 11 Guru 

Bina, 72 Guru 

Pamong SMP 

Terbuka dan 44 

177,186,489                      

9 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI 

dan SMP/MTS (ujian)

UN US Tingkat 

SD (Mata 

Pelajaran 

Matematika, IPA, 

B.Indonesia, 

PKn, IPS, PLH, 

UN US Tingkat 

SD (Mata 

Pelajaran 

Matematika, IPA, 

B.Indonesia, 

PKn, IPS, PLH, 

454,758,300                      UN US Tingkat 

SD (Mata 

Pelajaran 

Matematika, IPA, 

B.Indonesia, 

PKn, IPS, PLH, 

522,972,045                      UN US Tingkat 

SD (Mata 

Pelajaran 

Matematika, IPA, 

B.Indonesia, 

PKn, IPS, PLH, 

601,417,852                      UN US Tingkat 

SD (Mata 

Pelajaran 

Matematika, IPA, 

B.Indonesia, 

PKn, IPS, PLH, 

691,630,530                      UN US Tingkat 

SD (Mata 

Pelajaran 

Matematika, IPA, 

B.Indonesia, 

PKn, IPS, PLH, 

795,375,109                      

10 Penyelenggraan paket B setara SMP 10 Kelompok 

Belajar (200 

Orang) di 30 

Kecamatan

Penyelenggraan 

paket B setara 

SMP

139,522,600                      Penyelenggraan 

paket B setara 

SMP

160,450,990                      Penyelenggraan 

paket B setara 

SMP

184,518,639                      Penyelenggraan 

paket B setara 

SMP

212,196,434                      Penyelenggraan 

paket B setara 

SMP

244,025,899                      

11 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD 14 Mata Lomba 

untuk Siswa SD

Pembinaan 

Minat, Bakat dan 

Kreativitas 

Siswa SD

137,986,200                      Pembinaan 

Minat, Bakat dan 

Kreativitas 

Siswa SD

158,684,130                      Pembinaan 

Minat, Bakat dan 

Kreativitas 

Siswa SD

182,486,750                      Pembinaan 

Minat, Bakat dan 

Kreativitas 

Siswa SD

209,859,762                      Pembinaan 

Minat, Bakat dan 

Kreativitas 

Siswa SD

241,338,726                      

12 Penyelenggaraan akreditasi SD Sekolah SD 

Negeri dan 

Swasta di Kab. 

Subang (315 

Sekolah)

Penyelenggaraan 

akreditasi SD
103,893,300                      Penyelenggaraan 

akreditasi SD
119,477,295                      Penyelenggaraan 

akreditasi SD
137,398,889                      Penyelenggaraan 

akreditasi SD
158,008,723                      Penyelenggaraan 

akreditasi SD
181,710,031                      

13 DAK dan Penunjang DAK Pendidikan SD 70 lokasi, 55 

rehab SD, RKB 

15 SD

DAK dan 

Penunjang DAK 

Pendidikan SD

805,000,000                      DAK dan 

Penunjang DAK 

Pendidikan SD

925,750,000                      DAK dan 

Penunjang DAK 

Pendidikan SD

1,064,612,500                   DAK dan 

Penunjang DAK 

Pendidikan SD

1,224,304,375                   DAK dan 

Penunjang DAK 

Pendidikan SD

1,407,950,031                   

14 Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) APBN 846 SD Negeri 

dan 77 SMP 

Negeri

Bantuan 

Operasional 

Sekolah ( BOS ) 

APBN

-                                        Bantuan 

Operasional 

Sekolah ( BOS ) 

APBN

-                                        Bantuan 

Operasional 

Sekolah ( BOS ) 

APBN

-                                        Bantuan 

Operasional 

Sekolah ( BOS ) 

APBN

-                                        Bantuan 

Operasional 

Sekolah ( BOS ) 

APBN

-                                        

15 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 

Kabupaten SD

848 SD Negeri Bantuan 

Operasional 

Sekolah Daerah 

(BOSDA) 

Kabupaten SD

21,054,494,400                Bantuan 

Operasional 

Sekolah Daerah 

(BOSDA) 

Kabupaten SD

24,212,668,560                Bantuan 

Operasional 

Sekolah Daerah 

(BOSDA) 

Kabupaten SD

27,844,568,844                Bantuan 

Operasional 

Sekolah Daerah 

(BOSDA) 

Kabupaten SD

32,021,254,171                Bantuan 

Operasional 

Sekolah Daerah 

(BOSDA) 

Kabupaten SD

36,824,442,296                

16 Pemagaran Sekolah SMP 8 Paket 

Pemagaran 

Sekolah (8 SD 

Negeri)

Pemagaran 

Sekolah SMP
702,880,000                      Pemagaran 

Sekolah SMP
808,312,000                      Pemagaran 

Sekolah SMP
929,558,800                      Pemagaran 

Sekolah SMP
1,068,992,620                   Pemagaran 

Sekolah SMP
1,229,341,513                   

17 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik 

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR) SD/SMP

100 Orang Guru 

SD dan SMP dari 

30 Kecamatan 

Sekabupaten 

Subang

Pelatihan 

Peningkatan 

Kompetensi 

Tenaga Pendidik 

Jasmani 

Kesehatan dan 

113,924,750                      Pelatihan 

Peningkatan 

Kompetensi 

Tenaga Pendidik 

Jasmani 

Kesehatan dan 

131,013,463                      Pelatihan 

Peningkatan 

Kompetensi 

Tenaga Pendidik 

Jasmani 

Kesehatan dan 

150,665,482                      Pelatihan 

Peningkatan 

Kompetensi 

Tenaga Pendidik 

Jasmani 

Kesehatan dan 

173,265,304                      Pelatihan 

Peningkatan 

Kompetensi 

Tenaga Pendidik 

Jasmani 

Kesehatan dan 

199,255,100                      



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)
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CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 
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18 Penyediaan Beasiswa Miskin, berprestasi tingkat SD Siswa Miskin/ 

Tidak Mampu (1 

Paket)

Penyediaan 

Beasiswa 

Miskin, 

berprestasi 

tingkat SD

948,750,000                      Penyediaan 

Beasiswa 

Miskin, 

berprestasi 

tingkat SD

1,091,062,500                   Penyediaan 

Beasiswa 

Miskin, 

berprestasi 

tingkat SD

1,254,721,875                   Penyediaan 

Beasiswa 

Miskin, 

berprestasi 

tingkat SD

1,442,930,156                   Penyediaan 

Beasiswa 

Miskin, 

berprestasi 

tingkat SD

1,659,369,680                   

19 Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di 

Satuan Pendidikan Dasar

120 Guru, 120 

Kepala Sekolah, 

120 Komite, di 

120 Sekolah 

Dasar

Penerapan 

Manajemen 

Berbasis Sekolah 

(MBS) di Satuan 

Pendidikan 

Dasar

109,673,028                      Penerapan 

Manajemen 

Berbasis Sekolah 

(MBS) di Satuan 

Pendidikan 

Dasar

126,123,982                      Penerapan 

Manajemen 

Berbasis Sekolah 

(MBS) di Satuan 

Pendidikan 

Dasar

145,042,579                      Penerapan 

Manajemen 

Berbasis Sekolah 

(MBS) di Satuan 

Pendidikan 

Dasar

166,798,966                      Penerapan 

Manajemen 

Berbasis Sekolah 

(MBS) di Satuan 

Pendidikan 

Dasar

191,818,811                      

20 Pembinaan Sekolah SDSN 220 Orang Guru 

Kelas Rendah 

dan 220 Guru 

Kelas Tinggi di 

SDSN

Pembinaan 

Sekolah SDSN
111,722,500                      Pembinaan 

Sekolah SDSN
128,480,875                      Pembinaan 

Sekolah SDSN
147,753,006                      Pembinaan 

Sekolah SDSN
169,915,957                      Pembinaan 

Sekolah SDSN
195,403,351                      

21 Penambahan ruang kelas baru SMP 3 Ruang Kelas 

Baru untuk 2 

SMP Negeri

3 Ruang Kelas 

Baru 
655,954,250                      3 Ruang Kelas 

Baru 
754,347,388                      3 Ruang Kelas 

Baru 
867,499,496                      3 Ruang Kelas 

Baru 
997,624,420                      3 Ruang Kelas 

Baru 
1,147,268,083                   

22 Penataan Lingkungan Sekolah SMP 5 SMP Negeri 

dari 75 SMP 

yang 

membutuhkan

5 SMP Negeri 

dari 70 SMP 

yang 

membutuhkan

346,371,375                      5 SMP Negeri 

dari 65 SMP 

yang 

membutuhkan

398,327,081                      5 SMP Negeri 

dari 60 SMP 

yang 

membutuhkan

458,076,143                      5 SMP Negeri 

dari 55 SMP 

yang 

membutuhkan

526,787,565                      5 SMP Negeri 

dari 50 SMP 

yang 

membutuhkan

605,805,700                      

23 Penyediaan Operasional Beasiswa bagi Keluarga Tidak 

Mampu

Siswa SD Negeri 

Yang Tidak 

Mampu

Siswa SD Negeri 

Yang Tidak 

Mampu

30,820,000                         Siswa SD Negeri 

Yang Tidak 

Mampu

35,443,000                         Siswa SD Negeri 

Yang Tidak 

Mampu

40,759,450                         Siswa SD Negeri 

Yang Tidak 

Mampu

46,873,368                         Siswa SD Negeri 

Yang Tidak 

Mampu

53,904,373                         

24 Penguatan Program Manajeman BOS Sekolah 

Penerima BOS 

Pusat : 874 SD 

dan 154 SMP

Sekolah 

Penerima BOS 

Pusat : 874 SD 

dan 154 SMP

335,552,693                      Sekolah 

Penerima BOS 

Pusat : 874 SD 

dan 154 SMP

385,885,596                      Sekolah 

Penerima BOS 

Pusat : 874 SD 

dan 154 SMP

443,768,436                      Sekolah 

Penerima BOS 

Pusat : 874 SD 

dan 154 SMP

510,333,701                      Sekolah 

Penerima BOS 

Pusat : 874 SD 

dan 154 SMP

586,883,756                      

25 Penyelenggaraan Gerakan Jam Wajib Belajar Malam Hari 

Efektif

30 Kecamatan di 

Kabupaten 

Subang

30 Kecamatan di 

Kabupaten 

Subang

64,606,540                         30 Kecamatan di 

Kabupaten 

Subang

74,297,521                         30 Kecamatan di 

Kabupaten 

Subang

85,442,149                         30 Kecamatan di 

Kabupaten 

Subang

98,258,472                         30 Kecamatan di 

Kabupaten 

Subang

112,997,242                      

26 Pengadaan Meubelair Sekolah SMP 16 Paket 

Mebelair SMP 

dari 75 SMP

16 Paket 

Mebelair SMP 

dari 59 SMP

292,128,750                      5 Paket Mebelair 

SMP dari 54 SMP
79,382,813                         5 Paket Mebelair 

SMP dari 49 SMP
91,290,234                         5 Paket Mebelair 

SMP dari 44 SMP
104,983,770                      5 Paket Mebelair 

SMP dari 39 SMP
120,731,335                      

27 Pembinaan UKS SD 1 Paket Kegiatan 

Pembinaan UKS 

SD

Pembinaan UKS 

SD
52,646,425                         Pembinaan UKS 

SD
60,543,389                         Pembinaan UKS 

SD
69,624,897                         Pembinaan UKS 

SD
80,068,632                         Pembinaan UKS 

SD
92,078,926                         

28 Pengadaan Raport SD 1 Paket 

Pengadaan 

Raport SD

Pengadaan 

Raport SD
1,347,966,750                   Pengadaan 

Raport SD
1,550,161,763                   Pengadaan 

Raport SD
1,782,686,027                   Pengadaan 

Raport SD
2,050,088,931                   Pengadaan 

Raport SD
2,357,602,271                   

29 Pengadaan Meubelair Perpusatakaan SMP 9 SMP 9 SMP 229,568,750                      9 SMP 264,004,063                      9 SMP 303,604,672                      9 SMP 349,145,373                      9 SMP 401,517,179                      

30 Pengadaan Rapot SMP Raport SMP 

Untuk 30.850 

Siswa

Pengadaan 

Rapot SMP
3,360,213,750                   Pengadaan 

Rapot SMP
3,864,245,813                   Pengadaan 

Rapot SMP
4,443,882,684                   Pengadaan 

Rapot SMP
5,110,465,087                   Pengadaan 

Rapot SMP
5,877,034,850                   

31 Penyaluran Beasiswa Prestasi SMP FLS2N SMP, 

Apresiasi Seni 

dan Sastra 

Daerah SMP, 

Olimpiade Saint 

Nasional (OSN) 

FLS2N SMP, 

Apresiasi Seni 

dan Sastra 

Daerah SMP, 

Olimpiade Saint 

Nasional (OSN) 

115,000,000                      FLS2N SMP, 

Apresiasi Seni 

dan Sastra 

Daerah SMP, 

Olimpiade Saint 

Nasional (OSN) 

132,250,000                      FLS2N SMP, 

Apresiasi Seni 

dan Sastra 

Daerah SMP, 

Olimpiade Saint 

Nasional (OSN) 

152,087,500                      FLS2N SMP, 

Apresiasi Seni 

dan Sastra 

Daerah SMP, 

Olimpiade Saint 

Nasional (OSN) 

174,900,625                      FLS2N SMP, 

Apresiasi Seni 

dan Sastra 

Daerah SMP, 

Olimpiade Saint 

Nasional (OSN) 

201,135,719                      

32 Penguatan Penyaluran Beasiswa Prestasi SMP Siswa SMP 

Berprestasi di 

Kabupaten 

Subang

Siswa SMP 

Berprestasi di 

Kabupaten 

Subang

23,920,000                         Siswa SMP 

Berprestasi di 

Kabupaten 

Subang

27,508,000                         Siswa SMP 

Berprestasi di 

Kabupaten 

Subang

31,634,200                         Siswa SMP 

Berprestasi di 

Kabupaten 

Subang

36,379,330                         Siswa SMP 

Berprestasi di 

Kabupaten 

Subang

41,836,230                         
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33 Penyediaan Beasiswa Miskin SMP Siswa Miskin di 

Kabupaten 

Subang tingkat 

SMP

Siswa Miskin di 

Kabupaten 

Subang tingkat 

SMP

575,000,000                      Siswa Miskin di 

Kabupaten 

Subang tingkat 

SMP

661,250,000                      Siswa Miskin di 

Kabupaten 

Subang tingkat 

SMP

760,437,500                      Siswa Miskin di 

Kabupaten 

Subang tingkat 

SMP

874,503,125                      Siswa Miskin di 

Kabupaten 

Subang tingkat 

SMP

1,005,678,594                   

34 Penguatan Penyaluran Bantuan Siswa Miskin SMP 1.796 Siswa SMP 

di Kabupaten 

Subang

1.796 Siswa SMP 

di Kabupaten 

Subang

13,644,750                         1.796 Siswa SMP 

di Kabupaten 

Subang

15,691,463                         1.796 Siswa SMP 

di Kabupaten 

Subang

18,045,182                         1.796 Siswa SMP 

di Kabupaten 

Subang

20,751,959                         1.796 Siswa SMP 

di Kabupaten 

Subang

23,864,753                         

35 Lomba Kompetensi dan Kreativitas Siswa SMP (OSN & 

PL2SN)

Lomba OSN SMP 

(3 Perlombaan), 

FLS2N SMP (5 

Perlombaan)

Lomba OSN SMP 

(3 Perlombaan), 

FLS2N SMP (5 

Perlombaan)

103,120,500                      Lomba OSN SMP 

(3 Perlombaan), 

FLS2N SMP (5 

Perlombaan)

118,588,575                      Lomba OSN SMP 

(3 Perlombaan), 

FLS2N SMP (5 

Perlombaan)

136,376,861                      Lomba OSN SMP 

(3 Perlombaan), 

FLS2N SMP (5 

Perlombaan)

156,833,390                      Lomba OSN SMP 

(3 Perlombaan), 

FLS2N SMP (5 

Perlombaan)

180,358,399                      

36 Pembinaan Minat dan Bakat Kreativitas Siswa SMP Lomba Apresiasi 

Seni dan Sastra 

Daerah SMP (6 

Perlombaan)

Pembinaan 

Minat dan Bakat 

Kreativitas 

Siswa SMP

102,062,500                      Pembinaan 

Minat dan Bakat 

Kreativitas 

Siswa SMP

117,371,875                      Pembinaan 

Minat dan Bakat 

Kreativitas 

Siswa SMP

134,977,656                      Pembinaan 

Minat dan Bakat 

Kreativitas 

Siswa SMP

155,224,305                      Pembinaan 

Minat dan Bakat 

Kreativitas 

Siswa SMP

178,507,950                      

37 Penyelenggaraan Pendidikan Karatkter Revolusi Mental 

SMP

60 Pembina OSIS 

SMP

60 Pembina OSIS 

SMP
86,250,000                         60 Pembina OSIS 

SMP
99,187,500                         60 Pembina OSIS 

SMP
114,065,625                      60 Pembina OSIS 

SMP
131,175,469                      60 Pembina OSIS 

SMP
150,851,789                      

38 Pembinaan UKS SMP 50 SMP di 

Kabupaten 

Subang

50 SMP di 

Kabupaten 

Subang

70,000,500                         50 SMP di 

Kabupaten 

Subang

80,500,575                         50 SMP di 

Kabupaten 

Subang

92,575,661                         50 SMP di 

Kabupaten 

Subang

106,462,010                      50 SMP di 

Kabupaten 

Subang

122,431,312                      

39 Pembinaan Sekolah Model Tingkat SMP 4 Sekolah Model 

SMP

4 Sekolah Model 

SMP
56,366,100                         4 Sekolah Model 

SMP
64,821,015                         4 Sekolah Model 

SMP
74,544,167                         4 Sekolah Model 

SMP
85,725,792                         4 Sekolah Model 

SMP
98,584,661                         

40 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tingkat SMP 5 Induk Klaster 

SMP

5 Induk Klaster 

SMP
185,692,800                      5 Induk Klaster 

SMP
213,546,720                      5 Induk Klaster 

SMP
245,578,728                      5 Induk Klaster 

SMP
282,415,537                      5 Induk Klaster 

SMP
324,777,868                      

41 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tingkat SMP 50 Guru 

B.Sunda, 50 

Guru B.Inggris, 

50 Guru 

B.Indonesia, 50 

Guru 

50 Guru 

B.Sunda, 50 

Guru B.Inggris, 

50 Guru 

B.Indonesia, 50 

Guru 

114,282,400                      50 Guru 

B.Sunda, 50 

Guru B.Inggris, 

50 Guru 

B.Indonesia, 50 

Guru 

131,424,760                      50 Guru 

B.Sunda, 50 

Guru B.Inggris, 

50 Guru 

B.Indonesia, 50 

Guru 

151,138,474                      50 Guru 

B.Sunda, 50 

Guru B.Inggris, 

50 Guru 

B.Indonesia, 50 

Guru 

173,809,245                      50 Guru 

B.Sunda, 50 

Guru B.Inggris, 

50 Guru 

B.Indonesia, 50 

Guru 

199,880,632                      

42 Pengembangan MGMP Tingkat SMP 7 Mata Pelajaran, 

210 Orang Guru 

SMP

7 Mata Pelajaran, 

210 Orang Guru 

SMP

117,797,950                      7 Mata Pelajaran, 

210 Orang Guru 

SMP

135,467,643                      7 Mata Pelajaran, 

210 Orang Guru 

SMP

155,787,789                      7 Mata Pelajaran, 

210 Orang Guru 

SMP

179,155,957                      7 Mata Pelajaran, 

210 Orang Guru 

SMP

206,029,351                      

43 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Tingkat SMP 40 SMP 30 SMP 88,782,300                         40 SMP 135,026,781                      

44 Pengembangan Sekolah Berbasis Lingkungan (Sekolah 

Adiwiyata) Tingkat SMP

4 Sekolah  4 Sekolah  301,014,800                      4 Sekolah  346,167,020                      4 Sekolah  398,092,073                      4 Sekolah  457,805,884                      4 Sekolah  526,476,767                      

45 Implementasi Gerakan Literasi Sekolah Tingkat SMP 100 Sekolah 

(100 Kepala 

Sekolah dan 100 

Pengelolaan 

Perpustakaan

100 Sekolah 

(100 Kepala 

Sekolah dan 100 

Pengelolaan 

Perpustakaan

82,963,300                         100 Sekolah 

(100 Kepala 

Sekolah dan 100 

Pengelolaan 

Perpustakaan

95,407,795                         100 Sekolah 

(100 Kepala 

Sekolah dan 100 

Pengelolaan 

Perpustakaan

109,718,964                      100 Sekolah 

(100 Kepala 

Sekolah dan 100 

Pengelolaan 

Perpustakaan

126,176,809                      100 Sekolah 

(100 Kepala 

Sekolah dan 100 

Pengelolaan 

Perpustakaan

145,103,330                      

46 Pembinaan Siswa Berprestasi SMP OSN SMP 9 

Orang dan 

FLS2N SMP 25 

Orang 

OSN SMP dan 

FLS2N SMP  
115,000,000                      OSN SMP dan 

FLS2N SMP  
132,250,000                      OSN SMP dan 

FLS2N SMP  
152,087,500                      OSN SMP dan 

FLS2N SMP  
174,900,625                      OSN SMP dan 

FLS2N SMP  
201,135,719                      

47 Pembangunan Ruang UKS SD 2 Sekolah Dasar 

Negeri

2 Sekolah Dasar 

Negeri
165,832,300                      2 Sekolah Dasar 

Negeri
190,707,145                      2 Sekolah Dasar 

Negeri
219,313,217                      2 Sekolah Dasar 

Negeri
252,210,199                      2 Sekolah Dasar 

Negeri
290,041,729                      



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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48 Pemagaran Sekolah SD 39 SDN Hasil 

Musrenbang dan 

3 SDN lainnya

Pemagaran 30 

SD
2,658,409,000                   Pemagaran 30 

SD
3,057,170,350                   Pemagaran 30 

SD
3,515,745,903                   Pemagaran 30 

SD
4,043,107,788                   Pemagaran 30 

SD
4,649,573,956                   

49 Pembangunan Perpustakaan SD 2 Sekolah Dasar 

Negeri

2 Sekolah Dasar 

Negeri
507,273,050                      2 Sekolah Dasar 

Negeri
583,364,008                      Pembangunan 

Perpustakaan SD
670,868,609                      2 Sekolah Dasar 

Negeri
771,498,900                      2 Sekolah Dasar 

Negeri
887,223,735                      

50 Penataan Lingkungan Sekolah SD 6 Paket Penataan 

Sekolah Dasar 

Negeri

6 Paket Penataan 

Sekolah Dasar 

Negeri

229,557,250                      6 Paket Penataan 

Sekolah Dasar 

Negeri

263,990,838                      6 Paket Penataan 

Sekolah Dasar 

Negeri

303,589,463                      6 Paket Penataan 

Sekolah Dasar 

Negeri

349,127,883                      6 Paket Penataan 

Sekolah Dasar 

Negeri

401,497,065                      

51 Penguatan Operasional Manajemen BOSDA SD/SMP Sekolah 

Penerima 

BOSDA : 874 SD, 

dan 154 SMP

Sekolah 

Penerima 

BOSDA : 874 SD, 

dan 154 SMP

56,456,030                         Sekolah 

Penerima 

BOSDA : 874 SD, 

dan 154 SMP

64,924,435                         Sekolah 

Penerima 

BOSDA : 874 SD, 

dan 154 SMP

74,663,100                         Sekolah 

Penerima 

BOSDA : 874 SD, 

dan 154 SMP

85,862,565                         Sekolah 

Penerima 

BOSDA : 874 SD, 

dan 154 SMP

98,741,949                         

52 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 

Kabupaten SMP

77 SMP Negeri 77 SMP Negeri 10,476,297,600                77 SMP Negeri 12,047,742,240                77 SMP Negeri 13,854,903,576                77 SMP Negeri 15,933,139,112                77 SMP Negeri 18,323,109,979                

53 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi SD 6 Paket 

Pembangunan 

Sarana Air 

Bersih dan 

Sanitasi SD

6 Paket 

Pembangunan 

Sarana Air 

Bersih dan 

Sanitasi SD

502,187,750                      6 Paket 

Pembangunan 

Sarana Air 

Bersih dan 

Sanitasi SD

577,515,913                      6 Paket 

Pembangunan 

Sarana Air 

Bersih dan 

Sanitasi SD

664,143,299                      6 Paket 

Pembangunan 

Sarana Air 

Bersih dan 

Sanitasi SD

763,764,794                      6 Paket 

Pembangunan 

Sarana Air 

Bersih dan 

Sanitasi SD

878,329,513                      

54 Pengembangan Sekolah Berbasis Lingkungan (Sekolah 

Adiwiyata)  SD

60 Sekolah Dasar 

(SD) dan 1 

Sekolah 

Perwakilan 

Lomba Provinsi

60 Sekolah Dasar 

(SD) dan 1 

Sekolah 

Perwakilan 

Lomba Provinsi

113,799,458                      60 Sekolah Dasar 

(SD) dan 1 

Sekolah 

Perwakilan 

Lomba Provinsi

130,869,376                      60 Sekolah Dasar 

(SD) dan 1 

Sekolah 

Perwakilan 

Lomba Provinsi

150,499,783                      60 Sekolah Dasar 

(SD) dan 1 

Sekolah 

Perwakilan 

Lomba Provinsi

173,074,750                      60 Sekolah Dasar 

(SD) dan 1 

Sekolah 

Perwakilan 

Lomba Provinsi

199,035,962                      

55 Pembinaan Siswa Berprestasi SD 20 Mata Lomba 

Siswa SD

20 Mata Lomba 

Siswa SD
76,222,000                         20 Mata Lomba 

Siswa SD
87,655,300                         20 Mata Lomba 

Siswa SD
100,803,595                      20 Mata Lomba 

Siswa SD
115,924,134                      20 Mata Lomba 

Siswa SD
133,312,754                      

56 Penyebarluasan Berbagai Informasi Pendidikan 

(Hardiknas)

Pameran 

Pendidikan 

Pameran 

Pendidikan 
221,950,000                      Pameran 

Pendidikan 
255,242,500                      Pameran 

Pendidikan 
293,528,875                      Pameran 

Pendidikan 
337,558,206                      Pameran 

Pendidikan 
388,191,937                      

57 Implementasi Gerakan Literasi Sekolah SD 60 Sekolah 

Dasar, di 30 

Kecamatan

60 Sekolah 

Dasar, di 30 

Kecamatan

108,831,400                      60 Sekolah 

Dasar, di 30 

Kecamatan

125,156,110                      60 Sekolah 

Dasar, di 30 

Kecamatan

143,929,527                      60 Sekolah 

Dasar, di 30 

Kecamatan

165,518,955                      60 Sekolah 

Dasar, di 30 

Kecamatan

190,346,799                      

58 Penyediaan Beasiswa Berprestasi SD Siswa SD 

Berprestasi

Siswa SD 

Berprestasi
230,000,000                      Siswa SD 

Berprestasi
264,500,000                      Siswa SD 

Berprestasi
304,175,000                      Siswa SD 

Berprestasi
349,801,250                      Siswa SD 

Berprestasi
402,271,438                      

59 Penguatan Penyaluran Beasiswa Berprestasi SD Siswa SD 

Berprestasi

Siswa SD 

Berprestasi
23,838,350                         Siswa SD 

Berprestasi
27,414,103                         Siswa SD 

Berprestasi
31,526,218                         Siswa SD 

Berprestasi
36,255,151                         Siswa SD 

Berprestasi
41,693,423                         

60 Lomba Budaya Mutu SD 90 Sekolah Dasar 90 Sekolah Dasar 111,616,815                      90 Sekolah Dasar 128,359,337                      90 Sekolah Dasar 147,613,238                      90 Sekolah Dasar 169,755,224                      90 Sekolah Dasar 195,218,507                      

61 Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Revolusi Mental 

Siswa SD

1 Paket Kegiatan 1 Paket Kegiatan 84,226,000                         1 Paket Kegiatan 96,859,900                         1 Paket Kegiatan 111,388,885                      1 Paket Kegiatan 128,097,218                      1 Paket Kegiatan 147,311,800                      

62 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP 4 SMP Negeri 4 SMP Negeri 830,760,000                      4 SMP Negeri 955,374,000                      4 SMP Negeri 1,098,680,100                   4 SMP Negeri 1,263,482,115                   4 SMP Negeri 1,453,004,432                   
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63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA 10 Kelompok 

Belajar (250 

Orang) di 30 

Kecamatan

10 Kelompok 

Belajar (250 

Orang) di 30 

Kecamatan

190,210,000                      10 Kelompok 

Belajar (250 

Orang) di 30 

Kecamatan

218,741,500                      10 Kelompok 

Belajar (250 

Orang) di 30 

Kecamatan

251,552,725                      10 Kelompok 

Belajar (250 

Orang) di 30 

Kecamatan

289,285,634                      10 Kelompok 

Belajar (250 

Orang) di 30 

Kecamatan

332,678,479                      

64 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar 

dalam Olah Raga SMP (LPI)

60 Orang Atlet 

Sepak Bola SMP

60 Orang Atlet 

Sepak Bola SMP
143,349,225                      60 Orang Atlet 

Sepak Bola SMP
164,851,609                      60 Orang Atlet 

Sepak Bola SMP
189,579,350                      60 Orang Atlet 

Sepak Bola SMP
218,016,253                      60 Orang Atlet 

Sepak Bola SMP
250,718,690                      

65 Pembibitan dan Pembinaan Olah Raga Berbakat SD O2SN SD Tingkat 

Jawa Barat

O2SN SD Tingkat 

Jawa Barat
105,287,330                      O2SN SD Tingkat 

Jawa Barat
121,080,430                      O2SN SD Tingkat 

Jawa Barat
139,242,494                      O2SN SD Tingkat 

Jawa Barat
160,128,868                      O2SN SD Tingkat 

Jawa Barat
184,148,198                      

66 Pembibitan dan Pembinaan Olah Raga Berbakat SMP 10 Orang Atlet 

O2SN SMP

10 Orang Atlet 

O2SN SMP
107,012,675                      10 Orang Atlet 

O2SN SMP
123,064,576                      10 Orang Atlet 

O2SN SMP
141,524,263                      10 Orang Atlet 

O2SN SMP
162,752,902                      10 Orang Atlet 

O2SN SMP
187,165,837                      

67 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga SD Penyelenggaraan 

O2SN SD Tingkat 

Kabupaten

Penyelenggaraan 

O2SN SD Tingkat 

Kabupaten

153,946,245                      Penyelenggaraan 

O2SN SD Tingkat 

Kabupaten

177,038,182                      Penyelenggaraan 

O2SN SD Tingkat 

Kabupaten

203,593,909                      Penyelenggaraan 

O2SN SD Tingkat 

Kabupaten

234,132,995                      Penyelenggaraan 

O2SN SD Tingkat 

Kabupaten

269,252,945                      

68 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga SMP 10 Orang Atlet 

Pelajar Potensial 

Multi Cabor

10 Orang Atlet 

Pelajar Potensial 

Multi Cabor

151,665,795                      10 Orang Atlet 

Pelajar Potensial 

Multi Cabor

174,415,664                      10 Orang Atlet 

Pelajar Potensial 

Multi Cabor

200,578,014                      10 Orang Atlet 

Pelajar Potensial 

Multi Cabor

230,664,716                      10 Orang Atlet 

Pelajar Potensial 

Multi Cabor

265,264,423                      

69 Penyelenggaraan Paket A setara SD Kelompo Belajar 

125 Orang di 30 

Kecamatan 

Kelompo Belajar 

di 30 Kecamatan 
91,683,750                         Kelompo Belajar 

di 30 Kecamatan 
105,436,313                      Kelompo Belajar 

di 30 Kecamatan 
121,251,759                      Kelompo Belajar 

di 30 Kecamatan 
139,439,523                      Kelompo Belajar 

di 30 Kecamatan 
160,355,452                      

70 pelaksanaan US USBN UN UNBK 150 Sekolah 150 Sekolah 118,401,700                      150 Sekolah 136,161,955                      150 Sekolah 156,586,248                      150 Sekolah 180,074,185                      150 Sekolah 207,085,313                      

71 penerimaan peserta didik baru (PPDB) 150 Sekolah 150 Sekolah 113,456,700                      150 Sekolah 130,475,205                      150 Sekolah 150,046,486                      150 Sekolah 172,553,459                      150 Sekolah 198,436,477                      

72 Rehab sarana dan prasarana Olah Raga SMP 2 Paket Rehab 

Sarana 

Prasarana 

Olahraga (2 

SMP)

2 Paket Rehab 

Sarana 

Prasarana 

Olahraga (2 

SMP)

224,858,350                      2 Paket Rehab 

Sarana 

Prasarana 

Olahraga (2 

SMP)

258,587,103                      2 Paket Rehab 

Sarana 

Prasarana 

Olahraga (2 

SMP)

297,375,168                      2 Paket Rehab 

Sarana 

Prasarana 

Olahraga (2 

SMP)

341,981,443                      2 Paket Rehab 

Sarana 

Prasarana 

Olahraga (2 

SMP)

393,278,660                      

73 sosialisasi regulasi kelembagaan SMP Swasta 75 SMP Swasta 75 SMP Swasta 60,702,750                         75 SMP Swasta 69,808,163                         75 SMP Swasta 80,279,387                         75 SMP Swasta 92,321,295                         75 SMP Swasta 106,169,489                      

74 DAK Pendidikan Kabupaten Subang (SMP) 29 SMP Negeri 

(25 %)

DAK Pendidikan 

Kabupaten 

Subang (SMP)

-                                        DAK Pendidikan 

Kabupaten 

Subang (SMP)

-                                        DAK Pendidikan 

Kabupaten 

Subang (SMP)

-                                        DAK Pendidikan 

Kabupaten 

Subang (SMP)

-                                        DAK Pendidikan 

Kabupaten 

Subang (SMP)

-                                        

1.4 Program Pendidikan Menengah 0 0 0 0 0

APK SMP/MTs Sederajat
APM SMP/MT Sederajat

SMP/MTs Sederajat Akreditasi A

SMP/MTs yang Memenuhi Standar Sarana dan Prasrana 

1.5 Program Pendidikan Non Formal 241,750,000 246,270,725 265,775,366 277,894,723 291,845,038
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1 Penyusunan Evaluasi Kurikulum PAUD dan DIKMAS Terevaluasinya 

Kurikulum PAUD 

dan PNF (80 

Orang Tenaga 

Kependidikan 

PKBM dan LKP)

Terevaluasinya 

Kurikulum PAUD 

dan PNF (80 

Orang Tenaga 

Kependidikan 

PKBM dan LKP)

107,052,350.00                Terevaluasinya 

Kurikulum PAUD 

dan PNF (80 

Orang Tenaga 

Kependidikan 

PKBM dan LKP)

123,110,202.50                Terevaluasinya 

Kurikulum PAUD 

dan PNF (80 

Orang Tenaga 

Kependidikan 

PKBM dan LKP)

141,576,732.88                Terevaluasinya 

Kurikulum PAUD 

dan PNF (80 

Orang Tenaga 

Kependidikan 

PKBM dan LKP)

162,813,242.81                Terevaluasinya 

Kurikulum PAUD 

dan PNF (80 

Orang Tenaga 

Kependidikan 

PKBM dan LKP)

187,235,229.23                

2 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 30 Lembaga 

Kursus dan 30 

Lembaga PKBM

30 Lembaga 

Kursus dan 30 

Lembaga PKBM

94,702,500.00                   30 Lembaga 

Kursus dan 30 

Lembaga PKBM

108,907,875.00                30 Lembaga 

Kursus dan 30 

Lembaga PKBM

125,244,056.25                30 Lembaga 

Kursus dan 30 

Lembaga PKBM

144,030,664.69                30 Lembaga 

Kursus dan 30 

Lembaga PKBM

165,635,264.39                

3 Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum 

pendidikan keaksaraan

60 Orang Yang 

Terdiri Dari 

Pengelola dan 

Tutor di 30 

Kelompok

60 Orang Yang 

Terdiri Dari 

Pengelola dan 

Tutor di 30 

Kelompok

108,742,850.00                60 Orang Yang 

Terdiri Dari 

Pengelola dan 

Tutor di 30 

Kelompok

125,054,277.50                60 Orang Yang 

Terdiri Dari 

Pengelola dan 

Tutor di 30 

Kelompok

143,812,419.13                60 Orang Yang 

Terdiri Dari 

Pengelola dan 

Tutor di 30 

Kelompok

165,384,281.99                60 Orang Yang 

Terdiri Dari 

Pengelola dan 

Tutor di 30 

Kelompok

190,191,924.29                

4 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 150 Orang 150 Orang 75,273,250.00                   150 Orang 86,564,237.50                   150 Orang 99,548,873.13                   150 Orang 114,481,204.09                150 Orang 131,653,384.71                

5 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 30 PKBM 30 PKBM 120,150,850.00                30 PKBM 138,173,477.50                30 PKBM 158,899,499.13                30 PKBM 182,734,423.99                30 PKBM 210,144,587.59                

6 Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) 400 Warga 

Belajar (40 

Kelompok)

Warga Belajar 

(40 Kelompok)
97,382,000.00                   Warga Belajar 

(40 Kelompok)
111,989,300.00                Warga Belajar 

(40 Kelompok)
128,787,695.00                Warga Belajar 

(40 Kelompok)
148,105,849.25                Warga Belajar 

(40 Kelompok)
170,321,726.64                

7 Pameran Kursus 1 Paket Kegiatan 

Selama 3 Hari 

1 Paket Kegiatan 

Selama 3 Hari 
167,325,000.00                1 Paket Kegiatan 

Selama 3 Hari 
192,423,750.00                1 Paket Kegiatan 

Selama 3 Hari 
221,287,312.50                1 Paket Kegiatan 

Selama 3 Hari 
254,480,409.38                1 Paket Kegiatan 

Selama 3 Hari 
292,652,470.78                

8 Apresiasi Lembaga PAUD dan Kursus 60 Lembaga 

PAUD dan PNF

60 Lembaga 

PAUD dan PNF
170,431,150.00                60 Lembaga 

PAUD dan PNF
195,995,822.50                60 Lembaga 

PAUD dan PNF
225,395,195.88                60 Lembaga 

PAUD dan PNF
259,204,475.26                60 Lembaga 

PAUD dan PNF
298,085,146.54                

9 Pendataan Anak Tidak Sekolah Usia 16 sd. 21 Tahun 7000 ATS di 

Kabupaten 

Subang

ATS di 

Kabupaten 

Subang

99,038,000.00                   ATS di 

Kabupaten 

Subang

113,893,700.00                ATS di 

Kabupaten 

Subang

130,977,755.00                ATS di 

Kabupaten 

Subang

150,624,418.25                ATS di 

Kabupaten 

Subang

173,218,080.99                

10 Akreditasi PAUD,PKBM, dan Kursus 80 Lembaga 

PAUD, 10 LKP, 

dan 10 PKBM

80 Lembaga 

PAUD, 10 LKP, 

dan 10 PKBM

177,814,150.00                80 Lembaga 

PAUD, 10 LKP, 

dan 10 PKBM

204,486,272.50                80 Lembaga 

PAUD, 10 LKP, 

dan 10 PKBM

235,159,213.38                80 Lembaga 

PAUD, 10 LKP, 

dan 10 PKBM

270,433,095.38                80 Lembaga 

PAUD, 10 LKP, 

dan 10 PKBM

310,998,059.69                

1.6 Program Pendidikan Luar Biasa 0 0 0 0 0

1.7
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan
210,665,000 214,604,436 231,601,107 242,162,117 254,318,656

1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik PTK PAUD dan PNF Non PNS 

(PPAS)

330 Guru Pelaksanaan 

sertifikasi 

pendidik PTK 

PAUD dan PNF 

Non PNS (PPAS)

113,390,000                      Pelaksanaan 

sertifikasi 

pendidik PTK 

PAUD dan PNF 

Non PNS (PPAS)

130,398,500                      Pelaksanaan 

sertifikasi 

pendidik PTK 

PAUD dan PNF 

Non PNS (PPAS)

149,958,275                      Pelaksanaan 

sertifikasi 

pendidik PTK 

PAUD dan PNF 

Non PNS (PPAS)

172,452,016                      Pelaksanaan 

sertifikasi 

pendidik PTK 

PAUD dan PNF 

Non PNS (PPAS)

198,319,819                      
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2 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan 

pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SD/SMP 

3 Peserta, 1 

Kepala Sekolah 

dan Guru 

SD/SMP 

Pengembangan 

mutu dan 

kualitas program 

pendidikan dan 

pelatihan bagi 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

SD/SMP 

108,335,750                      Pengembangan 

mutu dan 

kualitas program 

pendidikan dan 

pelatihan bagi 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

SD/SMP 

124,586,113                      Pengembangan 

mutu dan 

kualitas program 

pendidikan dan 

pelatihan bagi 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

SD/SMP 

143,274,029                      Pengembangan 

mutu dan 

kualitas program 

pendidikan dan 

pelatihan bagi 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

SD/SMP 

164,765,134                      Pengembangan 

mutu dan 

kualitas program 

pendidikan dan 

pelatihan bagi 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

SD/SMP 

189,479,904                      

3 Pengembangan Mutu Tenaga Fungsional SD/SMP Pengawas SD 

125 Orang dan 

Pengawas SMP 

25 Orang

Pengembangan 

Mutu Tenaga 

Fungsional 

SD/SMP

114,223,750                      Pengembangan 

Mutu Tenaga 

Fungsional 

SD/SMP

131,357,313                      Pengembangan 

Mutu Tenaga 

Fungsional 

SD/SMP

151,060,909                      Pengembangan 

Mutu Tenaga 

Fungsional 

SD/SMP

173,720,046                      Pengembangan 

Mutu Tenaga 

Fungsional 

SD/SMP

199,778,053                      

4 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Fungsional Guru 

dan Kepala 

Sekolah 

Golongan III dan 

IV di Kabupaten 

Subang

Fungsional Guru 

dan Kepala 

Sekolah 

Golongan III dan 

IV di Kabupaten 

Subang

15,180,000                         Fungsional Guru 

dan Kepala 

Sekolah 

Golongan III dan 

IV di Kabupaten 

Subang

17,457,000                         Fungsional Guru 

dan Kepala 

Sekolah 

Golongan III dan 

IV di Kabupaten 

Subang

20,075,550                         Fungsional Guru 

dan Kepala 

Sekolah 

Golongan III dan 

IV di Kabupaten 

Subang

23,086,883                         Fungsional Guru 

dan Kepala 

Sekolah 

Golongan III dan 

IV di Kabupaten 

Subang

26,549,915                         

5 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD/SMP Sebanyak 100 

Guru

Pelaksanaan 

Sertifikasi 

Pendidik 

SD/SMP

54,809,000                         Pelaksanaan 

Sertifikasi 

Pendidik 

SD/SMP

63,030,350                         Pelaksanaan 

Sertifikasi 

Pendidik 

SD/SMP

72,484,903                         Pelaksanaan 

Sertifikasi 

Pendidik 

SD/SMP

83,357,638                         Pelaksanaan 

Sertifikasi 

Pendidik 

SD/SMP

95,861,284                         

6 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan 

Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

80 Orang 80 Orang 114,689,500                      80 Orang 131,892,925                      80 Orang 151,676,864                      80 Orang 174,428,393                      80 Orang 200,592,652                      

7 Pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Dasar 220 Guru SD 220 Guru SD 113,539,500                      220 Guru SD 130,570,425                      220 Guru SD 150,155,989                      220 Guru SD 172,679,387                      220 Guru SD 198,581,295                      

8 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) SD 260 Orang Guru 

Pemandu dari 

Gugus Inti yang 

belum K-13 di 

Kabupaten 

Subang

260 Orang Guru 

Pemandu dari 

Gugus Inti yang 

belum K-13 di 

Kabupaten 

Subang

135,268,750                      260 Orang Guru 

Pemandu dari 

Gugus Inti yang 

belum K-13 di 

Kabupaten 

Subang

155,559,063                      260 Orang Guru 

Pemandu dari 

Gugus Inti yang 

belum K-13 di 

Kabupaten 

Subang

178,892,922                      260 Orang Guru 

Pemandu dari 

Gugus Inti yang 

belum K-13 di 

Kabupaten 

Subang

205,726,860                      260 Orang Guru 

Pemandu dari 

Gugus Inti yang 

belum K-13 di 

Kabupaten 

Subang

236,585,889                      

9 Insentif Pada Guru Non PNS SD/MI dan SMP/MTs Daerah 

Terpencil 

Sebanyak 55 

Guru Daerah 

Terpencil

Sebanyak 55 

Guru Daerah 

Terpencil

-                                        Insentif Pada 

Guru Non PNS 

SD/MI dan 

SMP/MTs 

Daerah 

Terpencil 

-                                        Insentif Pada 

Guru Non PNS 

SD/MI dan 

SMP/MTs 

Daerah 

Terpencil 

-                                        Insentif Pada 

Guru Non PNS 

SD/MI dan 

SMP/MTs 

Daerah 

Terpencil 

-                                        Insentif Pada 

Guru Non PNS 

SD/MI dan 

SMP/MTs 

Daerah 

Terpencil 

-                                        

1.8
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan
0 0 0 0 0



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

1.9 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 104,485,200 106,439,073 114,869,048 120,107,076 126,136,452

1 Pemutakhiran Data Pendidikan Dan Pengelolaan Media Center 40 Buku 

Statistik, 40 

Buku Profil 

Pendidikan dan 

layanan Media 

Center 12 Bulan

40 Buku 

Statistik, 40 

Buku Profil 

Pendidikan dan 

layanan Media 

Center 12 Bulan

226,734,230                      40 Buku 

Statistik, 40 

Buku Profil 

Pendidikan dan 

layanan Media 

Center 12 Bulan

260,744,365                      40 Buku 

Statistik, 40 

Buku Profil 

Pendidikan dan 

layanan Media 

Center 12 Bulan

299,856,019                      40 Buku 

Statistik, 40 

Buku Profil 

Pendidikan dan 

layanan Media 

Center 12 Bulan

344,834,422                      40 Buku 

Statistik, 40 

Buku Profil 

Pendidikan dan 

layanan Media 

Center 12 Bulan

396,559,585                      

2 Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tersedianya 

Buku SPM,dan 2 

kali Workshop 

untuk Operator 

dan Pengawas

Tersedianya 

Buku SPM,dan 2 

kali Workshop 

untuk Operator 

dan Pengawas

111,797,250                      Tersedianya 

Buku SPM,dan 2 

kali Workshop 

untuk Operator 

dan Pengawas

128,566,838                      Tersedianya 

Buku SPM,dan 2 

kali Workshop 

untuk Operator 

dan Pengawas

147,851,863                      Tersedianya 

Buku SPM,dan 2 

kali Workshop 

untuk Operator 

dan Pengawas

170,029,643                      Tersedianya 

Buku SPM,dan 2 

kali Workshop 

untuk Operator 

dan Pengawas

195,534,089                      

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Buku Laporan 

Bulanan, Buku 

Laporan 

Triwulan, Buku 

Laporan Smester 

dan Buku 

Laporan Akhir 

Tahun

Buku Laporan 

Bulanan, Buku 

Laporan 

Triwulan, Buku 

Laporan Smester 

dan Buku 

Laporan Akhir 

Tahun

102,499,500                      Buku Laporan 

Bulanan, Buku 

Laporan 

Triwulan, Buku 

Laporan Smester 

dan Buku 

Laporan Akhir 

Tahun

117,874,425                      Buku Laporan 

Bulanan, Buku 

Laporan 

Triwulan, Buku 

Laporan Smester 

dan Buku 

Laporan Akhir 

Tahun

135,555,589                      Buku Laporan 

Bulanan, Buku 

Laporan 

Triwulan, Buku 

Laporan Smester 

dan Buku 

Laporan Akhir 

Tahun

155,888,927                      Buku Laporan 

Bulanan, Buku 

Laporan 

Triwulan, Buku 

Laporan Smester 

dan Buku 

Laporan Akhir 

Tahun

179,272,266                      

4 Pendataan dan Pemetaan tenaga kebudayaan di Kabupaten 

Subang

20 Dokumen 

Pendataan dan 

Pemetaan 

Tenaga 

kebudayaan. 

(Tenaga Cagar 

Budaya dan 

Kepurbakalaan, 

Tenaga 

Kesejarahan, 

Tenaga Tradisi, 

Tenaga Kesenian 

dan Tenaga 

Kebudayaan.

20 Dokumen 

Pendataan dan 

Pemetaan 

Tenaga 

kebudayaan. 

(Tenaga Cagar 

Budaya dan 

Kepurbakalaan, 

Tenaga 

Kesejarahan, 

Tenaga Tradisi, 

Tenaga Kesenian 

dan Tenaga 

Kebudayaan.

38,884,950                         20 Dokumen 

Pendataan dan 

Pemetaan 

Tenaga 

kebudayaan. 

(Tenaga Cagar 

Budaya dan 

Kepurbakalaan, 

Tenaga 

Kesejarahan, 

Tenaga Tradisi, 

Tenaga Kesenian 

dan Tenaga 

Kebudayaan.

44,717,693                         20 Dokumen 

Pendataan dan 

Pemetaan 

Tenaga 

kebudayaan. 

(Tenaga Cagar 

Budaya dan 

Kepurbakalaan, 

Tenaga 

Kesejarahan, 

Tenaga Tradisi, 

Tenaga Kesenian 

dan Tenaga 

Kebudayaan.

51,425,346                         20 Dokumen 

Pendataan dan 

Pemetaan 

Tenaga 

kebudayaan. 

(Tenaga Cagar 

Budaya dan 

Kepurbakalaan, 

Tenaga 

Kesejarahan, 

Tenaga Tradisi, 

Tenaga Kesenian 

dan Tenaga 

Kebudayaan.

59,139,148                         20 Dokumen 

Pendataan dan 

Pemetaan 

Tenaga 

kebudayaan. 

(Tenaga Cagar 

Budaya dan 

Kepurbakalaan, 

Tenaga 

Kesejarahan, 

Tenaga Tradisi, 

Tenaga Kesenian 

dan Tenaga 

Kebudayaan.

68,010,021                         

1.1 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan BLUD 0 0 0 0 0

1.11 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 586,806,400 597,779,680 645,123,830 674,541,477 708,403,459

1.12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
393,705,000 401,067,284 432,831,812 452,568,943 475,287,904

2 KESEHATAN 679,810,919,151 405,901,959,555 438,116,642,752 458,488,141,661 481,756,915,373

2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,415,000,000 2,415,000,000 2,415,000,000 2,415,000,000 2,415,000,000

2.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 202,470,000,000 206,256,189,000 222,591,679,169 232,741,859,739 244,425,501,098



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

2.3 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 95,000,000 96,776,500 104,441,199 109,203,717 114,685,744

1 Prosentase  ketersediaan obat, vaksin dan Perbekes di 

Puskesmas

100% 100% 18,000,000,000 100% 20,000,000,000 100% 20,000,000,000 100% 20,000,000,000 100% 20,000,000,000

2 Prosentase Capaian penggunaan obat ratio KB 35% 40% 50,000,000 45% 60,000,000 50% 65,000,000 55% 70,000,000 60% 75,000,000

2.4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7,777,650,000 7,923,092,055 8,550,600,946 8,940,508,349 9,389,321,868

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus (Gimul, 

Keswa, Kesja, Kesorga Dll)

100 100 15,000,000 100 200,000,000 100 250,000,000 100 300,000,000 100 400,000,000

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penunjang Medik 100 100 150,000,000 100 500,000,000 100 650,000,000 100 850,000,000 100 1,000,000,000

3 Pengadaan Alkes Gigi dan Mulut (Dental Unit) 2 paket 2 paket 0 2 paket 300,000,000 2 paket 300,000,000 2 paket 300,000,000 2 paket 300,000,000

4 Penyediaan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Alat 

Kesehatan (DBHCT)

8 paket 8 paket 0 8 paket 900,000,000 8 paket 1,000,000,000 8 paket 1,000,000,000 8 paket 1,000,000,000

5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer 40 PKM 40 PKM 75,000,000 40 PKM 400,000,000 40 PKM 500,000,000 40 PKM 600,000,000 40 PKM 700,000,000

6 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Kerja 60 60 100,000,000 62 150,000,000 64 155,000,000 65 175,000,000 65 200,000,000

7 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Mata

8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Kesja 60 60 10,000,000 62 15,000,000 64 20,000,000 65 25,000,000 65 25,000,000

9 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Keswa 100 100 25,000,000 100 50,000,000 100 75,000,000 100 100,000,000 100 125,000,000

10 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Mata 100 100 25,000,000 100 30,000,000 100 35,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000

11 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Kesorga 40 40 50,000,000 42 55,000,000 44 75,000,000 45 100,000,000 45 100,000,000

12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Batra 40 PKM 40 PKM 20,000,000 40 PKM 300,000,000 40 PKM 400,000,000 40 PKM 450,000,000 40 PKM 500,000,000

13 Profil keluarga sehat 40 PKM 40 PKM 75,000,000 40 PKM 300,000,000 40 PKM 400,000,000 40 PKM 450,000,000 40 PKM 500,000,000

14 Pelayanan operasi bibir sumbing 40 PKM 40 PKM 20,000,000 40 PKM 300,000,000 40 PKM 400,000,000 40 PKM 450,000,000 40 PKM 500,000,000

15 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan 19 PKM 4 PKM 10,000,000,000 7 PKM 15,000,000,000 8 PKM 17,000,000,000 10 PKM 20,000,000,000 15 PKM 38,000,000,000

16 Akreditasi Puskesmas 26 PKM 14 PKM 3,200,000,000 13 PKM 4,200,000,000 13 PKM 4,500,000,000 14 PKM 5,000,000,000 13 PKM 5,500,000,000

17 Puskesmas dengan akreditasi: - - - - - - - - - - -

a. Dasar 5 PKM 1 PKM - 1 PKM - - - - - - -

b. Madya 16 PKM 2 PKM - 23 PKM - 15 PKM -  8 PKM - 5 PKM -

c. Utama 5 PKM 10 PKM - 14 PKM - 22 PKM - 27 PKM - 29 PKM -

d. Paripurna - 1 PKM - 2 PKM - 3 PKM - 5 PKM - 6 PKM -



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 
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CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

2.5 Program Pengawasan Obat dan Makanan 30,000,000 30,561,000 32,981,431 34,485,384 36,216,551

1 Cakupan gerakan pemberdayaan masyarakat cerdas 

menggunakan obat

100 100 50,000,000                         100 60,000,000                         100 60000000 100 60000000 100 60000000

2 Cakupan produk pangan IRT terawasi dan tersertifikasi 

keamanan pangan SPP-IRT

45 50 60,000,000                         55 60,000,000                         60 60,000,000                         62 60,000,000                         65 60,000,000                         

3 Prosentasi rumah tangga berperilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS)

75 60 150,000,000                      63 150,000,000                      65 200,000,000                      70 200,000,000                      75 250,000,000                      

4 Cakupan Desa Siaga Aktif 75 85 150,000,000                      35 200,000,000                      85 250,000,000                      95 250,000,000                      100 300,000,000                      

5 Prosentasi Posyandu berstrata Purnama 56 60 100,000,000                      63 100,000,000                      65 100,000,000                      68 100,000,000                      70 150,000,000                      

6 Prosentase Posyandu berstrata Mandiri 15 20 50,000,000                         22 50,000,000                         25 100,000,000                      28 100,000,000                      30 100,000,000                      

7 Rasio Jumlah Posyandu terhadap jumlah balita 4 5 50,000,000                         5 50,000,000                         5 50,000,000                         5 100,000,000                      5 100,000,000                      

2.6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

masyarakat

2.7
Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 Prevalensi Balita Kurang Gizi 3.3 3 2.8 2.6 2.3 2

2 Cakupan Balita Kurus Mendapat PMT 300 Anak 300 Anak 300 Anak 300 Anak 250 Anak 250 Anak

3 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100

2.8
Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 Prosentase Penduduk yg memiliki akses thd air minum 

yg berkualitas

87% 88% 100,000,000                      90% 150,000,000                      92% 150,000,000                      95% 200,000,000                      98% 250,000,000                      

2 Prosentase Kualitas air minum yg memenuhi syarat 

kesehatan

87% 88% 100,000,000                      90% 150,000,000                      92% 150,000,000                      95% 200,000,000                      98% 250,000,000                      

3 Prosentase penduduk yg menggunakan jamban sehat 92% 94% 300,000,000                      96% 300,000,000                      98% 300,000,000                      99% 300,000,000                      100% 300,000,000                      

4 Prosentase KK yg memiliki jamban sehat - - - - - - - - - - -

5 Cakupan Rumah yg memenuhi syarat kesehatan 69.2 70 100,000,000                      73 100,000,000                      76 100,000,000                      78 100,000,000                      80 100,000,000                      

6 Jumlah desa ODF 160 desa 20 300,000,000                      20 300,000,000                      20 300,000,000                      20 300,000,000                      16 300,000,000                      

7 Prosentase Tempat-tempat umum (TTU) yang 

memenuhi syarat

75% 76% 150,000,000                      77% 200,000,000                      77% 250,000,000                      80% 300,000,000                      80% 350,000,000                      

8 Prosentase Tempat-Pengelolaan Pestisida (TP2) yang 

memenuhi syarat

75% 76% 150,000,000                      77% 200,000,000                      77% 250,000,000                      80% 300,000,000                      80% 350,000,000                      

9 Prosentase Industri yang memenuhi syarat 75% 76% 150,000,000                      77% 200,000,000                      77% 250,000,000                      80% 300,000,000                      80% 350,000,000                      

2.9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Menular

1 CNR (Case Notification Rate) TB Paru 171/100.000 192/100.000 350,000,000                      198/100.000 600,000,000                      194/100.000 700,000,000                      195/100.000 750,000,000                      196/100.000 800,000,000                      

2 ODHA Yang Ditemukan Tatalaksana ART 50 65 300,000,000                      60 1,000,000,000                   65 1,200,000,000                   70 1,300,000,000                   75 1,400,000,000                   

3 Ibu Hamil Dengan HIV Positif Dilakukan Intervensi PPIA 100 100 100 100 100 100

4 Prevalensi HIV / AIDS Pada Usia 15 - 45 Tahun < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
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5 Prevalensi Rate Penyakit Kusta < 1/10.000 < 1/100

6 Cacat Tingkat II Penyakit Kusta < 10 < 10 < 5 < 5 < 5 < 2%

7 Insiden Rate (IR) DBD 40/100.000 39/100.000 350,000,000                      38/100.000 750,000,000                      37/100.000 750,000,000                      36/100.000 750,000,000                      35/100.000 750,000,000                      

8 CFR DBD < 1 < 1 < 1 < 1

9 Tatalaksana Kasus Kronis Filariasis MF Rate < 1% TAS < 1% 250,000,000                      MF Rate < 1% 300,000,000                      TAS < 1% 500,000,000                      MF Rate < 1% 300,000,000                      Prevalensi keuangan < 10% 400,000,000                      

10 Presentase Penemuan penderita AFP 100 100 25,000,000                         100 50,000,000                         100 75,000,000                         100 100,000,000                      100 500,000,000                      

11 Cakupan desa/kelurahan UCI 90 95 750,000,000                      97 1,000,000,000                   98.5 1,200,000,000                   100 1,500,000,000                   100 1,500,000,000                   

12 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang 

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 100 250,000,000                      100 350,000,000                      100 450,000,000                      100 500,000,000                      100 500,000,000                      

13 Cakupan  Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 

Hepatitis

80 80 350,000,000                      80 400,000,000                      80 450,000,000                      80 500,000,000                      80 500,000,000                      

14 Cakupan Penemuan Penderita Diare yang dilayani dari 

sarana kesehatan dan kader

100 100 80,000,000                         100 100,000,000                      100 150,000,000                      100 200,000,000                      100 200,000,000                      

15 Perkiraan Penemuan Pneumonia Balita

16 Cakupan Penemuan kasus Pneumonia dan Pneumonia 

Berat Pada Balita 

80 80 100,000,000                      80 150,000,000                      80 200,000,000                      80 250,000,000                      80 250,000,000                      

17 Cakupan Penderita Hipertensi Berobat Secara Teratur 100 100 50,000,000                         100 50,000,000                         100 70,000,000                         100 70,000,000                         100 100,000,000                      

18 Cakupan Penderita DM Yang Berobat Secara teratur 100 100 50,000,000                         100 50,000,000                         100 75,000,000                         100 75,000,000                         100 100,000,000                      

19 Deteksi dini kanker mulut leher rahim 40 100 50,000,000                         100 50,000,000                         100 75,000,000                         100 75,000,000                         100 100,000,000                      

20 Cakupan Pelayanan Kesehatan Khusus Mata 100 25,000,000                         100 25,000,000                         100 35,000,000                         100 35,000,000                         100 40,000,000                         

21 Gangguan Jiwa Berat Yang Diobati dan Tidak 

Diterlantarkan

100 100 25,000,000                         100 50,000,000                         100 75,000,000                         100 100,000,000                      100 150,000,000                      

2.10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

2.11 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan 

Dasar

100 150,000,000                      100 150,000,000                      100 200,000,000                      100 200,000,000                      100 250,000,000                      

2.12 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 80 150,000,000                      90 200,000,000                      90 200,000,000                      90 200,000,000                      100 250,000,000                      

2.13
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan 

makanan

1 Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yg 

memenuhi standar

76 90,000,000                         77 150,000,000                      79 200,000,000                      81 250,000,000                      83 300,000,000                      

2.14 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan 

anak

1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100 100 100 100 100 100

2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100 100 100 100 100 100

3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 100 100 100 100 100

2.15 Program Manajemen Kesehatan 200,000,000 203,740,000 219,876,208 229,902,563 241,443,672

2.16 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Rumah sakit

1 Jumlah Pasien Yang dilayani 250.000 Orang 205,000 Org 124,000,000,000 211,573 Org 127,720,000,000 217,888 Org 131,551,600,000 244,202 Org 135,498,148,000 230.517 Org 139,563,092,440

2 Jumlah Tempat Tidur (TT) 337 Unit 357 Unit 390,000,000 457 Unit 1,050,000,000 0 1,050,000,000 0 1,200,000,000 0 1,200,000,000

3 Bed Occupancy Rate (BOR) 62.37% 73.28% 75.00% 60.85% 60.85% 60.85%



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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2.17 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 179,000,000,000 182,347,300,000 196,789,206,160 205,762,793,961 216,092,086,218

1 CRR (Cost Recovery Rate) 71.40% 77.90% 159,108,269,151 78% 163,705,975,879 78.10% 168,437,225,276 78.20% 173,305,913,908 78.30% 178,316,052,495

2.18 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 0 0 0 0

2.19
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
115,000,000 117,150,500 126,428,820 132,193,974 138,830,111

2.20
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
115,000,000 117,150,500 126,428,820 132,193,974 138,830,111

2.21
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Rumah sakit
124,960,000,000 128,770,000,000 132,601,600,000 136,698,148,000 140,763,092,440

1 Jumlah Pasien Yang dilayani 270,000 124,000,000,000 290,000 127,720,000,000 310,000 131,551,600,000 330,000 135,498,148,000 350,000 139,563,092,440

2 Jumlah Tempat Tidur (TT) 382 960,000,000 417 1,050,000,000 452 1,050,000,000 492 1,200,000,000 532 1,200,000,000

3 Bed Occupancy Rate (BOR) 60.85 60.85 60.85 60.85 60.85

2.22 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 159,108,269,151 163,705,975,879 168,437,225,276 173,305,913,908 178,316,052,495

1 CRR (Cost Recovery Rate)
77.9 159,108,269,151 78 163,705,975,879 78.1 168,437,225,276 78.2 173,305,913,908 78.3 178,316,052,495

3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 898,511,125,272 910,631,408,315 950,413,495,853 976,784,831,264 996,605,749,793

3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4,527,086,062 4,611,742,571 4,976,992,583 5,203,943,445 5,465,181,406

3.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

563,909,010 574,454,108 619,950,874 648,220,634 680,761,310

3.3 Program peningkatan disiplin aparatur

288,826,419,000 294,227,473,035 317,530,288,900 332,009,670,074 348,676,555,511

3.4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 400,000,000,000 401,000,000,000 402,000,000,000 403,000,000,000 394,000,000,000

1 Persentase jalan dalam kondisi baik 54.00 62.50 71.00 79.50 88.00 95.00

2 Persentase jembatan dalam kondisi baik 52.00 62.50 71.00 79.50 88.00 95.00

3.5 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

15,130,750,000 15,413,695,025 16,634,459,671 17,392,991,032 18,266,119,182

3.6 Program Pembangunan turap/talud/brojong

25,683,324,450 26,163,602,617 28,235,759,944 29,523,310,598 31,005,380,790

3.7 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

8,603,210,000 8,764,090,027 9,458,205,957 9,889,500,149 10,385,953,056

400,000,000,000              401,000,000,000              402,000,000,000              403,000,000,000              394,000,000,000              
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3.8
Program rehabilitasi/pemeliharaan 

turap/talud/bronjong

225,820,000 230,042,834 248,262,226 259,582,984 272,614,050

3.9 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

100,000,000 101,870,000 109,938,104 114,951,282 120,721,836

3.10
Program peningkatan sarana dan prasarana 

kebinamargaan

5,566,467,650 5,670,560,595 6,119,668,994 6,398,725,900 6,719,941,941

3.11
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan 

irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
37,800,000,000 39,700,000,000 41,700,000,000 43,800,000,000 46,000,000,000

1 Persentase ketersediaan air irigasi 68% 37,800,000,000 73.50% 39,700,000,000 79% 41,700,000,000 84.50% 43,800,000,000 90% 46,000,000,000

3.12 Program penyediaan dan pengolahan air baku

21,158,425,000 21,554,087,548 23,261,171,281 24,321,880,692 25,542,839,102

3.13
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi 

sungai, danau dan sumber daya air lainnya
10,000,000,000 10,500,000,000 11,100,000,000 11,700,000,000 12,300,000,000

1 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah 

yang memadai

88.29 88.90% 89.70% 90.50% 91.30% 92%

2 Persentase ketersediaan air baku untuk kebutuhan 

pokok minimal sehari-hari

93.64 95.30% 96.10% 96.90% 97.70% 98.50%

3 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air 

minum yang aman

93.64 95.30% 96.10% 96.90% 97.70% 98.50%

3.14
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum 

dan air limbah

3,000,000,000 3,056,100,000 3,298,143,120 3,448,538,446 3,621,655,076

3.15 Program pengendalian banjir

7,189,887,750 7,324,338,651 7,904,426,272 8,264,868,110 8,679,764,489

3.16
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 

Perdesaan

2,795,090,000 2,847,358,183 3,072,868,951 3,212,991,775 3,374,283,962

3.17 Program Pengaturan Jasa Konstruksi

0 0 0 0

3.18
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Darinase/Gorong-

gorong

861,500,000 877,610,050 947,116,766 990,305,290 1,040,018,616

3.19 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

18,807,380,550 19,159,078,566 20,676,477,589 21,619,324,967 22,704,615,080

3.20 Program Peningkatan Pelayanan UPTD

900,000,000 916,830,000 989,442,936 1,034,561,534 1,086,496,523

3.22 Program Perencanaan Tata Ruang 8,450,000,000 8,900,000,000 9,400,000,000 9,900,000,000 10,400,000,000

10,000,000,000 10,500,000,000 11,100,000,000 11,700,000,000 12,300,000,000
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1 Persentase ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan 

sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

35 36.00 8,450,000,000                   37.00 8,900,000,000                   38.00 9,400,000,000                   39.00 9,900,000,000                   40.00 10,400,000,000                

3.23 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

637,950,000 649,879,665 701,350,134 733,331,701 770,144,952

3.24 Program Pembangunan Gedung Kantor

23,685,509,000 24,128,428,018 26,039,399,517 27,226,796,135 28,593,581,301

3.25 Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

416,479,800 424,267,972 457,869,996 478,748,867 502,782,061

3.26 Program Pembangunan  Fasilitas Sosial/Umum

1,297,735,000 1,322,002,645 1,426,705,254 1,491,763,014 1,566,649,517

3.27
Program Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar bagi 

Masyarakat Miskin

0 0 0 0

3.28 Program Pembangunan Fasilitas Sosial/Umum

0 0 0 0

2.29 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

0 0 0 0

3.30
Program Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar bagi 

Masyarakat Miskin

2,696,358,000 2,746,779,895 2,964,324,862 3,099,498,076 3,255,092,879

3.31
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas 

Sosial/Umum

698,900,000 711,969,430 768,357,409 803,394,507 843,724,911

3.32 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Monumen

803,900,000 818,932,930 883,792,418 924,093,352 970,482,839

3.33 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

200,000,000 203,740,000 219,876,208 229,902,563 241,443,672

3.34
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

283,075,000 288,368,503 311,207,288 325,398,340 341,733,337

3.35 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

3,372,669,000 3,435,737,910 3,707,848,353 3,876,926,238 4,071,547,935

3.36 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

3,853,180,000 3,925,234,466 4,236,113,036 4,429,279,790 4,651,629,636

3.37
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis 

dan cepat tumbuh

376,100,000 383,133,070 413,477,209 432,331,770 454,034,825

4 PERUMAHAN UMUM DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16,886,070,600 17,201,840,120 18,564,225,858 19,410,754,557 20,385,174,436
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4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

954,746,900 972,600,667 1,049,630,640 1,097,493,797 1,152,587,986

4.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

188,000,000 191,515,600 206,683,636 216,108,409 226,957,051

4.3 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

36,022,800 36,696,426 39,602,783 41,408,670 43,487,385

1 Prosentase berkurangnya luasan Permukiman Kumuh 

di Kawasan Perkotaan

83.73% 100% 3,000,000,000                   100% 1,000,000,000                   100% 1,000,000,000                   100% 1,000,000,000                   100% 1,000,000,000                   

4.4 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

14,976,395,900 15,256,454,503 16,464,765,700 17,215,559,016 18,079,780,079

1 Cakupan lingkungan permukiman yang didukung 

Prasarana, Sarana, dan Utillitas Umum (PSU)

54% 55% 15,000,000,000                56% 15,000,000,000                57% 15,000,000,000                58% 15,000,000,000                59%

4.5 Program Peningkatan Kualitas Perumahan

287,631,000 293,009,700 316,216,068 330,635,521 347,233,424

1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 102 Unit 100 Unit 2,500,000,000                   100 Unit 2,500,000,000                   100 Unit 2,500,000,000                   100 Unit 2,500,000,000                   100 Unit 2,500,000,000                   

4.6 Program Data dan Informasi Permukiman

265,664,800 270,632,732 292,066,844 305,385,092 320,715,424

4.7
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

177,609,200 180,930,492 195,260,187 204,164,052 214,413,087

5
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM 

KEBAKARAN
9,817,050,000 10,000,628,835 10,792,678,639 11,284,824,785 11,851,322,989

5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,059,197,000 1,079,003,984 1,164,461,099 1,217,560,526 1,278,682,064

5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1,920,444,000 1,956,356,303 2,111,299,722 2,207,574,989 2,318,395,254

5.3 Program peningkatan disiplin aparatur

211,775,000 215,735,193 232,821,420 243,438,076 255,658,668

5.4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4,075,962,000 4,152,182,489 4,481,035,343 4,685,370,554 4,920,576,156

5.5
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan
66,600,000 67,845,420 73,218,777 76,557,554 80,400,743

1 Jumlah pembinaan terhadap masyarakat 2 Buah 3 Buah 250,000,000                      4 Buah 350,000,000                      5 Buah 450,000,000                      6 Buah 550,000,000                      7 Buah 650,000,000                      

2 Rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas) 2530 Orang 2530 Orang                         506,000,000 2530 Orang 1,120,000,000                   2530 Orang 2,240,000,000                   2530 Orang 4,480,000,000                   2530 Orang                     9,560,000,000 

5.6
Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal
910,000,000 1,175,000,000 1,475,000,000 1,770,000,000 2,525,000,000

1 Jumlah pelanggaran/kejadian Tibumtranmas di tingkat 

Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

 150 Kali  150 Kali  150,000,000                      150 Kali 175,000,000                      150 Kali 225,000,000                      150 Kali 250,000,000                      150 Kali 275,000,000                      
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2 Persentase penegakan PERDA tentang penyakit 

masyarakat

80% 83% 250,000,000                      85% 350,000,000                      87% 450,000,000                      90% 550,000,000                      95% 650,000,000                      

3 Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah 

80% 85% 350,000,000                      90% 450,000,000                      92% 550,000,000                      94% 650,000,000                      97% 750,000,000                      

4 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat

 120 Kali 192 Kali 160,000,000                      240 Kali 200,000,000                      288 Kali 250,000,000                      336 Kali 320,000,000                      1080 Kali 850,000,000                      

5.7
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya 

kebakaran

2,399,647,000 2,444,520,399 2,638,126,414 2,758,424,979 2,896,897,913

5.8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

174,572,000 177,836,496 191,921,147 200,672,751 210,746,523

5.9 Program Sosial Kemasyarakatan

58,050,000 59,135,535 63,819,069 66,729,219 70,079,026

5.10
Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban 

Bencana Alam
2,111,700,000 2,495,540,000 2,572,424,000 2,622,462,400 2,674,051,240

1 Jumlah Sarana dan Prasarana pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran yang memadai

 20 Buah  40 Bua 385,000,000                      60 Bua 423,500,000                      80 Buah 465,850,000                      100 Buah 512,435,000                      120 Buah 563,678,500                      

2 Jumlah SDM Pemadam Kebakaran 81 135 1,726,700,000                   135 2,072,040,000                   135 2,106,574,000                   135 2,110,027,400                   135 2,110,372,740

6 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7,740,631,000 7,885,380,800 8,509,902,959 8,897,954,534 9,344,631,852

6.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

966,000,000 984,064,200 1,062,002,085 1,110,429,380 1,166,172,935

6.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1,194,719,000 1,217,060,245 1,313,451,417 1,373,344,801 1,442,286,710

6.3 Program peningkatan disiplin aparatur

272,000,000 277,086,400 299,031,643 312,667,486 328,363,394

6.4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2,037,631,000 2,075,734,700 2,240,132,888 2,342,282,948 2,459,865,552

6.5 Program Kedaruratan Dan Logistik Dalam Kebencanaan

0 0 0 0 0

6.6
Program Tanggap Darurat Dan Pusat Pusat Pengendalian 

Operasional

57,000,000 58,065,900 62,664,719 65,522,230 68,811,446

6.7 Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana

146,500,000 149,239,550 161,059,322 168,403,627 176,857,490

6.8 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

417,131,000 424,931,350 458,585,913 479,497,430 503,568,201
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6.9
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

49,650,000 50,578,455 54,584,269 57,073,311 59,938,392

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
550,000,000 605,000,000 665,500,000 732,050,000 805,255,000

1 Jumlah Daerah rawan bencana yang sudah  terpetakan 550,000,000                       605,000,000                       665,500,000                       732,050,000                       805,255,000                       

Rekonstruksi dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000

1 Jumlah Rekonstruksi Pasca Bencana 150,000,000                       165,000,000                       181,500,000                       199,650,000                       219,615,000                       

Program Fasilitas Dukungan Peralatan dan Logistik 

Kebencanaan
600,000,000 660,000,000 726,000,000 798,600,000 878,460,000

1 Jumlah peralatan dan logistik kebencanaan 600,000,000                       660,000,000                       726,000,000                       798,600,000                       878,460,000                       

7 SOSIAL 9,724,937,600 9,906,793,933 10,691,412,013 11,178,940,400 11,740,123,208

7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 944,267,000 961,924,793 1,038,109,236 1,085,447,018 1,139,936,458

7.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1,184,900,000 1,207,057,630 1,302,656,594 1,362,057,735 1,430,433,033

7.3 Program peningkatan disiplin aparatur

18,000,000 18,336,600 19,788,859 20,691,231 21,729,930

7.4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

3,780,373,000 3,851,065,975 4,156,070,400 4,345,587,211 4,563,735,689

7.5

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) Lainnya

1,818,232,600 1,852,233,550 1,998,930,447 2,090,081,675 2,195,003,775

1 Cakupan keluarga miskin yang telah mendapat 

pemberdayaan 

30 orang 50 orang 132,500,000                      50 orang 145,750,000                      50 orang 155,000,000                      50 orang 178,250,000                      50 orang 180,000,000                      

2 Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) yang telah mendapat pemberdayaan

70 orang 70 orang 75,000,000                         50 orang 82,500,000                         50 orang 85,000,000                         50 orang 97,750,000                         50 orang 100,000,000                      
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3 Terwujudnya Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Kabupaten Subang

72376 KPM/ 

271 SDM

Terwujudnya 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Program 

Keluarga 

Harapan (PKH) 

di Kabupaten 

Subang

1,067,000,000                   Terwujudnya 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Program 

Keluarga 

Harapan (PKH) 

di Kabupaten 

Subang

1,173,700,000                   Terwujudnya 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Program 

Keluarga 

Harapan (PKH) 

di Kabupaten 

Subang

1,300,000,000                   Terwujudnya 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Program 

Keluarga 

Harapan (PKH) 

di Kabupaten 

Subang

1,495,000,000                   Terwujudnya 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Program 

Keluarga 

Harapan (PKH) 

di Kabupaten 

Subang

1,500,000,000                   

4 Cakupan Bimbingan Sosial bagi Penerima Bantuan 

Sosial dan bantuan Hibah

100 orang 75 orang 10,400,000                         75 orang 11,440,000                         75 orang 12,584,000                         75 orang 14,471,600                         75 orang 15,000,000                         

7.6
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan 

Sosial

728,725,000 742,352,158 801,146,448 837,678,726 879,730,198

1 Cakupan masyarakat yang telah mnedapat bimbingan 

pencegahan trafiking

160 orang 160 orang 45,000,000                         100 orang 49,500,000                         100 orang 50,000,000                         100 orang 57,500,000                         100 orang 65,000,000                         

2 Cakupan penanganan masalah-masalah Strategis yang 

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar 

biasa.

45 orang tagana 45 orang 400,000,000                      45 orang 440,000,000                      45 orang 450,000,000                      45 orang 517,500,000                      45 orang 525,000,000                      

3 Pelayanan bagi orang terlantar dalam perjalanan 70 orang 50 orang 9,650,000                           50 orang 10,615,000                         50 orang 12,000,000                         50 orang 13,800,000                         50 orang 15,000,000                         

4 Cakupan Kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi 

Lanjut Usia.

22 orang 20 orang 60,000,000                         50 orang 75,000,000                         50 orang 85,000,000                         50 orang 97,750,000                         50 orang 100,000,000                      

5 Kampung Siaga Bencana ( KSB ) 140 orang 100 orang 75,000,000                         100 orang 82,500,000                         100 orang 100,000,000                      100 orang 115,000,000                      100 orang 125,000,000                      

6 Penanganan Pengemis Gelandangan dan Orang -

Terlantar (PGOT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan

50 orang 75 orang 100,000,000                      100 orang 125,000,000                      100 orang 150,000,000                      100 orang 172,500,000                      100 orang 180,000,000                      

7 Pelayanan posko pengaduan penerima bantuan

iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN)

100 orang 0 -                                        -                                        0 -                                        0 -                                        

7.7 Program pembinaan anak terlantar

39,950,000 40,697,065 43,920,273 45,923,037 48,228,373

1 Cakupan anak terlantar yang telah mendapat 

pembinaan

100 orang 100 orang 45,000,000                         100 orang 49,500,000                         100 orang 75,000,000                         100 orang 85,000,000                         100 orang 95,000,000                         

7.8 Program rehabilitas sosial penyandang disabilitas

473,310,000 482,160,897 520,348,040 544,075,911 571,388,521
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1 Cakupan penyandang cacat dan ekstrauma yang sudah 

dapat pembinaan

29 orang 20 orang 57,500,000                         50 orang 75,000,000                         50 orang 85,000,000                         50 orang 90,000,000                         50 orang 95,000,000                         

2 Cakupan penyandang cacat yang mendapatkan alat 

bantu fisik

78 orang 150 orang 303,185,500                      150 orang 350,000,000                      150 orang 375,000,000                      150 orang 400,000,000                      150 orang 425,000,000                      

3 Asistensi Keluarga Orang Dengan Kecacatan Berat 

Kabupaten Subang

(AS-KODKB)

25 orang 50 orang 125,000,000                      75 orang 200,000,000                      75 orang 250,000,000                      75 orang 270,000,000                      75 orang 275,000,000                      

7.9

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial 

(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial 

lainnya)

36,890,000 37,579,843 40,556,167 42,405,528 44,534,285

1 Cakupan pembinaan bagi Tuna Sosial 156 orang 200 orang

50,000,000                

200 orang 75,000,000                200 orang 85,000,000                200 orang 95,000,000                200 orang 100,000,000              

2 Cakupan Keluarga yang telah mendapatkan Bimtek 

pencegahan penyakit sosial
172 orang 100 orang

35,000,000                

100 orang 45,000,000                100 orang 55,000,000                100 orang 70,000,000                100 orang 80,000,000                

7.10
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 

Sosial

627,830,000 639,570,421 690,224,398 721,698,631 757,927,902

1 Meningkatnya kualitas SDM Kesejahteraan Sosial 

masyarakat

50 orang 30 orang 65,000,000                         30 orang 75,000,000                         30 orang 86,250,000                         30 orang 100,000,000                      30 orang 100,000,000                      

2 Cakupan pelaksanaan Penyuluhan Usaha Kesejahteraan 

Sosial

100 orang 100 orang 80,000,000                         100 orang 85,000,000                         100 orang 97,750,000                         100 orang 150,000,000                      100 orang 150,000,000                      

3 Cakupan Karang Taruna telah mendapatkan pembinaan 10 orang 10 orang 150,000,000                      10 orang 150,000,000                      10 orang 172,500,000                      10 orang 185,000,000                      10 orang 185,000,000                      

4 Tersedianya data PMKS dan PSKS 1                            1                            150,000,000                      1                            175,000,000                      1                            201,250,000                      1                            250,000,000                      1                            250,000,000                      

5 Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis 

Masyarakat (WKSBM) yang telah mendapatkan 

pemberdayaan

20 orang -                        -                                        -                        -                                        -                        -                                        -                        -                                        -                        -                                        

6 Cakupan pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 

Keluarga (LK3)

-                        -                        -                                        -                        -                                        -                        -                                        -                        -                                        -                        -                                        

7 Cakupan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang 

dapat pemberdayaan

20 orang 20 orang 55,000,000                         20 orang 65,000,000                         20 orang 74,750,000                         20 orang 75,000,000                         20 orang 75,000,000                         

8 Terwujudnya kemampuan TAGANA dalam menangani 

kebencanaan

40 orang 40 orang 60,000,000                         40 orang 75,000,000                         40 orang 86,250,000                         40 orang 87,000,000                         40 orang 87,000,000                         

9 Terjaganya nilai kepahlawan dan kejuangan di 

masyarakat

30 orang 35 orang 60,000,000                         35 orang 75,000,000                         35 orang 86,250,000                         35 orang 87,000,000                         35 orang 87,000,000                         

10 Pemantapan potensi sumber kesejahteraan sosial -                        -                                        -                        -                                        -                        -                                        -                        -                                        

7.11 Program Sosial Kemasyarakatan

72,460,000 - 73,815,002 - 79,661,150 - 83,293,699 - 87,475,042

II URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 70,706,884,420 76,685,538,788 86,282,060,592 95,096,276,154 104,468,269,629

1 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6,240,777,000 14,264,021,020 19,494,620,035 25,259,384,221 30,924,483,348
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1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

3,537,335,200

100%

3,603,483,368

100%

3,888,879,251

100%

4,066,212,145

100%

4,270,335,995

1.2
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga 

Kerja
308,800,000 4,074,750,000 4,665,750,000 5,494,950,000 4,350,000,000

1 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 

berbasis kompetensi

75% 3.20% 1,550,000                           6.40% 3,400,000,000                   8.96% 3,550,000,000                   9.92% 3,850,000,000                   9.92% 4,350,000,000                   

2 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 

berbasis masyaakat

60% 9.40% 9.76% 12.32% 14.88% 17.88%

3 Persentase tenaga kerja yang dilatih yang terserap 35% 9.74% 16.16% 21.28% 24.80% 28.04%

4 Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikasi 

keahlian

7% 20% 110,250,000                      40% 242,550,000                      60% 401,310,000                      80% 591,822,000                      100% 820,436,400                      

5 Persentase tenaga kerja yang mengikuti pemagangan 97% 20% 147,000,000                      40% 322,200,000                      60% 532,440,000                      80% 784,728,000                      100% 103,745,600                      

6 Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja 50% 20% 50,000,000                         40% 110,000,000                      60% 182,000,000                      80% 268,400,000                      100% 3,550,855,600                   

1.3 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 564,250,000 1,470,550,000 2,387,310,000 3,447,110,000 4,689,170,000

1 Persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang 

bekerjasama

84% 0 0 25% 320,000,000                      50% 704,000,000                      75% 1,164,800,000                   100% 1,717,760,000                   

2 Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina 29.76% 20% 110,250,000                      40% 420,550,000                      60% 793,310,000                      80% 1,238,310,000                   100% 1,768,310,000                   

3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 76.87% 77.87% 162,000,000                      78.68% 170,000,000                      79.50% 175,000,000                      80.50% 179,000,000                      81.65% 180,000,000                      

4 Tingkat Pengangguran Terbuka 7.45% 7.44% 162,000,000                      7.43% 170,000,000                      7.42% 175,000,000                      7.40% 179,000,000                      7.30% 180,000,000                      

5 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan 

kewirausahaan

60% 65% 100,000,000                      65% 125,000,000                      65% 150,000,000                      65% 175,000,000                      65% 200,000,000                      

6 Persentase Peningkatan hasil usaha wirausaha 20% 20% 24% 24% 25% 25%

7 Persentase pencari kerja yang ditempatkan 70% 80% -                                             80% 100,000,000                      80% 110,000,000                      80% 121,000,000                      80% 133,100,000                      

8 Persentase peningkatan PAD dari perpanjangan Ijin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

43.30% 10% -                                             12% 50,000,000                         14% 75,000,000                         16% 80,000,000                         18% 85,000,000                         

9 Jumlah informasi lowongan kerja 10.000 lowker 10.500 lowker 30,000,000                         12.000 lowker 115,000,000                      13.000 lowker 205,000,000                      13.500 lowker 310,000,000                      14.500 lowker 425,000,000                      

10 Persentase pemenuhan informasi lowongan kerja 

terhadap pencari kerja

60% 65% 70% 80% 90% 100%

1.4
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga 

Ketenagakerjaan
574,250,000 1,050,950,000 1,650,620,000 2,239,957,000 2,981,272,700

1 Persentase Upah Minimum Kabupaten terhadap 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

100% 100% 257,250,000                      100% 592,250,000                      100% 962,250,000                      100% 1,367,250,000                   100% 1,802,250,000                   
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2 Persentase tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS 50% 50% 50,000,000                         50% 50,000,000                         50% 105,000,000                      50% 115,500,000                      50% 242,550,000                      

3 Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun 20 Kasus 40 Kasus 50,000,000                         35 Kasus 55,000,000                         35 Kasus 60,500,000                         30 Kasus 66,550,000                         30 Kasus 74,250,000                         

4 Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan 

dengan Perjanjian Bersama      ( PB )

50% 50% 50% 50% 50% 50%

5 Persentase Penurunan sengketa 5% 5% 5% 5% 5% 5%

6 Persentase sengketa yang diselesaikan 75% 75% 75% 75% 75% 75%

7 Persentase penyelesaian kasus TKI 55% 55% 70,000,000                         55% 72,000,000                         60% 75,000,000                         60% 75,000,000                         62% 77,000,000                         

8 Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh LKS 

TRIPARTIT

5 Rekomendasi 3 Rekomendasi 147,000,000                      3 Rekomendasi 161,700,000                      3 Rekomendasi 177,870,000                      3 Rekomendasi 195,657,000                      3 Rekomendasi 215,222,700                      

9 Persentase pekerja yang tercatat dalam organisasi 

Serikat Pekerja   ( SP ) di perusahaan

20% 0 -                                             35% 60,000,000                         40% 135,000,000                      45% 210,000,000                      50% 285,000,000                      

10 Jumlah organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja 70 asosiasi/SP 70 asosiasi/SP -                                             75 asosiasi/SP 60,000,000                         80 asosiasi/SP 135,000,000                      85 asosiasi/SP 210,000,000                      90 asosiasi/SP 285,000,000                      

1.5 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 215,000,000 219,020,500 236,366,924 247,145,255 259,551,947

1.6 Program peningkatan disiplin aparatur 118,150,000 120,359,405 129,891,870 135,814,939 142,632,849

1.7
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

17,091,800 17,411,417 18,790,401 19,647,243 20,633,535

1.8
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat 

yang berpotensi merusak lingkungan

50,000,000 155,000,000 165,500,000 332,050,000 305,205,000

1 Persentase pemanfaatan bumi secara langsung 100% 100% 50,000,000                         100% 105,000,000                      100% 165,500,000                      100% 232,050,000                      100% 305,205,000                      

2 Jumlah sosialisasi pemanfaatan energy panas bumi 

secara langsung

1 Sosialisasi 0 -                                             1 sosialisasi 50,000,000                         0 -                                             2 sosialisasi 100,000,000                      0 -                                             

1.9 Program Pengembangan Pertambangan dan Energi 0 0 0 0 0

1.10
Program Pengembangan Energi dan Sumber Daya 

Mineral
460,000,000 2,580,738,000 4,726,050,000 6,948,735,000 10,780,270,000

1 Jumlah potensi sumber daya geologi, mineral, air tanah 

dan energi

2 jenis 2 jenis 225,000,000                      8 jenis 1,500,000,000                   14 jenis 2,775,000,000                   20 jenis 4,100,000,000                   25 jenis 5,225,000,000                   

2 Persentase desa yang memanfaatkan energi baru 

terbarukan

33% 6.71% 235,000,000                      7.90% 1,080,738,000                   9.09% 1,951,050,000                   10.27% 2,848,735,000                   11.46% 5,555,270,000                   

1.11 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 150,000,000 525,000,000 925,000,000 1,375,000,000 1,870,000,000

1 Jumlah calon lokasi penempatan transmigrasi yang 

dijajagi

2 lokasi 5 lokasi
100,000,000                      

10 lokasi 250,000,000                      15 lokasi 400,000,000                      20 Lokasi 575,000,000                      26 lokasi 750,000,000                      

2 Jumlah Nota Kesepahaman (MoU) yang tercipta 2 Mou 2 MoU 5 MoU 8 MoU 11 MoU 15 MoU

3 Jumlah Kepala Keluarga transmigran yang dibina 0 0 -                                             10 KK 150,000,000                      20 KK 300,000,000                      30 KK 475,000,000                      40 KK 670,000,000                      
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4 Persentase transmigran yang ditempatkan 15.46% 16.00% 50,000,000                         16.50% 125,000,000                      17.00% 225,000,000                      17.50% 325,000,000                      18.00% 450,000,000                      

5 Persentase transmigran yang kembali ke daerah asal 10% 10% 8% 6% 4% 2%

6 Persentase tingkat keberhasilan transmigran 35% 20% 40% 60% 80% 100%

1.12 Program Transmigrasi Regional 200,000,000 400,000,000 650,000,000 900,000,000 1,200,000,000

1 Jumlah penyuluhan informasi ketransmigrasian dalam 1 

tahun

23 Penyuluhan 40 Penyuluhan 100,000,000                      80 Penyuluhan 200,000,000                      125 Penyuluhan 350,000,000                      170 Penyuluhan 500,000,000                      220 Penyuluhan 675,000,000                      

2 Persentase calon transmigran yang mendapatkan 

pelatihan

2.50% 20.00% 100,000,000                      40% 200,000,000                      60% 300,000,000                      80% 400,000,000                      100% 525,000,000                      

1.13 Program Sosial Kemasyarakatan 45,900,000 46,758,330 50,461,590 52,762,638 55,411,323

2 KETAHANAN PANGAN 1,022,350,000 1,076,950,545 1,182,001,028 1,253,100,275 1,333,897,909

2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 477,000,000 485,919,900 524,404,756 548,317,613 575,843,157

2.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 82,200,000 83,737,140 90,369,121 94,489,953 99,233,349

2.3 Program peningkatan disiplin aparatur 20,400,000 20,781,480 22,427,373 23,450,061 24,627,255

2.4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
20,750,000 21,138,025 22,812,157 23,852,391 25,049,781

2.5
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

pertanian/perkebunan
402,000,000 445,000,000 500,000,000 540,000,000 585,000,000

1 Tingkat ketersediaan energi 128.5 

Kkal/kapita/hari

125.4 

Kkal/kapita/hari
102,000,000                      122.5 

Kkal/kapita/hari
125,000,000                      118.6 

Kkal/kapita/hari
150,000,000                      115.6 

Kkal/kapita/hari
175,000,000                      110.7 

Kkal/kapita/hari
200,000,000                      

2 Tingkat ketersediaan protein 166.3 

Gram/Kapita/Ha

ri

158.1 

Gram/Kapita/Ha

ri

- 152.3 

Gram/Kapita/Ha

ri

- 149.5 

Gram/Kapita/Ha

ri

- 145.8 

Gram/Kapita/Ha

ri

- 142.1 

Gram/Kapita/Ha

ri

-

3 Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kab. Subang 50 Ton 100 Ton 300,000,000                      100 Ton 320,000,000                      100 Ton 350,000,000                      100 Ton 365,000,000                      100 Ton 385,000,000                      

2.6 Program Sosial Kemasyarakatan 20,000,000.00 20,374,000 21,987,621 22,990,256 24,144,367

3 LINGKUNGAN HIDUP 14,160,014,600 14,357,486,873 15,259,479,833 15,788,872,114 16,448,243,494

3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 957,964,600 975,878,538 1,053,168,118 1,101,192,584 1,156,472,452

3.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 120,000,000 122,244,000 131,925,725 137,941,538 144,866,203

3.3
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan
9,446,550,000 9,623,200,485 10,385,357,963 10,858,930,287 11,404,048,587

3.4
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup
1,500,000,000             1,500,000,000             1,500,000,000             1,500,000,000             1,500,000,000             
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1 Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL 47% 59% 60% 62% 65% 70%

2 Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL 11% 32% 35% 38% 40% 42%

3 Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan SPPL 4% 20% 22% 25% 30% 32%

4 Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat 

adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan 

lingkungan hidup

80% 80% 80% 80% 80% 80%

3.5
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 

Alam
800,000,000                800,000,000                850,000,000                850,000,000                900,000,000                

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 57 Indeks 57 Indeks 57 Indeks 58 Indeks 58 Indeks 58 Indeks

Cakupan Penangan Wilayah Penghijauan dan 

Pelestarian sumber mata air

30 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha

3.6
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1,000,000,000             1,000,000,000             1,000,000,000             1,000,000,000             1,000,000,000             

1 Jumlah Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan 

Hidup/SLHD

15 Buku 15 Buku - 15 Buku - 15 Buku - 15 Buku - 65 Buku -

2 Jumlah Dokumen Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi - 1 Buku - 1 Buku - 1 Buku - 1 Buku - 4 Buku -

3 Cakupan Luas wilayah yang akan ditentukan status 

kerusakan lahan/biomassa

12 Titik 12 Titik - 12 Titik - 12 Titik - 12 Titik - 12 Titik -

3.7 Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 300,000,000                300,000,000                300,000,000                300,000,000                300,000,000                

1 Jumlah kampung/desa Proklim 2 Desa 4 Desa 4 Desa 4 Desa 4 Desa 18 Desa

2 Jumlah Dokumen Frofil Gas Rumah Kaca (GRK) 1 Buku 1  Buku 1  Buku 1  Buku 1  Buku 5  Buku

3.8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
35,500,000 36,163,850 39,028,027 40,807,705 42,856,252

4 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 13,221,190,000 15,281,426,253 16,541,315,212 17,702,799,186 18,888,679,705

4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,576,585,000.00 1,606,067,140 1,733,267,657 1,812,304,662 1,903,282,356

4.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 836,618,500.00 852,263,266 919,762,517 961,703,687 1,009,981,212

4.3 Program peningkatan disiplin aparatur 109,000,000.00 111,038,300 119,832,533 125,296,897 131,586,801
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4.4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 53,476,500.00 54,476,511 58,791,050 61,471,922 64,557,813

4.5
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
645,510,000.00 657,581,037 709,661,455 742,022,017 779,271,523

4.6 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10,000,000,000 12,000,000,000 13,000,000,000 14,000,000,000 15,000,000,000 

1 Jumlah Dokumen Kartu Keluarga 100 Dokumen 100 Dokumen 10,000,000,000 100 Dokumen 12,000,000,000 100 Dokumen 13,000,000,000 100 Dokumen 14,000,000,000 100 Dokumen 15,000,000,000

2 Jumlah Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik 100 Dokumen 100 Dokumen 100 Dokumen 100 Dokumen 100 Dokumen 100 Dokumen

3 Jumlah Dokumen Akta Kelahiran 90 Dokumen 100 Dokumen 100 Dokumen 100 Dokumen 100 Dokumen 100 Dokumen

4 Jumlah Dokumen Akta Kematian 70 Dokumen 75 Dokumen 80 Dokumen 85 Dokumen 90 100 Dokumen

5 Jumlah Jaringan Yang Terkoneksi SIAK 31 Jaringan 38 Jaringan 44 Jaringan 50 Jaringan 56 Jaringan 56 Jaringan

6 Jumlah Jenis Laporan Administrasi Kependudukan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

7 Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 2 Inovasi 2 Inovasi 2 Inovasi 2 Inovasi 2 Inovasi 2 Inovasi 

8 Jumlah MOU yang akan dilaksanakan dengan Pihak lain 5 MOU 5 MOU 6 MOU 5 MOU 5 MOU 5 MOU

5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2,998,706,300 2,905,560,312 3,174,157,985 3,179,685,887 3,521,150,199

5.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,227,806,800 1,250,766,787 1,349,827,517 1,411,379,651 1,482,230,910

5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 237,200,000 241,635,640 260,773,183 272,664,440 286,352,195

5.3 Program peningkatan disiplin aparatur 0 0 0 0 0

5.4
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah
7,350,000 7,487,445 8,080,451 8,448,919 8,873,055

5.5
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
46,200,000 47,063,940 50,791,404 53,107,492 55,773,488

5.6
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Pedesaan
227,375,000 227,375,000 230,000,000 280,000,000 330,000,000

1 Persentase Posyandu aktif 65% 67% 197,375,000                       70% 197,375,000                       72% 200,000,000                       75% 250,000,000                       77% 300,000,000                       

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga 

pemberdayaan masyarakat (LPM)

50% 55% 30,000,000                         60% 30,000,000                         65% 30,000,000                         70% 30,000,000                         75% 30,000,000                         

5.7 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 101,070,500 101,070,500 120,000,000 120,000,000 150,000,000

1 Persentase pembentukan BUMDes per Desa 30% 50% 101,070,500                       60% 101,070,500                       70% 120,000,000                       80% 120,000,000                       90% 150,000,000                       
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5.8
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

1 Persentase swadaya masyarakat terhadap program 

pemberdayaan masyarakat
6% 10% 200,000,000                       15% 200,000,000                       20% 200,000,000                       25% 200,000,000                       30% 200,000,000                       

5.9
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
771,704,000 649,600,000 771,704,000 649,600,000 771,704,000

1 Aparatur Desa yang telah mengikuti Pelatihan (4 Unsur 

x 245 Desa)

980 Orang 980 Orang 600,000,000                       980 Orang 600,000,000                       980 Orang 600,000,000                       980 Orang 600,000,000                       980 Orang 600,000,000                       

2 Penetapan RPJMDes 245 Desa 165 Desa 122,104,000                       223 Desa 122,104,000                       245 Desa 122,104,000                       

3 Persentase desa yang menggunakan profil berbasis 

online

90 Desa 92 Desa 49,600,000                         95 Desa 49,600,000                         100 Desa 49,600,000                         105 Desa 49,600,000                         110 Desa 49,600,000                         

5.10
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan 

Desa

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 200,000,000

1 Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes 

(Atau nama Lain)

60 Desa 155 Desa 150,000,000                       170 Desa 150,000,000                       185 Desa 150,000,000                       215 Desa 150,000,000                       245 Desa 200,000,000                       

5.11 Program Sosial Kemasyarakatan 30,000,000 30,561,000 32,981,431 34,485,384 36,216,551

6

PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK

6,312,499,000 6,430,542,731 6,939,841,716 7,256,298,498 7,620,564,682

6.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,149,770,000.00 1,171,270,699 1,264,035,338 1,321,675,350 1,388,023,452

6.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,617,589,000.00 1,647,837,914 1,778,346,677 1,859,439,286 1,952,783,138

6.3
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas 

Anak dan Perempuan
43,250,000.00 44,058,775 47,548,230 49,716,429 52,212,194

6.4
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 

Gender dan Anak
388,800,000.00 396,070,560 427,439,348 446,930,583 469,366,498

1 Tersosialisasinya pengarusutamaan gender dan anak di 

masyarakat

Pengarusutam

aan Gender 

dan Anak 

Belum 

Tersosialisasi

100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 

2 Tersedianya shelter/rumah aman bagi korban Belum ada 

sekretariat 

khusus/shelte

r/rumah aman 

100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 

3 Tersedianya potensi organisasi dan lembaga 

masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan 

perempuan

organisasi dan 

lembaga 

masyarakat 

yang berperan 

30% 100,000,000 45% 100,000,000 65% 100,000,000 75% 100,000,003 100% 100,000,000 

4 Berkembangnya kualitas dan kuantitas materi dan 

pelaksanaan KIE tentang kesetaraan 

Fasilitas KIE, 

materi tentang 

kesetaraan 

gendre

100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 

6.5
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan 

Gender dalam pembangunan
212,930,000.00 216,911,791 234,091,205 244,765,764 257,053,005
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6.6 Program Perlindungan Anak 425,609,000.00 433,567,888 467,906,465 489,243,000 513,802,998

6.7 Program peningkatan disiplin aparatur 72,000,000.00 73,346,400 79,155,435 82,764,923 86,919,722

6.8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
60,000,000.00 61,122,000 65,962,862 68,970,769 72,433,102

6.9 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 31,440,000.00 32,027,928 34,564,540 36,140,683 37,954,945

6.10 Program Keluarga Berencana 1,474,881,000             1,843,601,250             2,304,501,563             2,880,623,954             3,600,080,693             

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi 

peserta KB aktif

74% 75%

1,474,881,000                   

75.25% 1,843,601,250                   75.50% 2,304,501,563                   75.75% 2,880,623,954                   76% 3,600,080,693                   

6.11 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 33,805,000.00 34,437,154 37,164,576 38,859,281 40,810,017

6.17 Program Pelayanan Kontrasepsi 172,425,000                215,531,250                269,414,063                336,767,574                420,954,000                

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi 

peserta KB aktif

74% 75% 172,425,000                      75.25% 215,531,250                      75.50% 269,414,063                      75.75% 336,767,574                      76% 420,954,000                      

6.13
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam 

pelayanan KB/KR yang madiri
550,000,000 600,000,000 650,000,000 700,000,000 750,000,000 

1

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi 

peserta KB aktif

75% 80% 550,000,000                      85% 600,000,000                      90% 650,000,000                      95% 700,000,000                      100% 750,000,000                      

6.14
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan 

konseling KRR
- - - - -

6.15
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina 

keluarga
50,000,000 50,935,000 54,969,052 57,475,641 60,360,918

1 Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga 

Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif

75% 80% 50,000,000                         85% 75,000,000                         90% 100,000,000                      95% 125,000,000                      100% 150,000,000                      

6.16 Program Sosial Kemasyarakatan 30,000,000 30,561,000 32,981,431 34,485,384 36,216,551

7 DINAS PERHUBUNGAN 5,957,459,000 6,304,327,200 6,617,672,079 6,837,047,420 7,079,719,672

7.1 Program Pembangunan Fasilitas Sosial/Umum 1,103,814,000.00 1,348,416,000.00 1,379,586,000.00 1,410,756,000.00 1,441,926,000.00 

1 Jumlah Trayek Angkutan Umum 74 lintasan 74 lintasan                     76,850,000.00 74 lintasan                     76,850,000.00 74 lintasan                     76,850,000.00 74 lintasan                     76,850,000.00 74 lintasan                     76,850,000.00 

2 Warning Light 11 tiang 11 tiang
                  144,710,000.00 

12                   180,000,000.00 13                   195,000,000.00 14                   210,000,000.00 15                   225,000,000.00 
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3 Rambu-Rambu Jalan 128 buah 128
                  148,335,000.00 

130                   260,000,000.00 132                   264,000,000.00 134                   268,000,000.00 136                   272,000,000.00 

4 Marka Jalan 2438 m' 2,438
                  101,885,000.00 

2,448                   102,816,000.00 2,458                   103,236,000.00 2,468                   103,656,000.00 2,478                   104,076,000.00 

5 Pagar Pengaman Jalan 52 m' 52
                    93,120,000.00 

55                   123,750,000.00 58                   130,500,000.00 61                   137,250,000.00 64                   144,000,000.00 

6 PJU 120 titik 120
                  538,914,000.00 

121                   605,000,000.00 122                   610,000,000.00 123                   615,000,000.00 124                   620,000,000.00 

7.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 983,900,000.00 1,002,298,930 1,081,681,005 1,131,005,659 1,187,782,143

7.3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,828,650,000.00 1,862,845,755 2,010,383,139 2,102,056,610 2,207,579,852

7.4 Program peningkatan disiplin aparatur - 0 0 0 0

7.5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100,000,000.00 101,870,000 109,938,104 114,951,282 120,721,836

7.6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
18,270,000.00 18,611,649 20,085,692 21,001,599 22,055,879

7.7
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 

Perhubungan
145,180,000.00 147,894,866 159,608,139 166,886,271 175,263,961

7.8
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 

Fasilitas LLAJ
346,800,000.00 352,575,000.00 356,575,000.00 360,575,000.00 364,575,000.00 

1 Prosentase Alat PKB 80% 80
                  148,575,000.00 

80                   148,575,000.00 80                   148,575,000.00 80                   148,575,000.00 80                   148,575,000.00 

2 Prosentase Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) 50% 50
                  198,225,000.00 

51                   204,000,000.00 52                   208,000,000.00 53                   212,000,000.00 54                   216,000,000.00 

7.9 Program peningkatan pelayanan angkutan 795,635,000.00 795,635,000.00 795,635,000.00 795,635,000.00 795,635,000.00 

1 Prosentase angkutan AKDK yang mengajukan ijin trayek 73% 73%                         795,635,000 73%                         795,635,000 73%                         795,635,000 73%                         795,635,000 73%                         795,635,000 

7.10 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 591,030,000.00 630,000,000.00 660,000,000.00 690,000,000.00 720,000,000.00 

1 Prosentase pemasangan rambu-rambu dan sarana 

prasarana transportasi

20 20                         591,030,000 21                         630,000,000 22                         660,000,000 23                         690,000,000 24                         720,000,000 

2 Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas 20 20 19 18 17 16

7.11
Program peningkatan kelaikan pengoperasian 

kendaraan bermotor
44,180,000.00 44,180,000.00 44,180,000.00 44,180,000.00 44,180,000.00 

1 Prosentase angkutan umum yang di uji 88% 88%                           44,180,000 88%                           44,180,000 88%                           44,180,000 88%                           44,180,000 88%                           44,180,000 

8 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5,079,919,020 5,293,919,080 5,746,688,831 6,105,089,907 6,508,590,533

8.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,890,898,320.00 1,926,258,119 2,078,817,762 2,173,611,852 2,282,727,166
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8.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,509,662,500.00 1,537,893,189 1,659,694,329 1,735,376,391 1,822,492,286

8.3 Program peningkatan disiplin aparatur 76,575,000.00 78,006,953 84,185,103 88,023,944 92,442,746

8.4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75,000,000.00 76,402,500 82,453,578 86,213,461 90,541,377

8.5
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
64,000,000.00 65,196,800 70,360,387 73,568,820 77,261,975

8.6
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Media Massa
957,114,400.00 1,052,825,840.00 1,158,108,424.00 1,273,919,266.40 1,401,311,193.04 

Persentase OPD yang sudah menerapkan aplikasi 

terintegrasi

20% 20% 93,916,900                         20% 103,308,590                       20% 113,639,449                       20% 125,003,394                       20% 137,503,733                       

Jumlah Jaringan Internet untuk masyarakat 6 600% 473,797,500                       600% 521,177,250                       600% 573,294,975                       600% 630,624,473                       600% 693,686,920                       

Cakupan Jaringan Teknologi Informasi -                                              -                                              -                                              -                                              -                                              

Peningkatan Jumlah Layanan Publik Berbasis Elektronik 20% 20% 389,400,000                       20% 428,340,000                       20% 471,174,000                       20% 518,291,400                       20% 570,120,540                       

8.7 Program Kerjasama Informasi dan Media Masa 269,921,300.00 296,913,430.00 326,604,773.00 359,265,250.30 395,191,775.33 

1 Jumlah lembaga yang bermitra 10 Lembaga 10 Lembaga 39,592,300                         10 Lembaga 43,551,530                         10 Lembaga 47,906,683                         10 Lembaga 52,697,351                         10 Lembaga 57,967,086                         

2 Persentase pembentukan Kelompok Informasi 

Masyarakat

10% 10% 206,305,000                       10% 226,935,500                       10% 249,629,050                       10% 274,591,955                       10% 302,051,151                       

3 Jumlah Surat Kabar Nasional/lokal 20 exemplar 20 exemplar 24,024,000                         20 exemplar 26,426,400                         20 exemplar 29,069,040                         20 exemplar 31,975,944                         20 exemplar 35,173,538                         

4 Jumlah radio/TV lokal 6 station 6 station -                                              6 station -                                              6 station -                                              6 station -                                              6 station -                                              

5 Presentase pengaduan masyarakat secara online yang 

ditindaklanjuti

-                                              -                                              -                                              -                                              -                                              

8.8 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 148,021,500.00 162,823,650.00 179,106,015.00 197,016,616.50 216,718,278.15 

1 Presentase pendataan dan statistik 80 Buku 48,471,500                         80 Buku 53,318,650                         80 Buku 58,650,515                         80 Buku 64,515,567                         80 Buku 70,967,123                         

2 presentase pengawasan jaringan komunikasi sandi 

daerah

20% 99,550,000                         20% 109,505,000                       20% 120,455,500                       20% 132,501,050                       20% 145,751,155                       

8.9
Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang 

Komunikasidan Informasi
88,726,000                   97,598,600                   107,358,460                118,094,306                129,903,737                

1 Jumlah dokumen bidang komunikasi dan informasi 40 Buku 40 Buku 88,726,000                         40 Buku 97,598,600                         40 Buku 107,358,460                       40 Buku 118,094,306                       40 Buku 129,903,737                       

8.10
Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi 

Dan Informasi
56,100,000 61,710,000 67,881,000 74,669,100 82,136,010

1 Jumlah ASN yang memiliki kemampuan IT 5 Orang 5 Orang 56,100,000                         5 Orang 61,710,000                         5 Orang 67,881,000                         5 Orang 74,669,100                         5 Orang 82,136,010                         
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9
KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN 

PERINDUSTRIAN
10,877,356,000 11,107,105,218 11,502,721,927 11,816,091,801 12,149,610,821

9.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,831,564,000.00 1,865,814,247 2,013,586,735 2,105,406,290 2,211,097,686

9.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 190,000,000.00 193,553,000 208,882,398 218,407,435 229,371,488

9.3 Program peningkatan disiplin aparatur 90,000,000.00 91,683,000 98,944,294 103,456,153 108,649,652

9.4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
41,276,000.00 42,047,861 45,378,052 47,447,291 49,829,145

9.5
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang 

kondusif
660,000,000 660,000,000 660,000,000 660,000,000 660,000,000 

1 Jumlah rapat koordinasi instalasi terkait dengan 

koperasi/kelompok usaha pangan, serta temu usaha 

pemasaran dan permodalan

6 Rakor & 2 

Temu Usaha

6 Rakor & 2 

Temu Usaha
180,000,000                      6 Rakor & 2 

Temu Usaha
180,000,000                      6 Rakor & 2 

Temu Usaha
180,000,000                      6 Rakor & 2 

Temu Usaha
180,000,000                      6 Rakor & 2 

Temu Usaha
180,000,000                      

2 Jumlah Koperasi yang ikut penataan usaha koperasi di 

bidang pertanian /KOPTAN dan KUD

- 90 Orang 180,000,000                      90 Orang 180,000,000                      90 Orang 180,000,000                      90 Orang 180,000,000                      90 Orang 180,000,000                      

3 Jumlah UMKM yang sudah mempunyai IUMK/ Pelatihan 

Bansos

- 300 UMKM 200,000,000                      300 UMKM 200,000,000                      300 UMKM 200,000,000                      300 UMKM 200,000,000                      300 UMKM 200,000,000                      

4 Jumlah Home Industri yang ikut pembinaan Industri RT, 

Industri Kecil dan Industri Menengah 

5 Jumlah Pelaporan LED - 75 LED 100,000,000                      75 LED 100,000,000                      75 LED 100,000,000                      75 LED 100,000,000                      75 LED 100,000,000                      

6 Jumlah UMKM yang mendapat Sertifikat Hak Atas Tanah 

UMKM

- - - - - - - - - - -

9.6
Program Pengembangan Kewirausahaan dan 

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1,965,000,000 1,965,000,000 1,965,000,000 1,965,000,000 1,965,000,000 

1 Jumlah kegiatan pelatihan dan praktik kerja design 

pengemasan produk unggulan KUMKM Subang

2 pelatihan 2 

praktek   50 

Kemasan

200,000,000                      2 pelatihan 2 

praktek   50 

Kemasan

200,000,000                      2 pelatihan 2 

praktek   50 

Kemasan

200,000,000                      2 pelatihan 2 

praktek   50 

Kemasan

200,000,000                      2 pelatihan 2 

praktek   50 

Kemasan

200,000,000                      

2 Jumlah kemitraan antara KUMKM dengan Stakeholder 

permodalan

2 Diklat Study 

kelayakan dan 

temu usaha

300,000,000                      2 Diklat Study 

kelayakan dan 

temu usaha

300,000,000                      2 Diklat Study 

kelayakan dan 

temu usaha

300,000,000                      2 Diklat Study 

kelayakan dan 

temu usaha

300,000,000                      2 Diklat Study 

kelayakan dan 

temu usaha

300,000,000                      

3 Jumlah volume usaha KSP/USP 30 Koperasi 65,000,000                         30 Koperasi 65,000,000                         30 Koperasi 65,000,000                         30 Koperasi 65,000,000                         30 Koperasi 65,000,000                         

4 Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen 

pengelolaan koperasi / KUD

80 Orang 150,000,000                      80 Orang 150,000,000                      80 Orang 150,000,000                      80 Orang 150,000,000                      80 Orang 150,000,000                      

5 Jumlah peserta yang ikut Diklat teknis tentang konversi 

Sertifikat Modal Koperasi

- - - - - - - - - -

6 Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan manajemen 

UMKM

100 UMKM 200,000,000                      100 UMKM 200,000,000                      100 UMKM 200,000,000                      100 UMKM 200,000,000                      100 UMKM 200,000,000                      
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7 Jumlah UMKM yang mendapat bantuan kemasan dan 

kemitraan

100 UMKM 150,000,000                      100 UMKM 150,000,000                      100 UMKM 150,000,000                      100 UMKM 150,000,000                      100 UMKM 150,000,000                      

8 Jumlah UMKM bekerja sama di bidang HAKI 50 UMKM 150,000,000                      50 UMKM 150,000,000                      50 UMKM 150,000,000                      50 UMKM 150,000,000                      50 UMKM 150,000,000                      

9 Jumlah Pengembangan UKM 40 UKM 250,000,000                      40 UKM 250,000,000                      40 UKM 250,000,000                      40 UKM 250,000,000                      40 UKM 250,000,000                      

10 Jumlah Koperasi LED yang mengikuti pelatihan 

manajemen LED

30 Orang 150,000,000                      30 Orang 150,000,000                      30 Orang 150,000,000                      30 Orang 150,000,000                      30 Orang 150,000,000                      

11 Jumlah peserta yang mendapat Sertifikat Halal dan PIRT 100 UMKM 250,000,000                      100 UMKM 250,000,000                      100 UMKM 250,000,000                      100 UMKM 250,000,000                      100 UMKM 250,000,000                      

12 Jumlah  UMKM yang mengikuti pelatihan manajemen 

LED

50 UKM 100,000,000                      50 UKM 100,000,000                      50 UKM 100,000,000                      50 UKM 100,000,000                      50 UKM 100,000,000                      

9.7
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 

Usaha Mikro Kecil Menengah
424,827,000.00 432,771,265 467,046,749 488,344,081 512,858,954

9.8 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000 1,670,000,000 

1 Jumlah Koperasi Berkualitas/ Berprestasi - 40 Koperasi 150,000,000                      40 Koperasi 150,000,000                      40 Koperasi 150,000,000                      40 Koperasi 150,000,000                      40 Koperasi 150,000,000                      

2 Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan 

Pinjam untuk oenilaian kesehatan USP/KSP
- 150 Koperasi 200,000,000                      150 Koperasi 200,000,000                      150 Koperasi 200,000,000                      150 Koperasi 200,000,000                      150 Koperasi 200,000,000                      

3 Jumlah peserta yang mendapat bantuan pembinaan 

hukum bagi koperasi
- - - - - - - - - - -

4 Jumlah peserta penyuluhan koperasi - 100 Orang 120,000,000                      100 Orang 120,000,000                      100 Orang 120,000,000                      100 Orang 120,000,000                      100 Orang 120,000,000                      

5 Jumlah pengurus koperasi yang mendapat pembinaan - 100 Orang 200,000,000                      100 Orang 200,000,000                      100 Orang 200,000,000                      100 Orang 200,000,000                      100 Orang 200,000,000                      

6 Jumlah Koperasi penataan Badan Hukum - 30 Koperasi 150,000,000                      30 Koperasi 150,000,000                      30 Koperasi 150,000,000                      30 Koperasi 150,000,000                      30 Koperasi 150,000,000                      

7 Jumlah Koperasi yang menjadi tata kelola kelembagaan 

koperasi
- 60 Koperasi 300,000,000                      60 Koperasi 300,000,000                      60 Koperasi 300,000,000                      60 Koperasi 300,000,000                      60 Koperasi 300,000,000                      

8 Jumlah KSP yang standar kompetensi pengelola 

Koperasi

30 Orang 150,000,000                      30 Orang 150,000,000                      30 Orang 150,000,000                      30 Orang 150,000,000                      30 Orang 150,000,000                      

9 Jumlah pendapatan / volume usaha masyarakat/ 

KUMKM

produk unggulan 

8 Kecamatan
200,000,000                      produk unggulan 

8 Kecamatan
200,000,000                      produk unggulan 

8 Kecamatan
200,000,000                      produk unggulan 

8 Kecamatan
200,000,000                      produk unggulan 

8 Kecamatan
200,000,000                      

10 Jumlah peserta usaha mikro melalui pendekatan sentra-

sentra produksi

4 Sentra 200,000,000                      4 Sentra 200,000,000                      4 Sentra 200,000,000                      4 Sentra 200,000,000                      4 Sentra 200,000,000                      

9.9
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan 

perdagangan
325,000,000 325,000,000 325,000,000 325,000,000 325,000,000 

Persentase Penertiban Tanda Daftar Gudang 15% 20% 75,000,000                         25% 75,000,000                         30% 75,000,000                         35% 75,000,000                         40% 75,000,000                         

Persentase makanan dan minuman yang tidak layak 

edar dan konsumsi 

5% 5% 100,000,000                      5% 100,000,000                      5% 100,000,000                      5% 100,000,000                      5% 100,000,000                      

Persentase UTTP yang di tera/ tera ulang - 15% 150,000,000                      30% 150,000,000                      45% 150,000,000                      60% 150,000,000                      75% 150,000,000                      
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9.10
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan 

Internasional
82,719,000.00 84,265,845 90,939,700 95,086,551 99,859,895

9.11 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 

1 Persentase pelatihan Tata Niaga ekspor impor di 

Kabupaten Subang

10% 15% 100,000,000                      20% 100,000,000                      25% 100,000,000                      30% 100,000,000                      35% 100,000,000                      

2 Pesentase Pengelolaan Data Informasi Potensi Unggulan 1 Keg 2 Keg 100,000,000                      2 Keg 100,000,000                      2 Keg 100,000,000                      2 Keg 100,000,000                      2 Keg 100,000,000                      

9.12
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 

Negeri
375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 375,000,000 

1 Persentase terciptanya stabilitas harga di pasaran 10% 15% 150,000,000                      20% 150,000,000                      25% 150,000,000                      30% 150,000,000                      35% 150,000,000                      

2 Persentase data informasi perdagangan 10% 15% 150,000,000                      20% 150,000,000                      25% 150,000,000                      30% 150,000,000                      35% 150,000,000                      

3 Persentase tersedianya Gerak Cinta Produk Dalam 

Negeri (Aku Cinta Indonesia)

10% 15% 75,000,000                         20% 75,000,000                         25% 75,000,000                         30% 75,000,000                         35% 75,000,000                         

4 Persentase pasar daerah yang menjadi skala prioritas 

dalam peningkatan kapasitas pelayanan

5 Jumlah pasar daerah yang mempunyai sarana dan 

prasaran yang refresentatif

2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 2 Pasar 10 Pasar

6 Persentase Sarana fasilitas umum pasar milik pemda 50% 60% 60% 70% 70% 80%

9.13 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 1,206,970,000 1,206,970,000 1,207,944,000 1,207,944,000 1,212,944,000 

1 Persentase pengembangan, pengawasan bangunan 

pasar

40% 50% 450,000,000                      60% 450,000,000                      60% 450,000,000                      60% 450,000,000                      60% 450,000,000                      

2 Jumlah Retribusi pelayanan pasar 649,726,000                      649,726,000                      650,700,000                      650,700,000                      655,700,000                      

3 Jumlah Retribusi MCK 32,244,000                         32,244,000                         32,244,000                         32,244,000                         32,244,000                         

4 Jumlah petugas keamanan dan kebersihan pasar (PTOP) 

Pasar daerah

17 Orang 20 Orang 75,000,000                         25 Orang 75,000,000                         25 Orang 75,000,000                         28 Orang 75,000,000                         30 Orang 75,000,000                         

9.14 Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 300,000,000 330,000,000 360,000,000 390,000,000 420,000,000 

1 Persentase Unit Usaha Industri yang menerapkan 

standar sistem informasi
62% 300,000,000                64% 330,000,000                68% 360,000,000                71% 390,000,000                74% 420,000,000                

9.15 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 315,000,000 335,000,000 365,000,000 385,000,000 410,000,000 

1 Persentase Pertumbuhan dan peningkatan Usaha 

Pelaku Industri
52% 55% 315,000,000                57% 335,000,000                60% 365,000,000                63% 385,000,000                65% 410,000,000                

9.16 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 600,000,000 630,000,000 650,000,000 680,000,000 700,000,000 

1 Persentase Industri yang memahami, menguasai dan 

menggunakan teknologi

12% 14% 600,000,000                      15% 630,000,000                      17% 650,000,000                      20% 680,000,000                      23% 700,000,000                      

9.17 Program Penataan Struktur Industri 300,000,000                350,000,000                400,000,000                450,000,000                500,000,000                
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1 Jumlah Fasilitasi kerjasama usaha, penyediaan sarana 

dan prasarana serta pembinaan pengawasan industri

1 Kelompok 2 Kelompok 300,000,000                      2 Kelompok 350,000,000                      2 Kelompok 400,000,000                      2 Kelompok 450,000,000                      2 Kelompok 500,000,000                      

9.18 Program Pengembangan sentra-sentra Industri Potensial 300,000,000                350,000,000                400,000,000                450,000,000                500,000,000                

1 Jumlah Kelompok untuk penguatan infrastruktur sentra 

binaan

2 Kelompok 300,000,000                      2 Kelompok 350,000,000                      2 Kelompok 400,000,000                      2 Kelompok 450,000,000                      2 Kelompok 500,000,000                      

10
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 

SATU PINTU
4,350,000,000 4,431,345,000 4,782,307,524 5,000,380,747 5,251,399,861

10.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,733,595,000.00 1,766,013,227 1,905,881,474 1,992,789,669 2,092,827,711

10.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,000,400,000.00 1,019,107,480 1,099,820,792 1,149,972,621 1,207,701,246

10.3 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 110,000,000.00 112,057,000 120,931,914 126,446,410 132,794,019

10.4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
120,300,000.00 122,549,610 132,255,539 138,286,392 145,228,369

10.5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 190,225,000.00 193,782,208 209,129,758 218,666,075 229,643,112

1 Nilai Investasi Non PMDN dan Non PMA 690.00 M 103.50 M 119.00 M 136.85 M 157.38 M 180.98 M 180.98 M

2 Persentase peningkatan/penurunan nilai realisasi 

PMDN

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

10.6
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 

Investasi
494,180,000.00 503,421,166 543,292,122 568,066,243 596,583,169

1 Nilai Investasi PMDN 1,903 M 2,188.45 M 2,516.72 M 2,894.22 M 3,328.36 M 3,827.61 M 3,827.61 M

2 Nilai Investasi PMA 6,794 M 7,473.4 M 8,220.74 M 9,042.81 M 9,947.10 M 10,941.80 M 10,941.80 M

10.7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Perijinan 701,300,000.00 714,414,310 770,995,923 806,153,337 846,622,235

1 Meningkatnya Layanan Penanaman Modal yang 

berbasis IT 

82% 84% 85% 86% 88% 90% 90%

2  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 3 (80%) Indeks 3 (81%) Indeks 3 (82%) Indeks 3 (84%) Indeks 3 (85%) Indeks 3 (86%) Indeks 3 (86%)

11 KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1,508,963,500 1,537,181,117 1,658,925,862 1,734,572,881 1,821,648,440

11.1
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan 

Perpustakaan
95,000,000 98,000,000 105,000,000 105,000,000 109,000,000 

1 Jumlah Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan 

daerah

7 paket buku 7 paket buku 75,000,000                         7 paket buku 75,000,000                         7 paket buku 80,000,000                         7 paket buku 80,000,000                         7 paket buku 82,000,000                         

2 Jumlah titik yang dilayanani Perpsustakaan Keliling 150 titik 150 titik 20,000,000                         150 titik 23,000,000                         150 titik 25,000,000                         150 titik 25,000,000                         150 titik 27,000,000                         
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11.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 860,010,500.00 876,092,696 945,479,238 988,593,091 1,038,220,464

11.3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 193,625,000.00 197,245,788 212,867,654 222,574,419 233,747,655

11.4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
30,328,000.00 30,895,134 33,342,028 34,862,425 36,612,518

11.5
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip 

daerah
170,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000 

1 Jumlah Kegiatan Fumigasi Arsip 1 kegiatan 1 kegiatan 50,000,000                         1 kegiatan 50,000,000                         1 kegiatan 50,000,000                         1 kegiatan 50,000,000                         1 kegiatan 50,000,000                         

2 Jumlah  JRA yang diterbitkan 5 JRA 5 JRA 45,000,000                         5 JRA 50,000,000                         5 JRA 50,000,000                         5 JRA 50,000,000                         5 JRA 50,000,000                         

3 Jumlah kegiatan penataan arsip 1 kegiatan 1 kegiatan 75,000,000                         1 kegiatan 75,000,000                         1 kegiatan 75,000,000                         1 kegiatan 75,000,000                         1 kegiatan 75,000,000                         

11.6 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 160,000,000 177,000,000 195,000,000 198,000,000 209,000,000 

1 Jumlah  Layanan informasi arsip 10 SMK/sederajat 10 SMK/sederajat 10,000,000                         10 SMK/sederajat 12,000,000                         10 SMK/sederajat 15,000,000                         10 SMK/sederajat 18,000,000                         10 SMK/sederajat 20,000,000                         

2  Jumlah SDM yang mengikuti Bintek Pengelolaan Arsip 80 orang 80 orang 50,000,000                         80 orang 55,000,000                         80 orang 60,000,000                         80 orang 60,000,000                         80 orang 65,000,000                         

3 Jumlah Desa/ kel yang mengikuti sosialisasi Kearsipan 24 desa/kel 24 desa/kel 50,000,000                         24 desa/kel 55,000,000                         24 desa/kel 60,000,000                         24 desa/kel 60,000,000                         24 desa/kel 62,000,000                         

4 Jumlah peserta dari instansi pemerintah/swasta yang 

mengikuti sosialisasi kearsipan

48 orang 50,000,000                         48 orang 55,000,000                         48 orang 60,000,000                         48 orang 60,000,000                         48 orang 62,000,000                         

III URUSAN PILIHAN 241,643,696,600 246,162,433,726 265,658,498,478 277,772,526,008 291,716,706,814

1 PERIKANAN 9,435,066,600 9,611,502,345 10,372,733,331 10,845,729,971 11,390,185,616

1.1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 14,300,000.00 14,567,410 15,721,149 16,438,033 17,263,223

1.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,731,350,000.00 2,782,426,245 3,002,794,404 3,139,721,828 3,297,335,864

1.3
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan 

dan pengendalian sumberdaya kelautan
150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 

1 Kegiatan Penebaran ikan (Restocking) diperaiaran 

Umum

4 Situ 4 Situ 150,000,000 4 Situ 200,000,000 4 Situ 250,000,000 4 Situ 300,000,000 4 Situ 350,000,000

1.4 Program pengembangan budidaya perikanan 3,554,933,000 4,429,316,000 4,597,376,000 4,898,759,000 10,542,419,000 

1 Jumlah pembudidaya ikan jaring apung di perairan 

umum

20 Orang 20 50,000,000                         20 50,000,000                         20 50,000,000                         20 50,000,000                         20 50,000,000                         

2 Jumlah pembudidaya ikan hias 10 Orang 10 76,120,000                         20 114,180,000                       20 152,240,000                       30 190,300,000                       30 228,360,000                       
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3 Jumlah jenis budidaya ikan di kolam air tawar 1 Jenis 1 33,323,000                         2 66,646,000                         2 66,646,000                         3 99,969,000                         3 99,969,000                         

4 Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana 

pemberdayaan skala usaha kecil pembudidaya ikan air 

tawar

2 Paket 4 788,000,000                       6 1,576,000,000                   6 1,576,000,000                   8 1,776,000,000                   10 1,976,000,000                   

5 Jumlah jenis kelompok  pembudidaya ikan air tawar 28 Kelompok 30 1,015,890,000                   32 1,030,890,000                   34 1,030,890,000                   36 1,060,890,000                   38 1,090,890,000                   

6 Jumlah jenis usaha budidaya ikan air payau 1 Paket 1 120,000,000                       1 120,000,000                       2 250,000,000                       2 250,000,000                       7 840,000,000                       

7 Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana  

pemberdayaan skala usaha kecil  pembudidaya ikan air 

payau

3 Paket 6 1,221,600,000                   6 1,221,600,000                   6 1,221,600,000                   6 1,221,600,000                   7 5,207,200,000                   

8 jumlah bimbingan teknis pembudidaya ikan air payau 3 Hari 4 250,000,000                       4 250,000,000                       4 250,000,000                       4 250,000,000                       19 1,050,000,000                   

1.5 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1,620,000,000 2,780,000,000 3,187,000,000 3,544,000,000 3,010,000,000 

1 Jumlah Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 1 Unit 1

200,000,000                      

2 250,000,000                      2 300,000,000                      2 300,000,000                      3 350,000,000                      

2 Jumlah Kapal Perikanan Kurang dari 3 GT 1 Unit 3

570,000,000

7 1,330,000,000 7 1,337,000,000 7 1,344,000,000 7 1,350,000,000

3 Jumlah Pemberdayaan Nelayan Skala  Kecil di Wilayah 

Pesisir Kabupaten Subang

6 Paket 7

250,000,000

7 300,000,000 8 350,000,000 8 400,000,000 8 450,000,000

4 Jumlah Alat tangkap ikan ramah lingkungan 1 Paket 5

450,000,000

7 600,000,000 8 750,000,000 9 900,000,000 10 110,000,000

5 Jumlah Sarana Penanganan Ikan di Atas Kapal - 1

150,000,000

2 300,000,000 3 450,000,000 4 600,000,000 5 750,000,000

1.6
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran 

produksi perikanan
825,000,000.00 1,000,000,000.00 1,300,000,000.00 1,500,000,000.00 1,700,000,000.00 

1 Jumlah kegiatan promosi hasil pengolahan perikanan 1 Hari 2 150,000,000                      3 200,000,000                      3 300,000,000                      4 350,000,000                      4 400,000,000                      

2 Jumlah Sarana dan Prasarana distribusi pemasaran hasil 

perikanan

3 Unit 7 250,000,000                      5 400,000,000                      9 450,000,000                      10 500,000,000                      10 550,000,000                      

3 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Gemar Ikan 3 Hari 2 275,000,000                      2 200,000,000                      3 300,000,000                      3 350,000,000                      3 400,000,000                      

4 Jumlah Sarana pengolahan ikan 1 Unit 2 150,000,000                      3 200,000,000                      4 250,000,000                      5 300,000,000                      5 350,000,000                      

1.7
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air 

payau dan air tawar
225,743,600.00 229,965,005 248,178,234 259,495,161 272,521,818

1 Jumlah jenis pengerasan jalan produksi perikanan air 

tawar

453.6 Meter 2000 600,000,000                      3000 900,000,000                      3000 900,000,000                      3000 900,000,000                      11453.6 3,411,904,000                   

2 Jumlah jenis peningkatan sarana dan prasarana Tempat 

Pelelangan Ikan Hasil Tambak ( TPHT )

1 Unit 1 350,000,000                      1 300,000,000                      1 300,000,000                      1 300,000,000                      5 1,366,000,000                   

3 Jumlah jenis peningkatan sarana dan prasarana 

Kawasan budidaya air payau

8385.12 Meter 10,000 1,000,000,000                   12,000 1,200,000,000                   15,000 1,500,000,000                   20,000 2,000,000,000                   65,352.12 6,466,246,000                   

1.8
Program Penanggulangan dan Pengendalian Hama 

Penyakit Ikan
47,200,000.00 55,500,000.00 62,500,000.00 70,800,000.00 77,800,000.00 
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1 Jumlah pemeriksaan / analisa laboratorium uji penyakit 

ikan dan pengadaan Water Test Kit

4 Hari 4 33,200,000                         5 41,500,000                         5 41,500,000                         6 49,800,000                         6 49,800,000                         

2 Jumlah kegiatan sosialisasi pengendalian hama penyakit 

ikan

1 Hari 2 14,000,000                         2 14,000,000                         3 21,000,000                         3 21,000,000                         4 28,000,000                         

1.9 Program Perlindungan Mutu Produk Perikanan 12,190,000 24,390,000 27,540,000 30,690,000 40,000,000 

1 Jumlah pengumpulan data dan pengadaan barang 

sample ikan

3 Orang 5 5,350,000                           7 15,750,000                         8 18,000,000                         3 20,250,000                         5 25,000,000                         

2 Jumlah jasa pemeriksaan / analisa uji formalin ikan 84 Hari 114 6,840,000                           114 8,640,000                           159 9,540,000                           134 10,440,000                         134 15,000,000                         

1.10 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 209,350,000.00 213,264,845 230,155,421 240,650,508 252,731,163

1.11
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
35,000,000.00 35,654,500 38,478,336 40,232,949 42,252,643

1.12 Program perencanaan pembangunan ekonomi 10,000,000.00 10,187,000 10,993,810 11,495,128 12,072,184

2 PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 25,156,893,200 25,627,327,103 27,657,011,409 28,918,171,130 30,369,863,320

2.1 Program peningkatan peran serta kepemudaan 2,170,780,000 3,100,000,000 3,850,000,000 4,600,000,000 5,300,000,000 

1 prosentase pemuda yang berprestasi 100% 2,170,780,000                   100% 3,100,000,000                   100% 3,850,000,000                   100% 4,600,000,000                   100% 5,300,000,000                   

2.2
Program peningkatan upaya penumbuhan 

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
325,000,000 2,050,000,000 3,850,000,000 1,750,000,000 1,650,000,000 

2 prosentase pemuda yang berprestasi 100% 325,000,000                       100% 2,050,000,000                   100% 3,850,000,000                   100% 1,750,000,000                   100% 1,650,000,000                   

2.3 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba - 0 0 0 0

2.4
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen 

Olahraga
12,550,000,000 15,125,000,000 20,050,000,000 37,625,000,000 80,800,000,000 

1 prosentase atlet olahraga berprestasi 12,550,000,000                 15,125,000,000                 20,050,000,000                 37,625,000,000                 80,800,000,000                 

2.5 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2,976,362,200.00 3,032,020,173 3,272,156,171 3,421,366,492 3,593,119,090

2.6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 209,232,000.00 213,144,638 230,025,694 240,514,865 252,588,712

2.7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 902,386,000.00 919,260,618 992,066,059 1,037,304,271 1,089,376,946

2.8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2,818,973,000.00 2,871,687,795 3,099,125,468 3,240,445,590 3,403,115,958

2.9 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1,630,000,000 2,950,000,000 3,750,000,000 4,550,000,000 5,350,000,000 
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1 Jumlah kegiatan promosi pariwisata di dalam negeri 

maupun di luar negeri

15 Paket 1,630,000,000                   17 Paket 2,950,000,000                   17 Paket 3,750,000,000                   17 Paket 4,550,000,000                   17 Paket 5,350,000,000                   

2.10 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata -

1 Jumlah ODTW yang siap kunjung - - - - -

2 Jumlah dokumen kajian perencanaan pengembangan 

ODTW

- - - - -

2.11 Program Pengembangan Kemitraan 1,510,000,000 2,350,000,000 3,200,000,000 3,850,000,000 4,500,000,000 

1 Jumlah sosialisasi kemitraan 4 Kegiatan 800,000,000                       4  Kegiatan 1,150,000,000                   4  Kegiatan 1,500,000,000                   4  Kegiatan 1,850,000,000                   4  Kegiatan 2,200,000,000                   

2 Jumlah Sosialisasi melalui kemitraan , pemberdayaan 

dan jaringan kerjasama

8 KEGIATAN ( 1. 

PELATIHAN 

DAN PRAKTEK 

KERJA 

LAPANGAN 

BAGI 

PENGELOLA 

DESA WISATA, 

2. PELATIHAN 

BAGI 

KOMPEPAR 3. 

PELATIHAN 

BAGI MOJANG 

JAJAKA)

710,000,000                       8 KEGIATAN ( 1. 

PELATIHAN 

DAN PRAKTEK 

KERJA 

LAPANGAN 

BAGI 

PENGELOLA 

DESA WISATA, 

2. PELATIHAN 

BAGI 

PENGELOLA 

HOMESTAY, 3. 

PELATIHAN 

BAGI 

PENGRAJIN DAN 

KULINER, 4. 

PELATIHAN 

BAGI INDUSTRI 

JASA 

PARIWISATA, 5. 

PELATIHAN 

BAGI 

PENGELOLA 

ODTW, 

6.WORKSHOP 

DESA WISATA 

ZONA UTARA

1,200,000,000                   8 KEGIATAN ( 1. 

PELATIHAN 

DAN PRAKTEK 

KERJA 

LAPANGAN 

BAGI 

PENGELOLA 

DESA WISATA, 

2. PELATIHAN 

BAGI 

PENGELOLA 

HOMESTAY, 3. 

PELATIHAN 

BAGI 

PENGRAJIN DAN 

KULINER, 4. 

PELATIHAN 

BAGI INDUSTRI 

JASA 

PARIWISATA, 5. 

PELATIHAN 

BAGI 

PENGELOLA 

ODTW, 

6.WORKSHOP 

DESA WISATA 

ZONA UTARA, 7. 

SERTIFIKASI 

TENAGA KERJA 

BAGI INDUSTRI 

JASA 

PARIWISATA, 9. 

PELATIHAN 

DAN TABLE 

MANNER BAGI 

MOJANG DAN 

JAJAKA, 10. 

1,700,000,000                   8 KEGIATAN ( 1. 

PELATIHAN 

DAN PRAKTEK 

KERJA 

LAPANGAN 

BAGI 

PENGELOLA 

DESA WISATA, 

2. PELATIHAN 

BAGI 

PENGELOLA 

HOMESTAY, 3. 

PELATIHAN 

BAGI 

PENGRAJIN DAN 

KULINER, 4. 

PELATIHAN 

BAGI INDUSTRI 

JASA 

PARIWISATA, 5. 

PELATIHAN 

BAGI 

PENGELOLA 

ODTW, 

6.WORKSHOP 

DESA WISATA 

ZONA UTARA, 7. 

SERTIFIKASI 

TENAGA KERJA 

BAGI INDUSTRI 

JASA 

PARIWISATA, 9. 

PELATIHAN 

DAN TABLE 

MANNER BAGI 

MOJANG DAN 

JAJAKA, 10. 

2,000,000,000                   8 KEGIATAN ( 1. 

PELATIHAN 

DAN PRAKTEK 

KERJA 

LAPANGAN 

BAGI 

PENGELOLA 

DESA WISATA, 

2. PELATIHAN 

BAGI 

PENGELOLA 

HOMESTAY, 3. 

PELATIHAN 

BAGI 

PENGRAJIN DAN 

KULINER, 4. 

PELATIHAN 

BAGI INDUSTRI 

JASA 

PARIWISATA, 5. 

PELATIHAN 

BAGI 

PENGELOLA 

ODTW, 

6.WORKSHOP 

DESA WISATA 

ZONA UTARA, 7. 

SERTIFIKASI 

TENAGA KERJA 

BAGI INDUSTRI 

JASA 

PARIWISATA, 9. 

PELATIHAN 

DAN TABLE 

MANNER BAGI 

MOJANG DAN 

JAJAKA, 10. 

2,300,000,000                   

2.12
Program Peningkatan Pelayanan UPTD Pengelolaan 

Kawasan Wisata dan Olah Raga
52,000,000.00 52,972,400 57,167,814 59,774,666 62,775,355

2.13
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
12,160,000.00 12,387,392 13,368,473 13,978,076 14,679,775

3 PERTANIAN 204,870,585,300 208,701,665,245 225,230,837,133 235,501,363,306 247,323,531,744

3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,218,259,950.00 1,241,041,411 1,339,331,891 1,400,405,425 1,470,705,777

3.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 218,270,200.00 222,351,853 239,962,119 250,904,392 263,499,793

3.3 Program peningkatan disiplin aparatur 4,689,238,050.00 4,776,926,802 5,155,259,404 5,390,339,233 5,660,934,263
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3.4 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1,545,000,000 1,735,000,000 1,915,000,000 2,005,000,000 7,200,000,000 

1 Jumlah UPH 5 Klp 7 Klp 85,000,000                         10 Klp 100,000,000                      13 Klp 130,000,000                      15 Klp 150,000,000                      50 Klp 465,000,000                      

2 Jumlah WUB 80 Orang 100 Orang 200,000,000                      120 Orang 240,000,000                      130 Orang 260,000,000                      140 Orang 280,000,000                      570 Orang 980,000,000                      

3 Jumlah Pos Penyuluh Desa (Posluhdes) 25 Unit 25 Unit 875,000,000                      25 Unit 875,000,000                      25 Unit 875,000,000                      25 Unit 875,000,000                      125 Unit 3,500,000,000                   

4 Jumlah Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya 35 Unit 7 Unit 35,000,000                         9 Unit 45,000,000                         10 Unit 50,000,000                         10 Unit 50,000,000                         71 Unit 180,000,000                      

5 Jumlah Urban farming 1 Klp 2 Klp 150,000,000                      3 Klp 225,000,000                      4 Klp 300,000,000                      5 Klp 375,000,000                      15 Klp 1,050,000,000                   

6  JumlahKelas kelompok tani 400 Klp 200,000,000                      500 Klp 250,000,000                      600 Klp 300,000,000                      550 Klp 275,000,000                      2.050 Klp 1,025,000,000                   

3.5
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

pertanian/perkebunan
500,000,000 550,000,000 600,000,000 650,000,000 650,000,000 

1 Jumlah produksi padi 1257160 ton 1.269.732 ton 500,000,000 1.282.429 ton 550,000,000 1.295.253 ton 600,000,000 1.308.205 ton 650,000,000 1.308.205 ton 650,000,000

2 Jumlah produktivitas padi 67.3 kw/ha 67.8 Kw/ha 68 Kw/ha 68.2 Kw/ha 68.4 Kw/ha 68.4 Kw/ha

3.6
Program peningkatan pemasaran hasil produksi 

pertanian/perkebunan
153,377,300.00 156,245,456 168,620,096 176,309,172 185,159,892

3.7
Program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan
194,614,000,000 194,071,200,000 201,666,000,000 184,728,000,000 775,079,200,000 

1 Alsintan 208 Unit 4,784,000,000                   381 Unit 8,763,000,000                   472 Unit 10,856,000,000                233 Unit 5,359,000,000                   1294 unit 29,762,000,000                

2 Pupuk dan Pestisida 97900 ton 187,460,000,000              96142 ton 183,426,200,000              97950 ton 188,110,000,000              92200 ton 177,280,000,000              384192 ton 736,276,200,000              

3 Sumber-sumber air 3400 m3 1,700,000,000                   2400 m3 1,200,000,000                   4000 m3 2,000,000,000                   2800 m3 1,400,000,000                   12600 m3 6,300,000,000                   

4 Jalan Pertanian 3350 m 670,000,000                      3410 m 682,000,000                      3500 m 700,000,000                      5445 m 689,000,000                      15705 m 2,741,000,000                   

3.8 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1,645,000,000 1,680,000,000 1,715,000,000 1,750,000,000 1,750,000,000 

1 Jumlah produksi palawija 275,000,000 300,000,000 325,000,000 350,000,000 350,000,000

Jagung (ton) 332.81 1650 ton 75,000,000                         1710 ton 100,000,000                      1770 ton 125,000,000                      1800 ton 150,000,000                      1800 ton 150,000,000                      

Kedelai (ton) 334.78 360 ton 75,000,000                         400 ton 75,000,000                         480 ton 75,000,000                         520 ton 75,000,000                         520 ton 75,000,000                         

Kacang Tanah (ton) 176.55 1225 ton 75,000,000                         1260 ton 75,000,000                         1290 ton 75,000,000                         1325 ton 75,000,000                         1325 ton 75,000,000                         

Ubi Kayu (ton) 14,354.20 24450 ton 50,000,000                         24580 ton 50,000,000                         24800 ton 50,000,000                         25000 ton 50,000,000                         25000 ton 50,000,000                         

2 Jumlah produksi Buah-buahan 950,000,000 950,000,000 950,000,000 950,000,000 950,000,000

Manggis (ton) 2,299.60 4,900 150,000,000 5,000 150,000,000 5,100 150,000,000 5,200 150,000,000 5,200 150,000,000

Nenas (ton) 238,647.90 392,954 150,000,000 432,954 150,000,000 472,954 150,000,000 512,954 150,000,000 512,954 150,000,000

Rambutan (ton) 5,641.10 5,670 200,000,000 5,700 200,000,000 5,750 200,000,000 5,800 200,000,000 5,800 200,000,000

Mangga (ton) 9,826.70 11,645 150,000,000 11,655 150,000,000 11,675 150,000,000 116,700 150,000,000 116,700 150,000,000

Durian 9,216.00 9,266 150,000,000 9,316 150,000,000 9,366 150,000,000 9,416 150,000,000 9,416 150,000,000

Salak 237.00 250 150,000,000 280 150,000,000 310 150,000,000 340 150,000,000 340 150,000,000

3 Jumlah produksi Sayuran 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000

Jamur (ton) 2,019.24 3250.61 125,000,000 3,360.41 125,000,000 3,460.21 125,000,000 3,500.55 125,000,000 3,500.55 125,000,000

Cabe Besar (ton) 7,488.00 7,495.00 95,000,000 7,550.30 95,000,000 7,580.50 95,000,000 7,600.75 95,000,000 7,600.75 95,000,000

Cabe Rawit (ton) 3,779.00 3,850.31 75,000,000 3,870.00 75,000,000 3,895.28 75,000,000 3,925.68 75,000,000 3,925.68 75,000,000

Tomat (ton) 15,224.80 15,650.25 65,000,000 15,700.65 65,000,000 15,850.15 65,000,000 15,930.10 65,000,000 15,930.10 65,000,000

4 Jumlah produksi Tanaman Hias 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 90,000,000

Anggrek (tungkai) 500 60,000,000 500 70,000,000 500 80,000,000 500 90,000,000 500 90,000,000
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3.9
Program pemberdayaan penyuluh 

pertanian/perkebunan lapangan
153,000,000.00 155,861,100 168,205,299 175,875,461 184,704,409

3.10
Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha 

Perkebunan
10,208,000.00 10,398,890 11,222,482 11,734,227 12,323,285

3.11
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
124,231,800.00 126,554,935 136,578,085 142,806,046 149,974,910

4 PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 2,181,151,500 2,221,939,033 2,397,916,604 2,507,261,602 2,633,126,134

4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 623,691,500.00 635,354,531 685,674,610 716,941,372 752,931,829

4.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 35,000,000.00 35,654,500 38,478,336 40,232,949 42,252,643

4.3
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 

ternak
505,000,000 560,000,000 615,000,000 645,000,000 675,000,000 

   1  Terkendalinya PHMS dan zoonosis :                         350,000,000                         400,000,000                         450,000,000                         475,000,000                         500,000,000 

 - Anthrax 
 "0"  "0"  "0"  "0"  "0"  "0" 

 - Rabies 
 "0"  "0"  "0"  "0"  "0"  "0" 

 - Brucellosis 
 "0"  "0"  "0"  "0"  "0"  "0" 

 - Flu Burung 
13% 3000% 40% 50% 60% 70%

   2  Terkendalinya mutu produk pangan                         155,000,000                         160,000,000                         165,000,000                         170,000,000                         175,000,000 

 - Daging sapi 
20% 4500% 50% 55% 60% 65%

 - Daging domba/kambing 
30% 2000% 25% 30% 40% 50%

 - Daging ayam 
65% 5500% 60% 65% 70% 80%

 - Susu 
80% 6000% 70% 80% 85% 90%

 - Telur 
80% 6000% 70% 80% 85% 90%

4.4 Program peningkatan produksi hasil peternakan 110,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000 150,000,000 

   1  Meningkatnya jumlah populasi :                         110,000,000                         120,000,000                         130,000,000                         140,000,000                         150,000,000 

 - Sapi Potong 
32.693 Ekor

33,337 33,981 34,625 35,269 35,913 

 - Sapi Perah 
1091 Ekor

1,111 1,131 1,151 1,171 1,191 

 - Kerbau 
2167 Ekor

2,182 2,197 2,212 2,227 2,242 

 - Kuda 
306 Ekor

308 310 312 314 316 

 - Domba 
262469 Ekor

264,892 267,315 269,738 272,161 274,582 

 - Kambing 
31008 Ekor

31,292 31,576 31,860 32,144 32,428 

 - Ayam Buras 
1423984 Ekor

1,439,970 1,455,956 1,471,942 1,487,928 1,503,914 
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 - Ayam Pedaging  
53216220 Ekor

54,416,220 55,616,220 56,816,220 58,016,220 59,216,220 

 - Ayam Petelur 
63200 Ekor

63,400 63,600 63,800 64,000 64,200 

 - Itik 
560005 Ekor

560,305 560,605 560,905 561,205 561,505 

4.5 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 875,000,000 925,000,000 1,000,000,000 650,000,000 850,000,000 

   1  Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan :                           50,000,000                           50,000,000                           50,000,000                           50,000,000                           50,000,000 

 Petani Ternak 200 200 200 200 200 

   2  Kelompok tani ternak 864                           75,000,000 874                           75,000,000 884                           75,000,000 894                           75,000,000 904                           75,000,000 

   3  Meningkatnya pelaku usaha pengolah pangan asal  

hewan 

211                         100,000,000 216                         100,000,000 221                         100,000,000 226                         100,000,000 231                         100,000,000 

   4  Meningkatnya jumlah kemitraan :                           50,000,000                           50,000,000                           50,000,000                           50,000,000                           50,000,000 

 - Ayam ras pedaging 1,082 1,087 1,092 1,097 1,102 

 - Sapi perah 163 164 166 168 170 

   5  Meningkatnya pelayanan on the spot (survey 

lapangan) kelayakan usaha peternakan  

55 60 65 70 75 

   6  Meningkatnya kegiatan Inseminasi Buatan pada :                         125,000,000                         125,000,000                         125,000,000                         125,000,000                         125,000,000 

 - Sapi Potong 50 55 60 65 70 

 - Sapi Perah 100 100 100 100 100 

   7  Meningkatnya sosialisasi dan perluasan layanan IB :                           50,000,000                           50,000,000 

 - Sapi Potong 55 60 65 70 75 

   8  Meningkatnya kebun HPT 5 5                           50,000,000 5                           50,000,000 5                           50,000,000 5                           50,000,000 

   9  Meningkatnya persentase pemanfaatan jerami dan 

limbah pertanian sebagai pakan alternatif 

10 15                           25,000,000 20                           25,000,000 25 30                           25,000,000 

  10  Meningkatnya pengembangan pembuatan pakan 

konsentrat oleh kelompok/gapoktan : 

 - UPP Ruminansia 1 1 1                         200,000,000 1 1 

 - UPP Unggas 1                         200,000,000 1 1 1 1 

  11  Meningkatnya pemanfaatan kotoran ternak :                           75,000,000                         100,000,000                         125,000,000                         150,000,000                         175,000,000 

 - Biogas 50 52 54 56 58 

 - UPPO 16 17 18 19 20 

  12  Meningkatnya jumlah kawasan :                         100,000,000        100,000,000 
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 - Sapi Potong 2 2 2 2 2 

 - Sapi Perah 1 1 1 1 1 

 - Domba 1 1 1 1 1

  13  Pemanfaatan sumber air untuk mendukung usaha 

peternakan 

2 200,000,000                      2 200,000,000                      2 200,000,000                      2 2 200,000,000                      

4.6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
32,460,000.00 33,067,002 35,685,909 37,313,186 39,186,308

4.7
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 

Peternakan
175,000,000 800,000,000 325,000,000 575,000,000 275,000,000 

   1  Meningkatnya sarana prasarana 

 - RPH-R 3 buah 3 buah                         175,000,000 3 buah                         200,000,000 3 buah                         225,000,000 3 buah                         250,000,000 3 buah                         275,000,000 

 - Puskeswan 2 buah 3 buah 4 buah                         500,000,000 4 buah 5 buah 5 buah

 - Laboratorium 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah                         100,000,000 1 buah 1 buah

 - RPU-SK 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah                         200,000,000 1 buah

 - Revitalasi pasar hewan 2 unit 1  unit 1  unit                         100,000,000 1  unit 1  unit                         125,000,000 1 unit

IV PENUNJANG URUSAN 3,305,017,518,142 3,366,651,456,231 3,633,755,719,565 3,798,986,668,377 3,989,180,245,129

1 INSPEKTORAT DAERAH 11,440,842,400 11,654,786,153 12,577,845,216 13,151,394,958 13,811,594,985

1.1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 150,000,000.00 152,805,000 164,907,156 172,426,922 181,082,754

1.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,923,410,600.00 5,015,478,378 5,412,704,266 5,659,523,580 5,943,631,664

1.3
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa 

dan aparatur pengawasan
100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 

1 Meningkatnya  profesionalisme tenaga pemeriksa dan 

aparatur pemeriksa

3 100,000,000                      4 110,000,000                      4 121,000,000                      5 133,100,000                      5 146,410,000                      

1.4 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,115,938,000.00 1,136,806,041 1,226,841,079 1,282,785,032 1,347,180,841

1.5 Program peningkatan disiplin aparatur 32,800,000.00 33,413,360 36,059,698 37,704,020 39,596,762

1.6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 40,000,000.00 40,748,000 43,975,242 45,980,513 48,288,734

1.7
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
22,910,000.00 23,338,417 25,186,820 26,335,339 27,657,373

1.8
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
5,035,374,400.00 5,529,239,980.00 6,071,612,858.00 7,255,786,123.80 7,980,045,846.18 
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1 Rata rata nilai hasil evaluasi LAKIP Kabupaten, SAKIP 

SKPD

B=60-70 B=60-70 154,035,000 B=60-70 161,370,000 B=60-70 168,705,000 BB=70-80 176,040,000 BB=70-80 192,543,750 

2 Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditangani 

Inspektorat Daerah

12 10 333,250,000 12 366,575,000 15 403,232,500 17 443,555,750 20 487,911,325 

3 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP 

(internal & eksternal)

74% 0.7579 160,952,000 0.8 177,047,200 0.8 194,751,920 0.85 214,227,112 0.85 235,649,823 

4 Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan dan 

pengawasan internal secara berkala

59 58 1,539,400,000 58 1,693,340,000 57 1,862,674,000 56 2,637,383,760 55 2,901,122,136 

5 Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang diReviu 

Inspektorat Daerah

31 61 216,850,000 61 238,535,000 61 262,388,500 61 288,627,350 61 317,490,085 

6 Jumlah desa yang mendapat audit khusus DD, ADD, 

BKUD/K, dan Audit Khusus Kekayaan Desa pada Akhir 

Masa Jabatan Kades

245 Desa dan 8 

Kelurahan

245 Desa dan 8 

Kelurahan

2,025,716,000 245 Desa dan 8 

Kelurahan

2,228,287,600 245 Desa dan 8 

Kelurahan

2,451,116,360 245 Desa dan 8 

Kelurahan

2,696,227,996 245 Desa dan 8 

Kelurahan

2,965,850,796 

7 Jumlah Audit khusus Tematik -                              2 87,000,000 2 95,700,000 2 105,270,000 3 115,797,000 3 127,376,700 

8 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif 59 59 99,371,800 59 109,308,980 59 120,239,878 59 132,263,866 59 145,490,252 

9 Jumlah RKA SKPD yang direviu 60 60 178,695,000 60 196,564,500 60 216,220,950 60 237,843,045 60 261,627,350 

10 Jumlah RKPD KUAPPA/S SKPD yang direviu 60 60 140,635,000 60 154,698,500 60 170,168,350 60 187,185,185 60 205,903,704 

11 Jumal Percepatan Penyerapan Anggaran SKPD yang 

direviu

60 60 68,860,000 60 75,746,000 60 83,320,600 60 91,652,660 60 100,817,926 

12 Jumlah SKPD yang mendapatkan bantuan keuangan 

Prov. JABAR (APBD 1) yang tidak terperiksa oleh IRDA 

Provinsi.

2 2 30,609,600 2 32,067,200 2 33,524,800 2 34,982,400 2 38,262,000 

1.9 Program Sosial Kemasyarakatan 20,409,400.00 20,791,056 22,437,707 23,460,867 24,638,602

2
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN DAERAH
10,114,558,000 10,303,700,235 11,119,753,293 11,626,814,043 12,210,480,108

2.1 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 330,350,000 375,000,000 425,000,000 475,000,000 525,000,000 

1 Persentase pemanfaatan data/ informasi/ statistik 100% 330,350,000                       100% 375,000,000                       100% 425,000,000                       100% 475,000,000                       100% 525,000,000                       

2.2
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip 

daerah
- 0 0 0 0

2.3
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip 

Di Lingkungan SKPD
9,830,000.00 10,013,821 10,806,916 11,299,711 11,866,956

2.4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,225,004,000.00 2,266,611,575 2,446,127,212 2,557,670,612 2,686,065,677

2.5 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3,639,511,000.00 3,707,569,856 4,001,209,388 4,183,664,536 4,393,684,496

2.6
Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan 

Pembangunan Daerah
1,600,123,000.00 1,630,045,300 1,759,144,888 1,839,361,895 1,931,697,862

1 Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD 
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2 Persentase usulan musrenbang pagu indikatif 

kewilayahan yang terakomodir dalam RKPD 

3 Persentase OPD yang telah melakukan input data 

perencanaan ke dalam Sistem Informasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah (SIRENDA) 

2.7 Program perencanaan pembangunan ekonomi 350,000,000 475,000,000 600,000,000 600,000,000 700,000,000

1 Persentase keselarasan program bidang ekonomi dalam 

RKPD terhadap RPJMD 

100% 100% 100% 100% 100%

2 Persentase keselarasan program bidang ekonomi dalam 

Renja OPD terhadap RKPD 

100% 100% 100% 100% 100%

3 Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi 

2.8 Program perencanaan sosial budaya 900,000,000 950,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,300,000,000 

1 Persentase keselarasan program bidang sosial budaya 

dalam RKPD terhadap RPJMD 

80% 85% 85% 90% 100%

2 Persentase keselarasan program bidang sosial budaya 

dalam Renja OPD terhadap RKPD 

80% 85% 85% 90% 100%

3 Jumlah dokumen perencanaan bidang sosial budaya 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen

2.9
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber 

daya alam
880,000,000 1,100,000,000 950,000,000 950,000,000 950,000,000 

1 Persentase keselarasan program bidang prasarana dan 

tata ruang dalam RKPD terhadap RPJMD 

90% 90% 95% 95% 95%

2 Persentase keselarasan program bidang prasarana dan 

tata ruang dalam Renja OPD terhadap RKPD 

90% 90% 95% 95% 95%

3 Jumlah dokumen perencanaan bidang prasarana dan 

tata ruang

5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen

2.10 Program peningkatan disiplin aparatur 31,590,000.00 32,180,733 34,729,447 36,313,110 38,136,028

2.11 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 45,000,000.00 45,841,500 49,472,147 51,728,077 54,324,826

2.12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
51,800,000.00 52,768,660 56,947,938 59,544,764 62,533,911

2.13 Program Sosial Kemasyarakatan 51,350,000.00 52,310,245 56,453,216 59,027,483 61,990,663

3 KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3,268,389,285,742 3,329,508,165,385 3,593,205,212,084 3,757,055,369,755 3,945,659,549,317

3.1
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip 

daerah
30,000,000.00 30,561,000 32,981,431 34,485,384 36,216,551

3.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,944,340,705.00 35,597,799,876 38,417,145,626 40,168,967,467 42,185,449,634

350,000,000                       475,000,000                       600,000,000                       600,000,000                       700,000,000                       

1,100,000,000                   1,300,000,000                   

880,000,000                       1,100,000,000                   950,000,000                       950,000,000                       950,000,000                       

900,000,000                       950,000,000                       1,000,000,000                   
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3.3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,232,673,000.00 1,255,723,985 1,355,177,325 1,416,973,411 1,488,105,476

3.4 Program peningkatan disiplin aparatur 3,717,345,000.00 3,786,859,352 4,086,778,612 4,273,135,717 4,487,647,130

3.5
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah
3,228,139,227,037 218,508,000,000 3,594,300,000,000 3,771,700,000,000 3,960,850,000,000 

1 Persentase peningkatan PAD - 388,863,659,021              5% 408,000,000                       5% 428,400,000,000              5% 449,800,000,000              5% 472,200,000,000              

2 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah - 2,675,095,568,016           5% 2,800,000,000                   5% 2,940,000,000,000           5% 3,087,000,000,000           5% 3,241,350,000,000           

3 persentase realisasi penerimaan pajak daerah - 164,138,000,000              5% 172,300,000,000              5% 180,900,000,000              5% 189,900,000,000              5% 199,300,000,000              

4 Persentase realisasi penerimaan PBB 100% 42,000,000                         102% 43,000,000,000                 105% 45,000,000,000                 100% 45,000,000,000                 107% 48,000,000,000                 

3.6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 70,000,000.00 71,309,000 76,956,673 80,465,897 84,505,285

3.7
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
130,700,000.00 133,144,090 143,689,102 150,241,325 157,783,439

3.8
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

1 Jumlah pengembalian  TGR pada kas daerah 100% 100,000,000                       100% 100,000,000                       100% 100,000,000                       100% 100,000,000                       100% 100,000,000                       

3.9 Program Sosial Kemasyarakatan 25,000,000.00 25,467,500 27,484,526 28,737,820 30,180,459

4 PENDAPATAN DAERAH 9,085,000,000 9,085,000,000 10,270,000,000 10,270,000,000 10,270,000,000

    - 0 0 0 0

4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 
100% 100% 2,090,100,000.00 100% 2,090,100,000 100% 3,000,000,000 100% 3,000,000,000 100% 3,000,000,000

4.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur  Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 1,668,000,000.00 100% 1,668,000,000 100% 1,800,000,000 100% 1,800,000,000 100% 1,800,000,000

4.3 Program peningkatan disiplin aparatur  Persentase sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 410,000,000.00 100% 410,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000

4.4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 
 

Persentase peningkatan pengembangan sistem 

pelaporan dan keuangan
100% 100% 85,000,000.00 100% 85,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000 100% 90,000,000

4.5
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip 

daerah
 Persentasi Penyelematan dokumen/arsip 100% 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000

4.6
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah
 Persentase peningkatan dan pengembangan PAD 100% 100% 4,396,900,000.00 100% 4,396,900,000 100% 4,400,000,000 100% 4,400,000,000 100% 4,400,000,000

4.7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

 

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek 100% 100% 250,000,000.00 100%

250,000,000                       

100%

260,000,000                       

100%

260,000,000                       

100%

260,000,000                       

4.8 Program Sosial Kemasyarakatan

 

Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan 100% 100% 35,000,000.00 100%

35,000,000                         

100%

40,000,000                         

100%

40,000,000                         

100%

40,000,000                         
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4.9 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

 

Persentase kerjasama informasi 100% 100% 10,000,000.00 100%

10,000,000                         

100%

20,000,000                         

100%

20,000,000                         

100%

20,000,000                         

4.1
Program pengembangan sistem pengelolaan pajak 

daerah dan pendapatan daerah lainnya

 
Persentase pengembangan sistem perpajakan dan 

pendapatan
100% 100% 50,000,000.00 100%

50,000,000                         

100%

60,000,000                         

100%

60,000,000                         

100%

60,000,000                         

4.11
Program perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi 

pendapatan serta pengendalian dan evaluasi
 Persentase pengembangan pendapatan dan evaluasi 100% 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000

 

5
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA
5,987,832,000 6,099,804,458 6,582,908,972 6,883,089,621 7,228,620,720

5.1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Media Massa
10,000,000.00 10,187,000 10,993,810 11,495,128 12,072,184

5.2
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip 

Di Lingkungan SKPD
2,000,000.00 2,037,400 2,198,762 2,299,026 2,414,437

5.3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,056,000,000.00 1,075,747,200 1,160,946,378 1,213,885,533 1,274,822,587

5.4 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 822,000,000.00 837,371,400 903,691,215 944,899,534 992,333,491

5.5 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3,472,547,000 3,900,000,000 4,100,000,000 4,300,000,000 4,500,000,000 

1 Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat 

kepemimpinan

PIM IV 75 Orang 

dan PIM III 10 

Orang

PIM IV 75 Orang 

dan PIM III 10 

Orang

2,214,155,000                   PIM IV 75 Orang 

dan PIM III 10 

Orang

2,500,000,000                   PIM IV 75 Orang 

dan PIM III 10 

Orang

2,600,000,000                   PIM IV 75 Orang 

dan PIM III 10 

Orang

2,700,000,000                   PIM IV 75 Orang 

dan PIM III 10 

Orang

2,800,000,000                   

2 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti 

diklat kepemimpinan

3 Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis 133 Orang 190 Orang 499,664,000                      200 Orang 550,000,000                      340 Orang 600,000,000                      340 Orang 650,000,000                      400 Orang 700,000,000                      

4 Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional 74 Orang 130 Orang 758,728,000                      150 Orang 850,000,000                      170 Orang 900,000,000                      200 Orang 950,000,000                      250 Orang 1,000,000,000                   

5.6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 591,785,000 791,000,000 930,000,000 1,035,000,000 1,150,000,000 

1 Prosentase Pengadaan CPNS sesuai kebutuhan pegawai 

(formasi dan kompetensi)

5000 Pelamar 5000 Pelamar 211,406,000                      5000 Pelamar 311,000,000                      5000 Pelamar 400,000,000                      5000 Pelamar 450,000,000                      5000 Pelamar 500,000,000                      

2 Jumlah kelembagaan ASN yang telah di fasilitasi 1 Lembaga 1 Lembaga 48,204,000                         1 Lembaga 80,000,000                         1 Lembaga 100,000,000                      1 Lembaga 120,000,000                      1 Lembaga 150,000,000                      

3 Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG 1 Unit Anjungan 

dan Sistem 

Informasi

1 Sistem 

Informasi
115,271,000                      1 Sistem 

Informasi
150,000,000                      1 Sistem 

Informasi
170,000,000                      1 Sistem 

Informasi
190,000,000                      1 Sistem 

Informasi
200,000,000                      

4 Prosentase data/record pegawai yang di update

5 Prosentase OPD yang melakukan rekon data pegawai

6 Persentase ASN yang melanggar disiplin ASN 0% 0% 216,904,000.00 0% 250,000,000                      0% 260,000,000                      0% 275,000,000                      0% 300,000,000                      

5.7
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
33,500,000.00 34,126,450 36,829,265 38,508,679 40,441,815
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5.8 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 17,479,000 35,000,000 50,000,000 70,000,000 90,000,000 

1 Persentase SK pensiun pegawai tepat waktu 400 Orang 535 Orang 17,479,000                         755 Orang 35,000,000                         742 Orang 50,000,000                         680 Orang 70,000,000                         710 Orang 90,000,000                         

5.9 Program peningkatan disiplin aparatur 148,030,000 523,000,000 625,000,000 435,000,000 550,000,000

1 Persentase OPD yang menyerahkan laporan Kehadiran 

Apel Pagi dan Kehadiran Kerja ASN 

1 Dokumen 135,030,000                      1 Dokumen 500,000,000                      1 Dokumen 600,000,000                      1 Dokumen 400,000,000                      1 Dokumen 500,000,000                      

2 Persentase ASN yang mendapatkan Tanda Kehormatan 

Satyalencana Karya

200 Orang 13,000,000                         200 Orang 23,000,000                         200 Orang 25,000,000                         200 Orang 35,000,000                         200 Orang 50,000,000                         

5.10 Program peningkatan kapasitas sumber daya 35,000,000 40,000,000 45,000,000 45,000,000 50,000,000 

1 Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan 

perundang-undangan 

70 Orang 100 Orang 35,000,000                         100 Orang 40,000,000                         100 Orang 45,000,000                         100 Orang 45,000,000                         100 Orang 50,000,000                         

V PENDUKUNG 53,290,263,245 53,927,019,768 58,263,851,733 60,958,915,372 64,871,213,924

1 SEKRETARIAT DAERAH 16,259,043,245 16,203,315,954 17,552,430,577 18,391,053,412 20,166,445,293

1.1
Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal
9,548,000.00 9,726,548 10,496,890 10,975,548 11,526,521

1.2 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9,550,000.00 9,728,585 10,499,089 10,977,847 11,528,935

1.3
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
9,550,000.00 9,728,585 10,499,089 10,977,847 11,528,935

1.4
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Media Massa
11,500,000.00 11,715,050 12,642,882 13,219,397 13,883,011

1.5
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi 

dan informasi
67,100,000.00 68,354,770 73,768,468 77,132,310 81,004,352

1.6 Program Kerjasama Informasi dan Media Masa 376,510,000.00 383,550,737 413,927,955 432,803,070 454,529,784

1.7
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang 

kondusif
5,300,800.00 5,399,925 5,827,599 6,093,338 6,399,223

1.8
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 

Usaha Mikro Kecil Menengah
256,430,200.00 261,225,445 281,914,500 294,769,801 309,567,245

1.9
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

pertanian/perkebunan
25,749,000.00 26,230,506 28,307,962 29,598,805 31,084,666

1.10
Program pembinaan dan pengawasan bidang 

pertambangan
55,280,000.00 56,313,736 60,773,784 63,545,068 66,735,031

1.11
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam 

Negeri
54,275,000.00 55,289,943 59,668,906 62,389,808 65,521,776

1.12 Program Kerjasama Pembangunan 54,400,000.00 55,417,280 59,806,329 62,533,497 65,672,679

1.13 Program perencanaan pembangunan daerah 2,372,000,000 2,045,000,000 2,290,000,000 2,425,000,000 2,645,000,000 
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1 Jadwal Penyusunan Pelaporan  Pertanggung jawaban 

Bupati 

Tepat Waktu Tepat Waktu 250,000,000                      Tepat Waktu 300,000,000                      Tepat Waktu 350,000,000                      Tepat Waktu 350,000,000                      Tepat Waktu 400,000,000                      

2 Nilai  Evaluasi laporan Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (EKKPD)  

Predikat sangat 

tinggi

Predikat sangat 

tinggi
400,000,000                      Predikat sangat 

tinggi
450,000,000                      Predikat sangat 

tinggi
500,000,000                      Predikat sangat 

tinggi
550,000,000                      Predikat sangat 

tinggi
600,000,000                      

3 Jadwal Penyusunan Pelaporan  Pertanggung jawaban 

Bupati Per 5 Tahun sekali 

Tepat Waktu Tepat Waktu 250,000,000                      Tepat Waktu 300,000,000                      Tepat Waktu 350,000,000                      Tepat Waktu 350,000,000                      Tepat Waktu 400,000,000                      

4 Jumlah Kecamatan yang data administrasi wilayahnya   

telah Terinventarisasi 

2 2 50,000,000                         2 60,000,000                         2 70,000,000                         2 80,000,000                         2 90,000,000                         

5 Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi Administrasi 

Wilayah 

5 5 15,000,000                         5 20,000,000                         5 25,000,000                         5 30,000,000                         5 35,000,000                         

6 Jumlah Penanganan Sengketa batas Wilayah yang di 

fasilitasi 

5 5

15,000,000                         

5 20,000,000                         5 25,000,000                         5 30,000,000                         5 35,000,000                         

7 Jumlah Desa yang data  administrasi wilayahnya   telah 

Terinventarisasi 

4 4 150,000,000                      4 160,000,000                      4 170,000,000                      4 180,000,000                      4 200,000,000                      

8 Jumlah Kecamatan yang masuk Data Verifikasi Rupa 

Bumi Unsur Buatan 

2 2 100,000,000                      2 120,000,000                      2 130,000,000                      2 140,000,000                      2 150,000,000                      

9 Jumlah Kecamatan yang telah  di monitoring dan di 

evaluasi 

30 30 300,000,000                      30 330,000,000                      30 350,000,000                      30 360,000,000                      30 370,000,000                      

10 Jumlah Pemeliharan Pilar  Batas Daerah Belum ada 

Anggaran 
1 Segmen 100,000,000                      1 Segmen 110,000,000                      1 Segmen 120,000,000                      1 Segmen 130,000,000                      1 Segmen 140,000,000                      

11 Jumlah Kecamatan yang telah siap memberikan  

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

30 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

12 Jumlah Kecamatan yang sudah mengikuti Sosialisasi 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 

Berdasarkan Permendagri Nomor 138/2017 

Belum ada 

Anggaran 
30 150,000,000                      NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

13 Sosialisasi Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan  

Kecamatan, Kelurahan / Desa Desa dalam RPJMD 

Kabupaten Subang Tahun 2019-2024.

Belum ada 

Anggaran 
253 250,000,000                      NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 
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14 Peningkatan Kapasitas Lurah Sebagai Perangkat 

Kecamatan 

Nilai Sangat baik 50,000,000                         Sangat baik 50,000,000                         Sangat baik 50,000,000                         Sangat baik 50,000,000                         Sangat baik 50,000,000                         

15 Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Kali 5 100,000,000                      5 125,000,000                      5 150,000,000                      5 175,000,000                      5 175,000,000                      

16 Jumlah Kecamatan yang mengikuti Sosialisasi Peraturan 

Batas Daerah

Jumlah 30 150,000,000                      NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

17 Belanja Modal Perlengkapan untuk Batas Wilayah dan 

Rupabumi 

Unit 4 42,000,000                         NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL 

1.14
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 

Keuangan Daerah
45,000,000.00 45,841,500 49,472,147 51,728,077 54,324,826

1.15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16,025,603,850.00 16,325,282,642 17,618,245,027 18,421,637,000 19,346,403,178

1.16
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala 

daerah/ wakil kepala daerah
450,000,000 470,000,000 490,000,000 520,000,000 550,000,000 

1 Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Unsur Muspida 6 6 150,000,000                      6 155,000,000                      6 160,000,000                      6 170,000,000                      6 180,000,000                      

2 Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja  Pejabat Daerah ( 

Kabupaten,  Propinsi)  

15 20 150,000,000                      25 155,000,000                      30 160,000,000                      35 170,000,000                      40 180,000,000                      

3 Penilaian Kapasitas Camat dalam melaksanakan 

Pembinaan terhadapa Desa dan Kelurahan

Sangat baik Sangat baik 150,000,000                      Sangat baik 160,000,000                      Sangat baik 170,000,000                      Sangat baik 180,000,000                      Sangat baik 190,000,000                      

1.17
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
472,661,000.00 481,499,761 519,634,542 543,329,877 570,605,037

1.18 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 123,300,000.00 125,605,710 135,553,682 141,734,930 148,850,024

1.19
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 

Daerah
- 0 0 0 0

1.2 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 660,497,000.00 672,848,294 726,137,879 759,249,766 797,364,104

1.21
Program Pembangunan Sistem Manajemen 

Pemerintahan
722,542,200.00 736,053,739 794,349,195 830,571,519 872,266,209

1 Jumlah Pelaksanaan Rapat koordinasi Pejabat Daerah / 

Rapat Dinas  

4 4 350,000,000                      4 350,000,000                      4 350,000,000                      4 400,000,000                      4 450,000,000                      

2 Meningkatnya Kemampuan Manajemen Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan dalam pelaksanaan Workshop 

Manajemen Pemerintahan Daerah 

Belum ada 

Anggaran 
Sangat Baik 300,000,000                      Sangat Baik 330,000,000                      Sangat Baik 350,000,000                      Sangat Baik 370,000,000                      Sangat Baik 400,000,000                      



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

1.22 Program Pendidikan Politik Masyarakat

750,000,000                      

1 Jumlah Kecamatan dan OPD  lainnya yang ikut berperan 

dalam  pelaksanaan  Kegiatan Desk Pilkada  

61 Tidak ada 

Kegiatan 

Tidak ada Kegiatan Tidak ada 

Kegiatan 

Tidak ada Kegiatan Tidak ada 

Kegiatan 

Tidak ada Kegiatan Tidak ada 

Kegiatan 

Tidak ada Kegiatan 61 750,000,000                      

1.23 Program Sosial Kemasyarakatan 2,991,772,000.00 3,047,718,136 3,289,097,413 3,439,080,255 3,611,722,084

1.24 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6,484,220,045.00 6,605,474,960 7,128,628,577 7,453,694,040 7,827,869,481

1.25 Program peningkatan disiplin aparatur 439,340,000.00 447,555,658 483,002,066 505,026,960 530,379,314

1.26 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 561,178,000.00 571,672,029 616,948,453 645,081,303 677,464,384

1.27
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
46,340,000.00 47,206,558 50,945,317 53,268,424 55,942,499

2 SEKRETARIAT DPRD 37,031,220,000 37,723,703,814 40,711,421,156 42,567,861,961 44,704,768,631

2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,011,756,500.00 3,068,076,347 3,311,067,993 3,462,052,694 3,635,847,739

2.2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 

1 Pembuatan Profil DPRD 100% 120,000,000                       100% 120,000,000                       100% 120,000,000                       100% 120,000,000                       100% 120,000,000                       

2.3 Program Sosial Kemasyarakatan

91,450,000.00 93,160,115 100,538,396 105,122,947 110,400,119

2.4 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

23,347,343,500.00 23,783,938,823 25,667,626,778 26,838,070,559 28,185,341,701

2.5
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan 

rakyat daerah
9,339,620,000 8,589,620,000 8,589,620,000 8,589,620,000 9,339,620,000 

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 100% 1,125,510,000                   100% 1,125,510,000                   100% 1,125,510,000                   100% 1,125,510,000                   100% 1,125,510,000                   

2 Rapat-rapat Paripurna 100% 270,000,000                       100% 270,000,000                       100% 270,000,000                       100% 270,000,000                       100% 270,000,000                       

3 Rapat-rapat Alat kelengkapan Dewan 100% 60,000,000                         100% 60,000,000                         100% 60,000,000                         100% 60,000,000                         100% 60,000,000                         

4 Reses 100% 1,097,430,000                   100% 1,097,430,000                   100% 1,097,430,000                   100% 1,097,430,000                   100% 1,097,430,000                   

5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam 

Daerah

100% 1,419,000,000                   100% 1,419,000,000                   100% 1,419,000,000                   100% 1,419,000,000                   100% 1,419,000,000                   

6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 100% 2,767,680,000                   100% 2,767,680,000                   100% 2,767,680,000                   100% 2,767,680,000                   100% 2,767,680,000                   

7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 100% -                                              100% -                                              100% -                                              100% -                                              100% -                                              

8 Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 100% 200,000,000                       100% 200,000,000                       100% 200,000,000                       100% 200,000,000                       100% 200,000,000                       

9 Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD 100% 1,650,000,000                   100% 1,650,000,000                   100% 1,650,000,000                   100% 1,650,000,000                   100% 1,650,000,000                   

10 Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah 200% 750,000,000                       200% 200% 200% , 200% 750,000,000                       
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2.6 Program peningkatan disiplin aparatur

313,750,000.00 319,617,125 344,930,801 360,659,646 378,764,760

2.7 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

330,000,000 330,000,000 330,000,000 330,000,000 330,000,000 

1 Jumlah Bmbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang- undangan

100% 330,000,000                       100% 330,000,000                       100% 330,000,000                       100% 330,000,000                       100% 330,000,000                       

2.8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

477,300,000.00 486,225,510 524,734,570 548,662,467 576,205,323

VI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 976,363,000 994,620,988 1,073,394,970 1,122,341,781 1,178,683,338

1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 976,363,000 1,042,768,998 1,099,401,037 1,134,589,783 1,175,094,746

1.1
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan
48,465,000 65,400,000 65,400,000 65,400,000 65,400,000 

1 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kewaspadaan 

dini masyarakat 

110 Orang 110 13,505,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         

2 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan 

penanganan gangguan keamanan dalam negeri di 

daerah

160 Orang 160 17,480,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         

3 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan 

pengawasan orang asing 

160 Orang 160 17,480,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         

1.2
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
17,480,000 21,800,000 21,800,000 21,800,000 21,800,000 

1 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan 

pencegahan peredaran / penyalahgunaan minuman 

keras dan narkoba

160 Orang 160 17,480,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         

1.3
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan
9,120,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 21,600,000 

1 Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan pemantauan, 

pelaporan dan evaluasi perkembangan politik daerah

48 48 9,120,000                           288 21,600,000                         288 21,600,000                         288 21,600,000                         288 21,600,000                         

1.4
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 

prasarana kerasipan
- 0 0 0 0

1.5 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi - 0 0 0 0

1.6
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip 

Di Lingkungan SKPD
5,500,000.00 5,602,850 6,046,596 6,322,320 6,639,701

1.7 Program Sosial Kemasyarakatan 25,000,000.00 25,467,500 27,484,526 28,737,820 30,180,459

1.8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 626,490,000.00 638,205,363 688,751,228 720,158,284 756,310,230

1.9 Program pengembangan wawasan kebangsaan 121,025,000 136,250,000 136,250,000 136,250,000 136,250,000 
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1 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan 

rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan 

masyarakat

175 Orang 175 18,995,000                         200 20,850,000                         200 20,850,000                         200 20,850,000                         200 20,850,000                         

2 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan 

kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa

160 Orang 160 17,480,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         

3 Jumlah laporan kegiatan fasilitasi kinerja forum 

kerukunan umat beragama

10 Laporan 10 49,590,000                         10 50,000,000                         10 50,000,000                         10- 50,000,000                         10 50,000,000                         

4 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan 

pembauran kebangsaan

160 Orang 160 17,480,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         

5 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan 

karakter bangsa

160 Orang 160 17,480,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         

1.10
Program kemitraan pengembangan wawasan 

kebangsaan
17,480,000 21,800,000 21,800,000 21,800,000 21,800,000 

1 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan seminar, talk, 

show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

160 Orang 160 17,480,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         

1.11 Program pendidikan politik masyarakat 36,460,000 46,800,000 46,800,000 46,800,000 46,800,000 

1 Jumlah verifikasi administrasi bantuan keuangan partai 

politik

10 Kali 16 450,000                               16 1,200,000                           16 1,200,000                           16 1,200,000                           16 1,200,000                           

2 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan 

dan pemantapan pendidikan pendidikan politik

160 Orang 160 17,480,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         200 21,800,000                         

3 Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi 

undang-undang keormasan

150 Oran 150 18,530,000                         200 23,800,000                         200 23,800,000                         200 23,800,000                         200 23,800,000                         

1.12 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 34,000,000.00 34,635,800 37,378,955 39,083,436 41,045,424

1.13 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5,000,000.00 5,093,500 5,496,905 5,747,564 6,036,092

1.14
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
5,935,000.00 6,045,985 6,524,826 6,822,359 7,164,841

1.15
Progam Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal
60,868,000 60,868,000 60,868,000 60,868,000 60,868,000 

1 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sapu bersih 

pungutan liar

300 200 60,868,000                         200 60,868,000                         200 60,868,000                         200 60,868,000                         200 60,868,000                         

VII KEWILAYAHAN 2,145,875,400 2,186,003,270 2,359,134,729 2,466,711,273 2,590,540,178

1 KECAMATAN SUBANG 2,145,875,400 2,186,003,270 2,359,134,729 2,466,711,273 2,590,540,178

1.1
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
24,022,000.00 24,471,211 26,409,331 27,613,597 28,999,799

1
Presentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang Kecamatan

100% 13,935,000.00 125% 17,418,750 125% 17,418,750 150% 20,902,500 150% 20,902,500

2 Presentase kehadiran pemangku 

kepentingan/stekholder atau masyarakat dalam 

musrenbang

100% 13,935,000.00 125% 17,418,750 125% 17,418,750 150% 20,902,500 150% 20,902,500
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1.2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 36,000,000.00 36,673,200 39,577,717 41,382,461 43,459,861

1.3 Program Sosial Kemasyarakatan 307,539,000.00 313,289,979 338,102,546 353,520,022 371,266,727

1
Upacara hari besar nasional dan hari besar Islam, hari 

besar jadi Kabupaten Subang

100% 100% 168,210,000.00 100% 168,210,000 100% 168,210,000 100% 168,210,000 100% 168,210,000

2
Penyelenggaraan MTQ tingkat Kecamatan dan tingkat 

Kabupaten

100% 100% 55,575,000.00 100% 55,575,000 100% 55,575,000 100% 55,575,000 100% 55,575,000

1.4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,024,171,000.00 1,043,322,998 1,125,954,179 1,177,297,690 1,236,398,034

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

- - - - - - - - - - -

1.5 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 79,280,000                   118,920,000                118,920,000                138,740,000                158,560,000                

1
Presentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

100% 79,280,000                         150% 118,920,000                       150% 118,920,000                       175% 138,740,000                       200% 158,560,000                       

1.6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 566,898,400 577,499,400 623,237,353 651,656,976 684,370,156 

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik - - - - - - - - - - -

1.7 Program peningkatan disiplin aparatur 77,500,000 78,949,250 85,202,031 89,087,243 93,559,423

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek - - - - - - - - - - -

1.8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
13,993,000.00 14,254,669 15,383,639 16,085,133 16,892,606

Presentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

1.9 Program Penataan Administrasi Kependudukan

- - - - -

1 Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

- - - - - - - - - - -

1.10 Program Pengembangan Data / Informasi/ Statistik 

Daerah 6,672,000 6,672,000 6,672,000 6,672,000 6,672,000 

1 Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se-Kecamatan

100%                              6,672,000 100%                              6,672,000 100%                              6,672,000 100%                              6,672,000 100%                              6,672,000 

1.11 Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa - - - - -

1 Monitoring dan Evaluasi bantuan keuangan Desa - - - - - - - - - - -



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

1.12 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Desa

1 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa di bidang 

manajemen pemerintahan Desa

- - - - - - - - - - -

1.13 Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan

1 Mengetahuinya tentang sarana dan prasarana 

persampahan di lingkungan

- - - - - - - - - - -

1.14 Program Pengentasan Kemiskinan 

600,000 1.00 600,000 600,000 750,000 750,000 

1.15 1 Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 100% 600,000 100% 600,000 100% 600,000 125% 750,000 125% 750,000

1.16 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 

Ketertiban dan Keamanan

1 Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas - - - - - - - - - - -

1.17 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal 9,200,000 9,200,000 9,200,000 9,200,000 9,200,000 

1 Persentase penurunan jumlah gangguan 100% 9,200,000 100% 9,200,000 100% 9,200,000 100% 9,200,000 100% 9,200,000

1.18 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT)

1 Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

- - - - - - - - - - -

1.19 Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban 

Bencana Alam

1 Terlaksananya tentang pembinaan pencegahan dan 

penanggulangan bencana alam

- - - - - - - - - - -

1.20 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat

1 Meningkatnya pengetahuan tentang Kesehatan di 

Masyarakat
-

- - - - - - - - - -

2 KECAMATAN CIBOGO 734,965,200 772,519,909 823,837,126 854,446,299 892,412,203

2.1 Program Pengentasan Kemiskinan 1,400,000 1,700,000 1,700,000 2,000,000 2,000,000

1 Tercapaianya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 1 Kali 1 Kali 1,400,000                            1 Kali 1,700,000                            1 Kali 1,700,000                            1 Kali 2,000,000                            1 Kali 2,000,000                            

2.2 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1,440,000 1,750,000 1,750,000 1,800,000 2,000,000

1 Jumlah dokumen data statistik (monografi) dan Profil 

Desa se- Kecamatan Cibogo

12 buku 12 buku 1,440,000                            12 buku 1,750,000                            12 buku 1,750,000                            12 buku 1,800,000                            12 buku 2,000,000                            

2.3 Program Sosial Kemasyarakatan 124,000,000 125,000,000 131,000,000 135,000,000 137,500,000

1 Upacara hari besar nasional dan hari besar Islam, hari 

jadi Kabupaten Subang

5 Keg 5 Keg 90,000,000                         5 Keg 90,000,000                         5 Keg 95,000,000                         5 Keg 95,000,000                         5 Keg 97,500,000                         



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 
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CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

2 Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan dan Tk. 

Kabupaten

12 Orang 12 Orang 34,000,000                         12 Orang 35,000,000                         12 Orang 36,000,000                         12 Orang 40,000,000                         12 Orang 40,000,000                         

2.4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 227,162,000 231,409,929 249,737,596 261,125,630 274,234,137

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

2.5 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 61,500,000 62,650,050 67,611,934 70,695,038 74,243,929

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

2.6 Program peningkatan disiplin aparatur

0 0 0 0

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

2.7
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
6,570,000 6,692,859 7,222,933 7,552,299 7,931,425

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

2.8
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Membangun Desa
1,028,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

1 Persentase usulan desa yang diakomodir dalam Berita 

Acara Musrenbang Kecamatan

90% 90% 1,028,000                            90% 1,500,000                            90% 1,500,000                            93% 2,000,000                            95% 2,500,000                            

2 Persentase kehadiran pemangku kepentingan / 

stakeholder atau masyarakat dalam Musrenbang

76% 80% - 85% - 85% - 90% - 95% -

2.9
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
0 2,450,000 2,500,000 2,500,000 3,000,000

1 Monitoring dan Eavaluasi bantuan keuangan desa 3 Kegiatan 2,450,000                            3 Kegiatan 2,500,000                            3 Kegiatan 2,500,000                            3 Kegiatan 3,000,000                            

2.10
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Desa
0 3,000,000 6,000,000 3,000,000 1,500,000

1 Pembinaan aparatur Pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

2 Kegiatan 3,000,000                            4 Kegiatan 6,000,000                            2 Kegiatan 3,000,000                            1 Kegiatan 1,500,000                            

2.11
Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan
0 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000

1 Mengetahuinya tentang sarana dan prasarana 

persampahan di lingkungan

1 Kegiatan 2,000,000                            1 Kegiatan 2,000,000                            2 Kegiatan 3,000,000                            2 Kegiatan 3,000,000                            

2.12
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga 

Ketertiban dan Keamanan
0 1,850,000 1,900,000 2,000,000 2,350,000

Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas 20 1,850,000                            25 1,900,000                            25 2,000,000                            30 2,350,000                            

2.13
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal
13,128,200 14,000,000 14,000,000 15,000,000 17,500,000

Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas 15% 15% 13,128,200                         15% 14,000,000                         20% 14,000,000                         25% 15,000,000                         25% 17,500,000                         

2.14
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT)
1,825,000 1,950,000 2,000,000 2,450,000 3,000,000



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

20% 1,825,000                            25% 1,950,000                            25% 2,000,000                            25% 2,450,000                            30% 3,000,000                            

2.15
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban 

Bencana Alam
0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 12,000,000

Terlaksananya tentang Pembinaan Pencegahan 

dan Penanggulangan Bencana Alam

1 Kegiatan 10,000,000              1 Kegiatan 10,000,000              1 Kegiatan 10,000,000              1 Kegiatan 12,000,000              

2.16
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat
0 3,500,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan di 

masyarakat

1 3,500,000                            2 4,000,000                            2 4,000,000                            2 4,000,000                            

2.17 Program Peningkatan Peayanan Kecamatan 75,000,000                  75,000,000                  75,000,000                  75,000,000                  75,000,000                  

1. Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

80% 82% 75,000,000                          85% 75,000,000                          90% 75,000,000                          95% 75,000,000                          97% 75,000,000                          

2.18 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,320,000                     1,500,000                     1,500,000                     1,750,000                     2,000,000                     

Jumlah dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) kecamatan

12 Buku 12 Buku 1,320,000                            12 Buku 1,500,000                            12 Buku 1,500,000                            12 Buku 1,750,000                            12 Buku 2,000,000                            

2.19
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga 

Ketertiban dan Keamanan
-                                 1,850,000                     1,900,000                     2,000,000                     2,350,000                     

Persentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas 20% 1,850,000                            25% 1,900,000                            25% 2,000,000                            30% 2,350,000                            

3 KECAMATAN JALANCAGAK 1,000,635,000 1,019,346,875 1,100,079,147 1,150,242,756 1,207,984,942

3.1
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
870,000.00 886,269 956,462 1,000,076 1,050,280

3.2
Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal
15,469,000.00 15,758,270 17,006,325 17,781,814 18,674,461

3.3 Program Penataan Administrasi Kependudukan 307,000.00 312,741 337,510 352,900 370,616

3.4
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
5,781,500.00 5,889,614 6,356,071 6,645,908 6,979,533

3.5
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
2,640,000.00 2,689,368 2,902,366 3,034,714 3,187,056

3.6 Program Pengentasan Kemiskinan 245,000.00 249,582 269,348 281,631 295,768

3.7 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 235,000.00 239,395 258,355 270,136 283,696

3.8 Program Sosial Kemasyarakatan 76,800,900.00 78,237,077 84,433,453 88,283,619 92,715,456

3.9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191,266,400.00 194,843,082 210,274,654 219,863,178 230,900,309

1 Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran
- - - - -



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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3.10 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 691,600,000.00 704,532,920 760,331,927 795,003,063 834,912,217

1 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

3.11 Program peningkatan disiplin aparatur 14,400,000.00 14,669,280 15,831,087 16,552,985 17,383,944

1 Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

3.12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
1,020,200.00 1,039,278 1,121,589 1,172,733 1,231,604

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

4 KECAMATAN SAGALAHERANG 1,076,746,000 1,074,388,000 1,074,388,000 1,074,388,000 1,074,388,000

4.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 900,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

1 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi 

kependudukan 

900,000                               2,100,000                           2,100,000                           2,100,000                           2,100,000                           

4.2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
58,778,000 2,772,000 45,242,000 22,772,000 276,105,000

1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1,278,000                           1,728,000                           1,728,000                           1,728,000                           1,728,000                           

2 Evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa 1,100,000                           522,000                               522,000                               522,000                               522,000                               

3 Monitoring hasil musrenbang kecamatan 1,100,000                           522,000                               522,000                               522,000                               522,000                               

4 Pemberdayaan Perempuan PKK 55,300,000                         -                                        42,470,000                         20,000,000                         273,333,000                      

4.3
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
2,356,000 2,356,000 2,356,000 2,356,000 2,356,000

1 Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang 

manajemen pemerintahan desa

100% 1,178,000                     100% 1,178,000                     100% 1,178,000                     100% 1,178,000                     100% 1,178,000                     

2 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa 100% 1,178,000                     100% 1,178,000                     100% 1,178,000                     100% 1,178,000                     100% 1,178,000                     

4.4 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000

1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 100% 693,000                        100% 693,000                        100% 693,000                        100% 693,000                        100% 693,000                        

4.5 Program Sosial Kemasyarakatan 123,051,400 123,051,400 123,051,400 123,051,400 123,051,400

1 Pelaksanaan upacara hari besar nasional dan hari besar 

islam

72,487,000                         72,487,000                         72,487,000                         72,487,000                         72,487,000                         

2 Pembinaan pada guru ngaji 718,000                               718,000                               718,000                               718,000                               718,000                               

3 Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan 

pengiriman ke tingkat kabupaten

18,405,000                         18,405,000                         18,405,000                         18,405,000                         18,405,000                         
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4 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program 

RASKIN

132,000                               132,000                               132,000                               132,000                               132,000                               

5 Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris 31,309,400                         31,309,400                         31,309,400                         31,309,400                         31,309,400                         

4.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 359,895,600 359,895,600 352,165,600 362,728,600 325,895,600

1 Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

100% 100% 359,895,600                      100% 359,895,600                      100% 352,165,600                      100% 362,728,600                      100% 325,895,600                      

4.7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 513,982,000 567,565,000 532,825,000 541,232,000 324,732,000

1 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 513,982,000                      100% 567,565,000                      100% 532,825,000                      100% 541,232,000                      100% 324,732,000                      

4.8 Program peningkatan disiplin aparatur 15,500,000 15,500,000 15,500,000 19,000,000 19,000,000

1 Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek 100% 100% 15,500,000                         100% 15,500,000                         100% 15,500,000                         100% 19,000,000                         100% 19,000,000                         

4.9
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
0 0 0 0

1 Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

100% 100% 3,874,000                           100% 4,432,000                           100% 4,432,000                           100% 4,432,000                           100% 4,432,000                           

4.10
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (pekat)
673,000 673,000 673,000 673,000 673,000

Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan 

minuman keras dan narkoba

673,000                               673,000                               673,000                               673,000                               673,000                               

4.11
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban 

Bencana Alam
682,000 2,482,000 2,482,000 2,482,000 2,482,000

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi 

bencana alam

682,000                               2,482,000                           2,482,000                           2,482,000                           2,482,000                           

4.12 Program Pengentasan Kemiskinan 1,590,000 455,000 455,000 455,000 455,000

1 Sosialisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 100% 1,590,000                     100% 455,000                        100% 455,000                        100% 455,000                        100% 455,000                        

4.12

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN)

0 0 0 0

Persiapan dan pelaksanaan pelayanan 

administrasi kecamatan (PATEN)

100%

5 KECAMATAN CISALAK #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

5.1
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
0 0 0 0

1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1,278,000                1,728,000                1,728,000                1,728,000                1,728,000                

2 Evaluasi kinerja pembangunan masyarakat desa 1,100,000                522,000                   522,000                   522,000                   522,000                   
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3 Monitoring hasil musrenbang kecamatan 1,100,000                522,000                   522,000                   522,000                   522,000                   

4 Pemberdayaan Perempuan PKK 55,300,000              -                           42,470,000              20,000,000              273,333,000             

5.2 Program Sosial Kemasyarakatan 0 0 0 0

1 Pelaksanaan upacara hari besar nasional dan hari besar 

islam

72,487,000              72,487,000              72,487,000              72,487,000              72,487,000              

2 Pembinaan pada guru ngaji 718,000                   718,000                   718,000                   718,000                   718,000                   

3 Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan 

pengiriman ke tingkat kabupaten

18,405,000              18,405,000              18,405,000              18,405,000              18,405,000              

4 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program 

RASKIN

132,000                   132,000                   132,000                   132,000                   132,000                   

5 Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris 31,309,400              31,309,400              31,309,400              31,309,400              31,309,400              

5.3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 294,811,000 300,323,966 324,109,624 338,889,023 355,901,252

1 Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

100.00% 100.00% 294,811,000 100.00% 300,323,966 100.00% 324,109,624 100.00% 338,889,023 100.00% 355,901,252

5.4 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 338,000,000 344,320,600 371,590,792 388,535,332 408,039,805

1 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100.00% 100.00% 338,000,000 100.00% 344,320,600 100.00% 371,590,792 100.00% 388,535,332 100.00% 408,039,805

5.5 Program peningkatan disiplin aparatur 12,500,000 12,733,750 13,742,263 14,368,910 15,090,229

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek 100.00% 100.00% 12,500,000 100.00% 12,733,750 100.00% 13,742,263 100.00% 14,368,910 100.00% 15,090,229

5.6
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capain kinerja dan keuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

5.7
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan 

minuman keras dan narkoba

673,000                   673,000                   673,000                   673,000                   673,000                   

5.8
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban 

Bencana Alam

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi 

bencana alam

682,000                   2,482,000                2,482,000                2,482,000                2,482,000                

5.9 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi 

kependudukan 

900,000                   2,100,000                2,100,000                2,100,000                2,100,000                
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5.10
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 

Desa

1 Pembinaan aparatur pemerintah desa dalam bidang 

manajemen pemerintahan desa
100% 1,178,000                       100% 1,178,000                       100% 1,178,000                       100% 1,178,000                       100% 1,178,000                       

2 Monitoring dan Evaluasi Dana Desa 100% 1,178,000                       100% 1,178,000                       100% 1,178,000                       100% 1,178,000                       100% 1,178,000                       

5.11 Program Pengentasan Kemiskinan

1 Sosialisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 100% 1,590,000                       100% 455,000                           100% 455,000                           100% 455,000                           100% 455,000                           

5.12
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik 

Daerah

1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik 

daerah
100% 693,000                           100% 693,000                           100% 693,000                           100% 693,000                           100% 693,000                           

6 KECAMATAN TANJUNGSIANG 760,272,000 904,152,027 1,089,932,923 1,306,518,433 1,570,747,529

6.1
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

masyarakat
0 0 0 0

6.2
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
4,750,000 5,937,500 7,421,875 9,277,344 11,596,680

1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan 

minuman keras dan narkoba

2,440,000                           3,050,000                           3,812,500                           4,765,625                           5,957,031                           

2 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek 

prostitusi

2,310,000                           2,887,500                           3,609,375                           4,511,719                           5,639,648                           

6.3
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
3,060,000 3,825,000 4,781,250 5,976,563 7,470,703

1 Pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi 

bencana alam

3,060,000                           3,825,000                           4,781,250                           5,976,563                           7,470,703                           

6.4 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3,060,000 3,825,000 4,781,250 5,976,563 7,470,703

1 Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

3,060,000                           3,825,000                           4,781,250                           5,976,563                           7,470,703                           

6.5
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
36,656,000 45,820,000 57,275,000 71,593,750 89,492,188

1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 3,210,000                           4,012,500                           5,015,625                           6,269,531                           7,836,914                           

2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa 6,190,000                           7,737,500                           9,671,875                           12,089,844                         15,112,305                         

3 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

4 Pemberdayaan Perempuan/PKK 25,000,000                         31,250,000                         39,062,500                         48,828,125                         61,035,156                         

5 Monitoring Hasil Musrenbang Kecamatan 2,256,000                           2,820,000                           3,525,000                           4,406,250                           5,507,813                           



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

6.6
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
8,150,000 10,187,500 12,734,375 15,917,969 19,897,461

1 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang 

Manajemen Pemerintah Desa

6,000,000                           7,500,000                           9,375,000                           11,718,750                         14,648,438                         

2 Monitoring Evaluasi Dana Desa 2,150,000                           2,687,500                           3,359,375                           4,199,219                           5,249,023                           

6.7 Program Pengentasan Kemiskinan 7,100,800 8,876,000 11,095,000 13,868,750 17,335,938

1 Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan

7,100,800                           8,876,000                           11,095,000                         13,868,750                         17,335,938                         

6.8
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
1,250,000 1,562,500 1,953,125 2,441,406 3,051,758

1 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa 1,250,000                           1,562,500                           1,953,125                           2,441,406                           3,051,758                           

6.9 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1,720,000 2,150,000 2,687,500 3,359,375 4,199,219

1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 1,720,000                           2,150,000                           2,687,500                           3,359,375                           4,199,219                           

6.10 Program Sosial Kemasyarakatan 128,149,000 160,186,250 200,232,813 250,291,016 312,863,770

1 Upacara hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

75,860,000                         94,825,000                         118,531,250                      148,164,063                      185,205,078                      

2 Penyelenggaraan MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 18,420,000                         23,025,000                         28,781,250                         35,976,563                         44,970,703                         

3 Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan 

Sekolah

1,200,000                           1,500,000                           1,875,000                           2,343,750                           2,929,688                           

4 Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris 32,669,000                         40,836,250                         51,045,313                         63,806,641                         79,758,301                         

6.11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 278,487,600 348,109,500 435,136,875 543,921,094 679,901,367

1 Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

278,487,600 348,109,500 435,136,875 543,921,094 679,901,367

6.12 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 88,200,000 110,250,000 132,300,000 154,350,000 176,400,000

1 Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

100% 100% 88,200,000                         100% 110,250,000                      100% 132,300,000                      100% 154,350,000                      100% 176,400,000                      

6.13 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 159,710,000 162,696,577 175,582,146 183,588,692 192,804,844

1 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 159,710,000 162,696,577 175,582,146 183,588,692 192,804,844

6.14 Program peningkatan disiplin aparatur 18,000,000 18,336,600 19,788,859 20,691,231 21,729,930

1 Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek 18,000,000 18,336,600 19,788,859 20,691,231 21,729,930
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6.15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
21,978,600 22,389,600 24,162,856 25,264,682 26,532,969

1 Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

21,978,600 27,473,250 34,341,563 42,926,953 53,658,691

7 KECAMATAN PAGADEN 655,623,230 683,982,898 735,547,639 779,183,050 828,049,678

7.1
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan
4,245,000.00 4,324,382 4,666,873 4,879,682 5,124,642

7.2
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan
11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 

1 Mengetahuinya tentang sarana dan prasarana 

persampahan di lingkungan
9 desa 9 desa 11,500,000                         9 desa 3,630,000                           9 desa 3,993,000                           9 desa 4,392,300                           9 desa 4,831,530                           

7.3 Program Penataan Administrasi Kependudukan 7,788,000.00 8,566,800.00 9,423,480.00 10,365,828.00 11,402,410.80 

1 Jumlah Dokumen Laporan Kependudukan (LAMPID) 

Kecamatan
9 buku 9 buku 7,788,000                           9 buku 8,566,800                           9 buku 9,423,480                           9 buku 10,365,828                         9 buku 11,402,411                         

7.4
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
7,616,400 8,378,040 9,215,844 10,137,428 11,151,171 

1 Prosentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

50% 60% 2,444,200                           70% 2,688,620                           80% 2,957,482                           90% 3,253,230                           100% 3,578,553                           

2 Prosentase kehadiran pemangku kepentingan / 

stakeholder atau masyarakat dalam musrenbang

90% 92% 5,172,200                           94% 5,689,420                           96% 6,258,362                           98% 6,884,198                           100% 7,572,618                           

7.5
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
7,635,000 7,635,000 7,635,000 7,635,000 7,635,000 

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

9 desa 9 desa 7,635,000                           9 desa 10,890,000                         9 desa 11,979,000                         9 desa 13,176,900                         9 desa 14,494,590                         

7.6 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 7,788,000 8,566,800 9,423,480 10,365,828 11,402,411 

1 Jumlah Dokumen data statistik (monografi 

kecamatan) dan Profil Desa se Kecamatan

9 buku 9 buku 7,788,000                9 buku 8,566,800                9 buku 9,423,480                9 buku 10,365,828              9 buku 11,402,411              

7.7 Program Sosial Kemasyarakatan 155,290,630 170,819,693 187,901,662 206,691,829 227,361,011 

1 Upacara Hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

3 keg 3 keg 97,738,630                         3 keg 107,512,493                      3 keg 118,263,742                      3 keg 130,090,117                      3 keg 143,099,128                      

2 Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat 

kabupaten

2 keg 2 keg 57,552,000                         2 keg 63,307,200                         2 keg 69,637,920                         2 keg 76,601,712                         2 keg 84,261,883                         

7.8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 191,389,300.00 194,968,280 210,409,768 220,004,453 231,048,677

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 
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7.9 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 121,833,700.00 124,111,990 133,941,660 140,049,400 147,079,879

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

7.1 Program peningkatan disiplin aparatur 17,500,000.00 17,827,250 19,239,168 20,116,474 21,126,321

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

7.11
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
3,890,000.00 3,962,743 4,276,592 4,471,605 4,696,079

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

7.12 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 77,400,000 77,400,000 77,400,000 77,400,000 77,400,000 

Prosentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

80% 84% 77,400,000.00          88% 77,400,000.00          92% 77,400,000.00          96% 77,400,000.00          100% 77,400,000.00          

7.13
Program Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
3,247,200 3,571,920 3,929,112 4,322,023 4,754,226 

1 Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 9 desa 9 desa 3,247,200                           9 desa 3,571,920                           9 desa 3,929,112                           9 desa 4,322,023                           9 desa 4,754,226                           

7.14 Program Pengentasan Kemiskinan 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000 16,105,100 

1 Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 80% 84% 11,000,000                         88% 12,100,000                         92% 13,310,000                         96% 14,641,000                         100% 16,105,100                         

7.15
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530

1 Prosentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas 80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

7.16
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530

1 Prosentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas 80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

7.17
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530

1 Prosentase penurunan jumlah gangguan 80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

7.18
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (PEKAT)
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530

1 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

7.19
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530

1 Terlaksananya tentang pembinaan pencegahan dan 

penanggulangan bencana alam
80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

7.20
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat
11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000 16,105,100

1 Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan di 

masyarakat
80% 84% 11,000,000                         88% 12,100,000                         92% 13,310,000                         96% 14,641,000                         100% 16,105,100                         
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8 KECAMATAN BINONG 886,961,230 874,254,528 941,497,421 992,787,751 1,050,710,741

8.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,400,000.00 2,444,880 2,638,514 2,758,831 2,897,324

1 Jumlah Dokumen Laporan Kependudukan (LAMPID) 

Kecamatan
9 buku 9 buku 7,788,000                           9 buku 8,566,800                           9 buku 9,423,480                           9 buku 10,365,828                         9 buku 11,402,411                         

8.2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
7,616,400.00 8,378,040.00 9,215,844.00 10,137,428.40 11,151,171.24 

Prosentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

50% 60% 2,444,200                           70% 2,688,620                           80% 2,957,482                           90% 3,253,230                           100% 3,578,553                           

Prosentase kehadiran pemangku kepentingan / 

stakeholder atau masyarakat dalam musrenbang

90% 92% 5,172,200                           94% 5,689,420                           96% 6,258,362                           98% 6,884,198                           100% 7,572,618                           

8.3
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
9,900,000 10,890,000 11,979,000 13,176,900 14,494,590 

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

9 desa 9 desa 9,900,000                           9 desa 10,890,000                         9 desa 11,979,000                         9 desa 13,176,900                         9 desa 14,494,590                         

8.4 Program Sosial Kemasyarakatan 155,290,630 170,819,693 187,901,662 206,691,829 227,361,011 

1 Upacara Hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

3 keg 3 keg 97,738,630                         3 keg 107,512,493                      3 keg 118,263,742                      3 keg 130,090,117                      3 keg 143,099,128                      

2 Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat 

kabupaten

2 keg 2 keg 57,552,000                         2 keg 63,307,200                         2 keg 69,637,920                         2 keg 76,601,712                         2 keg 84,261,883                         

8.5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188,435,000 191,958,735 207,161,866 216,608,447 227,482,191 

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

8.6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 370,104,000 377,024,945 406,885,320 425,439,291 446,796,343

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

8.7 Program peningkatan disiplin aparatur 20,700,000 21,087,090 22,757,188 23,794,915 24,989,420

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

8.8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
5,580,000 5,684,346 6,134,546 6,414,282 6,736,278

1 Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

8.9 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 77,400,000 77,400,000 77,400,000 77,400,000 77,400,000 

1 Prosentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

80% 84% 77,400,000.00                   88% 77,400,000.00                   92% 77,400,000.00                   96% 77,400,000.00                   100% 77,400,000.00                   
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8.10
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik 

Daerah
7,788,000 8,566,800 9,423,480 10,365,828 11,402,411 

1 Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se Kecamatan
9 buku 9 buku 7,788,000                           9 buku 8,566,800                           9 buku 9,423,480                           9 buku 10,365,828                         9 buku 11,402,411                         

8.11
Program Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
3,247,200 3,571,920 3,929,112 4,322,023 4,754,226 

1 Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 9 desa 9 desa 3,247,200                           9 desa 3,571,920                           9 desa 3,929,112                           9 desa 4,322,023                           9 desa 4,754,226                           

8.12
Program peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530 

1 Mengetahuinya tentang sarana dan prasarana 

persampahan di lingkungan
9 desa 9 desa 3,300,000                           9 desa 3,630,000                           9 desa 3,993,000                           9 desa 4,392,300                           9 desa 4,831,530                           

8.13 Program Pengentasan Kemiskinan 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000 16,105,100 

1 Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 80% 84% 11,000,000                         88% 12,100,000                         92% 13,310,000                         96% 14,641,000                         100% 16,105,100                         

8.14
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530 

1 Prosentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas 80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

8.15
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal
3,300,000                     3,630,000                     3,993,000                     4,392,300                     4,831,530                     

1 Prosentase penurunan jumlah gangguan 80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

8.16
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (PEKAT)
3,300,000                     3,630,000                     3,993,000                     4,392,300                     4,831,530                     

1 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

8.17
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
3,300,000                     3,630,000                     3,993,000                     4,392,300                     4,831,530                     

1 Terlaksananya tentang pembinaan pencegahan dan 

penanggulangan bencana alam
80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

8.19
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat
11,000,000                  12,100,000                  13,310,000                  14,641,000                  16,105,100                  

Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan di 

masyarakat
80% 84% 11,000,000                         88% 12,100,000                         92% 13,310,000                         96% 14,641,000                         100% 16,105,100                         

9 KECAMATAN TAMBAKDAHAN 674,259,630 687,875,365 737,861,839 772,687,922 812,333,292

9.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 7,788,000 8,566,800 9,423,480 10,365,828 11,402,411

1 Jumlah Dokumen Laporan Kependudukan (LAMPID) 

Kecamatan
9 buku 9 buku 7,788,000                           9 buku 8,566,800                           9 buku 9,423,480                           9 buku 10,365,828                         9 buku 11,402,411                         

9.2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
7,616,400 8,378,040 9,215,844 10,137,428 11,151,171

1 Prosentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

50% 60% 2,444,200                           70% 2,688,620                           80% 2,957,482                           90% 3,253,230                           100% 3,578,553                           
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2 Prosentase kehadiran pemangku kepentingan / 

stakeholder atau masyarakat dalam musrenbang

90% 92% 5,172,200                           94% 5,689,420                           96% 6,258,362                           98% 6,884,198                           100% 7,572,618                           

9.3
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
9,900,000 10,890,000 11,979,000 13,176,900 14,494,590

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

9 desa 9 desa 9,900,000                           9 desa 10,890,000                         9 desa 11,979,000                         9 desa 13,176,900                         9 desa 14,494,590                         

9.4 Program Sosial Kemasyarakatan 155,290,630 158,194,565 170,723,574 178,508,569 187,469,699

1 Upacara Hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

3 keg 3 keg 97,738,630                         3 keg 107,512,493                      3 keg 118,263,742                      3 keg 130,090,117                      3 keg 143,099,128                      

2 Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat 

kabupaten

2 keg 2 keg 57,552,000                         2 keg 63,307,200                         2 keg 69,637,920                         2 keg 76,601,712                         2 keg 84,261,883                         

9.5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 306,058,400 311,781,692 336,474,802 351,818,053 369,479,319

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

100.00% 100.00% 306,058,400 100.00% 311,781,692 100.00% 336,474,802 100.00% 351,818,053 100.00% 369,479,319

9.6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45,371,000 46,219,438 49,880,017 52,154,546 54,772,704

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100.00% 100.00% 45,371,000 100.00% 46,219,438 100.00% 49,880,017 100.00% 52,154,546 100.00% 54,772,704

9.7 Program peningkatan disiplin aparatur 15,300,000 15,586,110 16,820,530 17,587,546 18,470,441

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek 100.00% 100.00% 15,300,000 100.00% 15,586,110 100.00% 16,820,530 100.00% 17,587,546 100.00% 18,470,441

9.8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

0 0 0 0

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

100.00% 100.00% 5,345,000 100.00% 5,444,952 100.00% 5,876,192 100.00% 6,144,146 100.00% 6,452,582

9.9 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 77,400,000.00             77,400,000.00             77,400,000.00             77,400,000.00             77,400,000.00             

1 Prosentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

80% 84% 77,400,000.00                   88% 77,400,000.00                   92% 77,400,000.00                   96% 77,400,000.00                   100% 77,400,000.00                   

9.10
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik 

Daerah
7,788,000                     8,566,800                     9,423,480                     10,365,828                  11,402,411                  

1 Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se Kecamatan
9 buku 9 buku 7,788,000                           9 buku 8,566,800                           9 buku 9,423,480                           9 buku 10,365,828                         9 buku 11,402,411                         

9.11
Program Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
3,247,200                     3,571,920                     3,929,112                     4,322,023                     4,754,226                     

1 Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 9 desa 9 desa 3,247,200                           9 desa 3,571,920                           9 desa 3,929,112                           9 desa 4,322,023                           9 desa 4,754,226                           

9.12
Program peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan
3,300,000                     

1 Mengetahuinya tentang sarana dan prasarana 

persampahan di lingkungan
9 desa 9 desa 3,300,000                           9 desa 3,630,000                           9 desa 3,993,000                           9 desa 4,392,300                           9 desa 4,831,530                           



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 
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CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

9.13 Program Pengentasan Kemiskinan 11,000,000                  12,100,000                  13,310,000                  14,641,000                  16,105,100                  

1 Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 80% 84% 11,000,000                         88% 12,100,000                         92% 13,310,000                         96% 14,641,000                         100% 16,105,100                         

9.14
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan
3,300,000                     3,630,000                     3,993,000                     4,392,300                     4,831,530                     

1 Prosentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas 80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

9.15
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal
3,300,000                     3,630,000                     3,993,000                     4,392,300                     4,831,530                     

1 Prosentase penurunan jumlah gangguan 80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

9.16
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (PEKAT)
3,300,000                     3,630,000                     3,993,000                     4,392,300                     4,831,530                     

1 Prosentase Meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya pencegahan berkembangnya praktek 

prostitusi

80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

9.17
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
3,300,000                     3,630,000                     3,993,000                     4,392,300                     4,831,530                     

1 Terlaksananya tentang pembinaan pencegahan dan 

penanggulangan bencana alam
80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

9.18
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat
11,000,000                  12,100,000                  13,310,000                  14,641,000                  16,105,100                  

Meningkatnya pengetahuan tentang kesehatan di 

masyarakat
80% 84% 11,000,000                         88% 12,100,000                         92% 13,310,000                         96% 14,641,000                         100% 16,105,100                         

10 KECAMATAN PAMANUKAN 513,525,000 523,127,918 564,559,649 590,303,569 619,936,808

10.1
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
14,500,000.00 14,771,150 15,941,025 16,667,936 17,504,666

10.2 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 7,500,000.00 7,640,250 8,245,358 8,621,346 9,054,138

10.3
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
8,850,000.00 9,015,495 9,729,522 10,173,188 10,683,882

10.4 Program Sosial Kemasyarakatan 79,017,000.00 80,494,618 86,869,792 90,831,054 95,390,773

10.5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193,685,000.00 197,306,910 212,933,617 222,643,390 233,820,088

1 Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

10.6 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN)

16,800,000.00 17,114,160

18,469,601 19,311,815 20,281,268

10.7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

147,574,000.00 150,333,634

162,240,058 169,638,204 178,154,042

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

10.8 Program peningkatan disiplin aparatur 17,000,000 17,317,900 18,689,478 19,541,718 20,522,712 

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
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2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

10.9
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
28,599,000 29,133,801 31,441,198 32,874,917 34,525,238 

Persentase pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan yang dilaksanakan tepat waktu

11 KECAMATAN LEGONKULON 508,765,000 518,278,906 559,326,595 584,831,888 614,190,448

11.1
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
2,460,000 2,506,002 2,704,477 2,827,802 2,969,757 

11.2
Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal
7,092,000 7,224,620 7,796,810 8,152,345 8,561,593 

11.3
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
8,465,000 8,623,296 9,306,261 9,730,626 10,219,103 

11.4 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,468,000 2,514,152 2,713,272 2,836,998 2,979,415 

11.5
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
29,934,600 30,494,377 32,909,532 34,410,206 36,137,599 

11.6 Program Pengentasan Kemiskinan 958,000 975,915 1,053,207 1,101,233 1,156,515 

11.7 Program Sosial Kemasyarakatan 42,773,000 43,572,855 47,023,825 49,168,112 51,636,351 

11.8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 306,058,400 311,781,692 336,474,802 351,818,053 369,479,319 

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

11.9 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 45,000,000 45,841,500 49,472,147 51,728,077 54,324,826 

11.10 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 45,371,000 46,219,438 49,880,017 52,154,546 54,772,704 

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

11.11 Program peningkatan disiplin aparatur 15,300,000 15,586,110 16,820,530 17,587,546 18,470,441 

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

11.12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
5,345,000 5,444,952 5,876,192 6,144,146 6,452,582 

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

12 KECAMATAN CIPUNAGARA 488,369,000 497,501,500 536,903,619 561,386,424 589,568,023



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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12.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,170,000 1,191,879 1,286,276 1,344,930 1,412,445 

12.2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
7,385,000 7,523,100 8,118,929 8,489,152 8,915,308 

12.3
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
3,847,000 3,918,939 4,229,319 4,422,176 4,644,169 

12.4 Program peningkatan peran serta kepemudaan 9,834,000 10,017,896 10,811,313 11,304,309 11,871,785 

12.5 Program Sosial Kemasyarakatan 84,642,500 86,225,315 93,054,360 97,297,638 102,181,980 

12.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175,899,100 179,188,413 193,380,135 202,198,270 212,348,623 

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

12.7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 196,693,900 200,372,076 216,241,544 226,102,159 237,452,487 

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

12.8 Program peningkatan disiplin aparatur 4,500,000 4,584,150 4,947,215 5,172,808 5,432,483 

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

12.9
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
4,397,500 4,479,733 4,834,528 5,054,983 5,308,743 

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

13 KECAMATAN COMPRENG 433,780,000 441,891,686 476,889,508 498,635,669 523,667,180

13.1
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
7,222,500 7,357,561 7,940,280 8,302,356 8,719,135 

13.2 Program Penataan Administrasi Kependudukan 750,000 764,025 824,536 862,135 905,414 

13.3
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
2,215,000 2,256,421 2,435,129 2,546,171 2,673,989 

13.4
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
1,795,000 1,828,567 1,973,389 2,063,376 2,166,957 

13.5 Program Sosial Kemasyarakatan 76,962,500 78,401,699 84,611,113 88,469,380 92,910,543 

13.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 184,867,800 188,324,828 203,240,154 212,507,905 223,175,802 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

13.7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 155,667,200 158,578,177 171,137,568 178,941,441 187,924,302 

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

13.8 Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

13.9
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
4,300,000 4,380,410 4,727,338 4,942,905 5,191,039 

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

14 KECAMATAN PUSAKANAGARA 1,013,578,000 1,053,482,919 1,142,814,942 1,211,890,148 1,289,808,369

14.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 79,269,000 87,195,900 95,915,490 105,507,039 116,057,743 

1 Pengolahan dan Penyusunan laporan informasi 

kependudukan

1,869,000                           2,055,900                           2,261,490                           2,487,639                           2,736,403                           

2 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN)

100                       77,400,000                         100                       85,140,000                         100                       93,654,000                         100                       103,019,400                      100                       113,321,340                      

14.2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
27,978,000 30,775,800 33,853,380 37,238,718 40,962,590 

Evaluasi dan Pembinaan Kampung KB 100% 13,173,000                         100% 14,490,300                         100% 15,939,330                         100% 17,533,263                         100% 19,286,589                         

1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa dan 

Kecamatan

100% 14,805,000                         100% 16,285,500                         100% 17,914,050                         100% 19,705,455                         100% 21,676,001                         

14.3
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
1,575,000.00 1,604,453 1,731,525 1,810,483 1,901,369

1 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang 

Manajemen Pemerintahan Desa

100% 14,263,000                         100% 15,689,300                         100% 17,258,230                         100% 18,984,053                         100% 20,882,458                         

14.4 Program Pengentasan Kemiskinan 12,000,000 13,200,000 14,520,000 15,972,000 17,569,200 

1 Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan

100% 12,000,000                         100% 13,200,000                         100% 14,520,000                         100% 15,972,000                         100% 17,569,200                         

14.5
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
2,000,000.00 2,037,400 2,198,762 2,299,026 2,414,437

1 Monitoring, Evaluasi Dana Desa dan Hasil Musrenbang 100% 2,000,000                           100% 2,200,000                           100% 2,420,000                           100% 2,662,000                           100% 2,928,200                           

14.6 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 2,758,000 3,033,800 3,337,180 3,670,898 4,037,988 
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1 penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah 100% 2,758,000                           100% 3,033,800                           100% 3,337,180                           100% 3,670,898                           100% 4,037,988                           

14.7 Program Sosial Kemasyarakatan 95,000,000 104,500,000 114,950,000 126,445,000 139,089,500 

1 Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam 100% 80,000,000                         100% 88,000,000                         100% 96,800,000                         100% 106,480,000                      100% 117,128,000                      

2 Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan dan Pengiriman

ke Tk.Kabupaten

100% 15,000,000                         100% 16,500,000                         100% 18,150,000                         100% 19,965,000                         100% 21,961,500                         

14.8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164,553,000.00 167,630,141 180,906,448 189,155,782 198,651,403

1
Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

14.9 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 561,750,000.00 572,254,725 617,577,299 645,738,824 678,154,913

1 Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

14.10 Program peningkatan disiplin aparatur 15,000,000.00 15,280,500 16,490,716 17,242,692 18,108,275

1 Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

14.11
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
11,000,000.00 11,205,700 12,093,191 12,644,641 13,279,402

1
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

14.12
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (Pekat)
11,462,000 12,608,200 13,869,020 15,255,922 16,781,514 

1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan 

minuman Keras dan Narkoba

100% 5,622,000                           100% 6,184,200                           100% 6,802,620                           100% 7,482,882                           100% 8,231,170                           

2 Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek 

Prostitusi

100% 5,840,000                           100% 6,424,000                           100% 7,066,400                           100% 7,773,040                           100% 8,550,344                           

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban 

Bencana Alam
11,233,000 12,356,300 13,591,930 14,951,123 16,446,235 

1 Pemantauan  dan Penyebarluasan Informasi Potensi 

Bencana Alam

100% 11,233,000                         100% 12,356,300                         100% 13,591,930                         100% 14,951,123                         100% 16,446,235                         

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 

dalam Pembangunan
18,000,000 19,800,000 21,780,000 23,958,000 26,353,800 

1 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam 

membangun keluarga sejahtera

100% 18,000,000                         100% 19,800,000                         100% 21,780,000                         100% 23,958,000                         100% 26,353,800                         

15 KECAMATAN CIASEM 1,864,153,600 1,981,832,267 2,330,899,809 3,043,204,678 3,613,952,551

15.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan - 2,000,000 3,000,000 5,000,000 -

1 Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

12 buku -                                              12 buku 2,000,000                            12 buku 3,000,000                            12 buku 5,000,000                            12 buku

15
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
                 112,375,000                  112,375,000                  112,375,000                  112,375,000                  134,850,000 

1 Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 112,375,000 112,375,000 112,375,000 112,375,000 134,850,000
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15.3 Program peningkatan peran serta kepemudaan

49,600,000.00 50,527,520 54,529,300 57,015,836 59,878,031

15.4 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 9,881,000 10,078,000 10,279,000 10,484,000 10,693,000 

1 Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se-Kecamatan

15 buku 9,881,000                            20 buku 10,078,000                         25 buku 10,279,000                         30 buku 10,484,000                         41 buku 10,693,000                         

15.5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

33,178,500.00 33,798,938 36,475,814 38,139,111 40,053,694

15.6 Program Sosial Kemasyarakatan 54,600,000 57,330,000 60,196,500 232,076,250 243,680,060 

Upacara hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

54,600,000                         57,330,000                         60,196,500                         232,076,250                      243,680,060                      

Penyelenggaraan MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 24,150,000                         25,357,500                         26,625,375                         232,076,250                      243,680,060                      

15.7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

162,315,500.00 165,350,800 178,446,583 186,583,747 195,950,252

15.8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

171,100,000.00 174,299,570 188,104,096 196,681,643 206,555,061

15.9
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

3,948,600.00 4,022,439 4,341,016 4,538,966 4,766,822

15.10 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 

Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

100% 100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         

15.11
Program Peningkatan Partisipasi Masyarat Dalam 

Membangun Desa
1,150,000,000 1,200,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 

1 70% 1,150,000,000                   75% 1,200,000,000                   80% 1,500,000,000                   90% 2,000,000,000                   95% 2,500,000,000                   

2 90% 90% 90% 95% 100%

15.12
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
21,000,000 22,050,000 23,152,500 24,310,125 25,525,631 

Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

21,000,000                         22,050,000                         23,152,500                         24,310,125                         25,525,631                         

15.13
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
7,255,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

1 Keg 7,255,000                            3 Keg 15,000,000                         4 Keg 20,000,000                         4 Keg 20,000,000                         4 Keg 20,000,000                         

15.14
Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan
- 10,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 

1 Jumlah sarana dan prasarana persampahan di 

lingkungan

1 Keg -                                              2 Keg 10,000,000                         3 Keg 10,000,000                         3 Keg 15,000,000                         3 Keg 20,000,000                         

15.15 Program Pengentasan Kemiskinan 3,900,000 - - - -

Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita acara 

musrenbang kecamatan

Persentase kehadiran pemangku kepentingan/stakeholder atau 

masyarakat dalam musrenbang
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1 Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 2 Kali 3,900,000                     3 Kali -                                      3 Kali -                                      4 Kali -                                      4 Kali -                                      

15.16
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 

Ketertiban dan Keamanan
- 10,000,000 10,000,000 12,000,000 15,000,000 

1 Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas 10% 25% 10,000,000                         35% 10,000,000                         45% 12,000,000                         60% 15,000,000                         

15.17
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal
- 10,000,000 10,000,000 12,000,000 15,000,000 

1 Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas 10% 25% 10,000,000                         35% 10,000,000                         45% 12,000,000                         60% 15,000,000                         

15.18
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT)
- 10,000,000 10,000,000 12,000,000 12,000,000 

1 Terlaksananya sosialisasi tentang  kesadaran 

Masyarakat akan pentingnya pencegahan 

berkembangannya praktek prostitusi

4 Keg -                                              4 Keg 10,000,000                         4 Keg 10,000,000                         4 Keg 12,000,000                         4 Keg 12,000,000                         

15.19
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
- 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 

1 Terlaksananya sosialisasi tentang Pembinaan 

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam

1 -                                              1 10,000,000                         1 15,000,000                         1 20,000,000                         1 25,000,000                         

15.2
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

1 Terlaksananya sosialisasi  Pengetahuan tentang 

Kesehatan di masyarakat 

3 10,000,000                         4 10,000,000                         4 10,000,000                         5 10,000,000                         6 10,000,000                         

16 KECAMATAN BLANAKAN 970,399,000 988,545,461 1,066,838,262 1,115,486,087 1,171,483,488

16.1
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
8,145,000 9,145,000 9,145,000 10,145,000 11,145,000 

1 Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangannya praktek prostitusi

1 8,145,000                           1 9,145,000                           1 9,145,000                           1 10,145,000                         1 11,145,000                         

16.2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
10,340,000 11,340,000 11,340,000 12,340,000 12,340,000 

1 Terlaksananya tentang Pembinaan Pencegahan dan 

Penanggulangan Bencana Alam

1 10,340,000                         1 11,340,000                         1 11,340,000                         1 12,340,000                         1 12,340,000                         

16.3 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,420,000 2,420,000 2,420,000 3,420,000 4,420,000 

Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

1 1,420,000                           1 2,420,000                           1 2,420,000                           1 3,420,000                           1 4,420,000                           

16.4
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
4,940,000 5,032,378 5,430,942 5,678,593 5,963,659 

1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 1 14,312,000                         1 16,312,000                         1 16,312,000                         1 17,312,000                         1 18,312,000                         



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

16.5 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 10,110,000 12,110,000 12,110,000 13,110,000 13,110,000 

1 Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se-Kecamatan

1 10,110,000                         1 12,110,000                         1 12,110,000                         1 13,110,000                         1 13,110,000                         

16.6 Program Sosial Kemasyarakatan 214,907,000 214,907,000 214,907,000 221,907,000 221,907,000 

1 Upacara hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

1 113,610,000                      1 113,610,000                      1 113,610,000                      1 117,610,000                      1 117,610,000                      

2 Penyelenggaraan MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 1 53,545,000                         1 53,545,000                         1 53,545,000                         1 55,545,000                         1 55,545,000                         

3 Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris 1 47,752,000                         1 47,752,000                         1 47,752,000                         1 48,752,000                         1 48,752,000                         

16.7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188,765,400 192,295,313 207,525,102 216,988,246 227,881,056 

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

100% 100% 100% 100% 100% 100%

16.8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 224,710,000 228,912,077 247,041,913 258,307,025 271,274,037 

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16.9 Program peningkatan disiplin aparatur 45,606,000 46,458,832 50,138,372 52,424,681 55,056,400 

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16.10
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
2,221,600 2,263,144 2,442,385 2,553,758 2,681,956 

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100%

16.11 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 75,000,000 75,000,000 75,000,000 85,000,000 85,000,000 

1 Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         100% 85,000,000                         100% 85,000,000                         

17 KECAMATAN PATOKBEUSI 1,196,606,635 1,291,377,881 1,350,264,712 1,418,048,000

17.1
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
2,835,000 2,976,750 3,125,588 3,280,000 3,444,000 

1 Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangannya praktek prostitusi

2,835,000                           2,976,750                           3,125,588                           3,280,000                           3,444,000                           

17.2
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan
15,750,000 16,537,500 17,364,375 18,232,594 19,144,223 

1 Mengetahuinya tentang sarana dan prasarana 

persampahan di lingkungan

15,750,000                         16,537,500                         17,364,375                         18,232,594                         19,144,223                         



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 
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CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

17.3 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,770,000 1,803,099 1,945,904 2,034,638 2,136,776 

1 Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

7,402,500                           7,772,625                           8,161,250                           8,570,000                           8,990,500                           

17.4
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
22,050,000 23,152,500 24,310,125 25,525,631 26,815,379 

1 Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

12,600,000                         13,230,000                         13,891,500                         14,586,075                         15,315,379                         

2 Persentase kehadiran pemangku 

kepentingan/stakeholder atau masyarakat dalam 

musrenbang

9,450,000                           9,922,500                           10,418,625                         10,939,556                         11,500,000                         

17.5
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
1,500,000 1,528,050 1,649,072 1,724,269 1,810,828 

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

21,000,000                         22,050,000                         23,152,500                         24,310,125                         25,525,631                         

17.6 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 2,475,000 2,521,283 2,720,968 2,845,044 2,987,865 

17.7 Program Pengentasan Kemiskinan 924,000 970,200 1,018,710 1,069,646 1,123,127 

1 Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 924,000                               970,200                               1,018,710                           1,069,646                           1,123,127                           

17.8
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
21,000,000 22,050,000 23,152,500 24,310,125 25,525,631 

1 Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 21,000,000                         22,050,000                         23,152,500                         24,310,125                         25,525,631                         

17.9 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 3,706,500 3,892,000 4,086,600 4,291,000 4,505,500 

1 Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se-Kecamatan

3,706,500                           3,892,000                           4,086,600                           4,291,000                           4,505,500                           

17.10 Program Sosial Kemasyarakatan 78,750,000 82,687,500 86,821,875 464,152,500 487,360,120 

1 Upacara hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

54,600,000                         57,330,000                         60,196,500                         232,076,250                      243,680,060                      

2 Penyelenggaraan MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 24,150,000                         25,357,500                         26,625,375                         232,076,250                      243,680,060                      

17.11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214,556,000 218,568,197 235,878,798 246,634,872 259,015,942 

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

17.12 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 609,500,000 620,897,650 670,072,744 700,628,061 735,799,590 

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

17.13 Program peningkatan disiplin aparatur 11,300,000 11,511,310 12,423,006 12,989,495 13,641,567 

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

17.14
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
5,322,000 5,421,521 5,850,906 6,117,707 6,424,816 

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

18 KECAMATAN PABUARAN 3,461,535,918 3,735,689,563 3,906,037,007 4,102,120,065

18.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 432,000 440,078 474,933 496,590 521,518 

1 Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

12 Buku 12 Buku -                                              12 Buku 2,000,000                            12 Buku 3,000,000                            12 Buku 5,000,000                            12 Buku 8,000,000                            

18.2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
1,150,000,000 1,200,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 

1 Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

86% 70% 1,150,000,000 75% 1,200,000,000 80% 1,500,000,000 90% 2,000,000,000 95% 2,500,000,000

2 Persentase kehadiran pemangku 

kepentingan/stakeholder atau masyarakat dalam 

musrenbang

80% 90% 90% 90% 95% 100%

18.3
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
225,000 229,208 247,361 258,640 271,624 

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

1 Kegiatan 1 Kegiatan 7,255,000                           3 Kegiatan 15,000,000                         4 Kegiatan 20,000,000                         4 Kegiatan 20,000,000                         4 Kegiatan 20,000,000                         

18.4 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 1,152,000 1,173,542 1,266,487 1,324,239 1,390,716 

1 Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se-Kecamatan

10 Buku 15 Buku 9,881,000                            20 Buku 10,078,000                         25 Buku 10,279,000                         30 Buku 10,484,000                         41 Buku 10,693,000                         

18.5 Program Sosial Kemasyarakatan 60,432,500 61,562,588 66,438,345 69,467,933 72,955,223 

1 Terlaksananya upacara hari besar nasional dan hari 

besar islam, hari besar jadi kabupaten subang

3 Kali 3 Kali 120,210,500                      3 Kali 150,000,000                      3 Kali 150,000,000                      3 Kali 160,000,000                      3 Kali 170,000,000                      

2 Terselenggaraanya MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 2 Kali 2 Kali 45,000,000                         2 Kali 50,000,000                         2 Kali 55,000,000                         2 Kali 60,000,000                         2 Kali 65,000,000                         

18.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133,187,000 135,677,597 146,423,263 153,100,163 160,785,792 

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

18.7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 617,915,500 629,470,520 679,324,585 710,301,786 745,958,936 

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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Kondisi 
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18.8 Program peningkatan disiplin aparatur 4,750,000 4,838,825 5,222,060 5,460,186 5,734,287 

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

18.9
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
1,046,000 1,065,560 1,149,953 1,202,390 1,262,750 

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

19 KECAMATAN CIPEUNDEUY 764,786,500 828,994,903 881,732,899 926,667,119 977,519,409

19.1
Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal
- 10,000,000 10,000,000 12,000,000 15,000,000 

Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas 5% 10% 25% 10,000,000                         35% 10,000,000                         45% 12,000,000                         60% 15,000,000                         

19.2 Program Penataan Administrasi Kependudukan - 2,000,000 3,000,000 5,000,000 8,000,000 

1 Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

12 Buku 12 Buku -                                              12 Buku 2,000,000                            12 Buku 3,000,000                            12 Buku 5,000,000                            12 Buku 8,000,000                            

19.3
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
9,418,000 9,594,117 10,353,971 10,826,112 11,369,583 

1 Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

86% 70 1,150,000,000 75 1,200,000,000 80 1,500,000,000 90 2,000,000,000 95 2,500,000,000

2 Persentase kehadiran pemangku 

kepentingan/stakeholder atau masyarakat dalam 

musrenbang

80% 90 90 90 95 100

19.4
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
7,255,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

1 Kegiatan 1 Kegiatan 7,255,000                           3 Kegiatan 15,000,000                         4 Kegiatan 20,000,000                         4 Kegiatan 20,000,000                         4 Kegiatan 20,000,000                         

19.5 Program Sosial Kemasyarakatan 165,210,500 200,000,000 205,000,000 220,000,000 235,000,000 

1 Terlaksananya upacara hari besar nasional dan hari 

besar islam, hari besar jadi kabupaten subang

3 Kali 3 Kali 120,210,500                      3 Kali 150,000,000                      3 Kali 150,000,000                      3 Kali 160,000,000                      3 Kali 170,000,000                      

2 Terselenggaraanya MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 2 Kali 2 Kali 45,000,000                         2 Kali 50,000,000                         2 Kali 55,000,000                         2 Kali 60,000,000                         2 Kali 65,000,000                         

19.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 285,853,000 291,198,451 314,261,368 328,591,687 345,086,990 

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

19.7 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 

1 Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

100% 100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         

19.8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 208,730,000 212,633,251 229,473,804 239,937,810 251,982,688 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

19.9 Program peningkatan disiplin aparatur 9,000,000 9,168,300 9,894,429 10,345,615 10,864,965 

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

19.10
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
4,320,000 4,400,784 4,749,326 4,965,895 5,215,183 

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

20 KECAMATAN PURWADADI 1,421,449,800 1,448,030,911 1,562,714,959 1,633,974,762 1,716,000,295

20.1
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 

1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2,950,000                           1 Kegiatan 2,950,000                           1 Kegiatan 2,950,000                           1 Kegiatan 2,950,000                           1 Kegiatan 2,950,000                           

20.2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
2,600,000 2,648,620 2,858,391 2,988,733 3,138,768 

1 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi 

Bencana Alam

1 Kegiatan 1 Kegiatan 2,200,000                           1 Kegiatan 2,200,000                           1 Kegiatan 2,200,000                           1 Kegiatan 2,200,000                           1 Kegiatan 2,200,000                           

20.3 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 

1 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi 

Kependudukan

12 Buku 12 Buku 1,860,000                           12 Buku 1,860,000                           12 Buku 1,860,000                           12 Buku 1,860,000                           12 Buku 1,860,000                           

20.4
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
14,862,000 14,862,000 14,862,000 14,862,000 14,862,000 

1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2,667,000                           1 Kegiatan 2,667,000                           1 Kegiatan 2,667,000                           1 Kegiatan 2,667,000                           1 Kegiatan 2,667,000                           

2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4,151,000                           1 Kegiatan 4,151,000                           1 Kegiatan 4,151,000                           1 Kegiatan 4,151,000                           1 Kegiatan 4,151,000                           

3 Pemberdayaan Perempuan/PKK 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2,894,000                           1 Kegiatan 2,894,000                           1 Kegiatan 2,894,000                           1 Kegiatan 2,894,000                           1 Kegiatan 2,894,000                           

4 Monitoring Hasil Musrenbang Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1,900,000                           1 Kegiatan 1,900,000                           1 Kegiatan 1,900,000                           1 Kegiatan 1,900,000                           1 Kegiatan 1,900,000                           

5 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3,250,000                           1 Kegiatan 3,250,000                           1 Kegiatan 3,250,000                           1 Kegiatan 3,250,000                           1 Kegiatan 3,250,000                           

20.5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Pemerintah 
65,640,000 65,640,000 65,640,000 65,640,000 65,640,000 

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

1 Kegiatan 35,000,000                         1 Kegiatan 35,000,000                         1 Kegiatan 35,000,000                         1 Kegiatan 35,000,000                         1 Kegiatan 35,000,000                         

Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang 

Manajemen Pemerintah Desa

1 Kegiatan 1 Kegiatan 30,640,000                         1 Kegiatan 30,640,000                         1 Kegiatan 30,640,000                         1 Kegiatan 30,640,000                         1 Kegiatan 30,640,000                         

20.6 Program Pengentasan Kemiskinan 3,194,000 3,194,000 3,194,000 3,194,000 3,194,000 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
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1 Sosialisasi Program Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan

1 Kegiatan 3,194,000                           1 Kegiatan 3,194,000                           1 Kegiatan 3,194,000                           1 Kegiatan 3,194,000                           1 Kegiatan 3,194,000                           

20.7
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
2,340,000 2,383,758 2,572,552 2,689,860 2,824,891 

20.8 Program Sosial Kemasyarakatan 113,508,300 94,513,300 94,513,300 94,513,300 94,513,300 

1 Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar 

Islam

3 Kegiatan 3 Kegiatan 61,120,900                         3 Kegiatan 61,120,900                         3 Kegiatan 61,120,900                         3 Kegiatan 61,120,900                         3 Kegiatan 61,120,900                         

2 Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris 2 Kegiatan 2 Kegiatan 33,392,400                         2 Kegiatan 33,392,400                         2 Kegiatan 33,392,400                         2 Kegiatan 33,392,400                         2 Kegiatan 33,392,400                         

3 Penyelenggaraan MTQ Tk.Kec.dan Tk.Kabupaten 2 Kegiatan 2 Kegiatan 18,995,000                         

20.9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252,621,200 257,345,216 277,726,958 290,391,307 304,968,950 

20.10 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 15,600,000 15,891,720 17,150,344 17,932,400 18,832,606 

1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2,950,000                           1 Kegiatan 2,950,000                           1 Kegiatan 2,950,000                           1 Kegiatan 2,950,000                           1 Kegiatan 2,950,000                           

20.11 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 708,475,000 721,723,483 778,883,982 814,401,092 855,284,027 

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

20.12 Program peningkatan disiplin aparatur 23,016,000 23,446,399 25,303,354 26,457,187 27,785,338 

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

20.13
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
7,619,000 7,761,475 8,376,184 8,758,138 9,197,797 

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

20.14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 312,203,900 323,708,900 323,708,900 323,708,900 323,708,900 

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

100% 100% 312,203,900                      100% 323,708,900                      100% 323,708,900                      100% 323,708,900                      100% 323,708,900                      

21 KECAMATAN KALIJATI 2,101,671,824 2,268,124,233 2,371,550,698 2,490,602,543

21.1
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

masyarakat

5,480,000.00 5,582,476 6,024,608 6,299,330 6,615,557

21.2
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan

2,500,000.00 2,546,750 2,748,453 2,873,782 3,018,046

21.3
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa

7,255,000.00 7,390,669 7,976,009 8,339,715 8,758,369



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

86% 70 1,150,000,000 75 1,200,000,000 80 1,500,000,000 90 2,000,000,000 95 2,500,000,000

Persentase kehadiran pemangku 

kepentingan/stakeholder atau masyarakat dalam 

musrenbang

80% 90 90 90 95 100

21.4
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa

5,255,000.00 5,353,269 5,777,247 6,040,690 6,343,932

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

1 Kegiatan 1 Kegiatan 7,255,000                           3 Kegiatan 15,000,000                         4 Kegiatan 20,000,000                         4 Kegiatan 20,000,000                         4 Kegiatan 20,000,000                         

21.5 Program Pengentasan Kemiskinan

1,950,000.00 1,986,465 2,143,793 2,241,550 2,354,076

Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 1 Kali 2 Kali 3,900,000                           3 Kali 5,850,000                           3 Kali 5,850,000                           4 Kali 7,800,000                           4 Kali 7,800,000                           

21.6
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa

2,263,000.00 2,305,318 2,487,899 2,601,348 2,731,935

1 Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 1 Kegiatan 50 112,375,000                       50 112,375,000                       50 112,375,000                       50 112,375,000                       60 134,850,000                       

21.7 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

10,000,000.00 10,187,000 10,993,810 11,495,128 12,072,184

21.8 Program Sosial Kemasyarakatan

123,435,000.00 125,743,235 135,702,099 141,890,114 149,012,998

1 Terlaksananya upacara hari besar nasional dan hari 

besar islam, hari besar jadi kabupaten subang

3 Kali 3 Kali 120,210,500                      3 Kali 150,000,000                      3 Kali 150,000,000                      3 Kali 160,000,000                      3 Kali 170,000,000                      

2 Terselenggaraanya MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 2 Kali 2 Kali 45,000,000                         2 Kali 50,000,000                         2 Kali 55,000,000                         2 Kali 60,000,000                         2 Kali 65,000,000                         

21.9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

209,054,000.00 212,963,310 229,830,004 240,310,252 252,373,827

21.10

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

169,000,000.00 172,160,300 185,795,396 194,267,666 204,019,903

21.11

Program peningkatan disiplin aparatur

15,000,000.00 15,280,500 16,490,716 17,242,692 18,108,275

21.12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

6,820,000.00 6,947,534 7,497,779 7,839,677 8,233,229

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN)

1 Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

100% 100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         100% 75,000,000                         

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

12 Buku 12 Buku -                                              12 Buku 2,000,000                            12 Buku 3,000,000                            12 Buku 5,000,000                            12 Buku 8,000,000                            

Program PengembanganData/ Informasi/Statistik 

Daerah



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

1 Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se-Kecamatan

10 Buku 15 Buku 9,881,000                            20 Buku 10,078,000                         25 Buku 10,279,000                         30 Buku 10,484,000                         41 Buku 10,693,000                         

Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan

1 Mengetahuinya tentang sarana dan prasarana 

persampahan di lingkungan

1 Kegiatan 1 Kegiatan -                                        2 Kegiatan 10,000,000                         3 Kegiatan 10,000,000                         3 Kegiatan 15,000,000                         3 Kegiatan 20,000,000                         

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 

Ketertiban dan Keamanan

1 Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas 5% 10% 25% 10,000,000                         35% 10,000,000                         45% 12,000,000                         60% 15,000,000                         

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal

1 Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas 5% 10% 25% 10,000,000                         35% 10,000,000                         45% 12,000,000                         60% 15,000,000                         

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT)

1 Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangannya praktek prostitusi

4 Kegiatan 4 Kegiatan -                                        4 Kegiatan 10,000,000                         4 Kegiatan 10,000,000                         4 Kegiatan 12,000,000                         4 Kegiatan 12,000,000                         

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam

1 Terlaksananya tentang Pembinaan Pencegahan dan 

Penanggulangan Bencana Alam

1 Kegiatan 1 Kegiatan -                                        1 Kegiatan 10,000,000                         1 Kegiatan 15,000,000                         1 Kegiatan 20,000,000                         1 Kegiatan 25,000,000                         

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat

1 Meningkatnya Pengetahuan tentang Kesehatan di 

masyarakat 

3 Kali 3 Kali 10,000,000                         4 Kali 10,000,000                         4 Kali 10,000,000                         5 Kali 10,000,000                         6 Kali 10,000,000                         

22 KECAMATAN CIKAUM 1,283,664,660.00 1,307,669,189 1,411,236,589 1,475,588,977 1,549,663,544

22.1
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
77,400,000 77,400,000 77,400,000 77,400,000 77,400,000 

1 Prosentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

80% 84% 77,400,000.00                   88% 77,400,000.00                   92% 77,400,000.00                   96% 77,400,000.00                   100% 77,400,000.00                   

22.2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
1,270,000.00 1,293,749 1,396,214 1,459,881 1,533,167

1 Prosentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

50% 60% 2,444,200                           70% 2,688,620                           80% 2,957,482                           90% 3,253,230                           100% 3,578,553                           

2 Prosentase kehadiran pemangku kepentingan / 

stakeholder atau masyarakat dalam musrenbang

90% 92% 5,172,200                           94% 5,689,420                           96% 6,258,362                           98% 6,884,198                           100% 7,572,618                           

22.3
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
9,900,000 10,890,000 11,979,000 13,176,900 14,494,590 

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

9 desa 9 desa 9,900,000                           9 desa 10,890,000                         9 desa 11,979,000                         9 desa 13,176,900                         9 desa 14,494,590                         

22.4

Program Pengentasan Kemiskinan 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000 16,105,100 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

1 Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 80% 84% 11,000,000                         88% 12,100,000                         92% 13,310,000                         96% 14,641,000                         100% 16,105,100                         

22.5

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 7,788,000 8,566,800 9,423,480 10,365,828 11,402,411 

Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se Kecamatan

9 buku 9 buku 7,788,000                           9 buku 8,566,800                           9 buku 9,423,480                           9 buku 10,365,828                         9 buku 11,402,411                         

22.6

Program Sosial Kemasyarakatan 155,290,630 170,819,693 187,901,662 206,691,829 227,361,011 

Upacara Hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

3 keg 3 keg 97,738,630                         3 keg 107,512,493                      3 keg 118,263,742                      3 keg 130,090,117                      3 keg 143,099,128                      

Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat 

kabupaten

2 keg 2 keg 57,552,000                         2 keg 63,307,200                         2 keg 69,637,920                         2 keg 76,601,712                         2 keg 84,261,883                         

22.7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 207,997,000.00 211,886,544 228,667,958 239,095,217 251,097,797

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

22.8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 526,300,000.00 536,141,810 578,604,241 604,988,595 635,359,022

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

22.9 Program peningkatan disiplin aparatur 13,400,000.00 13,650,580 14,731,706 15,403,472 16,176,726

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

22.10 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
4,324,000.00 4,404,859 4,753,724 4,970,493 5,220,012

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

23 KECAMATAN SERANGPANJANG 608,788,000 620,172,336 669,289,985 699,809,608 734,940,050

23.1
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
2,077,500 2,596,875 3,246,094 4,057,617 5,072,021 

1 Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangannya praktek prostitusi

2,077,500                           2,596,875                           3,246,094                           4,057,617                           5,072,021                           

23.2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
2,127,500 2,659,375 3,324,219 4,155,273 5,194,092 

1 Terlaksananya tentang Pembinaan Pencegahan dan 

Penanggulangan Bencana Alam

2,127,500                           2,659,375                           3,324,219                           4,155,273                           5,194,092                           

23.3 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6,120,000 7,650,000 9,562,500 11,953,125 14,941,406 

1 Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

3,555,000                           4,443,750                           5,554,688                           6,943,359                           8,679,199                           

2 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 2,565,000                           3,206,250                           4,007,813                           5,009,766                           6,262,207                           

23.4
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
7,145,000 8,931,250 11,164,063 13,955,078 17,443,848 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

1 Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

2 Persentase kehadiran pemangku 

kepentingan/stakeholder atau masyarakat dalam 

musrenbang

3 Terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa 2,170,000                           2,712,500                           3,390,625                           4,238,281                           5,297,852                           

4 Monitoring Hasil Musrenbang Kecamatan 37,000                                 46,250                                 57,813                                 72,266                                 90,332                                 

5 Pemberdayaan Perempuan/Tim Penggerak PKK 4,938,000                           6,172,500                           7,715,625                           9,644,531                           12,055,664                         

23.5
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
7,089,400.00 

7,221,972 7,793,952 8,149,356 8,558,454

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

2 Monitoring, Evaluasi Dana Desa

3 Evaluasi Rancangan APBDES

23.6
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
1,749,400.00 

1,782,114 1,923,257 2,010,958 2,111,908

1 Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa

23.7 Program Sosial Kemasyarakatan 139,331,200.00 

141,936,693 153,178,080 160,163,000 168,203,183

1 Upacara hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

68,516,500                         85,645,625                         107,057,031                      133,821,289                      167,276,611                      

2 Penyelenggaraan MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 21,250,000                         26,562,500                         33,203,125                         41,503,906                         51,879,883                         

3 Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris 21,042,500                         26,303,125                         32,878,906                         41,098,633                         51,373,291                         

4 Pembinaan Guru Ngaji 4,252,000                           5,315,000                           6,643,750                           8,304,688                           10,380,859                         

23.8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222,682,800.00 

226,846,968 244,813,248 255,976,732 268,826,764

Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

23.9 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 72,400,000.00 73,753,880 79,595,187 83,224,728 87,402,609

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik

23.10 Program peningkatan disiplin aparatur 13,500,000.00 13,752,450 14,841,644 15,518,423 16,297,448

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek

23.11
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
2,034,200.00 

2,072,240 2,236,361 2,338,339 2,455,724

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

24 KECAMATAN SUKASARI 595,389,000 606,522,774 654,559,378 684,407,286 718,764,531



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

24.1
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
5,425,200.00 

5,526,651 5,964,362 6,236,337 6,549,401

24.2 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3,300,000.00 

3,361,710 3,627,957 3,793,392 3,983,821

Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

7,402,500                           7,772,625                           8,161,250                           8,570,000                           8,990,500                           

24.3
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
8,726,000.00 

8,889,176 9,593,199 10,030,649 10,534,187

1 Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

12,600,000                         13,230,000                         13,891,500                         14,586,075                         15,315,379                         

2 Persentase kehadiran pemangku 

kepentingan/stakeholder atau masyarakat dalam 

musrenbang

9,450,000                           9,922,500                           10,418,625                         10,939,556                         11,500,000                         

24.4
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
3,100,000.00 

3,157,970 3,408,081 3,563,490 3,742,377

Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

21,000,000                         22,050,000                         23,152,500                         24,310,125                         25,525,631                         

24.5 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 2,260,000.00 

2,302,262 2,484,601 2,597,899 2,728,313

Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se-Kecamatan

3,706,500                           3,892,000                           4,086,600                           4,291,000                           4,505,500                           

24.6 Program Sosial Kemasyarakatan 127,920,000.00 

130,312,104 140,632,823 147,045,679 154,427,372

Upacara hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

54,600,000                         57,330,000                         60,196,500                         232,076,250                      243,680,060                      

Penyelenggaraan MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 24,150,000                         25,357,500                         26,625,375                         232,076,250                      243,680,060                      

24.7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 179,188,800.00 

182,539,631 196,996,769 205,979,822 216,320,009

24.8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 107,800,000.00 

109,815,860 118,513,276 123,917,482 130,138,139

24.9 Program peningkatan disiplin aparatur 8,750,000.00 

8,913,625 9,619,584 10,058,237 10,563,161

24.10
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
16,010,000.00 

16,309,387 17,601,090 18,403,700 19,327,566

24.11 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN)

1 Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

100% 100% 210,000,000                      100% 210,500,000                      100% 221,025,000                      100% 232,076,250                      100% 243,680,060                      

24.12
Program Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa

Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 21,000,000                         22,050,000                         23,152,500                         24,310,125                         25,525,631                         



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

24.13
Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan

Mengetahuinya tentang sarana dan prasarana 

persampahan di lingkungan

15,750,000                         16,537,500                         17,364,375                         18,232,594                         19,144,223                         

24.14 Program Pengentasan Kemiskinan

Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 924,000                               970,200                               1,018,710                           1,069,646                           1,123,127                           

24.15
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 

Ketertiban dan Keamanan

Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas 10,500,000                         11,025,000                         11,576,250                         12,155,063                         12,762,800                         

24.16
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal

Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas 2,730,000                           2,866,500                           3,009,825                           3,160,316                           3,296,816                           

24.17
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT)

Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangannya praktek prostitusi

2,835,000                           2,976,750                           3,125,588                           3,280,000                           3,444,000                           

24.18
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam

Terlaksananya tentang Pembinaan Pencegahan dan 

Penanggulangan Bencana Alam

2,835,000                           2,976,750                           3,125,588                           3,282,000                           3,446,100                           

24.19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat

Meningkatnya Pengetahuan tentang Kesehatan di 

masyarakat 

15,750,000                         16,537,500                         17,364,375                         18,232,594                         19,144,000                         

25 KECAMATAN TAMBAKDAHAN 688,432,200 701,305,882 756,849,308 791,361,636 831,087,991

25.1
Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal
330,000 363,000 399,300 439,230 483,153 

1 Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas 330,000                               363,000                               399,300                               439,230                               483,153                               

25.2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
451,000 496,100 545,710 600,281 660,309 

1 Terlaksananya tentang Pembinaan Pencegahan dan 

Penanggulangan Bencana Alam

451,000                               496,100                               545,710                               600,281                               660,309                               

25.3 Program Penataan Administrasi Kependudukan 7,678,000 8,445,800 9,290,380 10,219,418 11,241,360 

1 Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

7,678,000                           8,445,800                           9,290,380                           10,219,418                         11,241,360                         

25.4
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
2,432,100 2,675,310 2,942,841 3,237,125 3,560,838 

1 Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

353,100                               388,410                               427,251                               469,976                               516,974                               



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

2 Persentase kehadiran pemangku 

kepentingan/stakeholder atau masyarakat dalam 

musrenbang

2,007,500                           2,208,250                           2,429,075                           2,671,983                           2,939,181                           

3 Pemberdayaan Perempuan melalui Tim Penggerak PKK 71,500                                 78,650                                 86,515                                 95,167                                 104,683                               

25.5
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
561,000 617,100 678,810 746,691 821,360 

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

561,000                               617,100                               678,810                               746,691                               821,360                               

25.6 Program Pengentasan Kemiskinan 2,222,000 2,444,200 2,688,620 2,957,482 3,253,230 

1 Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 2,222,000                           2,444,200                           2,688,620                           2,957,482                           3,253,230                           

25.7
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
1,325,500 1,458,050 1,603,855 1,764,241 1,940,665 

1 Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 1,325,500                           1,458,050                           1,603,855                           1,764,241                           1,940,665                           

25.8 Program Sosial Kemasyarakatan 93,549,500 102,904,450 113,194,895 124,514,385 136,965,823 

1 Upacara hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

59,367,000                         65,303,700                         71,834,070                         79,017,477                         86,919,225                         

2 Penyelenggaraan MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 18,260,000                         20,086,000                         22,094,600                         24,304,060                         26,734,466                         

3 Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris 15,922,500                         17,514,750                         19,266,225                         21,192,848                         23,312,132                         

25.9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243,044,000.00 247,588,923 267,197,965 279,382,193 293,407,179

25.10 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 205,300,000.00 209,139,110 225,702,928 235,994,981 247,841,929

25.11 Program peningkatan disiplin aparatur 15,000,000.00 15,280,500 16,490,716 17,242,692 18,108,275

25.12
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
7,990,000.00 8,139,413 8,784,055 9,184,607 9,645,675

25.13 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) - 250,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

1 Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

40 40 60 250,000,000                      70 100,000,000                      75 100,000,000                      80 100,000,000                      

15.14
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT)

1 Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangannya praktek prostitusi

550,000                               605,000                               665,500                               732,050                               805,255                               

26 KECAMATAN KASOMALANG 795,599,900 810,477,618 874,667,445 914,552,281 960,462,806

26.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 7,548,000.00 

7,689,148 8,298,128 8,676,523 9,112,084



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

1 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi 

kependudukan

24 Set 24 Set 4,123,000                            24 Set 4,123,000                            24 Set 4,123,000                            24 Set 4,123,000                            24 Set 4,123,000                            

26.2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
36,538,000 38,691,800 38,691,800 38,691,800 38,691,800 

1 Pelaksanaan Musrenbang 100% 100% 15,000,000                          100% 15,000,000                          100% 15,000,000                          100% 15,000,000                          100% 15,000,000                          

2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Masyarakat Desa 2 Keg 2 Keg 6,126,000                             2 Keg 6,738,600                             2 Keg 6,738,600                             2 Keg 6,738,600                             2 Keg 6,738,600                             

3 Evaluasi dan Pembinaan  Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat (DMGR)

2 Keg 2 Keg 5,642,000                             2 Keg 6,206,200                             2 Keg 6,206,200                             2 Keg 6,206,200                             2 Keg 6,206,200                             

4 Monitoring Hasil Musrenbang Kecamatan 2 Keg 2 Keg 9,770,000                             2 Keg 10,747,000                          2 Keg 10,747,000                          2 Keg 10,747,000                          2 Keg 10,747,000                          

26.3
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
4,052,800 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

1

Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

100% 4,052,800 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 

26.4
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
5,854,000.00 

5,963,470 6,435,777 6,729,248 7,067,056

1 Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 2 5,854,000                            2 6,500,000                            2 6,500,000                            2 6,500,000                            2 6,500,000                            

26.5 Program Sosial Kemasyarakatan 74,917,500.00 

76,318,457 82,362,879 86,118,626 90,441,781

1 Upacara hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

4 90,000,000.00 4 90,000,000.00 4 65,000,000                         4 90,000,000.00 4 90,000,000.00

2 Penyelenggaraan MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 2 9,177,300.00 2 9,177,300.00 2 10,000,000                         2 10,000,000                         2 10,000,000                         

3 Penyelenggaraan hari jadi Kabupaten Subang dan Hari 

Jadi Kecamatan

26.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 230,105,500.00 

234,408,473 252,973,624 264,509,221 277,787,584

26.7 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 

1 Persiapan & Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) 
100% 75,000,000                  100% 75,000,000                  100% 75,000,000                  100% 75,000,000                  100% 75,000,000                  

26.8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 119,078,000.00 

121,304,759 130,912,095 136,881,687 143,753,148

26.9
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
17,761,000.00 

18,093,131 19,526,107 20,416,497 21,441,405

26.10
Program PengembanganData/ Informasi/Statistik 

Daerah

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi 

Statistik

24 Set 24 Set 4,123,000                            24 Set 4,123,000                            24 Set 4,123,000                            24 Set 4,123,000                            



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

26.11
Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan

Sosialisasi Pemeleliharaan Prasarana dan Sarana 

Persampahan

8 Keg 8,000,000                            8 Keg 8,000,000                            8 Keg 8,000,000                            8 Keg 8,000,000                            

26.12 Program Pengentasan Kemiskinan

Sosialisasi Program Percepatan dan Penanggulangan 

Pengentasan Kemiskinan

1 Keg 1 Keg 4,674,900                            1 Keg 4,674,900                            1 Keg 4,674,900                            1 Keg 4,674,900                            1 Keg 4,674,900                            

26.13
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 

Ketertiban dan Keamanan

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 

Ketertiban dan Keamanan

1 Keg 8,000,000                             1 Keg 8,000,000                             1 Keg 8,000,000                             1 Keg 8,000,000                             

26.14
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka 

pelaksanaan simkamswakarsa di daerah

1 6,830,600                            1 6,830,600                            1 6,830,600                            1 6,830,600                            1 6,830,600                            

26.15
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT)

Penyuluhan Pencegahan Peredaran Penggunaan 

Minuman Keras dan Narkoba

1 2,901,150.00 1 3,000,000.00 1 3,000,000.00 1 3,000,000.00 1 3,000,000.00

26.16
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam

Pemantauan dan Penyebar Luasan Informasi Potensi 

Bencana Alam

1 3,247,400.00                       1 4,000,000                             1 4,000,000                             1 4,000,000                             1 4,000,000                             

26.17
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat

Sosialisasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat

8 8,000,000                             8 8,000,000                             8 8,000,000                             8 8,000,000                             

26.18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa

Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

27 KECAMATAN DAWUAN 1,404,725,460 1,430,993,826 1,544,328,537 1,614,749,918 1,695,810,364

27.1
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530 

1 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

27.2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530 

1 Terlaksananya tentang pembinaan pencegahan dan 

penanggulangan bencana alam
80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

27.3 Program Penataan Administrasi Kependudukan 7,788,000 8,566,800 9,423,480 10,365,828 11,402,411 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

1 Jumlah Dokumen Laporan Kependudukan (LAMPID) 

Kecamatan
9 buku 9 buku 7,788,000                           9 buku 8,566,800                           9 buku 9,423,480                           9 buku 10,365,828                         9 buku 11,402,411                         

27.4
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
7,616,400 8,378,040 9,215,844 10,137,428 11,151,171 

1 Prosentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

50% 60% 2,444,200                           70% 2,688,620                           80% 2,957,482                           90% 3,253,230                           100% 3,578,553                           

2 Prosentase kehadiran pemangku kepentingan / 

stakeholder atau masyarakat dalam musrenbang

90% 92% 5,172,200                           94% 5,689,420                           96% 6,258,362                           98% 6,884,198                           100% 7,572,618                           

27.5
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
9,900,000 10,890,000 11,979,000 13,176,900 14,494,590 

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

9 desa 9 desa 9,900,000                           9 desa 10,890,000                         9 desa 11,979,000                         9 desa 13,176,900                         9 desa 14,494,590                         

27.6 Program Pengentasan Kemiskinan 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000 16,105,100 

1 Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 80% 84% 11,000,000                         88% 12,100,000                         92% 13,310,000                         96% 14,641,000                         100% 16,105,100                         

27.7
Program Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
3,247,200 3,571,920 3,929,112 4,322,023 4,754,226 

1 Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 9 desa 9 desa 3,247,200                           9 desa 3,571,920                           9 desa 3,929,112                           9 desa 4,322,023                           9 desa 4,754,226                           

27.8 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 7,788,000 8,566,800 9,423,480 10,365,828 11,402,411 

1 Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se Kecamatan
9 buku 9 buku 7,788,000                           9 buku 8,566,800                           9 buku 9,423,480                           9 buku 10,365,828                         9 buku 11,402,411                         

27.9 Program Sosial Kemasyarakatan 155,290,630 170,819,693 187,901,662 206,691,829 227,361,011 

1 Upacara Hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

3 keg 3 keg 97,738,630                         3 keg 107,512,493                      3 keg 118,263,742                      3 keg 130,090,117                      3 keg 143,099,128                      

2 Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat 

kabupaten

2 keg 2 keg 57,552,000                         2 keg 63,307,200                         2 keg 69,637,920                         2 keg 76,601,712                         2 keg 84,261,883                         

27.10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 179,005,000.00 

182,352,394 196,794,703 205,768,542 216,098,122

27.11 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 783,140,000.00 

797,784,718 860,969,268 900,229,466 945,420,985

27.12 Program peningkatan disiplin aparatur 19,920,000.00 

20,292,504 21,899,670 22,898,295 24,047,790

27.13
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
4,200,000.00 

4,278,540 4,617,400 4,827,954 5,070,317

28 KECAMATAN PAGADEN BARAT 2,010,091,930 2,047,680,649 2,209,856,956 2,310,626,434 2,426,619,881

28.1
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
77,400,000 77,400,000 77,400,000 77,400,000 77,400,000 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

1 Prosentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

80% 84% 77,400,000.00                   88% 77,400,000.00                   92% 77,400,000.00                   96% 77,400,000.00                   100% 77,400,000.00                   

28.2
Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530 

1 Prosentase penurunan jumlah gangguan 80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

28.3
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530 

1 Prosentase penurunan jumlah gangguan kamtibmas 80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

28.4
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
3,300,000 3,630,000 3,993,000 4,392,300 4,831,530 

1 Terlaksananya tentang pembinaan pencegahan dan 

penanggulangan bencana alam
80% 84% 3,300,000                           88% 3,630,000                           92% 3,993,000                           96% 4,392,300                           100% 4,831,530                           

28.5 Program Penataan Administrasi Kependudukan 7,788,000 8,566,800 9,423,480 10,365,828 11,402,411 

1 Jumlah Dokumen Laporan Kependudukan (LAMPID) 

Kecamatan
9 buku 9 buku 7,788,000                           9 buku 8,566,800                           9 buku 9,423,480                           9 buku 10,365,828                         9 buku 11,402,411                         

28.6
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
7,616,400 8,378,040 9,215,844 10,137,428 11,151,171 

1 Prosentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

50% 60% 2,444,200                           70% 2,688,620                           80% 2,957,482                           90% 3,253,230                           100% 3,578,553                           

2 Prosentase kehadiran pemangku kepentingan / 

stakeholder atau masyarakat dalam musrenbang

90% 92% 5,172,200                           94% 5,689,420                           96% 6,258,362                           98% 6,884,198                           100% 7,572,618                           

28.7
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
9,900,000 10,890,000 11,979,000 13,176,900 14,494,590 

1 Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

9 desa 9 desa 9,900,000                           9 desa 10,890,000                         9 desa 11,979,000                         9 desa 13,176,900                         9 desa 14,494,590                         

28.8 Program Pengentasan Kemiskinan 11,000,000 12,100,000 13,310,000 14,641,000 16,105,100 

1 Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 80% 84% 11,000,000                         88% 12,100,000                         92% 13,310,000                         96% 14,641,000                         100% 16,105,100                         

28.9 Program Sosial Kemasyarakatan 115,618,000 

117,780,057 127,108,237 132,904,373 139,576,172 

1 Upacara Hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

3 keg 3 keg 97,738,630                         3 keg 107,512,493                      3 keg 118,263,742                      3 keg 130,090,117                      3 keg 143,099,128                      

2 Penyelenggaraan MTQ tingkat kecamatan dan tingkat 

kabupaten

2 keg 2 keg 57,552,000                         2 keg 63,307,200                         2 keg 69,637,920                         2 keg 76,601,712                         2 keg 84,261,883                         

29.10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263,539,250 196,499,700 298,499,700 298,499,700 298,499,700 

1 Persentasi Pemenuhan Layanan Administrasi 

Perkantoran 

100% 100% 263,539,250                      100% 196,499,700                      100% 298,499,700                      100% 298,499,700                      100% 298,499,700                      



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

29.11 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) 77,400,000 77,400,000 77,400,000 77,400,000 77,400,000 

1 Prosentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

80% 84% 77,400,000.00                   88% 77,400,000.00                   92% 77,400,000.00                   96% 77,400,000.00                   100% 77,400,000.00                   

29.12 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 379,500,000 594,225,000 144,225,000 194,225,000 194,225,000 

Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik 100% 100% 379,500,000                      100% 594,225,000                      100% 144,225,000                      100% 194,225,000                      100% 194,225,000                      

29.13 Program peningkatan disiplin aparatur 17,400,000 17,400,000 17,400,000 17,400,000 17,400,000 

Persentase  aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek 100% 100% 17,400,000                         100% 17,400,000                         100% 17,400,000                         100% 17,400,000                         100% 17,400,000                         

29.14 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur -

- - - -

29.15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
16,296,000 16,296,000 16,296,000 16,296,000 16,296,000 

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang dilaksanakan tepat waktu

100% 100% 16,296,000                         100% 16,296,000                         100% 16,296,000                         100% 16,296,000                         100% 16,296,000                         

29 KECAMATAN CIATER 600,249,500 611,474,166 659,902,920 689,994,493 724,632,216

29.1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6,120,000 7,650,000 9,562,500 11,953,125 14,941,406 

1 Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

100% 3,555,000                           100% 4,443,750                           100% 5,554,688                           100% 6,943,359                           100% 8,679,199                           

2 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 100% 2,565,000                           100% 3,206,250                           100% 4,007,813                           100% 5,009,766                           100% 6,262,207                           

29.2
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
7,145,000 8,931,250 11,164,063 13,955,078 17,443,848 

1 Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

2 Persentase kehadiran pemangku 

kepentingan/stakeholder atau masyarakat dalam 

musrenbang

3 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 100% 2,170,000                           100% 2,712,500                           100% 3,390,625                           100% 4,238,281                           100% 5,297,852                           

4 Monitoring Hasil Musrenbang Kecamatan 100% 37,000                                 100% 46,250                                 100% 57,813                                 100% 72,266                                 100% 90,332                                 

5 Pemberdayaan Perempuan/Tim Penggerak PKK 100% 4,938,000                           100% 6,172,500                           100% 7,715,625                           100% 9,644,531                           100% 12,055,664                         



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

29.3 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 4,566,000 5,707,500 7,134,375 8,917,969 11,147,461 

1 Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se-Kecamatan

100% 4,566,000                           100% 5,707,500                           100% 7,134,375                           100% 8,917,969                           100% 11,147,461                         

29.4 Program Sosial Kemasyarakatan 115,061,000 143,826,250 179,782,813 224,728,516 280,910,645 

1 Upacara hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

100% 68,516,500                         100% 85,645,625                         100% 107,057,031                      100% 133,821,289                      100% 167,276,611                      

2 Penyelenggaraan MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 100% 21,250,000                         100% 26,562,500                         100% 33,203,125                         100% 41,503,906                         100% 51,879,883                         

3 Pameran Pembangunan dan Pawai Alegoris 100% 21,042,500                         100% 26,303,125                         100% 32,878,906                         100% 41,098,633                         100% 51,373,291                         

4 Pembinaan Guru Ngaji 100% 4,252,000                           100% 5,315,000                           100% 6,643,750                           100% 8,304,688                           100% 10,380,859                         

29.5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

178,405,500.00 181,741,683 196,135,624 205,079,409 215,374,395

100% 86,220,000                         100% 99,198,396                         100% 66,358,799                         100% 74,616,123                         100% 84,753,891                         

29.6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 28,740,000 33,066,132 13,588,350 14,207,978 14,921,219 

100% 28,740,000                         100% 33,066,132                         100% 13,588,350                         100% 14,207,978                         100% 14,921,219                         

29.7 Program peningkatan disiplin aparatur

8,400,000.00 8,557,080 9,234,801 9,655,908 10,140,634

100% 1,980,000                           100% 2,017,026                           100% 2,176,774                           100% 2,276,035                           100% 2,390,292                           

29.8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan

1,980,000.00 2,017,026 2,176,774 2,276,035 2,390,292

1 16,380,000.00 1 20,475,000 1 25,593,750 1 31,992,188 1 39,990,234

29.9 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN)

Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

29.10
Program Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa

Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa

29.11
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
2,147,000 2,683,750 3,354,688 4,193,359 5,241,699 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

100% 2,147,000                           100% 2,683,750                           100% 3,354,688                           100% 4,193,359                           100% 5,241,699                           

Monitoring, Evaluasi Dana Desa 100% -                                             100% -                                             100% -                                             100% -                                             100% -                                             

Evaluasi Rancangan APBDES 100% -                                             100% -                                             100% -                                             100% -                                             100% -                                             

29.12
Program Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan

Mengetahuinya tentang sarana dan prasarana 

persampahan di lingkungan
100% 15,000,000                  100% 18,750,000                  100% 23,437,500                  100% 29,296,875                  100% 36,621,094                  

29.13
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 

Ketertiban dan Keamanan

Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas

29.14
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal

Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas 100% 3,082,500                           100% 3,853,125                           100% 4,816,406                           100% 6,020,508                           100% 7,525,635                           

29.15
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT)

Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangannya praktek prostitusi

100% 2,077,500                           100% 2,596,875                           100% 3,246,094                           100% 4,057,617                           100% 5,072,021                           

29.16
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam

Terlaksananya tentang Pembinaan Pencegahan dan 

Penanggulangan Bencana Alam

100% 2,127,500                           100% 2,659,375                           100% 3,324,219                           100% 4,155,273                           100% 5,194,092                           

29.17
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat

Meningkatnya Pengetahuan tentang Kesehatan di 

masyarakat 

30 KECAMATAN PUSAKAJAYA 957,129,600 975,027,924 1,052,250,135 1,100,232,741 1,155,464,425

30.1
Program peningkatan pemberantasan penyakit 

masyarakat (pekat)
7,903,000 8,693,300 9,562,630 10,518,893 11,570,782 

Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya 

pencegahan berkembangannya praktek prostitusi

74 7,903,000                           78 8,693,300                           82 9,562,630                           86 10,518,893                         90 11,570,782                         

30.2
Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan 

tindak kriminal
6,153,000 6,768,300 7,445,130 8,189,643 9,008,607 

Persentase penurunan jumlah gangguan Kamtibmas 83 6,153,000                           85 6,768,300                           87 7,445,130                           90 8,189,643                           93 9,008,607                           

30.3
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban 

bencana alam
4,030,000 4,433,000 4,876,300 5,363,930 5,900,323 

Terlaksananya tentang Pembinaan Pencegahan dan 

Penanggulangan Bencana Alam

55 4,030,000                           58 4,433,000                           61 4,876,300                           64 5,363,930                           68 5,900,323                           



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

30.4 Program Penataan Administrasi Kependudukan 4,300,000 4,730,000 5,203,000 5,723,300 6,295,630 

Jumlah Dokumen Laporan Informasi Kependudukan 

(LAMPID) Kecamatan

40% 4,300,000                           40% 4,730,000                           40% 5,203,000                           40% 5,723,300                           40% 6,295,630                           

30.5
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa
20,214,000 22,235,400 24,458,940 26,904,834 29,595,317 

1 Persentase usulan desa yang diakomodir dalam berita 

acara musrenbang kecamatan

64 16,212,000                         68 17,833,200                         72 19,616,520                         76 21,578,172                         80 23,735,989                         

2 Persentase kehadiran pemangku 

kepentingan/stakeholder atau masyarakat dalam 

musrenbang

80 4,002,000                           82 4,402,200                           84 4,842,420                           86 5,326,662                           5,859,328                           

30.6
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 

desa
4,150,000 4,565,000 5,021,500 5,523,650 6,076,015 

Pembinaan aparatur pemerintahan Desa di bidang 

manajemen pemerintahan desa

75 4,150,000                           80 4,565,000                           85 5,021,500                           90 5,523,650                           95 6,076,015                           

30.7 Program Pengentasan Kemiskinan 1,560,000.00 1,589,172 1,715,034 1,793,240 1,883,261

1 Tercapainya rapat sosialisasi tentang kemiskinan 60 1,565,000                           65 1,721,500                           70 1,893,650                           75 2,083,015                           80 2,291,317                           

30.8 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 3,121,000 3,433,100 3,776,410 4,154,051 4,569,456 

Jumlah Dokumen data statistik (monografi kecamatan) 

dan Profil Desa se-Kecamatan

81 Dokumen 3,121,000                           81 Dokumen 3,433,100                           81 Dokumen 3,776,410                           81 Dokumen 4,154,051                           81 Dokumen 4,569,456                           

30.9 Program Sosial Kemasyarakatan 166,640,000 183,304,000 201,634,400 221,797,840 243,977,624 

1 Upacara hari besar nasional dan hari besar islam, hari 

besar jadi kabupaten subang

64 109,825,000                      68 120,807,500                      72 132,888,250                      76 146,177,075                      80 160,794,783                      

2 Penyelenggaraan MTQ TK. Kec. Dan TK. Kabupaten 64 56,815,000                         68 62,496,500                         72 68,746,150                         76 75,620,765                         80 83,182,842                         

30.10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182,992,600.00 186,414,562 201,178,595 210,352,339 220,912,026

30.11 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 112,440,000 123,684,000 136,052,400 149,657,640 164,623,404 

Mengetahuinya tentang sarana dan prasarana Aparatur 

di Sekitarnya

35 112,440,000                      40 123,684,000                      50 136,052,400                      55 149,657,640                      60 164,623,404                      

30.12 Program peningkatan disiplin aparatur 46,400,000 51,040,000 56,144,000 61,758,400 67,934,240 

Presentase Fasilitas Penunjang Peningkatan Disiplin 

Aparatur

46,400,000                         51,040,000                         56,144,000                         61,758,400                         67,934,240                         

30.13
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 

capaian kinerja dan keuangan
20,310,000 22,341,000 24,575,100 27,032,610 29,735,871 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

No Bidang Urusan Pemerintahan dan Program (outcome) Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 

Kinerja Awal 

RPJMD (2018)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja Akhir RPJMD Tahun 

2023Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

 Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

255 20,310,000                         260 22,341,000                         265 24,575,100                         270 27,032,610                         275 29,735,871                         

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan (PATEN) - 250,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 

Persentase penyelesaian Pelayanan Administrasi 

Perijinan Terpadu Kecamatan (PATEN) tepat waktu

40% 60% 250,000,000                      70% 100,000,000                      75% 100,000,000                      80% 100,000,000                      

Program Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan 

Desa
- 5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 

Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa 80 82 5,000,000                           84 5,500,000                           86 6,050,000                           88 6,655,000                           
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     BAB VIII 
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

 
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang 
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala 
daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan 
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan 
menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.  
Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel T-C.17 
sebagai berikut: 

 
8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

Dalam bab ini disajikan tabel penetapan indikator kinerja daerah yang 
bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian 
visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi 
Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) 
pada akhir periode masa jabatan.  

Selanjutnya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah disajikan 
pada Tabel 8.1, sedangkan  penetapan Indikator kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci disajikan pada Tabel 8.2. 
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Tabel 8.1  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

KABUPATEN SUBANG 

No Indikator 
CAPAIAN TARGET KINERJA 

2019 2020 2021 2022 2023 
1 Nilai Evaluasi AKIP BB          (SKOR 

73.50) 
BB            

(SKOR 77.50) 
BB              

(SKOR 80.00) 
A            

(SKOR 
82.50) 

A            (SKOR 
85.00) 

2 Nilai EKPPD Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 
3 Tingkat Muturitas SPIP Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 
4 Opini BPK terhadap 

laporan keuangan 
WTP WTP WTP WTP WTP 

5 Persentase PAD Dalam 
Satu Tahun 

7.5% 10% 12% 15% 20% 

6 Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Baik Baik Baik Baik Baik 

7 Jumlah RDTR yang di 
Perdakan. 

1 Perda 3 Perda 4 Perda 5 Perda 6 Perda 

8 Persentase ruas jalan 
kabupaten dalam 
kondisi baik 

58.00 63.00 68.00 73.00 78.00 

9 Persentase Jembatan 
dalam kondisi baik 

56.00 61.00 66.00 71.00 76.00 

10 Cakupan Ketersediaan 
Rumah Layak Huni 

72,21% 72,78% 73,75% 73,92% 74,49% 

11 Persentase rumah 
tangga pengguna air 
bersih) 

95.30 96.10 96.90 97.70 98.50 

12 Persentase irigasi dalam 
kondisi baik 

67.00 72.00 77.00 82.00 87.00 

13 Persentase 
pembentukan BUMDes 
per Desa 

50% 60% 70% 80% 90% 

14 Indek Pembangunan 
Manusia (IPM) 

     

15 Prosentase Pemuda 
Yang Berprestasi 

     

16 Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) 

77.87% 78.68% 79.5% 80.5% 81.65% 

17 Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

7.44% 7.43% 7.42% 7.4% 7.3% 

18 Jumlah PMKS yang 
tertangani 

1,771 Orang 1,801 Orang 1,801 Orang 1,801 Orang 1,975 Orang 

19 Indeks Pemberdayaan 
Gendre 

     

20 Laju Pertumbuhan 
Penduduki (LPP) 

0.82 0.8 0.78 0.76 0.74 

21 Jumlah produksi padi 1,269,732  ton 1.282.429 ton 1.295.253  ton 1308205 ton 1.308.205  ton 
22 Skor Pola Pangan 

Harapan 
87 89 91 93 95 

 
23 Jumlah produksi ikan 

budi daya 
50227.69 Ton 51483.38 Ton 52770.47 Ton 54089.72 

Ton 
55441.97 Ton 

24 Jumlah Produksi Ternak      
25 Nilai Investasi PMDN 2,188.45 M 2,516.72 M 2,894.22 M 3,328.36 M 3,827.61 M 
26 Nilai Investasi PMA 7,473.4 M 8,220.74 M 9,042.81 M 9,947.10 M 10,941.80 M 
27 Jumlah kunjungan 

wisatawan 
5.800.000 

Orang 
5.900.000 

Orang 
6.000.000 

Orang 
6.100.000 

Orang 
6.100.000 

Orang 
28 Persentase Seni dan 

budaya lokal yang di 
lestarikan 

     

29 CRR (Cost Recovery 
Rate) 

77.9 78 78.1 78.2 78.3 

30 Penanganan Sampah 
Perkotaan 

94.00% 95.00% 96.00% 97.00% 98.00% 

31 Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

          58,140            59,302            60,488            61,698            62,932  

32 Persentase Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 
Perkotaan 

34.20% 36.00% 37.00% 38.00% 39.00% 

33 Indeks Resiko Bencana      
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Tabel 8.2  
PENETAPAN IDIKATOR KINERJA DAERAH ( IKD ) 

TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023 

No 

Aspek/Fokus/ 
Bidang 

urusan/Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

 
Target Capaian 

 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

         

A 
ASPEK 
KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT 

       

1 
Pertumbuhan PDRB 
Atas Harga Konstan 

5.23% 5.36% 5.49% 5.63% 5.76% 5.89% 5.89% 

2 

PDRB per kapita 
(atas dasar harga 
konstan) 

16,963,180 17,322,427 17,674,546 18,019,747 18,358,232 18,358,232 16,963,180 

3 Indeks Gini 0.34 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.34 

4 

Indeks 
Pembangunan 
Manusia (IPM) 

68.3 68.88 69.47 70.05 70.64 71.23 71.23 

5 
Persentase 
penduduk miskin 

10.45 10.13 9.83 9.53 9.25 8.97 8.97 

6 
Laju Pertumbuhan 
Penduduk (LPP) 

       

7 Indeks Pendidikan        

8 
Harapan Lama 
Sekolah (HLS) 

 99,63 %      

9 
Indek Kesehatan 
Masyarakat 

       

10 
Jumlah Kematian 
Ibu 

24 Kasus 24 Kasus 22 Kasus 21 Kasus 13 Kasus 12 Kasus 24 Kasus 

12 
Jumlah Kematian 
Bayi 

116 116 111 106 67 61 61 

13 
Prevalensi Balita 
Kurang Gizi 

3.10% 3.10% 2.98% 2.83% 1.81% 1.63% 1.63% 

14 
Jumlah Angkatan 
Kerja 

       

15 
Rasio penduduk 
yang bekerja 

       

16 

Indeks 
Pembangunan 
Gender 

90.2 90.25 90.27 90.29 90.5 90.55 90.55 

17 

Indeks 
Pemberdayaan 
Gender 

63.23 63.5 63.65 63.75 63.85 63.85 63.85 

18 
Indeks Reformasi 
Birokrasi 

       

19 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 

20 

Opini BPK atas 
Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah 

WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

21 Skor PPH 90 87 89 91 93 95 95 

22 

Kontribusi sektor 
pertanian terhadap 
PDRB  

       

23 

Kontribusi sektor 
perdagangan 
terhadap PDRB  

       

24 

Kontribusi sektor 
industri terhadap 
PDRB (tanpa migas 

       

27 

Kontribusi 
Pariwisata 
Terhadap PDRB 

       

         

B 

ASPEK 
PELAYANAN 
UMUM 

       

a 

Urusan 
Pemerintahan 
Wajib Terkait 
Pelayanan Dasar 

       

1) PENDIDIKAN        

28 
Angka Partisipasi 
Sekolah 

46.77 58.54 58.71 59.21 59.21 59.97 59.97 

29 
Angka partisipasi 
kasar (APK) Paud 

105.18 110.64 111.25 113.16 113.16 116.08 116.08 

30 Angka partisipasi 105.01 114.24 118.55 116.39 116.39 118.09 118.09 
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No 

Aspek/Fokus/ 
Bidang 

urusan/Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

 
Target Capaian 

 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

         
kasar (APK) SD 

31 
Angka partisipasi 
kasar (APK) SMP 

95 98.45 98.65 99.53 99.53 100 100 

32 
Angka Partisipasi 
Murni (APM) SD 

81.82 90.76 93.13 94.73 94.73 98.62 98.62 

33 
Angka Partisipasi 
Murni (APM) SMP 

46.77 58.54 58.71 59.21 59.21 59.97 59.97 

         

 
Rasio Guru 
Terhadap Murid 

       

35 

Persentase Guru 
SD/MI 
berkualifikasi 
pendidikan minimal 
D-IV/S-1 

80,08 %       

36 

Persentase Guru 
SMP/MTs 
berkualifikasi 
pendidikan minimal 
D-IV/S-1 

89,88 %       

37 

Persentase Guru 
TK/PAUD 
berkualifikasi 
pendidikan minimal 
D-IV/S-1 

42%       

         

 
Angka Putus 
Sekolah 

       

38 

Angka Putus 
Sekolah (APS)  
SD/MI 

0,01 %       

39 

Angka Putus 
Sekolah (APS)  
SMP/MTs 

0,05 %       

         
 Angka Kelulusan        

40 
Angka Kelulusan 
(AL) SD/MI 

       

41 
Angka Kelulusan 
(AL) SMP/MTs 

       

         

 

Angka 
Melanjutkan 
Pendidika 

       

42 
Angka Melanjutkan 
(AM) SD ke SMP 

       

43 

Angka Melanjutkan 
(AM) SMP ke 
SMA/SMK 

       

         
2) KESEHATAN        

44 
Rasio Posyandu per 
satuan balita 

       

45 

Rasio 
Puskesmas/Puskem
as Keliling per 
satuan penduduk 

       

46 Kader Kesehatan        

47 
Jumlah ODHA 
tertangani 

       

48 

Rasio Rumah Sakit 
per satuan 
penduduk  

       

         

3) 
PEKERJAAN UMUM 
DAN TATA RUANG 

       

49 
Persentase jalan 
dalam kondisi baik 

54.00 62.50 71.00 79.50 88.00 95.00  

50 

Persentase 
jembatan dalam 
kondisi baik 

52.00 62.50 71.00 79.50 88.00 95.00  

51 

Persentase 
ketersediaan air 
irigasi 

62.50 68.00 73.50 79.00 84.50 90.00  

52 

Persentase 
ketersediaan air 
baku untuk 
kebutuhan pokok 
minimal sehari-hari 

94.44 95.30 96.10 96.90 97.70 98.50  

53 Jumlah Pengelola 133 Desa 153 Desa 173 Desa 193 Desa 213 Desa 233 Desa 233 Desa 
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Bab VIII : Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah VIII-5 

 

No 

Aspek/Fokus/ 
Bidang 

urusan/Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

 
Target Capaian 

 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

         
SPAM 

54 

Persentase ruang 
terbuka hijau (RTH) 
perkotaan minimal 
sebesar 30% dari 
luas wilayah 
kota/kawasan 
perkotaan 

35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00  

         

4) 

PERUMAHAN 
UMUM DAN 
KAWASAN 
PEMUKIMAN 

       

55 

Cakupan 
Ketersediaan 
Rumah Layak Huni 

5.840 Unit 2.000 Unit 2.000 Unit 2.000 Unit 2.000 Unit 2.000 Unit 2.000 Unit 

56 

Prosentase 
berkurangnya 
luasan Permukiman 
Kumuh di Kawasan 
Perkotaan 

83.73 100 100 100 100 100 100 

57 

Cakupan lingkungan 
permukiman yang 
didukung 
Prasarana, Sarana, 
dan Utillitas Umum 
(PSU) 

54 55 56 57 58 59 59 

         

5) 

KETENTERAMAN 
DAN KETERTIBAN 
UMUM SERTA 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

       

58 
Persentase 
penegakan PERDA  

80% 83% 85% 87% 90% 95% 95% 

59 

Rasio petugas 
perlindungan 
masyarakat 
(linmas) 

2530 Orang 2530 Orang 2530 Orang 2530 Orang 2530 Orang 2530 Orang 2530 Orang 

60 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana 
pencegahan dan 
penanggulangan 
kebakaran yang 
memadai 

20 Buah 40 Buah 60 Buah 80 Buah 100 Buah 120 Buah 120 Buah 

         

6) 
PENANGULANGAN 
BENCANA DAERAH 

       

61 

Jumlah Daerah 
rawan bencana 
yang sudah  
terpetakan 

0 15 Titik 15 Titik 15 Titik 15 Titik 16 Titik 76 Titik 

62 

Jumlah 
Rekonstruksi Pasca 
Bencana 

       

63 

Jumlah peralatan 
dan logistik 
kebencanaan 

       

         
7) SOSIAL        

64 
Jumlah (PMKS) 
yang tertangani 

       

65 

Penurunan 
prevalensi pengidap 
HIV AIDS 

       

66 

Persentase 
penyandang 
masalah 
kesejahteraan sosial 
(PMKS) yang 
memperoleh 
bantuan sosial 

100%       

67 

Persentase 
penyandang 
masalah 
kesejahteraan sosial 
(PMKS) yang 
mendapat 
pemberdayaan 

       

         
b URUSAN WAJIB        
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No 

Aspek/Fokus/ 
Bidang 

urusan/Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

 
Target Capaian 

 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

         
NON PELAYANAN 
DASAR 

1) 

TENAGA KERJA 
DAN 
TRANSMIGRASI 

       

68 
Tingkat partisipasi 
angkatan kerja  

76.87% 77.87% 78.68% 79.50% 80.50% 81.65% 81.65% 

69 

Tingkat 
pengangguran 
terbuka  

7.45% 7.44% 7.43% 7.42% 7.40% 7.30% 7.30% 

         

2) 
KETAHANAN 
PANGAN 

       

70 

Tingkat 
ketersediaan energi 

128.5 
Kkal/kapita

/hari 

125.4 
Kkal/kapita

/hari 

122.5 
Kkal/kapita

/hari 

118.6 
Kkal/kapita

/hari 

115.6 
Kkal/kapita

/hari 

110.7 
Kkal/kapita

/hari 

110.7 
Kkal/kapita

/hari 

71 

Tingkat 
ketersediaan 
protein 

166.3 
Gram/Kapit

a/Hari 

158.1 
Gram/Kapit

a/Hari 

152.3 
Gram/Kapit

a/Hari 

149.5 
Gram/Kapit

a/Hari 

145.8 
Gram/Kapit

a/Hari 

142.1 
Gram/Kapit

a/Hari 

142.1 
Gram/Kapit

a/Hari 

72 

Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah 
Kab. Subang 

50 Ton 100 Ton 100 Ton 100 Ton 100 Ton 100 Ton 100 Ton 

         

3) 
LINGKUNGAN 
HIDUP 

       

73 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 
(IKLH) 

57 57 57 58 58 58 58 

74 

Persentase 
Penanganan 
sampah di 
perkotaan 

93% 94% 95% 96% 97% 98% 98% 

75 

Cakupan 
Penanganan 
Wilayah 
Penghijauan dan 
Pelestarian sumber 
mata air 

30 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 50 ha 

76 

Jumlah Pencinta 
Komunitas 
Lingkungan Hidup 

       

77 
Penyediaan TPA 
dan TPST 

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 

         

4) 

KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN 
SIPIL 

       

78 

Ketersediaan 
database 
kependudukan 
skala kabupaten 

ada ada ada ada ada ada ada 

79 

Cakupan layanan 
kependudukan 
tingkat kecamatan 

ada ada ada ada ada ada ada 

         

5) 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
DAN DESA 

       

80 

Pengelolaan 
Keuangan Desa 
melalui Aplikasi 
Siskeudes (Atau 
nama Lain) 

60 Desa 155 Desa 170 Desa 185 Desa 215 Desa 245 Desa 245 Desa 

81 

Persentase swadaya 
masyarakat 
terhadap program 
pemberdayaan 
masyarakat 

6% 10% 15% 20% 25% 30% 30% 

82 

Persentase 
pembentukan dan 
pemberdayaan 
BUMDes 

       

83 Jumlah desa tematik        
         

6) 

PENGENDALIAN 
PENDUDUK, 
KELUARGA 
BERENCANA, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN 
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Bab VIII : Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah VIII-7 

 

No 

Aspek/Fokus/ 
Bidang 

urusan/Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

 
Target Capaian 

 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

         
ANAKA 

84 

Jumlah Perempuan 
di Lembaga 
Pemerintah  

       

85 

Persentase 
Partisipasi 
Perempuan di 
Lembaga 
Pemerintah 

       

86 

Partisipasi 
Angkatan Kerja 
Perempuan  

       

87 
Jumlah kader KB 
tingkat desa 

       

88 
Jumlah kecamatan 
Layak Anak 

       

         

7) 
DINAS 
PERHUBUNGAN 

       

89 
Jumlah Trayek 
Angkutan Umum 

 74 Lintasan 74 Lintasan 74 Lintasan 74 Lintasan 74 Lintasan 74 Lintasan 

90 
Jumlah Warning 
Light 

 11 Tiang 11 Tiang 12 Tiang 13 Tiang 14 Tiang 15 Tiang 

91 
Jumlah Rambu-
Rambu Jalan 

 128 Buah 128 Buah 130 Buah 132 Buah 134 Buah 136 Buah 

92 
Jumlah Marka 
Jalan 

 2438 m' 2438 m' 2448 m' 2458 m' 2468 m' 2478 m' 

93 
Jumlah Pagar 
Pengaman Jalan 

 52 m' 52 m' 55 m' 58 m' 61 m' 64 m' 

94 Jumlah PJU  120 Titik 120 Titik 121 Titik 122 Titik 123 Titik 124 Titik 
         

8) 
KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

       

95 

Persentase OPD 
yang sudah 
menerapkan 
aplikasi terintegrasi 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

96 

Peningkatan Jumlah 
Layanan Publik 
Berbasis Elektronik 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

97 
Jumlah pelaksanan 
pameran/expo 

1 Kali 2 Kali 3 Kali 4 Kali 5 Kali 6 Kali 6 Kali 

98 
Jumlah jaringan wifi 
kecamatan 

       

         

9) 

KOPERASI, UMKM, 
PERDAGANGAN 
DAN 
PERINDUSTRIAN 

       

99 

Persentase 
peningkatan Sisa 
Hasil Usaha 

3.50% 4.00% 4.50% 5.00% 5.50% 6.00% 6.00% 

100 

Persentase 
peningkatan Omzet 
UMKM 

2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 4.50% 

101 
Jumlah koperasi 
berkualitas 

       

102 

Persentase 
terciptanya 
stabilitas harga di 
pasaran 

10% 15% 20% 25% 30% 35% 35% 

103 

Persentase 
Pertumbuhan dan 
peningkatan Usaha 
Pelaku Industri 

52% 55% 57% 60% 63% 65% 65% 

104 
Jumlah revitalisasi 
pasar  

       

         

10) 

PENANAMAN 
MODAL DAN 
PELAYANAN 
TERPADU SATU 
PINTU 

       

105 
Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Indeks 3         
(80%) 

Indeks 3         
(81%) 

Indeks 3         
(82%) 

Indeks 3         
(84%) 

Indeks 3         
(85%) 

Indeks 3         
(86%) 

Indeks 3         
(86%) 

106 
Nilai Investasi 
PMDN 

1,903 M 2,188.45 M 2,516.72 M 2,894.22 M 3,328.36 M 3,827.61 M 3,827.61 M 

108 Nilai Investasi PMA 6,794 M 7,473.4 M 8,220.74 M 9,042.81 M 9,947.10 M 10,941.80 M 10,941.80 M 
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No 

Aspek/Fokus/ 
Bidang 

urusan/Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

 
Target Capaian 

 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

         

11) 
KEARSIPAN DAN 
PERPUSTAKAAN 

       

109 
Jumlah OPD yang 
menerapkan e-arsip  

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 

110 

Jumlah Koleksi 
buku yang tersedia 
di Perpustakaan 
daerah 

7 paket 
buku 

7 paket 
buku 

7 paket 
buku 

7 paket 
buku 

7 paket 
buku 

7 paket 
buku 

35 paket 
buku 

111 
Jumlah kampung 
literasi 

       

112 Indeks Literasi        
         

12) 
PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

       

113 

Jumlah Organisasi 
Kepemudaan yang 
aktif 

       

114 
Prosentase Pemuda 
Yang Berprestasi 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

115 

prosentase atlet 
olahraga 
berprestasi  

       

116 
Jumlah sarana 
kepemudaan 

       

         
13) KEBUDAYAAN        

117 

Jumlah benda, situs 
dan kawasan cagar 
budaya yang 
dilestarikan 

       

118 
Jenis budaya yang 
dilestarikan 

       

         
C URUSAN PILIHAN        
1) PERIKANAN        

119 
Konsumsi Ikan Per 
Kapita 

40.08 Kg 40.68 Kg 41.29 Kg 41.909 Kg 42.539 Kg 43.18 Kg 43.18 Kg 

120 
Produksi Perikanan 
Budidaya 

50227.69 
Ton 

51483.38 
Ton 

52770.47 
Ton 

54089.72 
Ton 

55441.97 
Ton 

56828.48 
Ton 

56828.48 
Ton 

         
2) PARIWISATA        

121 
Jumlah kunjungan 
wisatawan 

5.790.390 
Orang 

5.800.000 
Orang 

5.900.000 
Orang 

6.000.000 
Orang 

6.100.000 
Orang 

6.100.000 
Orang 

6.100.000 
Orang 

         
3) PERTANIAN        

122 
Jumlah produksi 
padi 

1.220.544 
ton 

1,269,732  
ton 

1.282.429 
ton 

1.295.253  
ton 

1308205 
ton 

1.308.205  
ton 

1.308.205  
ton 

123 

Kontribusi sektor 
pertanian terhadap 
PDRB  

       

         

4) 

PETERNAKAN DAN 
KESEHATAN 
HEWAN 

       

124 
Jumlah Produksi 
Ternak 

       

 
 1. Daging  47082420 

kg 
46996212 

kg 
47151952 

kg 
47307692 

kg 
47463432 

kg 
47619172 

kg 
47619172 

kg 

 
 2. Telor  4845652 

Kg 
5313484 

kg 
5436484 

kg 
5559484 

kg 
5682484 

kg 
5805484 

kg 
5805484 

kg 
  3. Susu  2553961 Ltr 2578749 Ltr 2608749 Ltr 2638749 Ltr 2668749 Ltr 2698749 Ltr 2698749 Ltr 
         

d 
PENUNJANG 
URUSAN 

       

1) 
INSPEKTORAT 
DAERAH 

       

125 
Tingkat Maturitas 
SPIP 

Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 

126 
Tingkat Kapabilitas 
APIP 

Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level 4 

127 

Rata rata nilai hasil 
evaluasi LAKIP 
Kabupaten, SAKIP 
SKPD 

B=60-70 B=60-70 B=60-70 B=60-70 BB=70-80 BB=70-80 BB=70-80 

         

2) 

PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN, 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH 
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No 

Aspek/Fokus/ 
Bidang 

urusan/Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

 
Target Capaian 

 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

         

128 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan RPJPD 
yang telah 
ditetapkan dengan 
Perda  

ada ada ada ada ada ada ada 

129 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan RPJMD 
yang telah 
ditetapkan dengan 
Perda 

ada ada ada ada ada ada ada 

130 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan RKPD 
yang telah 
ditetapkan dengan 
Perkada  

ada ada ada ada ada ada ada 

131 
Tersedianya e-
planning 

ada ada ada ada ada ada ada 

         

3) 
KEUANGAN DAN 
ASET DAERAH 

       

132 

Jumlah 
pengembalian  TGR 
pada kas daerah 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

         

4) 
PENDAPATAN 
DAERAH 

       

133 
Persentase 
peningkatan PAD 

5% 7.5% 10% 12% 15% 20% 20% 

134 

Persentase PAD 
terhadap 
pendapatan daerah 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

135 

persentase realisasi 
penerimaan pajak 
daerah 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

136 
Persentase realisasi 
penerimaan PBB 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

         

5) 

KEPEGAWAIAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 
SUMBER DAYA 
MANUSIA 

       

137 
Jumlah ASN yang 
mengikuti diklat 

133 Orang 190 Orang      

         
e PENDUKUNG        

1) 
SEKRETARIAT 
DAERAH 

       

138 
Nilai EKPPD Sangat 

Tinggi 
Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

139 Nilai LKjIP/LAKIP        
         

2) 
SEKRETARIAT 
DPRD 

       

         

3) 

KESATUAN 
BANGSA DAN 
POLITIK 

       

140 

Persentase 
penurunan konflik 
horizontal   

       

         
f KEWILAYAHAN        

1) 
PEMERINTAHAN 
UMUM 

       

141 

Persentase 
penyelesaian 
Pelayanan 
Administrasi 
Perijinan Terpadu 
Kecamatan 
(PATEN) tepat 
waktu 

       

         

D 
ASPEK DAYA 
SAING DAERAH 

       

142 Pengeluaran        
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No 

Aspek/Fokus/ 
Bidang 

urusan/Indikator 
Kinerja 

Pembangunan 
Daerah 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Awal 
Periode 
RPJMD 

 
Target Capaian 

 

Kondisi 
Kinerja 

Pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

2019 2020 2021 2022 2023 

         
Konsumsi Pangan 

143 
Rumah Tangga per 
Kapita 

       

144 

Pengeluaran 
Konsumsi Non 
Pangan 

       

145 
Rumah Tangga per 
Kapita 
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BAB IX 
P E N U T U P 

 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis 
dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, 
dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 
pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan 
lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD 
Kabupaten Subang tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.  RPJMD 
Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen 
perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur 
juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur proses penyusunan 
perencanaan dan penganggaran Tahun 2024 

 
9.1 Kaidah Pelaksanaan 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah 
dan wakil  kepala daerah terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap Organisasi 
Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah serta menjadi 
pedoman untuk  menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal  tersebut dalam 
bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:   

1. Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban 
untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-
baiknya; 

2. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang 
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi 
pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun;    

3. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD 
dengan Renstra Perangkat Daerah;    

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah 
berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD 
ke dalam Renstra Perangkat Daerah;   
 

9.2 Kaidah Transisi 

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya 
pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana 
diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Subang. 
Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Subang 2005-
2025. Selanjutnya RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD 
Kabupaten Subang Tahun 2024.  Pemerintah Kabupaten Subang akan 
melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai 
pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu 
agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang 
belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain 
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untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan 
nasional dan provinsi, Kabupaten dan lain-lain.  

 
 

Subang,      Januari 2019 
BUPATI SUBANG, 

 
 
 
 

H. RUHIMAT 
 


